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ABSTRAK

Judul : Perlindungan Hukum Bagi Penyandang Disabilitas Intelektual
Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kabupaten
Ponorogo Perspektif Antropologi Hukum Islam

Penulis : Fahruddin Ali Sabri

Promotor : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
Dr. H. Masruhan, M.Ag

Kata Kunci : Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Disabilitas Intelektual, Strategi
Perlawanan, Perlindungan Hukum, Pluralisme Hukum

Penyandang disabilitas intelektual sebagai korban kekerasan dalam rumah
tangga di Kabupaten Ponorogo memiliki hak yang sama untuk memperoleh
perlindungan hukum dari sistem hukum Negara, agama, adat maupun hibrida.
Pluralisme hukum ini memiliki karakter agresif, saling melengkapi, kompetitif,
dan kooperatif sehingga akan memperjelas hubungan antara aktor negara dan
aktor non negara.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana penyebab
KDRT terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo? 2)
Bagaimana strategi perlawanan disabilitas intelektual sebagai korban KDRT di
Kabupaten Ponorogo untuk melindungi hak-haknya? 3) Bagaimana bentuk
perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai korban
KDRT di Kabupaten Ponorogo perspektif antropologi hukum Islam? Disertasi ini
tidak bersifat etnosentris, namun tetap memperhatikan perspektif emik dan etik.
Teori the semi-autonomous social field dan teori penyelesaian perkara digunakan
sebagai kerangka teoritiknya untuk menganalisis data.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) KDRT terhadap penyandang
disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo disebabkan oleh budaya patriarki
dan disabilitas intelektual yang disandang oleh korban sebagai penyebab utama.
Penyebab lainnya yaitu makrososial, psikososial, cemburu atas perlakuan orang
tua yang selalu memperhatikan korban, adanya usaha untuk mengubah perilaku
korban dan menyalahgunakan kekuasaan. KDRT tersebut tidak disebabkan oleh
seksisme. 2) Strategi perlawanan yang dilakukan oleh korban KDRT yang
menyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo untuk melindungi hak-
haknya yaitu perlawanan secara terbuka maupun terselubung; personal, informal
dan formal; dan melalui perlawanan internal maupun eksternal. 3) Bentuk
perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai korban
KDRT di Kabupaten Ponorogo perspektif antropologi hukum Islam adalah
mediasi, nasihat, pemenuhan kebutuhan hidup, perlindungan sementara, tetap
dalam ikatan pernikahan, pemeriksaan kesehatan dan putusan cerai.

Hubungan negara-individu pada temuan penelitian ini menunjukkan
bahwa rumah-rumah komunitas di Kabupaten Ponorogo sebagai suatu the semi-
autonomous social field yang memiliki aturan-aturan sendiri namun rentan untuk
mendapatkan pengaruh aturan dari negara, adat dan agama. Selain itu para pihak
juga menggunakan teori penyelesaian perkara dalam menyelesaikan kasusnya.



ABSTRACT

Title : Legal Protection For Domestic Violence Victims With Intellectual
Disability In Kabupaten Ponorogo, The Anthropology of Islamic
Legal Perspective

Author : Fahruddin Ali Sabri

Promoter : Prof. Dr. H. M. Ridlwan Nasir, MA
Dr. H. Masruhan, M.Ag

Keywords : Domestic Violence, Intellectual Disability, Resistance Strategies,
Legal Protection, Legal Pluralism

Persons with intellectual disabilities as victims of domestic violence in

Kabupaten Ponorogo have the right to be treated equally to get legal protection
under the law from the state, custom, religion, and hybrid. The character of legal
pluralism is combative, complementary, competitive, and cooperative to clarify
the range of relationships between state and non-state actors in Indonesia.
This study proposed three problems in this study 1) How the causes of the
domestic violence victims with intellectual disability in Kabupaten Ponorogo? 2)
How does the domestic violence victims with intellectual disability in Kabupaten
Ponorogo do a resistance strategy to protect his rights? 3) How is the form of legal
protection for persons with intellectual disabilities as victims of domestic violence
in Kabupaten Ponorogo, the anthropology of islamic legal perspective? This
dissertation is not ethnocentric, but still give attention to the emic and etic
perspectives. The theory “the semi-autonomous social field” and “dispute
resolution” as a theoretical framework to analyzing datas.

The results of the dissertation research: 1) Domestic violence against
persons with intellectual disabilities in Kabupaten Ponorogo is caused by
patriarchal culture and disability intellectual carried by victims as the main cause.
Other causes include macrosocial, psychosocial, jealousy over the treatment of
parents who always pay attention to victims, efforts to change the behavior of
victims and abuse of power. Domestic violence is not caused by sexism. 2).
Resistance strategies carried out by victims of domestic violence with intellectual
disabilities in Kabupaten Ponorogo to protect their rights, namely open or covert
resistance; personal, informal and formal; and through internal and external
resistance. 3) The form of legal protection for persons with intellectual disabilities
as victims of domestic violence in Kabupaten Ponorogo, the anthropology of
islamic legal perspective are mediation, advice, fulfillment of life needs,
temporary protection, remain in the post marriage, health checks and divorce
decisions.

The relationship state-individual on the findings of this research suggests
that people in the semi-autonomous social field which has their own but the rule
vulnerable to get the influence of the rules of the state, the customs and religion.
In addition, the parties also used the theory of dispute resolution in resolving the
case.
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BAB1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Korban tindak kekerasan perlu mendapatkan perhatian serius dari institusi-
institusi hukum yang ada di Indonesia. Kekerasan dapat terjadi di ruang publik
maupun di ruang domestik yang disebut dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
yang selanjutnya disingkat dengan KDRT. Kasus KDRT terus mengalami
peningkatan setiap tahunnya di Indonesia. Menurut laporan yang disebutkan oleh
Komisi Nasional Perempuan bahwa jumlah korban KDRT pada tahun 2017
sebanyak 9.609 kasus, dengan rincian 3.982 kasus kekerasan fisik, 2.979 kasus
kekerasan seksual, 1.404 kasus kekerasan psikis dan 1.244 kasus kekerasan
ekonomi.! Sedangkan penyandang disabilitas yang menjadi korban KDRT pada
tahun 2018 sebanyak 9 kasus, dengan rincian 3 kasus terhadap penyandang
disabilitas intelektual, 5 kasus terhadap penyandang disabilitas fisik dan 1 kasus
terhadap penyandang disabilitas mental.”

Korban KDRT yang menyandang disabilitas membutuhkan perlindungan
hukum untuk menjamin hak-hak asasinya sebagai subjek hukum. Hukum dapat
berfungsi untuk memberikan perlindungan terhadap pihak yang lemah, rentan dan
belum memiliki kekuatan dalam hubungan sosial, ekonomi, dan politik.

Perlindungan ini harus bersifat antisipatif, fleksibel, adaptif, dan prediktif.’

' Tim Penulis, “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan
Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 20177, Komnas Perempuan, (Jakarta, 7 Maret 2018), 1.

> Ibid. 27-30.

? Satjipto Raharjo, I/mu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 55.



Perlindungan hukum ini memiliki bentuk preventif dan represif.* Oleh karena itu
hukum Negara, hukum adat maupun hukum agama baik secara substansial,
struktural maupun budaya hukum’ hendaknya mampu hadir dalam melindungi
hak-hak korban KDRT, dengan tujuan untuk memberikan rasa keadilan,
ketentraman, ketertiban dan sarana dalam menyelesaikan perkara.

Dalam konteks Negara, pemerintah Republik Indonesia telah berupaya
semaksimal mungkin untuk melindungi setiap warga negaranya. Undang-Undang
Dasar 1945 memerintahkan kepada Negara untuk melindungi setiap warganya
dari tindak kekerasan yang tertuang pada pasal 28 B ayat (2), pasal 28 D ayat (1),
pasal 28 T ayat (2) dan pasal 27 ayat (1).° Dengan demikian, Negara wajib
memberikan perlindungan hukum yang berlaku secara umum kepada setiap warga
tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak,
penyandang disabilitas maupun tidak.

Negara telah berusaha untuk melindungi korban KDRT melalui /egal
substance-nya baik yang bersifat preventif maupun represif. Dalam hal ini,
Negara dapat menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-

undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, dan konvensi-

* Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia (Surabaya: Bina Ilmu, 1987), 4.

* Lawrence M. Friedman, The Legal System: a Social Science Perspective (New York: Russel
Sage Foundation, 1975), 15.

8 Tim Visi Yustisia, UUD Negara Republik Indonesia 1945 (Jakarta: Visimedia, 2014).



konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia
yakni Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International
Covenant On Civil And Political Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak
Sipil Dan Politik) dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan
Convention On The Rights Of Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai
Hak-Hak Penyandang Disabilitas), Peraturan Pemerintah Nomor 04 Tahun 2006
Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam
Rumah Tangga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Peraturan Mahkamah
Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di
Pengadilan Hal ini membuktikan bahwa Negara berupaya untuk melindungi
warganya. Pelaku KDRT mendapatkan hukuman atas perbuatan yang
dilakukannya. Korban KDRT mendapatkan hak-haknya berdasarkan hukum
Negara.

Hukum Islam juga telah memberikan perlindungan hukum terhadap
korban KDRT baik secara preventif maupun represif. Secara preventif misalnya,
Allah memerintahkan seorang suami untuk memperlakukan istri dan anaknya
dengan cara sebaik-baiknya.
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Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah
dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah
menjadikan padanya kebaikan yang banyak. ’ (QS. al-Nisa’ (4): 19)

Rasulullah melarang seorang suami memukul istrinya, sebagaimana yang

terdapat dalam sebuah Hadis:
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Aisyah ra. berkata: Rasulullah SAW. tidak pernah memukul seseorang,
perempuan, dan pembantu, kecuali saat beliau berperang di jalan Allah. Dan
beliau sama sekali tak pernah menghukum kecuali jika ada keharaman-keharaman
yang dilanggar. (Jika itu terjadi) maka beliau akan menegakkan hukuman karena
Allah SWT. (HR. Muslim)

Rasulullah juga mengecam tindakan suami yang memukul istrinya,
sebagaimana yang terdapat dalam sebuah Hadis:
% s 2w 80T A Y 1 8 ey e ) o 2D B G5 3 N a0
o 2T G
Dari Abdillah bin Zam’ah, Nabi Muhammad SAW. Bersabda: Janganlah
seorang di antara kalian mencambuk istrinya sebagaimana mencambuk budak,
kemudian pada malam harinya ia tiduri. (HR. al-BukharT)

Hukum Islam telah mengatur perlindungan hukum secara represif terhadap

korban KDRT. Jumhur ulama sunni menyatakan bahwa, hukuman gisas tidak

7 al-Qur'an, 4: 19. Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya
(Bandung: Syaamil Cipta Media, 2005), 80.

® Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Naysabiri, Al-Jami’ al-Sahih Muslim, Jilid IV (Bayrit:
Dar Thya“ al-Turath al-‘Arabi, t.th.), 1841.

? Muhammad bin Isma’il Ab@i Abdullah al-Bukhari, a/-Sahih al-Bukhart, Jilid VII (al-Qahirah: Dar
al-Sha’b, 1987), 42.



dapat diterapkan pada pasangan suami istri yang melakukan KDRT kecuali jika
mengakibatkan kematian.'® Mereka berargumen bahwa Rasulullah Muhammad
SAW. telah memerintahkan Habiba untuk memukul atau menampar suaminya
yang bernama Sa’ad sebagai hukuman gisas atas perbuatan yang dilakukan oleh
Sa’ad terhadap Habiba. Meskipun kemudian Rasulullah Muhammad SAW.

mencabut keputusan gisas (rufi’a al- gisas) ini karena Allah menurunkan wahyu:
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar."
(QS. al-Nisa’ (4): 34)

Sebenarnya, Rasulullah menghendaki adanya hukuman gis@s namun
ternyata Allah tidak menghendakinya. Ketika Rasulullah telah memutuskan
hukuman gisas lalu turun al-Nisa’ (4): 34 ini. Rasulullah diperintahkan oleh
Allah untuk menunggu wahyu-Nya dan tidak membuat keputusan dengan tergesa-

gesa,'? yaitu :

"% ‘Abd al-Haqq bin Ghalib bin ‘Atiya al-Maliki, al-Muharrar al-wajiz fi tafsir al-Kitab al-'Azfz,
jilid I (Beirut: Manshtirat Muhammad ‘All Baydan, 2001), 47. Jalal al-Din ‘Abd al-Rahman al-
Suyitt al-Shafi’1, al-Durr al-manthir fi al-tafsir al-ma’thir, jilid 1T (Beirut: Dar al-Ma'rifa, 1970),
151. Ahmad bin “Al1 Al-Jasas al-Hanafl, Ahkam al-Qur’an, jilid I (Beirut: Dar Thya“ al-Turath al-
‘Arabi, 1996), 148.

"' al-Qur’an, 4: 34. Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, 84.

12 Al-Jasas, Ahkam al-Qur’ an, jilid 111, 148.
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Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu
tergesa-gesa membaca Al qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya
kepadamu, dan katakanlah: Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu
pengetahuan.'® (QS. Taha (20): 114)

Ketika Jumhur ulama sunni berpendapat hukuman gisas tidak dapat
diterapkan pada pasangan suami istri yang melakukan KDRT kecuali jika
mengakibatkan kematian, lalu ada pendapat dari al-Layth bin Sa’ad yang
menyatakan bahwa hukuman gisas tidak berlaku bagi seorang suami yang
membunubh istrinya, karena akad nikahlah yang menyebabkan adanya shubhat di
antara mereka, akad nikah menyebabkan seorang istri itu menjadi “milik” suami.
Apabila suami menghilangkan barang miliknnya, maka tidak ada hukuman bagi
suami. Muhammad Abu Zahrah tidak meyakini pendapat di atas itu bersumber
dari al-Layth bin Sa’ad, karena al-Layth bin Sa’ad tidak lazim menyatakan
pendapat seperti itu. Mayoritas ulama berpendapat bahwa akad nikah merupakan
akad mushtarak yang mana masih terdapat hak-hak yang dimiliki oleh suami istri.
Oleh karenanya, seorang istri bukan sebagai properti milik suami yang dapat
diperlakukan semaunya.'*

Tindak KDRT tidak bisa terlepas dari akar penyebab kekerasan. Peneliti
mengutip beberapa pendapat mengenai penyebab KDRT yang tersaji pada BAB
II, pada latar belakang ini peneliti hanya menyebutkan pendapat dari Michael

Kaufman  yang  telah  mengklasifikasi  akar  penyebab  KDRT,

yaitu patriarchy, privilege, permission, the paradox of men’s power, the psychic

1 al-Qur’an, 20: 114. Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, 320.
" Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al-‘Ugiibah ff al-Figh al-Islami (al-Qahirah: Dar al-
Fikr al-‘Arabi, t.th.), 317



armor of manhood, past experience, dan masculinity as a psychic pressure

cooker.”

Peneliti menjelaskan tentang konsep manusia dalam Islam, sebelum
menguraikan konsep penyandang disabilitas intelektual yang dijadikan subjek
penelitian, karena penyandang disabilitas intelektual bersama dengan perempuan
dan anak merupakan kelompok-kelompok yang rentan menjadi korban KDRT.
Allah menciptakan manusia yang terdiri atas tiga dimensi yakni bentuk fisik, ruh
dan jiwa. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Bentuk fisik atau jasad. Manusia memiliki stuktur organisme fisik yang
bentuknya lebih sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain, al-
Qur’an surat al-Tin ayat 4 menyebutkan bahwa manusia merupakan makhluk
sempurna ciptaan Allah dengan dalam bentuk dan keadaan yang
sebaik-baiknya. Kata tagwim dalam ayat ini merupakan isyarat tentang
keistimewaan manusia dibanding binatang, yaitu dengan karuniai akal,
pemahaman, dan bentuk fisik yang tegak dan lurus.'® Dengan demikian,
manusia memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lain.

2. Ruh. Kata ruh sebagai Jism latif yakni jism nurani yang luhur, yang ringan,
yang hidup dan yang menggerakkan seluruh anggota tubuh manusia.'” Ruh
juga berarti penghidupan pada diri manusia yang berpengaruh terhadap

kesadaran dan rasa, seperti perasaan bahagia, sedih, suka, duka yang mana

2

' Michael Kaufman, “The seven “P’s” of men’s violence” dalam “Men and equality: Conference
proceedings Men and change: the role of men in equality between men and women”, (9-10
September 2005), diakses dari http://db.amazone.be /3/511644_en.pdf pada tanggal 22 Mei 2019.
' Abi al-Qasim al-Husayn bin Muhammad, al-Raghib al-Ashfahani, al-Mufradat fi Gharib al-
Qur’an, Jilid I (t.tp: Maktabah Nazar Mustafa al-Baz, t.th.), 541.

" Muhammad ‘Abduh, Tafsir al-Manar, Jilid 1V (al-Qahirah: Dar al-manar, 1947), 269.



tidak akan bisa dirasakan oleh manusia apabila ruh tidak ada. '® Dari masa ke
masa, para ulama berbeda pendapat mengenai makna ruh ini, sehingga
penjelasan mengenainya masih menjadi sebuah misteri bagi dunia hingga saat
ini.

3. Jiwa. Para ahli filsafat Muslim menyepakati definisi jiwa sebagai
kesempurnaan awal bagi fisik yang bersifat alamiah, mekanistik dan memiliki
kehidupan yang energik.19 Manusia memiliki tiga jiwa: jiwa yang tenang (al-
nafs al-mutma’innah) yang disebut dengan hati, jiwa yang memerintahkan
kepada kejahatan (al-nafs laammaratun bi al-sii’) yang disebut dengan hawa
nafsu dan jiwa yang amat menyesali diri sendiri (al-nafs al-lawwamah) yang
disebut dengan akal.*® Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah SWT. telah
diberi anugerah berupa hati, hawa nafsu dan akal. Dengan anugerah ini,
manusia akan memiliki keistimewaan dibandingkan dengan makhluk lainnya.?'
Sebagaimana yang terdapat dalam surat al-Isra’ (17) ayat 70 tentang kemuliaan
manusia dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain.

Beberapa makna akal telah disebutkan dalam al-Qur’an, akal dapat
memiliki makna al-ta’aqqul (yang memiliki kemampuan berfikir), al-tafakkur
(yang mengingat), al-tadabbur (yang memperhatikan), al-tafagquh (yang
mengerti dan memahami), a/-nazar (yang mempertimbangkan), al-istikshaf (yang

menyelidiki), al-istinbat (yang menemukan), al-istikhraj (yang menguraikan dan

" Muhammad bin ‘Umar Fakhruddin al-Razi, Mafatih al-Ghaib, Jilid XX (Bayrat: Dar al-Kitab,
2000), 310.

" Muhammad Ali Abi Rayyan, Tarikh al-Fikr al-Falsafi fi al-Islam (Alexandria: Dar al-Jami’at
al-Misriyah, 1984), 337.

* Abdul Mujib, Fitrah dan Kepribadian Islam: Sebuah Pendekatan Psikologis (Jakarta: Darul
Falah, 1999), 55.

*! Syahid Mu’ammar Pulungan, Manusia Dalam al-Qur’an (Surabaya: Bina Ilmu, 1984), 15- 16.



memecahkan permasalahan), al-ta’ammul (yang merenungkan) dan al-tafakkur ft
al-mustagbal (yang memprediksikan masa depannya).”” Schingga akal yang
diberikan Allah kepada manusia merupakan keistimewaan yang tidak dimiliki
oleh makhluk lainnya.

Psikolog menyebut aktivitas akal ini dengan istilah kognisi. Aktivitas akal
manusia ini dapat dianggap sebagai salah satu komponen dari intelegensi atau akal
manusia yang mampu berinteraksi untuk memproses informasi. Psikolog kognitif
mengonsep intelegensi ini dengan teori pemrosesan informasi dari kognisi.
Mereka memulai teorinya dengan menyandarkan pada model intelegensi yang ada
dalam komputer. Intelegensi komputer memiliki kemiripan dengan intelegensi
manusia. Awalnya, informasi yang berada dari dunia luar yang dirasakan lalu
dimasukkan (input), disimpan (save) dalam kartu memori atau hard disk, lalu
tranformasi dari informasi juga dapat ditampilkan, dan pada akhirnya suatu output
akan dapat dihasilkannya.” Jika aktivitas komputer ini berproses dengan baik
maka komputer akan berfungsi (enable). Sebaliknya Jika aktivitas komputer ini
tidak dapat berproses dengan baik misalnya ada virus, spam maupun malware
maka komputer akan tidak dapat berfungsi dengan baik (disable).

Allah menciptakan manusia ada yang terlahir dalam keadaan
intelegensinya dapat berfungsi dengan baik (enable intellegency) dan ada pula
yang tidak (disable intellegency). Disable intellegency ini disebut dengan istilah

“orang dengan kelainan intelektual atau cacat intelektual”, istilah ini bersumber

** Khalid Kabir ‘Allal, al-Akhta’ al-Tarikhiyyah wa al-Manhajiyyah fi Mu allafat Muhammad
Arkoun wa Muhammad ‘Abid al-Jabiri, Dirasah Naqdiyyah Tahliliyyah Hadifah (Aljazair: Dar al-
Mubhtasib, 2008), 238.

> Robert Solso, Otto H. Maclin, dan M. Kimberly Maclin, Cognitive Psychology (Edinburgh:
Pearson Education Limited, 2014), 423.



10

dari pikiran manusia.”* Seseorang yang menyebut dengan sebutan tertentu akan
membawa implikasi perilaku terhadap pihak yang menerima sebutan. Jika ada
penyebutan istilah cacat, maka dapat berkonotasi negatif, yakni kekurangan pada
nilai atau mutunya kurang baik.”

Peneliti cenderung untuk memilih istilah disabilitas daripada kata cacat,™
alasannya adalah karena Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 menyebut istilah
penyandang disabilitas bukan penyandang cacat. Penyandang disabilitas
didefinisikan sebagai: “setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik,
intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam
berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk
berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan
kesamaan hak”.?’ Peneliti menilai istilah disabilitas ini sebagai upaya untuk
menghilangkan istilah cacat yang berkonotasi negatif. Dengan demikian, Negara
jelas memihak pada penyandang disabilitas dengan penggunaan istilah ini.

Ada keterkaitan antara penyandang disabilitas mental dan disabilitas
intelektual. Kedua kelompok ini telah lama mendapatkan status “orang dengan
kelainan”. Mereka sama-sama disebut sebagai “orang gila” atau “orang yang tidak
waras”. Awalnya, masyarakat mengobatinya melalui perdukunan, spiritualitas,
takhayul, menggunakan jamu, ritual dan jimat, dengan tujuan untuk melepaskan

roh jahat sebagai penyebabnya, mengobati gegar otak dan meringankan penyakit

** Arif Rohman, Politik Ideologi Pendidikan (Yogyakarta: Laksbang Mediatama, 2009), 85.

% Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 143.

* Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat Bahasa
Departemen Pendidikan Nasional, 2008), 249.

77 “Penyandang Disabilitas intelektual” adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat
kecerdasan di bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita dan down syndrom.
Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
(Yogyakarta: Manuscript, 2017).
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mental.*® Masa berikutnya, masyarakat memunculkan istilah idiot maupun imbisil,
dan akhirnya sebagian besar pengajar di Amerika saat ini konsisten menggunakan
istilah disabilitas intelektual.”

Disabilitas intelektual memiliki definisi: “suatu penurunan fungsi
intelektual yang dicirikan dengan adanya gangguan kemampuan kognitif, bahasa
dan motorik secara menyeluruh, penurunan fungsi ini terjadi pada masa
perkembangan dan dihubungkan dengan gangguan pada adaptasi sosial yang
diekspresikan dalam keterampilan adaptif konseptual, sosial, dan praktis.”
Penyandang ini disebabkan adanya penurunan fungsi intelektual sekitar 70% pada
periode perkembangan anak semenjak lahir hingga usia 18 tahun, ditandai dengan
skor “intelligence quotient” dibawah 70-85”.°"

Penyandang disabilitas intelektual terdiri atas empat level yaitu mild
(ringan), moderate (sedang), severe (berat), dan profound (parah), level ini
disusun berdasarkan tingkat kecerdasannya. Level-level ini digunakan sebagai
langkah untuk menangani dan memperlakukan penyandang disabilitas pada

bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial, sehingga dapat terjamin hak-haknya.*

* Julie P. Gentile dan Paulette M. Gillig (ed), Psychiatry of Intellectual Disability (West Sussex,
UK: John Wiley & Sons, Ltd, 2012), 1-2.

* Pertama, idiot atau idiocy (bahasa Yunani) yang berarti “orang yang tidak mampu memegang
jabatan publik karena kekurangan kemampuan profesionalitasnya”. Kedua, imbisil (bahasa Latin)
yang berarti lemah dan merosot yang menunjukkan tingkat ketidakkemampuan untuk bernalar.
William L. Heward, Exceptional Children - An Introduction to Special Education, 10" Edition
(New Jersey: Pearson Education Inc, 2013), 123-124.

* Ashok Roy, Meera Roy dan David Clarke, The Psychiatry of Intellectual Disability (Boca
Raton: CRC Press, 2006), 3-4. John W. Jacobson et all, Handbook of Intellectual and
Developmental Disabilities (Springer, 2007), 4.

3 Henry V. Cobb, “Mental Retardation and Future Research”, dalam The Year 2000 and Mental
Retardation, ed. Stanley C. Plog (New York: Plenum Press, 1980), 10.

? Jeffrey S. Nevid, Spencer A. Rathus dan Beverly Greene, Abnormal psychology in a changing
world, Ninth Edition (New Jersey: Pearson Education Inc, 2014), 492.
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Literatur fikih menyebut istilah ma'tiah, safih, masri' (epilepsi) yang
merupakan istilah yang dekat atau terkait dengan disabilitas intelektual. Fatwa
mufti Mesir membedakan antara ‘atah dan juniin, mereka mengklaim bahwa ‘atah
adalah kegilaan yang tenang dan juniin adalah kegilaan ekstrovert yang sangat.
Fatwa mufti Mesir mengizinkan penyandang disabilitas intelektual untuk
melakukan pernikahan dengan dua syarat yaitu memperoleh izin dari walinya dan
memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk. Fatwa ini
menunjukkan bahwa ada perbedaan antara disabilitas intelektual dengan gila,
sehingga disabilitas intelektual diyakini tidak terlalu membahayakan bagi
pasangannya.’>

Literatur fikih mengenal istilah al-safth. Ulama madhhab Hanafi, Maliki,
Syafi’i dan Hambali menyatakan bahwa al-safih adalah orang yang memiliki
kelemahan fungsi intelektual dan kurang bisa dalam berlogika. 4/-safih termasuk
dalam golongan orang yang belum rashid. Al-safth ini memiliki ciri: perilaku
boros dan lemah dalam bertransaksi. Meskipun demikian para ulama bersepakat
bahwa al-safih ini tetap bertindak sebagai subyek hukum. Mereka dapat menerima
haknya dengan syarat sesuai dengan izin dari walinya.’*

Islam memiliki sikap positif terhadap seseorang yang menyandang
disabilitas. Teks-teks yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Hadis tidak hanya

menyatakan adanya ketidakmampuan sebagai bagian alami dari sifat manusia,

3 Vardit Rispler-Chaim, Disability in Islamic Law (Dordrecht, The Netherlands: Springer, 2007),
64.

¥ Muhammad bin Ahmad bin Abi Sahl al-Sarakhsi, al-Mabsit, Jilid XXVII (Beirat: Dar al-
Ma'rifah, 1406 H), 495. Malik bin anas, al-Mudawwanah al-kubra, Jilid II (Beyrut: Dar al-Kutub
al-‘Ilmiyyah, 1994), 79. Abi Zakariyya Yahya bin Sharf al-Nawawi, al-Majmii’ Sharh al-
Muhadhdhab, Jilid XVI (Beyrit: Dar al-Fikr, 1994), 160. Muhammad al-Amin al-Shinqiti, Sharh
Zad al-Mustaqni’, Jilid XIV (Riyad: al-Ri’asah al-’Ammah li al-Buhiith al-’llmiyyah wa al-Ifta’,
2007), 3.
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tetapi juga memberikan prinsip-prinsip dalam merawat dan peduli terhadap orang
yang menyandang disabilitas. Hal ini telah diimplementasikan oleh khalifah al-
Walid ibn ‘Abd al-Malik dari dinasti Umayyah yang mendirikan infrastruktur
berupa rumah perawatan dan rumah sakit khusus bagi penyandang disabilitas
intelektual.”> Tokoh Islam awal sudah mengajarkan tentang bagaimana melayani
penyandang disabilitas intelektual dengan baik, karena kelompok ini juga bagian
dari masyarakat, dan bukan orang yang berkelainan yang dijauhi dan
disingkirkan.

Peneliti telah mengakses beberapa jurnal penelitian maupun buku di
Indonesia, namun peneliti kurang —kalau tidak bisa dikatakan sedikit-
mendapatkan penelitian tentang penyandang disabilitas intelektual yang
mengalami KDRT, mayoritas penelitian tentang KDRT pada korban yang tidak
menyandang disabilitas intelektual. Sedikitnya penelitian tentang KDRT yang
dialami oleh penyandang disabilitas intelektual, mungkin karena asumsi bahwa
penyandang disabilitas intelektual ini tidak memiliki kemampuan untuk
mengkomunikasikan pengalaman kekerasan dan pelecehan yang dialaminya,
dapat juga karena keterbatasan kosa kata atau gangguan komunikasi.”® Hal ini
bisa jadi karena para peneliti merasa kesulitan untuk mendapatkan kisah dan

pengalaman dari penyandang disabilitas intelektual yang mengalami KDRT.

* Hiam Al-Aoufi, Nawaf Al-Zyoud dan Norbayah Shahminan, “Islam and the cultural
conceptualisation of disability”, International Journal of Adolescence and Youth, Vol. 17, No. 4,
(December, 2012), 206-207.

% Bonnie E. Carlson, “Mental Retardation and Domestic Violence: An Ecological Approach to
Intervention”, 79-89.
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Penyandang disabilitas intelektual yang berada di Kabupaten Ponorogo
berjumlah 791 jivva,37 mayoritas berada di Kecamatan Jambon dan Balong.
Penyandang disabilitas intelektual yang berada di Kecamatan Jambon berjumlah
60 orang®™ dan penyandang disabilitas intelektual yang berada di Kecamatan
Balong berjumlah 135 orang.* Dari sejumlah penyandang disabilitas intelektual
ini, peneliti berusaha untuk mencari informasi mengenai kasus KDRT mungkin
dialami olehnya. Peneliti tidak mendapatkan informasi tentang kasus ini dari
Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Reserse Kriminal Kepolisian Resor
Ponorogo, pejabat Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, Camat di Kecamatan
Balong, Kepala-Kepala Desa di Karangpatihan Kecamatan Balong, Sidoharjo dan
Krebet Kecamatan Jambon.

Peneliti mendapatkan informasi dari pengurus Rumah Harapan Desa
Karangpatihan Kecamatan Balong tentang pemukulan yang dialami oleh BNI
(penyandang disabilitas intelektual) dengan pelaku yang merupakan suaminya
yaitu MSD (penyandang disabilitas intelektual). Peneliti juga mendapatkan
informasi dari Ketua Rumah Kasih Sayang di Desa Krebet Kecamatan Jambon
tentang perampasan gaji yang dialami oleh BYT (penyandang disabilitas
intelektual) dengan pelaku yang merupakan kakak kandungnya yaitu KDM (tidak
menyandang disabilitas). Peneliti mendapat informasi Ketua Forum Sidowayah

Bangkit di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon bahwa ada kasus penelantaran

*7 Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten
Ponorogo Dalam Angka 2018.

** Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Jambon Dalam Angka, Jambon
Subdistricts in Figures 2018 (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2018), 54.

* Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kecamatan Balong Dalam Angka, Balong
Subdistricts in Figures 2018 (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2018), 54.
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yang dialami oleh PNR BDG (penyandang disabilitas intelektual) dengan pelaku
yang merupakan adik kandungnya yaitu MST (tidak menyandang disabilitas).
Informasi-informasi awal ini menjadikan peneliti untuk berasumsi bahwa
penyandang-penyandang disabilitas intelektual dapat menjadi korban KDRT,
mereka mampu untuk melakukan perlawanan dalam menghadapi kekerasan yang
dialaminya dan mereka akan mendapatkan perlindungan hukum.

Korban maupun pelaku kasus KDRT biasanya lebih banyak untuk
memilih jalur nonlitigasi (tanpa melalui pengadilan negara),” yang memiliki
kelebihan yakni keputusan dicapai berdasarkan kesepakatan, sehingga tercapai
keadilan bagi para pihak. Isi putusan ini tidak untuk menang atau kalah, tetapi
sama-sama menang (win-win solution) dengan tujuan untuk mewujudkan keadilan
yang dapat diterima oleh para pihak. Ia memiliki kelemahan yakni bukan untuk
menjamin kepastian hukum dan ia tergantung iktikad baik dari para pihak untuk
melaksanakan putusan. Masyarakat biasanya menggunakan jalur nonlitigasi ini
melalui pranata hukum Islam dan hukum adat, terkadang muncul istilah
“diselesaikan secara adat”.

Para pihak jarang memilih jalur litigasi (melalui pengadilan negara) dalam
menyelesaikan KDRT,* padahal litigasi ini memiliki kelebihan yakni putusan
pengadilan dapat dilaksanakan dengan secara paksa oleh aparat penegak hukum
sehingga ada jaminan kepastian hukum bagi yang menang. la memiliki

kekurangan yakni isi putusan pengadilan adalah menang atau kalah (win or lose)

0 Susi Eja Yuarsi (ed), Menggagas Tempat Yang Aman Bagi Perempuan: Kasus Di Daerah
Istimewa Yogyakarta (Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM, 2002 ), 201.
*! Muhadjir M. Darwin, Negara dan perempuan.: reorientasi kebijakan publik (Yogyakarta : Grha
Guru, 2005), 123.
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yang terkadang menyebabkan rasa kecewa dan dendam bagi pihak yang kalah
sehingga potensial mengganggu keharmonisan tata kehidupan masyarakat.

Selain itu, korban KDRT ada yang enggan melaporkan kasus kepada
aparat Kepolisian, mungkin mereka merasa malu dan takut melaporkan KDRT
kepada aparat Kepolisian, di sisi lain mereka harus menempuh prosedur yang
rumit dan tidak efisien. Pada akhirnya, korban akan mendiamkan kasus KDRT,
minimal dia akan menyelesaikannya melalui institusi non Negara seperti institusi
agama, adat atau institusi sosial lainnya. Fenomena korban —boleh jadi dia
merupakan aparat Kepolisian- yang memilih suatu hukum atau kombinasi lebih
dari satu aturan hukum yang memungkinkan bagi dia untuk mendapatkan akses
kepada pemenuhan kepentingannya ini disebut dengan forum shoppz’ng.42 Secara
antropologi, seseorang akan memilih satu atau kombinasi aturan hukum yang ada
dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan yang paling menguntungkan tanpa
memperdulikan “bagaimana dan mengapa” dia harus memilih aturan hukum
tersebut.*

Penelitian antropologi hukum yang menggunakan struktural fungsional,
memandang bahwa tindak KDRT itu dengan memperhatikan struktur atau intitusi
hukum dan otoritas penyelesaiannya berada di tangan aparat hukum, tokoh agama

dan tokoh adat yang bertindak sebagai hakim dengan mengunakan teknik-teknik

* Forum shopping adalah pihak yang berselisih memiliki pilihan diantara institusi hukum yang
berbeda, pihak ini mendasarkan pilihannya pada sesuatu yang mereka harapkan hasil dari
perselisihan itu, meskipun harapan itu terlihat samar-samar atau tidak bahkan melebihi
ekspektasi". Keebet Von Benda-Beckmann, “Forum Shopping and Shopping Forums: Dispute
Processing in a Minangkabau Village in West Sumatra”, Journal of Legal Pluralism, 19 (1981),
117.

® Ido Shahar, “Forum shopping Between Civil and Sharia Courts: Maintenance Suits in
Contemporary Jerusalem,” dalam, Religion in Dispute, ed. Keebet Von Benda-Beckmann, Franz
Von Benda-Beckmann, Bertram Turner and Martin Ramstadt (New York: Palgrave Macmillan,
2013), 147.
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untuk menyelesaikannya. Penelitian ini mengarahkan perhatiannya pada proses-
proses sosial di mana konflik yang mengakibatkan KDRT merupakan bagian di
dalamnya. Dalam hal ini perhatian akan bergeser dari masalah institusi hukum ke
masalah individual dan pilihan-pilihan hukum di mana seseorang dipaksa untuk
memilih. Dalam situasi ini, para pihak akan melakukan interaksi.

Dalam konteks budaya hukum, masyarakat Indonesia yang memiliki
perbedaan latar belakang suku, agama, ras dan antar golongan dapat
memunculkan institusi-institusi hukum yang saling tumpang tindih. Misalnya,
apabila ada pihak yang berkonflik lalu melakukan tindak KDRT kepada pihak
lain, maka dimungkinkan munculnya konflik institusional. Para pihak ini dapat
menggunakan institusi hukum negara, hukum Islam, hukum adat™ dan hukum
hibrida*® secara bergantian.

Konflik institusional ini akan melahirkan tiga variasi hasil akhir dari
penyelesaian tindak KDRT yakni kemenangan bagi pihak korban, kemenangan
bagi semua pihak (win win solution) dan kekalahan bagi pihak korban. Peneliti
dapat mengidentifikasikan alasan para korban KDRT yang menyandang
disabilitas intelektual ini dalam menyelesaikan kasus yang dialaminya, apakah

mereka tunduk kepada institusi hukum negara, adat, Islam atau hibrida. Dengan

* Sulistyowati Irianto, Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum (Jakarta: Yayasan Obor
Indonesia, 2012), 1.

* Di Indonesia, hybrid law ini seringkali diproduksi oleh Voluntary Corporate Associations atau
asosiasi sukarela yang dikelola sendiri oleh masyarakat. Johan Frederik Holleman (ed.), Van
Vollenhoven on Indonesian Adat Law (Dordrecht: Springer-Science+Business Media, B.V., 1981),
51. Pada tahun 1978, Johan Frederik Holleman menyatakan bahwa masyarakat yang bertempat
tinggal di wilayah urban pada negara-negara berkembang terbiasan membuat aturan-aturan baru
yang bukan berasal dari hukum negara, hukum agama maupun hukum adat, aturan ini disebut
dengan hybrid law atau unnamed law. Sulistyowati Irianto, “Pluralisme Hukum dalam Prespektif
Global”, dalam Hukum Yang Bergerak. Tinjauan Antropologi Hukum, ed. Sulistyowati Irianto
(Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), 39.
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demikian, penelitian ini cenderung lebih tepat menggunakan perspektif

antropologi hukum Islam sebagai kerangka teoritik untuk menganalisa data

Identifikasi dan Batasan Masalah
Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka peneliti dapat
mengidentifikasikan beberapa masalah yang muncul, yaitu:

1. Penyebab KDRT terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten
Ponorogo.

2. Strategi perlawanan disabilitas intelektual sebagai korban KDRT di Kabupaten
Ponorogo untuk melindungi hak-haknya perspektif antropologi hukum Islam.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual
sebagai korban KDRT di Kabupaten Ponorogo perspektif antropologi hukum
Islam.

4. Faktor pendukung dan penghambat dalam memberikan perlindungan hukum
terhadap penyandang disabilitas intelektual sebagai korban KDRT di
Kabupaten Ponorogo.

5. Usaha mengatasi hambatan-hambatan perlindungan hukum bagi penyandang
disabilitas intelektual sebagai korban KDRT di Kabupaten Ponorogo.

6. Perbandingan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas intelektual
sebagai korban KDRT dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan
di Negara-Negara Se-ASEAN.

Dari beberapa masalah yang sudah dapat diidentifikasikan sebagaimana di

atas, perlu ada pembatasan sehingga masalah yang dibahas lebih terarah dan
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spesifik. Oleh karena itu, dalam disertasi ini, peneliti membatasi masalah tersebut

dalam tiga hal, yaitu:

L.

Penyebab KDRT terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten

Ponorogo.

. Strategi perlawanan disabilitas intelektual sebagai korban KDRT di Kabupaten

Ponorogo untuk melindungi hak-haknya perspektif antropologi hukum Islam.

. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual

sebagai korban KDRT di Kabupaten Ponorogo perspektif antropologi hukum

Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan batasan masalah yang ada, peneliti

mengajukan tiga pertanyaan sebagai pokok pembahasan dalam penelitian ini,

yaitu:

L.

Bagaimana penyebab KDRT terhadap penyandang disabilitas intelektual di

Kabupaten Ponorogo?

. Bagaimana strategi perlawanan disabilitas intelektual sebagai korban KDRT di

Kabupaten Ponorogo untuk melindungi hak-haknya?

. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas

intelektual sebagai korban KDRT di Kabupaten Ponorogo perspektif

antropologi hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:
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1. Menemukan penyebab KDRT terhadap penyandang disabilitas intelektual di
Kabupaten Ponorogo

2. Menemukan strategi perlawanan disabilitas intelektual sebagai korban KDRT
di Kabupaten Ponorogo untuk melindungi hak-haknya.

3. Menemukan bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas
intelektual sebagai korban KDRT di Kabupaten Ponorogo perspektif

antropologi hukum Islam.

E. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini mampu menghadirkan manfaat dan berdampak positif secara
optimal baik secara teoretis maupun secara praktis bagi berbagai pihak. Secara
teoretis yakni: memberikan gambaran secara utuh, rinci, dan argumentatif tentang
penyebab kekerasan pada kasus KDRT, pola dan variasi strategi perlawanan
korban dan bentuk perlindungan hukum korban KDRT penyandang disabilitas
intelektual di Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini juga mampu memberikan
kontribusi positif berupa wawasan pemikiran dan khazanah keilmuan bagi
berbagai pihak praktisi, akademisi, pemerhati dan semuanya terhadap hasil
penelitian. Penelitian ini memiliki kegunaan secara praktis yaitu sebagai acuan
hukum bagi masyarakat, akademisi, peneliti, maupun ulama’ dengan melakukan
rekonstruksi gagasan dan nilai-nilai budaya untuk memberikan perlindungan

hukum yang berbasis pada keadilan substantif.

F. Studi Terdahulu
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Beberapa peneliti melakukan pembahasan yang mungkin saja mirip
dengan penelitian ini. Akan tetapi, apabila pembaca mencermati lebih seksama,
maka terlihat perbedaan antara materi penelitian sebelumnya dengan penelitian
ini. Namun, peneliti tidak dapat menghindari adanya kesamaan tema kajian yang
dipilih. Peneliti perlu melakukan pemetaan terhadap penelitian atau kajian yang
pernah ada sebagaimana berikut:

1. Jurnal “Marriage In A Young Adult Mentally Retarded Population” yang
ditulis oleh H. Roller, S. A. Richardson dan M. Katz (1988). Jurnal ini
membahas tentang permasalahan dalam pernikahan yang dialami oleh
perempuan penyandang disabilitas intelektual ini lebih banyak daripada
perempuan yang tidak menyandang disabilitas intelektual. Namun demikian,
pernikahan yang dilakukan oleh perempuan penyandang disabilitas intelektual
ringan ini hampir setengahnya tampak berjalan dengan baik. Kondisi
penyandang disabilitas intelektual ringan tidak berbeda secara signifikan
dibandingkan yang normal, namun Pernikahan di antara penyandang disabilitas
intelektual ringan memang memiliki banyak masalah. Jurnal ini menggunakan
teori human sexuality.*

2. Buku “Health of Women with Intellectual Disabilities” yang dieditori oleh
Patricia Noonan Walsh and Tamar Heller (2002). Buku ini menyelidiki secara
terperinci tentang besar dan pentingnya jaringan dukungan dan hubungan
sosial dalam menangani kekerasan, prasangka buruk, kemiskinan,

penelantaran, dampak stigma dan lingkungan rumah yang tidak layak,

* H. Roller, S. A. Richardson dan M. Katz, “Marriage In A Young Adult Mentally Retarded
Population”, Journal of Mental Deficiency Research, 32, (1988).
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masyarakat terhadap para perempuan penyandang disabilitas intelektual.*’
Buku ini menggunakan pendekatan gender.

3. Buku “Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif
Kesetaraan Dan Keadilan” yang ditulis oleh Sulistyowati Irianto (2006). Buku
ini berisi tentang isu KDRT, di mana Indonesia yang sudah memiliki Undang-
Undang Penghapusan KDRT No. 23 tahun 2004 tetap harus banyak belajar dari
pengalaman Negara lain. Setidaknya upaya yang terpadu dari berbagai pihak
sangat diharapkan, para penegak hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara),
sarjana hukum dan masyarakat luas, seyogyanya secara bahu-membahu
menciptakan suatu sistem penanganan dan penyelesaian kasus kekerasan
terhadap perempuan secara terpadu. Buku ini menggunakan teori pluralisme
hukum.*®

4. Disertasi “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem
Peradilan Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice”, yang ditulis oleh
Ridwan Mansyur (2009). Disertasi ini menyebutkan bahwa korban KDRT
merasa bahwa penyelesaian kasus KDRT banyak yang tidak memenuhi rasa
keadilan. KDRT merupakan kasus yang meliputi multi dimensi penyelesaian
karena terdapat sisi lingkup perdata dan sisi lingkup pidana. Disertasi ini

menggunakan perspektif restorative justice.”

*7 Patricia Noonan Walsh dan Tamar Heller (ed), Health of Women with Intellectual Disabilities
(Oxford: Blackwell Publishing Company, 2002)

* Sulistyowati Irianto (ed.), Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif
Kesetaraan Dan Keadilan (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006)

* Ridwan Mansyur, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Sistem Peradilan
Pidana Dalam Perspektif Restorative Justice”, (Disertasi -- Universitas Padjajaran, Bandung, 2009)
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5. Disertasi “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Budaya Maja Labo Dahu
Orang Bima”, yang ditulis oleh Hamidsyukrie ZM (2009). Disertasi ini
membahas tentang KDRT Dalam Budaya Maja Labo Dahu Orang Bima pada
pengalaman dan pandangan korban. Disertasi ini menggunakan metode analisis
kritis untuk melihat latar belakang terjadinya KDRT, proses terbentuknya relasi
kuasa dalam rumah tangga dan keterkaitan antara pemicu ekonomi, sosial dan
personal.5 0

6. Jurnal“Reproductive Rights Of Mentally Retarded Persons” yang ditulis oleh
Sanja Katalinié, Vesna Sendula-Jengi¢, Martina Sendula-Paveli¢ dan Slaven
Zudenigo (2012). Pernikahan dengan orang yang menyandang disabilitas
intelektual rentan menjadi korban kekerasan fisik, mental dan keuangan oleh
pasangannya, schingga masyarakat harus menyediakan langkah-langkah
perlindungan yang memadai. Harus disebutkan bahwa orang-orang ini,
sebelum memasuki pernikahan, harus diberikan konseling pernikahan
mengenai tugas dan tanggung jawab, hubungan seksual, kontrasepsi, dan
sterilisasi yang mungkin sebelum memperoleh persetujuan untuk menikah.
Telah diamati bahwa pernikahan seperti itu benar-benar berfungsi dengan baik
tanpa anak-anak, sementara masalah muncul dengan kedatangan anak-anak.
Jurnal ini menggunakan teori dalam psikologi.”’

7. Buku “Intellectual Disability in Health and Social Care” yang dieditori oleh

Stacey Atkinson, Joanne Lay, Su McAnelly and Malcolm Richardson (2015).

** Hamidsyukrie ZM, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Budaya Maja Labo Dahu Orang
Bima”, (Disertasi -- Universitas Indonesia, Jakarta, 2009).

°' Sanja Katalini¢, Vesna Sendula-Jengi¢, Martina Sendula-Paveli¢ dan Slaven Zudenigo,
“Reproductive Rights Of Mentally Retarded Persons”, Psychiatria Danubina, Vol. 24, No. 1
(2012).



24

Buku ini membahas tentang standart operasional prosedur bagi staf di rumah
sakit yang mengikat pasiennya agar tercegah pada perbuatan yang merugikan
diri sendiri, kekerasan fisik terhadap pengguna layanan, berlebihan penggunaan
obat penenang dan penggunaan hukuman mandi dingin dan penarikan makanan
untuk disiplin. Buku menggunakan teori labeling.>*

8. Tesis “Studi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar”.
yang ditulis oleh Auliya Rahmah (2017). Secara garis besar tesis ini membahas
tentang penyebab menurunnya laporan kasus KDRT di Polrestabes Makassar.
Tesis ini menggunakan teori efektivitas hukum.”

9. Jurnal “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga” yang ditulis oleh Abdul
Aziz (2017). Tulisan ini membahas tentang langkah-langkah suami untuk
mendidik/memberikan pengajaran kepada istrinya menurut ajaran Islam dan
peraturan perundang-undangan. Artikel ini menggunakan teori yang terdapat
dalam hukum Islam.>*

10. Jurnal “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam” yang
ditulis oleh Nur Rofiah (2017). Tulisan ini membahas tentang KDRT yang
disebabkan oleh ketidaksetaraan relasi antara pelaku dan korban dalam rumah
tangga dan masih kuatnya budaya patriarkhi. Artikel ini menggunakan

perspektif hukum Islam.”

2 Stacey Atkinson, Joanne Lay, Su McAnelly and Malcolm Richardson (ed), Intellectual
Disability in Health and Social Care (London and New York: Routledge, 2015)

>} Auliya Rahmah, “Studi Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Makassar”, (Tesis --
Universitas Negeri Makassar, Makassar, 2017).

% Abdul Aziz, “Islam Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Kordinat, Vol. XVI No. 1 April
2017)

» Nur Rofiah, “Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam”, Wawasan: Jurnal
Ilmiah Agama dan Sosial Budaya, Vol. 2, No. 1, (Juni 2017)
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Peneliti melihat adanya persamaan objek penelitian-penelitian di atas
yakni pada kasus KDRT, namun terdapat perbedaannya yakni disertasi ini
menggunakan teori dalam antropologi hukum yaitu the semi-autonomous social
field dan teori proses penyelesaian perkara. Berangkat dari studi-studi terdahulu
ini maka ada ruang kosong yang dapat diisi, dikaji dan dieksplorasi lebih jauh dan

mendalam.

G. Kerangka Teoritik
1. Teori The Semi-Autonomous Social Field
Penelitian ini merupakan salah satu bagian dari studi hukum Islam, di
mana fokus studi hukum Islam mencakup tiga hal utama yaitu: isi ajaran Islam
mengenai hukum, upaya penjabaran dan penerapan hukum itu untuk mengikuti
perkembangan zaman, dan respon lingkungan sosial dan budaya terhadap
penerapan hukum itu. Dari segi metodologi yang digunakan, studi hukum Islam
sebagai bagian dari studi hukum semestinya sama dengan studi hukum pada
umumnya, schingga dapat meminjam metodologi penelitian hukum pada
umumnya itu.’® Penelitian ini menggunakan teori the semi-autonomous social
field dan teori proses penyelesaian perkara yang digunakan sebagai pisau analitis
dalam penelitian ini.
Teori pluralisme hukum merupakan salah satu teori yang terdapat dalam
antropologi hukum. Secara khusus, antropologi hukum dilakukan untuk
mengamati perilaku manusia dalam hubungannya dengan aparat-aparat hukum,

budaya hukumnya, dan aturan-aturan hukum seperti hukum Negara, hukum Islam,

M. Atho Mudzhar, “Tantangan Studi Hukum Islam Dewasa Ini”, Indo-Islamika, Vol. 2, No. 1,
(2012), 91-103.
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hukum adat dan hukum hibrida. Penelitian antropologi hukum tidak bersifat
etnosentris, schingga penelitian ini tidak membatasi pada kebudayaan tertentu,
objek penelitiannya adalah melihat keterkaitan antara aturan hukum dengan aspek
kebudayaan dan organisasi sosial pada suatu masyarakat.”’

Seseorang dapat memiliki posisi sebagai subjek dan objek hukum.
Manusia tidak lagi memiliki identitas alami yang lama, melainkan berubah
menjadi hasil konstruksi. Hasil konstruksi tersebut adalah seperti subjek hukum,
hak hukum, asas hukum, proses hukum, hubungan hukum dan akibat hukum.
Kendati demikian, masyarakat tempat hukum itu ada dan bekerja tidak
sepenuhnya ikut direkonstruksi bahkan untuk sebagian besar tetap menjalani
kehidupannya yang biasa, yaitu yang alami.”®

Penelitian ini menggunakan the semi-autonomous social field yang
merupakan salah satu teori dalam antropologi hukum yang beraliran pluralisme
hukum. Teori ini menyatakan bahwa law is the self regulation of a semi-
autonomous social field.”® Sally Falk Moore memperkenalkan teori ini untuk
menggambarkan bahwa suatu masyarakat mampu bertindak sebagai arena
penghasil dan penegakan peraturan, hal ini sebagai upaya memisahkan diri

maupun merespon hukum yang dibuat oleh negara. Teori ini berkaitan dengan

*7 Hilman Hadikusumah, Pengantar Antropologi Hukum (Bandung: PT. Citra Aditya Bhakti,
2004), 1-8.

% Satjipto Rahardjo, Hukum dalam Jagad Ketertiban (Jakarta: Uki Press, 20016), 142.

* Sally Falk Moore, “Hukum dan Perubahan Sosial: Bidang Sosial Semi-Otonom Sebagai Suatu
Topik Studi Yang Tepat”, dalam Antropologi Hukum Sebuah Bunga Rampai, ed. Tapi Omas
Thromi (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), 148-193.
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tantangan terhadap keistimewaan dan ketidakmampuan hukum Negara dalam
berargumen secara instrumental.®’

Berangkat dari beberapa penelitian yang menghasilkan kesimpulan
mengenai ketidakmampuan sebuah hukum (hukum Negara, hukum Islam maupun
hukum adat) untuk mengatur tertibnya kehidupan masyarakat secara efektif, maka
pada tahap berikutnya masyarakat akan selalu memunculkan aturan-aturan sendiri
yang dirasa mampu menyelesaikan sebuah masalah maupun sengketa yang secara
maksimal mampu memberikan rasa keadilan dan ketertiban bagi para aktor yang
terlibat, aturan ini disebut dengan self regulating mechanism. Aturan ini dapat
berjalan secara informal namun bersifat otonom.”' Teori Semi-autonomous social
field ini mampu dibaca sebagai cara untuk mendeskripsikan pluralisme hukum
yang keberadaannya bersifat tetap dan paling abadi, ia dapat digeneralisasikan,
dan juga banyak digunakan oleh masyarakat.®*

Teori ini memberikan penekanan pada otonomi yang sebagian atau semi-
otonom. Semi otonom merupakan suatu fakta bahwa bidang yang kecil dapat
menghasilkan aturan-aturan dan adat kebiasaan, namun dilain pihak bidang yang
kecil tersebut juga rentan terhadap aturan-aturan yang berasal dari dunia luar yang
mengelilinginya. Bagi Sally Falk Moore seluruh aneka norma dan aturan yang
muncul dari individu ataupun masyarakat tetentu dapat berfungsi sebagai hukum.
Lebih lanjut karakteristik teori Sally Falk Moore menekankan pada kemampuan

untuk menciptakan aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam lingkungannya

60 Sally Falk Moore, “Law and Social Change: The Semi-Autonomous social Field as An
Appropriate Subject of Study”, Law And Society Review, Th. VII, No. 4, (1973), 719-746.

o1 Sally Falk Moore, “Law and Social Change: The Semi-Autonomous social Field as An
Appropriate Subject of Study”, 719-746.

62 Sally Engle Merry, “Legal pluralism”, Law and Society Review, vol. 22, no. 5, (1988), 869-896.
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sendiri dan mendorong bahkan memaksa warganya untuk mentaati aturan
tersebut. Di sisi lain aturan yang diciptakan tersebut rentan terhadap aturan-aturan
dan kekuatan dari luar yang lebih besar dan mengelilinginya.®’

Sally Falk Moore berusaha untuk menciptakan sebuah gambar bidang
sosial normatif sebagai ruang sosial, pada saat itu terdapat hubungan yang
kompleks antara pihak yang memfasilitasi pembuatan peraturan dan kepatuhan.
Dalam deskripsinya tentang masyarakat Chagga, Moore telah menggambarkan
kekuatan kompleks yang terjadi pada komunitas berdasarkan garis keturunan
keluarga, di mana hubungan antar individu dapat terikat secara bersamaan melalui
kepentingan atas suatu properti, ikatan tradisi, kedekatan hubungan dengan
tetangga, dan terkadang muncul hubungan kasih sayang maupun kemesraan.**

Komunitas-komunitas ini mampu mengendalikan anggotanya dalam
banyak segi kehidupannya seperti penyelesaian sengketa, penanganan penyakit
dan krisis keuangan. Komunitas berdasarkan garis keturunan keluarga ini akan
mampu membuat aturan dan sekaligus menegakkannya. Moore mencoba menguji
teori pada komunitas yang bekerja pada sebuah pabrik pakaian di New York, di
mana moore membahas sebuah persahabatan yang fiktif dan bersifat sementara.
Persahabatan ini dapat bertindak sebagai hubungan instrumental yang berada di
jantung proses alokasi kekuasaan dan sumber daya. Moore menemukan banyak
aturan yang berbeda dari aturan yang berasal dari pemerintah dan pasar, aturan ini

dibuat untuk mengatur interaksi antar individu selama berkerja di pabrik tersebut.

63 10
Ibid.

% Sally Falk Moore, Law As Process, An Anthropological Approach (London: Routledge & Kegan

Paul Ltd., 1978), 74.
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Para aktor kunci yang tergabung dalam serikat pekerja ini telah memproduksi
aturan sendiri seolah-olah dia bertindak layaknya anggota legislatif. 6

Teori semi-autonomous social field dari Sally Falk Moore ini sesuai
dengan teori Griffiths yaitu weak legal pluralism (plularisme hukum lemah).®
Dalam teori ini di tekankan bahwa sistem hukum satu berada di lingkungan sistem
hukum lain yang lebih besar, di Indonesia mengakui keberadaan dan keberlakuan
sistem hukum Negara, sistem hukum Islam, sistem hukum adat dan hybrid law.
Memahami teori ini bahwa sistem hukum Islam, hukum adat dan Aybrid law
merupakan sistem hukum dispesifikasikan sebagai aturan atau bidang hukum
yang lebih kecil (inferior) sedangkan sistem hukum Negara dispesifikasikan
sebagai aturan yang lebih dominan (superior).

Jika suatu hukum dilihat dari tinjauan antropologi, maka sebenarnya
hukum merupakan bagian dari kebudayaan secara menyeluruh, dengan demikian
hukum dapat dipelajari sebagai produk yang lahir dari interaksi sosial yang akan
dipengaruhi oleh beberapa aspek kebudayaan yang lain, seperti politik, sistem
pengetahuan, sistem kekerabatan, ekonomi, kepercayaan, dan lain lain.” Pada
akkhirnya hukum akan dipelajari sebagai bagian dari proses sosial yang dapat
berlangsung dalam kehidupan sosial masyarakat.®®

Pada satu sisi masyarakat global selalu berkembang dengan cepat, dan

pada sisi lain kemampuan dan peran hukum Negara semakin surut dalam

% Ibid., 63.

% John Griffiths, “What is legal pluralism?”, Journals of Legal Pluralism and Unofficial Law,
number 24, (1986).

57 Leopold Pospisil, Anthropology of Law, A Comparative Theory (London: Harper & Row
Publisher, 1971), x.

68 Sally Falk Moore, Law As Process, 33.
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mengatur ketertiban sosial-ekonomi dengan yang menjamin keadilan dan
kesejahteraan hidup, akan makin cepat pula satuan-satuan parastatal atau
organisasi non pemerintah yang bersifat semi otonomi untuk menemukan
otonominya untuk mengembangkan aturan-aturannya sendiri. Sementara itu, pada
skala-skala kehidupan yang lebih lokal, masyarakat akan membebaskan diri dari
jangkauan hukum nasional. Pembebasan diri ini bisa menimbulkan resistensi-
resistensi kultural yang tak terorganisasi, namun pada akhirnya berbagai institusi
lokal ini mampu menyelesaikan perkara-perkara lokal. Inilah ragam institusi-
institusi sosial yang oleh Sally Moore disebut the autonomous self regulating
mechanism.”

Teori ini menunjukkan bahwa sebuah aturan dapat dibuat, dilestarikan dan
ditegakkan tergantung dari suasana hubungan antar individu pada bidang sosial,
sehingga aturan ini pada dasarnya dapat dinegosiasikan, dimanipulasi, bahkan
dapat diubah melalui hubungan kekuasaan. Hubungan antara subjek dan bidang
sosial ini dapat terjadi atas dasar kesamaan identitas, tempat, koeksistensi dan
kodependensi. Teori menawarkan dua alat konseptual yang berbeda yaitu konsep
analitis dan konsep deskriptif. Pertama, bidang sosial sebagai unit analisis yang
dapat digunakan untuk menyelidiki interaksi antara hukum negara, aturan sosial
dan individu yang terjadi pada masyarakat. Bidang sosial sebagai bidang
pengamatan yang sesuai untuk studi hukum dan perubahan sosial dalam

masyarakat yang kompleks. Kedua, bidang sosial sebagai tatanan normatif, sebuah

® Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah (Jakarta: Lembaga Studi
dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 2002), 170.



31

ruang sosial yang memiliki kapasitas untuk membuat peraturan dan sekaligus
sebagai sarana dalam mendorong atau memaksa individu untuk pada taat aturan.”

Teori ini digunakan untuk mengeksplorasi hukum yang berlaku umum
dalam kehidupan masyarakat. Apakah aktor dalam masyarakat membuat aturan
sendiri, menegakkan dan menyelesaikan KDRT atau dia menggunakan hukum
Negara, hukum agama maupun hukum adat? Karena tidak jarang, masyarakat
menggunakan aktivitas pengaturan diri sendiri dalam menyelesaikan KDRT dan
melindungi korbannya. Aktivitas tersebut dapat saling mendukung, melengkapi,
mengabaikan atau mengacaukan satu dengan yang lain, sehingga “hukum” yang
efektif secara nyata dalam masyarakat adalah hasil dari proses kompetisi,
interaksi, negosiasi dan isolasi yang bersifat kompleks dan tidak dapat diprediksi.
Teori ini akan digunakan untuk menyelidiki interaksi antar individu dengan
bidang sosial.
2. Teori Proses Penyelesaian Perkara

Dalam kasus KDRT, tidak jarang ditemukan adanya sebuah konflik antara
dua pihak, di mana yang salah satunya menganggap dirinya menjadi korban dan
yang lain dianggap sebagai pelaku, selanjutnya sebuah sengketa akan terjadi
ketika pihak yang merasa menjadi korban telah membawa perasaan ketidak
adilannya kepada pihak yang dianggap mampu menyelesaikannya. Korban
biasanya tidaklah sendirian dalam menyelesaikan kasusnya, terkadang dia
melibatkan keluarganya. Menempatkan sebuah kasus KDRT dalam konteks

konflik maupun sengketa akan terasa sulit jika keberadaan keluarga atau orang

70 Sally Falk Moore, Law As Process, 55.
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lain yang bertindak sebagai pihak yang dianggap mampu menyelesaikannya
ternyata melebur ke dalam salah satu pihak atau justru menjadi pihak ketiga.
Sehingga peneliti harus membangun rapor yang bagus dihadapan korban dan
pelaku.

Sebuah proses perkara baik sengketa maupun non sengketa akan
mengalami tiga tahap yaitu tahap pra konflik atau grievancel preconflict; tahap
konflik atau conflict period; dan tahap sengketa atau dispute period. Pertama,
tahap pra konflik, tahap ini merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau
kelompok merasakan adanya ketidakadilan. Pada tahap ini, kedua pihak dapat
memilih yakni antara meredam perasaan ketidakadilam atau berubah menjadi
konflik. Tahap ini dicirikan sebagai tahap nomadic (konflik satu arah yang
dilakukan oleh pihak yang merasa tidak mendapatkan ketidakadilan). Kedua,
tahap konflik, tahap ini dapat terjadi apabila pihak yang merasa dirugikan tersebut
melakukan suatu tindakan kepada pihak yang dianggap sebagai pihak yang
merenggut haknya, tahap ini disebut dengan dyadic. Ketiga, tahap sengketa, tahap
ini merupakan akibat dari adanya eskalasi tahap konflik, di mana sengketa yang
terjadi diketahui masyarakat umum dan banyak pihak yang terlibat di dalamnya,
tahap ini disebut dengan tryadic.”' Masing-masing tahap yang terjadi dalam
sebuah kasus bisa jadi tidak selalu terjadi secara berurutan mulai dari nomadic,
dyadic dan tryadic. Hal ini dapat terjadi karena pihak yang merasa dirugikan
haknya dapat langsung mengeskpresikan perasaan tidak puas -atas kerugian yang

dialaminya- pada sengketa tanpa melalui tahap pra konflik.

" Tapi Omas Thromi, “Beberapa Catatan mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan
dalam Antropologi Hukum”, dalam Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai, ed. Tapi Omas
Ihromi, 194-213.
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Setiap masyarakat memiliki beberapa kebiasaan tentang cara menampung
keluhan maupun harapan penanganan atas permasalahan hukum yang muncul
(dalam hal kasus KDRT). Ada tujuh cara yang berkembang dalam kebudayaan-
kebudayaan manusia untuk menampung, mengatasi, menyelesaikan keluhan-
keluhan, perasaan tidak diberlakukan secara adil, dan sengketa-sengketa yang
dialami yaitu /lumping it (membiarkan kasus tanpa penyelesaian artinya menerima
atau tidak menuntut), avoidance (menghindar, mengelak atau menjauh), coercion
(memaksa dengan menggunakan kekerasan) negotiation (negosiasi), mediation
(mediasi/ musyawarah yang dibantu oleh mediator) arbitration (arbitrase/
menyerahkan kepada pihak ketiga sebagai pemutus masalah) dan adjudication
(menggunakan jalur hukum).72 Kasus KDRT ini tidak hanya dapat diselesaikan
melalui meja pengadilan tetapi dimungkinkan adanya penyelesaian kasus melalui
institusi hukum lain.

Mereka berupaya untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan
mengenai bagaimana cara terbaik untuk memaksimalkan keuntungan. Pandangan
ini berfokus pada orang-orang yang berada dalam jaringan hubungan-hubungan
sosial, orang-orang yang membuat keputusan yang didasarkan pada sejumlah
faktor-faktor yang berkompetisi.” Kata “proses” dalam “proses penyelesaian
kasus” juga mengacu pada berlangsungnya penyelesaian yang tidak selalu

berjalan mulus, sehingga terkadang muncul ketegangan-ketegangan dan hasilnya

2 Laura Nader, The Life of the Law Anthropological Projects (London, England: University of
California Press, Ltd, 2002), 23.

7 Laura Nader and Harry F. Todd, Jr., “Introduction” dalam The Disputing Process: Law in Ten
Societies (New York: Columbia University Press, 1978), 15-16.
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nampak mengambang.74 Penyelesaian kasus terkadang berjalan lancar seperti
putusan atas perkara di Pengadilan yang dapat dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat
(verstek) dan terkadang berjalan dengan alot.

Pada dasarnya, sebagian besar laki-laki tidak mau melakukan kekerasan
terhadap perempuan, karena ketika laki-laki melangsungkan pernikahan, mereka
akan mendapatkan nasihat untuk menahan diri dari tindak kekerasan terhadap
istrinya. Tentunya, nasihat ini akan menyiratkan asumsi negatif terhadap laki-laki
yang kebanyakan laki-laki pelaku KDRT. Seharusnya, pihak berwenang
memberikan bekal pengetahuan atau keterampilan tentang pencegahan tindak
kekerasan secara efektif kepada laki-laki.

3. Mediasi Sebagai Penyelesaian Kasus

Islam menghendaki setiap manusia untuk saling mengasihi dan
menyayangi dan menjauhkan diri dari melakukan permusuhan dan pertengkaran.
Islam menyediakan jalur mediasi sebagai salah satu cara dalam menyelesaikan
permasalahan yang terjadi di antara orang Islam seperti konflik dalam rumah
tangga yang dapat mengakibatkan munculnya kekerasan. Literatur fikih
mengenalkan istilah al-wasatah untuk mencapai perdamaian pada pihak-pihak
yang mengalami sengketa.

Al-wasatah secara etimologi adalah masdar dari kata wasata  yakni
tindakan untuk menengahi atau memberi keseimbangan pada setiap perkara secara
adil, al-wasit adalah penengah maupun penyeimbang yang bertindak sebagai

mediator di antara dua pihak yang bersengketa. Mediator ini dapat diambil dari

™ Sulistyowati Irianto, Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum, 55.
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garis nasab atau pihak yang memiliki kedudukan tinggi di masyarakat.” Al-
wasatah secara terminologi adalah upaya untuk menghentikan atau menyelesaikan
sengketa diantara kedua pihak yang bersengketa dengan cara melibatkan pihak
ketiga yang dianggap netral dengan tujuan untuk mencapai perdamaian.

Masyarakat Arab sebelum kehadiran Islam terbiasa memanggil pihak
untuk mengambil keputusan atas perselisihan (al-hakam) dan al-hakam ini tidak
boleh memiliki jabatan publik yang akan memungkinkan untuk memaksakan
penilaiannya pada salah satu diantara pihak yang bersengketa. Al-hakam
merupakan orang bijak yang tidak memiliki jabatan publik, tidak berafiliasi pada
kekuatan kekuasaan tertentu, sering terlibat dalam penyelesaian perselisihan, kuat
dalam berargumentasi, berwibawa, dan disegani oleh masyarakatnya, sehingga
para pihak akan dengan sukarela untuk memilihnya dalam penyelesaian
perselisihan.”” Meskipun al-hakam ini memiliki kekuasaan yang mirip dengan
kekuasaan hakim, namun mereka harus menjaga sikap netral dengan tidak
memihak pada salah satu pihak yang bersengketa, al-hakam ini mampu
mendorong para pihak yang bersengketa untuk bersepakat, menyatu kembali dan
menghentikan permusuhan.”®

Mediasi atau al-wasatah sudah dipraktikkan oleh masyarakat pra Islam.
Masyarakat pra-Islam menganggap bahwa solidaritas kesukuan merupakan sebuah

kebajikan yang utama, sehingga penyelesaian kasus perselisihan melalui mediasi

> Muhammad bin Ya’qiib al-Fayriizbadi, al-Qamus al-Muhi, Jilid 1T (Misr: al-Hay’ah al-‘ Ammah
al-Misriyyah, 1978), 388-389.

* Muhammad Rawwas Qal'ahji dan Hamid Sadiq Qunaybi, Mu‘jam lughat al-fugaha’
(Bayrut: Dar al-Nafa'is li al-Nashr wa al-Tawz1’, 2006), 502.

7 Ahmad Ibrahim Hasan, Falsafat wa Tarikh al-Nuzum al-Ijtima’iyyah wa al-Qaniniyyah (Misr:
Abu al-‘Azm li al-Taba’ah, 2003), 409.

™ <All Jawwad, al-Mufassal fi Tarikh al-‘Arab Qabla al-Islam, Jilid V (Baghdad: Manshiirat
Jami’ah Baghdad, 1993), 4009.
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dianggap sebagai cara untuk menjaga integritas kesukuan. Secara informal, para
tokoh, pemimpin dan penguasa suku telah mempraktikkan mediasi, konsiliasi dan
perdamaian dengan tujuan untuk menghindari permusuhan.” Praktik mediasi ini
kemudian berlanjut pada saat kemunculan Islam. Islam mengajarkan a/-wasatah
sebagai cara penyelesaian kasus diantara para pihak dengan melibatkan pihak

ketiga, sebagaimana yang dalam al-Qur’an:
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Tidak ada yang lebih disukai dari banyak pembicaraan rahasia mereka, kecuali
pembicaraan rahasia dari orang yang menyuruh (orang) bersedekah, atau
menjalankan kesenangan, atau mengadakan perdamaian di antara manusia. Maka
dari itu barangsiapa berusaha mencari keridaan Allah, maka kelak Kami akan
meminta pahala yang besar.* (QS. al-Nisa’ (4): 114)
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Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka
kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari
keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah
Mabha Teliti, Maha Mengenal.*' (QS. al-Nisa’ (4): 35)
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Dan pilih ada dua golongan orang-orang mukmin berperang, maka
damaikanlah antara keduanya. Jika salah satu dari antara ikut zalim melawan
(golongan) yang lain, maka perangilah (golongan) yang berjuang zalim itu, maka

™ Aseel Al-Ramahi, “Sulh: A Crucial Part of Islamic Arbitration”, LSE Law, Society and Economy
Working Papers, No. 12, (2008), 1-23.

% al-Qur’an, 4: 114. Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, 97.

81 al-Qur’an, 49: 9-10. Ibid., 516.
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golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah
dikembalikan, maka damaikanlah antara persetujuan dengan adil, dan berlakulah
adil. Sungguh, Allah menerima orang-orang yang berlaku adil.

Sesungguhnya orang-orang mukmin bersaudara, karena itu damaikanlah
antara saudaramu (yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu
mendapat rahmat. ** (QS. al-Hujurat (49): 9-10)
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Dan jika ada perempuan yang ragu-ragu akan nusyuz atau menang tidak acuh,

maka maka itu dapat membantu perdamaian yang sebenarnya, dan perdamaian

lebih baik bagi manusia menurut tabiatnya kikir. Dan jika kamu memperbaiki

(pergaulan dengan istrimu) dan memperbaiki dirimu (dari nusyuz dan sikap acuh

tak acuh), maka bersungguhlah, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu
kerjakan. * (QS. al-Nisa’ (4): 128)

Ayat-ayat di atas telah memberi gambaran bahwa al-Qur’an memberi
penghargaan atas segala jenis cara penyelesaian konflik untuk mencapai
perdamaian, penyelesaian ini hendaknya selalu mengikuti dan tidak melanggar
prinsip-prinsip dasar Islam. Rasulullah SAW. mempraktikkan mediasi ini untuk
menyelesaikan kasus yang terjadi di antara para sahabat dan juga antara Muslim
dan non-Muslim. Sedangkan secara spesifik ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa
mediasi dianggap sebagai mekanisme dan proses yang berlaku secara efektif
dalam menyelesaikan sengketa perkawinan.

Para pihak yang sedang berselisih akan didorong untuk aktif berpartisipasi
dengan melihat pada potensi yang ada di antara para pihak demi mencapai
penyelesaian secara bijaksana. Para pihak akan didorong untuk memutuskan

sendiri jenis penyelesaian yang paling cocok dan sesuai dengan kepentingannya,

selain itu para pihak akan didorong untuk tidak berputus asa dalam mengambil

% al-Qur’an, 4: 35. Ibid., 84.
% al-Qur’an, 4: 128. Ibid., 98.
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keputusan secara mandiri. Hal yang paling krusial dari mediasi ini adalah
mediator harus mampu memberi jaminan bahwa perselisihan dapat diselesaikan
dan dihentikan dengan cara menyembunyikan dan tidak mengumbar rahasia-
rahasia maupun kesalahan-kesalahan para pihak kepada khalayak umum. *

Dalam tradisi hukum Islam, mediasi merupakan salah satu metode untuk
menyelesaikan perselisihan keluarga, terutama dalam menangani konflik antara
suami dan istri. Ketika terjadi konflik di antara keduanya, maka pihak ketiga harus
mampu mendorong keduanya untuk bersepakat, kembali menyatu dan berdamai.
Ketika upaya mediasi ini tidak berhasil untuk berdamai dan menyatukan kedua
belah pihak maka perceraian dianggap sebagai pilihan terakhir dalam
menyelesaikan konflik yang terjadi. ®

Mediasi menduduki posisi yang sangat penting dalam rumah tangga,
sehingga suami istri yang terlibat konflik tidak serta merta mengucapkan kata
cerai atau meminta cerai sebelum dilakukan mediasi. Mediasi ini digunakan untuk
melihat akar konflik dan solusi atas terjadinya konflik, sehingga mediasi harus
dilihat sebagai jalan utama dalam penyelesaian konflik yang memungkinkan para
pihak untuk menghindari konsekuensi yang lebih serius dari proses perceraian dan
pertikaian antar keluarga. Mediator yang telah dipilih oleh para pihak harus
memiliki inisiatif untuk mendamaikan dan menegosiasikan solusi yang terbaik

untuk mengakhiri konflik.

% Vandana Singh, “Alternative Dispute Resolution In Islam: An Analysis”, ILI Law Review, Vol.
1, Summer Issue, (2017), 137-146.

% Mohamed M. Keshavjee, Sharia and Alternative Dispute Resolution, Mechanisms For Legal
Redress in The Muslim Community Islam (London: 1.B. Tauris, 2013), 14.
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Mediasi dalam Islam yang melibatkan kerabat untuk menengahi konflik
keluarga tampaknya dibenarkan oleh gagasan bahwa perselisihan antara suami
dan istri sebenarnya tidak dapat dipisahkan dari nilai-sosial nilai masyarakat
Muslim. Kerabat dari kedua belah pihak dianggap mengetahui akar konflik
diantara keduanya, kedua belah pihak dimungkinkan untuk berkeluh kesah kepada
kerabatnya, sehingga mereka akan mampu memberi solusi atas konflik yang
terjadi. Mediator dalam Islam dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan non-
materiil seperti keutuhan rumah tangga, disegani dan di”tua’kan. Mediator yang
dipilih merupakan orang yang peduli dengan konflik dan tidak memiliki
kepentingan apapun selain mendamaikan.

Mediator ini merupakan seorang fasilitator yang mampu meningkatkan
hubungan komunikatif antara suami dan istri dan bukan isi dari negosiasi.
Mediator tidak boleh memiliki cacat secara moral di masyarakat sehingga dia
bebas dalam melakukan diskusi dan menawarkan opsi kepada mediator lainnya
untuk membuat suara pihak yang diwakili menjadi terdengar. Para mediator
bertugas untuk membandingkan argumen kedua belah pihak, membahas yang
terakhir dan merundingkan semua kemungkinan untuk sampai pada penyelesaian
perselisihan.

4. Sistem Kekerabatan Pada Masyarakat Jawa

Sebuah masyarakat akan terbentuk jika seorang individu menjalin

hubungan dengan individu-individu lain di lingkungan sekitarnya dan hidup

berdampingan dalam suatu wilayah tertentu. Masyarakat adalah kesatuan hidup

% Ratno Lukito, “Religious ADR: Mediation in Islamic Family Law Tradition”, al-Jami ‘ah, Vol.
44, No. 2, (2006), 325-346.
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manusia -sekumpulan manusia- yang “berinteraksi” -saling “bergaul”- menurut
suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh
suatu rasa identitas bersama. Sekelompok manusia akan disebut sebagai
masyarakat jika memiliki empat ciri yaitu adanya interaksi antar individu, adat
istiadat, kontinuitas waktu, dan rasa identitas bersama yang mengikat kuat.”’

Seseorang dapat menjadi anggota pada sebuah masyarakat di wilayah
tertentu, sekaligus pada sebuah keluarga tertentu maupun pada paguyuban
tertentu. Pada posisi ini, dia akan bertindak sebagai kesatuan dalam pergaulan
hukum. Dia akan melakukan perbuatan hukum dengan mengacu pada aturan-
aturan yang berlaku di masyarakatnya, saat itu persetujuan maupun kesepakatan
akan ditentukannya. Aturan-aturan ini akan mengikat bagi semua anggota
masyarakat, di mana setiap anggota tidak akan mengelak dari kewajiban-
kewajiban yang telah ditentukan, mereka yang hidup di tengah-tengah
masyarakatnya ini akan membentuk sebuah masyarakat hukum. **

Masyarakat hukum di Indonesia terdiri atas empat area yakni, territorial
groupings without genealogical communities, territorial and genealogical
groupings, voluntary corporate associations dan genealogical — groupings,®’
berikut ini penjelasannya:

a. Territorial groupings without genealogical communities atau sebuah
masyarakat yang bersifat teritorial tanpa memiliki ikatan dalam sistem

kekerabatan tertentu, mereka adalah masyarakat hukum yang anggota-

¥ Koentjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1990), 146-147.

% Roelof Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, terj. A. Soehardi (Bandung: Sumur
Bandung, 1971), 13.

% Johan Frederik Holleman (ed.), Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law, 41-53.
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anggotanya terikat pada suatu daerah tempat tinggal tertentu, baik dalam kaitan
duniawi maupun ukhrawi. Ketika antar individu berinteraksi, adat istiadat
disepakati, kontinuitas waktu, dan merasa memiliki identitas bersama yang
mengikat kuat, maka dengan ikatan ini mereka akan merasa seperti dilahirkan,
menjalani kehidupan bersama, tumbuh dan berkembang di tempat yang sama.”

b. Territorial and genealogical groupings atau sebuah masyarakat yang bersifat
teritorial yang memiliki ikatan dalam sistem kekerabatan tertentu, mereka
adalah masyarakat hukum yang anggota-anggotanya tidak saja terikat pada
suatu daerah tempat tinggal tertentu tetapi juga terikat pada suatu garis
keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan
darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau
pertalian adat, mereka melakukan ikatan ini dalam kaitan duniawi maupun
ukhrawi. !

c. Voluntary corporate associations atau asosiasi sukarela yang dikelola sendiri
oleh masyarakat, mereka adalah sebuah masyarakat yang mendasarkan diri
pada kontrak antara individu yang tertarik hidup “berdampingan dan
beriringan” tanpa melepaskan diri dengan ikatan pada salah satu bentuk
masyarakat territorial groupings without genealogical communities, territorial

and genealogical groupings maupun genealogical groupings.”

% Djamanat Samosir, Hukum Adat: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di
Indonesia (Bandung: Nuansa Aulia, 2013), 82-83.

' Masyarakat genealogis-teritorial ini muncul karena realitas yang ada menunjukkan bahwa
kehidupan antar individu ini tidak tergantung dari tanah kelahiran, tempat tinggal, tempat
mengusahakan hidup dan tempatnya dikebumikan. Bentuk masyarakat ini terdapat pada
masyarakat di Minahasa, Minangkabau dan ambon. Johan Frederik Holleman, Van Vollenhoven on
Indonesian Adat Law, 48-49.

% Asosiasi sukarela yang dikelola sendiri oleh masyarakat ini banyak ditemukan di berbagai
bagian di Pulau Jawa (termasuk mungkin Madura), Bali dan Lombok. Di Jawa pada umumnya,
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d. Genealogical groupings atau masyarakat hukum berdasarkan keturunan,
mereka adalah sebuah masyarakat yang para anggotanya terikat pada suatu
garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena
hubungan darah (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian
perkawinan atau pertalian adat.”

Masyarakat hukum berdasarkan keturunan yang ada di Negara Indonesia
menganut tiga macam sistem kekerabatan, yaitu: pertama, sistem kekerabatan
patrilineal yang berlaku pada masyarakat Batak dan Bali, di mana anak akan
menghubungkan diri dengan ayah dan kerabat ayahnya berdasarkan garis
keturunan laki-laki secara unilateral. Kedua, sistem kekerabatan matrilineal yang
berlaku pada masyarakat Minangkabau, di mana anak akan menghubungkan diri
dengan ibu dan kerabat ibunya berdasarkan garis keturunan perempuan secara

unilateral. Ketiga, sistem kekerabatan parental yang berlaku pada masyarakat

asosiasi ini hanya melayani beberapa kebutuhan adat daripada berbagai tujuan yang
memungkinkan, ciri khasnya adalah tidak eksklusif, peduli dengan bantuan timbal balik,
khususnya pada upacara pernikahan maupun perayaan-perayaan ritual. Asosiasi sukarela yang ada
di Jawa ini bisa berupa sinoman atau kelompok arisan yang memiliki kepengurusan, properti dan
aturan yang mandiri. Di pulau Bali misalnya, ada asosiasi subak (irigasi) yang dilengkapi dengan
otoritas dan properti sendiri, meskipun asosiasi ini merupakan produk dari inisiatif swasta, namun
mereka memerlukan sanksi dari otoritas lokal dan secara fungsional sama dengan “public utility
corporation” seperti pada perusahaan air yang ada di Negara Belanda. Asosiasi-asosiasi ini
merupakan sekelompok orang yang memisahkan diri secara struktur dengan badan pemerintahan
desa. Mereka dapat menyelesaikan perkara tanpa melalui pemerintahan desa, tetapi secara sukarela
menciptakan aturan hukum secara mandiri. Jika ada anggota asosiasi yang jatuh sakit atau
bangkrut, maka asosiasi akan berusaha menolongnya, karena mereka menganggap hal ini bukan
tugas pemerintah. Asosiasi akan memberikan uluran tangan kepada anggotanya yang bisa terdiri
atas keluarga, tetangga atau komunitas, asosiasi akan menjadi “pengayom” anggotanya. Asosiasi
ini memiliki “mekanisme sosial” untuk mencegah dan menyelesaikan “penyakit sosial” yang
muncul di kalangan mereka. Terkadang, selama tidak bertentangan dengan aturan perundang-
undangan yang ada, maka asosiasi tidak akan melibatkan aparat pemerintahan. Asosiasi semacam
ini jarang didiskusikan dalam hukum adat, tetapi mereka mungkin menjadi sangat penting dalam
tatanan hukum di Indonesia. Ibid., 51.

% Ketika antar individu berinteraksi, adat istiadat disepakati, kontinuitas waktu, dan merasa
memiliki identitas bersama yang mengikat kuat, maka dengan ikatan ini mereka akan merasa
berasal dari satu nenek moyang yang sama. Djamanat Samosir, Hukum Adat: Eksistensi dalam
Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia, 81. J. F. Holleman (ed.), Van Vollenhoven on
Indonesian Adat Law, 45.
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Jawa, Madura, Kalimantan dan Sulawesi, di mana anak akan menghubungkan diri
dengan kedua orangtua dan kerabat dari keduanya berdasarkan garis keturunan
kedua orang tua secara bilateral.”*

Penelitian ini berhubungan dengan penyandang disabilitas intelektual di
Kabupaten Ponorogo, di mana mayoritas penduduknya adalah orang Jawa. Orang
Jawa menganut sistem kekerabatan parental pada umumnya,” mereka memiliki
konsep kekerabatan yang cukup sederhana dan termasuk sistem kekerabatan
generasi. Generasi merupakan suatu garis keturunan yang sama dari satu leluhur,
baik secara langsung karena hubungan darah (keturunan) atau secara tidak
langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Namun, orang Jawa
menganggap bahwa hubungan utama kekerabatan itu adalah hubungan ikatan
antara ayah dan anak.’® Mereka tetap memegang prinsip kekerabatan parental ini
secara kontinyu, baik yang bertempat tinggal di Pulau Jawa maupun non Jawa.

Orang jawa mendefinisikan keluarga dan keterkaitannya dengan keluarga
besarnya dengan istilah “sanak sedulur”, hal ini menunjukkan adanya variasi
kekerabatan dengan tidak mempedulikan seberapa dekat atau jauh hubungan
darahnya. Orang Jawa juga mengenal kata “pamili” untuk mendefinisikan
kelompok kerabat secara samar. Selain “sanak sedulur” dan “pamili”, terdapat

istilah “brayat” yang merujuk pada keluarga inti atau dapat diperluas demi

% Roelof Van Dijk, Pengantar Hukum Adat Indonesia, 14-15.

% Parsudi Suparlan, Hubungan Antar Suku Bangsa (Jakarta: Yayasan Pengembangan Kajian
Ilmu Kepolisian, 2004), 46.

% Roger M. Keesing, Antropologi Budaya: Suatu Perspektif Kontemporer, Jilid 1, terj. Samuel
Gunawan (Jakarta: Erlangga, 1992), 212.
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mencakup semua keturunan dari pasangan leluhur yang sama, misalnya kakek
atau nenek buyut yang sama.”’

Orang Jawa akan diperhitungkan keanggotaan “brayat”-nya melalui kedua
garis keturunan (melalui laki-laki dan perempuan) secara merata, hal inilah yang
disebut dengan istilah sistem kekerabatan parental atau bilateral. Orang Jawa
tidak terbiasa menggunakan nama keluarga atau c/an demi menunjukkan identitas
kekerabatan, namun pada keluarga tertentu, orang Jawa terbiasa memberikan
nama “dewasa” kepada putra kandung bahkan mungkin menantunya, seperti nama
“Natawiharja” atau ‘“Natasaputra”, atau memiliki nama yang semuanya mirip satu
sama lain, seperti “Hartaya, Haryata, Haryana”.”®

Orang Jawa juga mengenal istilah “somah”, yaitu kelompok kerabat inti
dalam masyarakat orang Jawa, tidak selamanya diwujudkan oleh suatu tempat
tinggal tersendiri, sungguhpun selalu oleh suatu dapur tersendiri, di mana suatu
rumah tangga Jawa memasak makanannya sendiri. Mereka biasanya
menginginkan banyak anak, oleh karena banyak anak itu dianggap suatu rejeki,
dan juga karena mereka pada hari tuanya mengharapkan adanya banyak orang
yang bisa mengurus mereka.”” Dari perspektif antropologis, kata “somah” ini

merupakan satu-satunya unit terkecil dalam pertalian keluarga. “Somah” dapat

7 Stuart Robson, “The terminology of Javanese kinship”, Bijdragen tot de Taal-, Land- en
Volkenkunde, 143, no: 4, (1987), 507-518.
98 11

Ibid.
* Koentjaraningrat, “Celapar: Sebuah Desa di Jawa Tengah Bagian Selatan”, dalam Masyarakat
Desa di Indonesia, ed. Koentjaraningrat (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas
Indonesia, 1984), 291.
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digunakan untuk menghitung keluarga inti untuk keperluan statistik, dan masing-
masing somah memiliki satu kepala “somah”.'"

Dalam bahasa Jawa, satu-satunya cara untuk menunjukkan keluarga inti
adalah dengan mengatakan “Pak Anu saanak-bojoné” (bapak X berserta istri dan
anak-anaknya). Sedangkan kelompok sedikit yang memiliki komposisi yang lebih
luas adalah “wong saomah”, meliputi semua orang di bawah atap rumah yang
sama, dan ini dapat mencakup tidak hanya orang tua dan anak-anak mereka tetapi
juga pasangan anak-anak, saudara kandung dari orang tua, kakek nenek dan
bahkan seorang pelayan. Mereka juga mengenal istilah “kulawarga” atau
keluarga, tetapi biasanya digunakan pada upacara formal maupun dalam sastra,
bisa jadi hal ini dipengaruhi oleh keluarga Indonesia pada umumnya, istilah untuk
keluarga dalam arti luas dan sempit.'”'

Orang Jawa yang menikah lalu masuk ke dalam keluarga inti, baik sebagai
suami atau istri disebut sebagai “kadang katut”, ketika pasangan ini memiliki anak
maka ikatan keluarganya menjadi lebih kuat karena dianggap sebagai keturunan.
Dalam keadaan tertentu, mereka yang tidak memiliki anak maka akan mengadopsi
anak untuk dimasukkan ke dalam keluarga, dengan asumsi hubungan sesuai
dengan tempat mereka berdasarkan usia dalam urutan kelahiran). 102

Orang Jawa tidak memiliki batasan yang tajam untuk hubungan “sanak-

sedulur”, bahkan dalam praktiknya “mindho” juga masuk di dalamnya, “mindho”

' Moehadi, Titi Pratitis, Mulyono dan Supriyo Priyanto, Dampak Modernisasi Terhadap
Hubungan Kekerabatan di Daerah Jawa Tengah (Jakarta: Direktorat Jenderal Kebudayaan, 1988),
67.

"' Stuart Robson, “The terminology of Javanese kinship”, 511.

"2 Sjafri Sairin, Javanese Trah: Kin-Based Social Organization (Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press, 1982), 42.
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adalah keturunan keempat dari satu nenek yang sama. Mereka yang kehilangan
kontak dengan kerabat disebut ‘“kepatén obor”, sebuah metafora yang
menunjukkan bahwa mereka tidak lagi dapat melanjutkan garis keturunan.
Mereka terkadang menyebutkan kelompok kerabat lain untuk disebut sebagai
keluarga, meskipun hal ini tidak umum di pedesaan, mereka menyebutnya sebagai
“trah”, sebuah organisasi yang terbuka untuk semua orang yang dapat
menunjukkan diri mereka sebagai keturunan (dalam garis apa pun) dari leluhur
dari masa lalu yang agak jauh, seorang tokoh yang unggul dalam sejarah atau
agama. Contohnya adalah “trah Ki Ageng Mangir”, yang merupakan tokoh yang

103

diingat dengan baik dari sejarah awal Mataram. ~ Berikut ini diagram tentang

hubungan dalam keluarga yang didefinisikan dengan merujuk pada istilah yang

relevan. '
Mbah gantung-siwur
A Laki-laki “ uthek-uthek
O perempuan “  wareng
O laki-laki/perempuan “ canggah

103 y1.:
Ibid.
1% Stuart Robson, “The terminology of Javanese kinship”, 511.
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buyut

Mbah (kakung) A +O Mbabh (putri)

| | | |
Apak dhé (siwa) O bu dhé (siwa) bapakA +O simbok A pak lik  mbok cilikO
(b
pru pruqan keponéél
ke an
DOe——A O 3 (] < >[]
Kangmas mbakyu EG adhi
misan anak misan
L < > —-0
O] < mindho I;ulau< mindho > O
(usia: lebih tua — lebih muda) l

buyut

canggah

waréng

uthek-uthek

gantung-siwur

Diagram di atas menggunakan ego sebagai titik referensi. Diagram ini

menunjukkan bahwa, istilah “bapak” biasa digunakan untuk menyebut seorang

ayah dan istilah “simbok” atau “mbok™ digunakan untuk menyebut seorang ibu.

Saudara kandung orang tua (bibi dan paman) menggunakan istilah yang berbeda

mengenai apakah saudara kandung (laki-laki atau perempuan) lebih tua atau lebih

muda daripada ayah atau ibu.
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Kakak dari ayah atau ibu jika laki-laki disebut dengan “pak dhé” dan jika
perempuan disebut dengan “mbok dhé” (“dhé” merupakan singkatan dari “gedhé”
atau besar). Sementara beberapa keluarga masih menggunakan istilah “siwa” atau
“si uwa” untuk menunjukkan saudara tua baik dari ayah atau ibu, istilah ini
digunakan untuk menggantikan istilah “pak dhé” dan “mbok dhé” atau “bu dhé”.
Adik dari ayah atau ibu jika laki-laki disebut dengan “pak lik” dan jika perempuan
disebut dengan “mbok cilik” atau “bu lik” (“lik” merupakan singkatan dari cilik

atau kecil).'”®

Dalam praktiknya, keduanya direduksi menjadi sekadar “lik”.
Sementara beberapa keluarga masih menggunakan istilah paman untuk adik laki-
laki ayah atau ibu -meskipun istilah ini dapat membingungkan untuk membedakan
antara yang lebih tua atau yang lebih muda-, istilah “bibi” untuk adik perempuan
ayah atau ibu sudah tidak digunakan lagi.'*®

Istilah “prunan” (keponakan laki-laki/keponakan perempuan) digunakan
untuk menyebut anak laki-laki atau perempuan dari kakak laki-laki atau kakak
perempuan, disebut sebagai “prunan” jika dia adalah anaknya “pak dhé” dan
“mbok dhé”. Sedangkan istilah “keponakan” (keponakan laki-laki/keponakan
perempuan) digunakan untuk menyebut anak laki-laki atau perempuan dari adik
laki-laki atau adik perempuan, disebut sebagai “keponakan” jika dia adalah
anaknya “pak lik” atau “bu lik”.'"’

2

Orang jawa sering menggunakan istilah “simbah” atau “mbah” untuk
menyebut ayahnya ayah atau ibunya ayah dan ayahnya ibu atau ibunya ibu.

Mereka menggunakan istilah “kakung” atau “putri” (krama inggil) dan “lanang”

" Ibid., 512.
"% Hildred Geertz, Keluarga Jawa, terj. Hersri (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), 66.
17 Moehadi, Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan di Daerah Jawa Tengah, 85.
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atau “wedok” (ngoko) untuk menentukan jenis kelamin, tanpa memperhatikan
perbedaan usia di antara mereka.
Istilah “mbah” ini diperluas dengan mencakup ayahnya paman atau ibunya

99 ¢¢

paman dan ayahnya bibi atau ibunya bibi. Istilah “mbah buyut”, “mbah canggah”,
“mbah wareng”, “mbah udeg-udeg”, “mbah gantung-siwur”, dan “mbah grepak”
digunakan untuk menyebut generasi yang lebih tinggi hingga jarak tujuh dari ego.
Mereka menggunakan panggilan untuk keturunan langsung ke bawah dengan
istilah anak, “putu” atau “cucuk” (cucu), “buyut” (cicit), “canggah” (cicit-cicit),
“wareng”, “udeg-udeg”, “gantung-siwur”, dan “grepak’”.'*®

Orang jawa sering menggunakan istilah “kangmas” untuk menyebut kakak
laki-laki kandung dan “mbakyu” untuk kakak perempuan kandung. Istilah “adhi”
digunakan untuk menyebut adik laki-laki kandung atau adik perempuan kandung.
Hubungan seseorang dengan saudara sepupu tingkat satu-nya disebut sebagai
“sedulur misanan” (saudara misan), ‘“nak-ndulur” atau “nak sanak tunggal
embah”, dan sebagai “sedulur cedhak” yakni keturunan ketiga dari satu nenek
yang sama.'"’

Hubungan seseorang dengan saudara sepupu tingkat dua-nya disebut
sebagai “mindho”- keturunan keempat dari satu nenek yang sama-, “mindho” juga

dapat digunakan untuk cicit-cicit dari kakek “buyut”. Pada titik ini hubungan

keluarga berhenti berfungsi, meskipun benar bahwa ada istilah untuk keturunan

198 J. F. Holleman (ed.), Van Vollenhoven on Indonesian Adat Law, 166.
'% Moehadi, Dampak Modernisasi Terhadap Hubungan Kekerabatan di Daerah Jawa Tengah, 68



50

hingga tujuh generasi dihapus dari seseorang, simetris dengan tujuh generasi ke
atas maupun ke bawah dari buyut hingga “gantung-siwur”.''’

Orang Jawa biasanya menggunakan beberapa panggilan untuk menandai
kontak sosial dan menunjukkan posisi seseorang dalam bangunan keluarga atau
kerabat. Mereka harus dapat menggunakan istilah hubungan yang tepat sebagai
tanda “ngajeni” (penghormatan). Selain itu, ada istilah “njangkar” untuk
memanggil seseorang dengan namanya saja tanpa menggunakan istilah hubungan
kekeluargaan yang tepat. Seseorang yang menggunakan panggilan yang benar
akan menunjukkan bahwa dia dapat memberikan posisi atau kesopanan orang
yang dituju pada tempat yang pantas di dunia sosial.""! Sebagaimana tabel berikut
ini:

Tabel 1.1 Panggilan Hubungan Dalam Keluarga''*

Posisi hubungan dalam Panggilan
keluarga

Bapak Pak
Simbok mbok
pak dhe pak dhe
bu dhe, mbok dhe mbok dhe
siwa wa

pak lik pak lik
bu lik bu lik
kangmas kang; mas
Mbakyu mbakyu; mbak; yu
adhi dhik
Simbah mbah
Anak nak

Putu -

Orang Jawa menerapkan prinsip senioritas -urutan kelahiran pada generasi

pertama- dalam memutuskan istilah hubungan kekerabatan yang akan digunakan.

"% Stuart Robson, “The terminology of Javanese kinship”, 511.
" Amru al-Mu’tasym, Wawancara, Ponorogo, 15 Februari 2019.
"2 Stuart Robson, “The terminology of Javanese kinship”, 513.
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Misalnya, pada hubungan “nak sanak” mereka akan menggunakan panggilan
“mbak” atau “dhik” tergantung dengan mengabaikan faktor usia dan merujuk
pada senioritas pada hubungan kekerabatan, jadi anak-anaknya “pak dhé” yang
berusia 10 tahun akan dipanggil “mas” atau “mbak” oleh anaknya “pak lik” yang
sudah berusia 60 tahun. Hal yang sama akan diulangi oleh generasi kedua, ketiga
dan selanjutnya. '

Orang jawa memiliki prinsip “awuné tuwa” atau abu mereka lebih tua,
yang berarti bahwa pada setiap tingkat generasi berturut-turut, maka orang per
orang akan diklasifikasikan sebagai saudara yang lebih tua atau lebih muda
menurut garis keturunannya dari saudara yang lebih tua atau lebih muda pada
generasi pertama. Sebuah istilah yang diberikan untuk cabang keluarga, yaitu
garis-garis yang diturunkan dari saudara kandung yang berbeda, adalah
“ombyokan” atau tandan. Prinsip senioritas akan dianggap relevan dengan aturan
yang mengatur pilihan pasangan nikah.'"*

Ketika orang Jawa menikah, maka dia dan orang-orang yang ada di
sekitarnya akan membentuk sebuah hubungan baru, hal ini tentu akan berakibat
dengan membawa istilah baru dengan tetap menggunakan prinsip senioritas dan
mengabaikan faktor usia, seperti istilah berikut ini:

a. “Bojo”, ditujukan bagi pasangan suami istri,
b. “Ipé”, ditujukan bagi saudara ipar laki-laki atau perempuan.
c. “Maratuwa”, ditujukan bagi ayah atau ibu mertua.

d. “Mantu”, ditujukan bagi anak menantu.

13 Sayidi, wawancara, Ponorogo, 20 Februari 2019.
"% Stuart Robson, “The terminology of Javanese kinship”, 514.
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e. “Bésan”, ditujukan bagi orang tua dari menantu, baik menantu laki-laki
maupun perempuan, besan merupakan hubungan keluarga antara dua orang tua
yang terjadi karena anak mereka kawin;

f. “Pripéan”, ditujukan bagi iparnya saudara, hubungan ini menunjukkan pada
orang lain bahwa orang ini dikatakan “padha ngalap” —sama-sama telah
mengambil saudara kandung sebagai pasangannya masing-masing.'"”

Posisi hubungan dalam sistem kekerabatan beserta panggilannya akan
disebutkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Panggilan Dalam Hubungan Pernikahan''®

Posisi hubungan dalam Panggilan

keluarga

“Bojo” “Mas” ditujukan bagi suami dan “dhik” bagi istri
“Ip&” “Mas ipé”, “mbakyu ipé”, atau “adhi ip€”. “Mas”

dan “mbakyu” jika melalui saudara kandung atau
suami dan istri yang lebih tua dan panggilan
“dhik” jika melalui yang lebih muda

“Maratuwa” orang Jawa biasa memanggil mertuanya dengan
panggilan “bapak’ atau “ibu”

“Mantu” “Nak”

“Bésan” Mertua dari anak perempuan biasa memanggil

“mas” atau “mbakyu” kepada mertua dari anak
laki-laki dan mertua dari anak laki-laki biasa
memanggil “dhik” kepada mertua dari anak
perempuan

“Pripéan” “mas”, “mbakyu” atau “dhik”, panggilan ini
tergantung pada hubungan kekeluargaan
sebagaimana dengan “ipé”.

Ketika seorang pria dan seorang wanita menikah, mereka dapat memilih
seseorang yang terkait dalam hubungan kekerabatan maupun tidak terkait.

Apabila tidak terkait dalam hubungan kekerabatan maka tidak menjadi masalah,

5 Amru al-Mu’tasym, Wawancara, Ponorogo, 15 Februari 2019.
"6 Stuart Robson, “The terminology of Javanese kinship”, 514-515.
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namun sebaliknya jika calon suami dan istri terkait dalam hubungan kekerabatan,
maka keluarga besar akan bermusyawarah menentukan hubungan pernikahan ini
disetujui atau tidak. Prinsip umum yang berlaku pada orang Jawa adalah calon
istri yang akan menikah dengan calon suami yang terikat dalam hubungan
kekerabatan, maka dia harus memilih calon suami dari kerabat yang lebih tua
“awuné tuwa”. Karena kalau tidak dari kerabat yang lebih tua, maka suami harus
memanggil istrinya sebagai “mbakyu”, dan hal itu merupakan sesuatu yang
“wagu” atau janggal.'"’

Orang Jawa melarang pernikahan antar saudara sepupu jika ayah keduanya
adalah saudara sekandung atau “pancer lanang” meskipun sifat dari larangan ini
tidak disertai dengan adanya sanksi yang tidak jelas. Pernikahan antar saudara
sepupu “pancer lanang” ini dilarang karena adanya kekhawatiran terhadap
kerancuan silsilah kekerabatan dan buruknya hasil keturunan. Namun, mereka
membolehkan pernikahan antar saudara sepupu jika ibu keduanya adalah saudara
sekandung atau “pancer wadon”, selama calon suami adalah anak dari garis
keturunan yang lebih tua. Orang jawa tidak melarang pernikahan pada tingkat
“mindho” dengan tujuan untuk “ngumpulaké balung pisah” orang berbesanan
anak laki-laki dan perempuan diibaratkan tulang, dikumpulkan dalam
pernikahan,''® selama calon suami adalah anak dari garis keturunan yang lebih

tua. Pepatah Jawa menyatakan “misan dadi bésan, mindho dadi bojo”,'"® artinya

17 Sayidi, Wawancara, Ponorogo, 20 Februari 2019.

18 1 Mardiwarsito, Peribahasa dan Saloka Bahasa Jawa (Jakarta: Departemen Pendidikan dan
Kebudayaan Republik Indonesia, 1980), 118.

" Stephen C. Headley, Durga's Mosque: Cosmology, Conversion and Community in Central
Javanese Islam (Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2004), 75.
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saudara sepupu menjadi besan, dan saudara “mindho” menjadi pasangan suami
istri.

H. Metode Penelitian

O yaitu

Penelitian ini menggunakan paradigma constructivisme,"”
paradigma yang hampir merupakan antitesis dari paham yang meletakkan
pengamatan dan obyektifitas dalam menemukan suatu realitas atau ilmu
pengetahuan. Paradigma ini memandang ilmu sosial sebagai analisis sistematis
terhadap socially meaningful action melalui pengamatan langsung terhadap
pelaku sosial yang bersangkutan menciptakan dan memelihara/mengelola dunia
sosial mereka. '*!

Penelitian ini menggunakan desain penelitian etnografi, untuk
mendapatkan deskripsi tentang organisasi sosial, aktivitas sosial, simbol, sumber
material, dan karakteristik praktik interpretasi suatu kelompok manusia tertentu
secara holistik-integratif,'** sehingga penelitian ini tidak sekedar hanya
mempelajari masyarakat, tetapi juga belajar dari masyarakat.'> Namun, peneliti
menghindar dari bias etnosentrisme dengan memperhatikan pandangan dari para

pihak yang diteliti (emic) dan pandangan dari peneliti (efic)'** berdasarkan

konsep-konsep antropologi hukum. Dengan demikian, maka penelitian ini

10 Michael Crotty, Foundations of Social Research: Meaning and Perspective in the Research
Process (Australia: Allen & Unwin, 1998)

! Dedy N. Hidayat, Paradigma dan Metodologi Penelitian Sosial Empirik Klasik (Jakarta:
Departemen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Indonesia, 2003), 3.

122 Alessandro Duranti, Lingusitic Anthropology (Cambridge: Cambridge University Press, 1997),
85.
'3 James P. Spradley, The Ethnographic Interview (New York: Harcourt Brace Javanovich
College Publishers), 3.

124 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, Memilih diantara Lima Pendekatan,
terj. Ahmad Lintang Lazuardi (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 134.
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merekam pengalaman korban KDRT yang menyandang disabilitas intelektual dan
relasinya terhadap kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat Ponorogo.
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggolongkan penelitian ini dalam jenis penelitian hukum

5

empiris'> dan bukan doktrinal-normatif.'® Penelitian ini menggunakan

pendekatan kualitatif.'*’

Pendekatan kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang
diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan inividu tersebut secara holistik
(utuh). Jadi, dalam hal ini tidak boleh mengisolasikan individu atau organisasi
kedalam variable atau hipotesis, tetapi perlu memandangnya sebagai bagian dari
suatu keutuhan.'*®

Penelitian kualitatif merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya
tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya.'”
Mengingat studi yang peneliti lakukan di sini adalah berkaitan dengan

pemahaman dan fenomena pengalaman hidup seseorang, maka, riset kualitatif

yang bersandar pada pengalaman subjek riset dan sekaligus pengalaman peneliti

125 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986),
51.

126 Amin Abdullah, “Relevansi Studi Agama-Agama dalam Milenium Ketiga”. dalam Mencari
Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan, ed. Amin Abdullah (Yogyakarta: Tiara Wacana
Yogya, 2000), 1.

"7 Faisal Ananda Arfa dan Watni Marpaung, Metodologi Penelitian Hukum Islam (Jakarta:
Kencana, 2016), 180.

¥ Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), 4.
' Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-
Teknik Teoritisasi Data, Terj. Muhammad Sodiq dan Imam Muttaqin (Jogjakarta: Pustaka Pelajar,
2003), 4.
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sendiri adalah pilihan terbaik.””® Menurut Strauss, metode ini dapat juga
digunakan untuk mendapatkan wawasan tentang sesuatu yang baru sedikit
diketahui dan dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit
diungkapkan oleh metode kuantitatif.'"*! Peneliti melakukan interaksi dan
komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak yang diteliti, mampu memahami
dan mengembangkan kategori-kategori, pola-pola dan analisa terhadap budaya
hukum yang terjadi di tengah masyarakat yang diteliti."** Pemilihan metode ini
diharapkan dapat menginterpretasikan perilaku, tindakan, dan ucapan, serta
gambaran mendalam (thick description) terhadap peristiwa.
2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini berasal dari data lapangan, baik yang berasal dari responden,

3 Peneliti menggunakan sumber data berupa

informan maupun narasumber.
sumber data primer dan sekunder. Dengan demikian sumber data tersebut dapat
dilihat pada penjelasan di bawah ini, yaitu:

a. Data primer adalah data lapangan yang berupa hasil wawancara dan hasil

pengamatan pada kasus KDRT penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten

Ponorogo.

%0 W. Lawrence Neuman, Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches,

(Edinburgh Gate: Pearson Education Limited, 2014), 123.

1! Anselm Strauss dan Juliet Corbin, Dasar-dasar Penelitian Kualitatif, 5.

132 John W. Creswell, Research Design, Qualitative and Quantitative Approaches (London, New
Delhi: Sage Publications, 1994), 157-159.

'3 Ada perbedaan data lapangan yang diperoleh dari responden, informan, dan narasumber.
Responden ini merupakan orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap
pertanyaan yang diajukan peneliti. Ia juga merupakan orang atau kelompok masyarakat yang
terlibat secara langsung dengan masalah. Informan merupakan orang yang memberikan informasi
data yang dibutuhkan oleh peneliti sebatas yang diketahuinya dan peneliti tidak dapat
mengarahkan jawaban sesuai dengan yang diinginkan. Sedangkan narasumber merupakan orang
yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti, dia bukan bagian dari unit analisis, akan tetapi
hanya ditempatkan sebagai pengamat. Lihat HS. Salim dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan
Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2014), 25.
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Peneliti membutuhkan dua jenis data lapangan. Pertama; kasus KDRT yang
berisi pengalaman dari korban dan pelaku. Peneliti mencari subjek penelitian
dengan kriteria, korban ini kasusnya telah atau sedang dilaporkan dan ditangani
oleh pihak dari institusi hukum, maupun yang tidak dilaporkan dan ditangani
tanpa memperdulikan umur maupun golongan sosial. Kedua; pengetahuan atau
data yang bisa memberikan gambaran umum tentang penyandang disabilitas
intelektual yang terlibat dalam kasus KDRT. Termasuk bagaimana mercka
memberi makna kepada kedudukan penyandang disabilitas intelektual dan
bagaimana mereka menghargai nilai kehidupannya. Peneliti mencari orang yang
cukup memiliki pengetahuan dan pengalaman karena kedudukannya di
masyarakat, seperti aparat hukum, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

b. Data sekunder adalah yang berupa catatan-catatan yang relevan dengan fokus
penelitian, data tersebut bersumber dari hasil penelitian dan jurnal.
3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini
adalah sebagai berikut:
a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu yang
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan
pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas

pertanyaan itu.”** Penelitian ini menggunakan wawancara semi terstruktur untuk

1% Lexy J. Moelong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 186.
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mendapatkan data dan informasi yang dibutuhkan peneliti. Peneliti melakukannya

di tempat-tempat informal maupun formal.

Penelitian ini menggunakan sampel purposif yang difokuskan pada
sejumlah responden, informan maupun narasumber yang terlibat atau dilibatkan
dalam kasus KDRT. Jumlah penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten
Ponorogo sebanyak 791 jiwa.'*® Peneliti mengambil sampel secara purposif untuk
memungkinkan analisis rinci dan mendalam tentang pengalaman penyandang
disabilitas intelektual dalam KDRT. Peneliti menggunakan pengambilan sampel
purposif untuk merekrut responden dan informan yang pernah terlibat dalam kasus
KDRT mulai tahun 1994 hingga akhir 2018. Peneliti menggunakan rentang waktu
24 tahun ini karena sedikitnya kasus yang terjadi atau kasus yang tidak diketahui
oleh masyarakat. Data lapangan yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

1) Kasus kekerasan yang datanya diperoleh dari anggota masyarakat. Peneliti
melibatkan 33 responden yang terdiri atas pertama, 17 korban dengan rincian
10 orang dari pasangan suami istri, 2 anak kandung, 2 ibu kandung, 2 adik
kandung dan 1 menantu. Kedua, 16 pelaku dengan rincian 11 orang dari
pasangan suami istri, 1 anak kandung, 2 orangtua kandung, 2 kakak kandung
dan 1 mertua. Peneliti berhenti mencari responden setelah data yang terkumpul
dianggap cukup dalam rangka membahas dan menjelaskan masalah penelitian.

2) Peneliti juga mewawancarai 11 informan yang bertindak sebagai tetangga,
relawan, tokoh agama untuk mendapatkan informasi data tentang KDRT yang

terjadi pada lingkungan sekitar tempat tinggal pelaku dan korban.

%3 Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten
Ponorogo Dalam Angka 2018 (Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2018)
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3) Peneliti juga mewawancarai 7 narasumber untuk memperoleh pernyataan atas
kasus KDRT.
Peneliti melampirkan nama-nama responden, informan maupun narasumber
pada daftar lampiran.
b. Observasi
Peneliti menggunakan observasi nonpartisipan'*®, karena peneliti tidak
menjadi bagian dari kelompok masyarakat yang menjadi objek penelitian ini.
Peneliti bertindak sebagai pengamat untuk mengenal karakteristik lokasi
penelitian baik dari sisi geografis dan demografisnya.
c. Dokumentasi
Penelitian ini menggunakan dokumentasi”’ untuk mengumpulkan data
dokumentasi berupa cacatan kasus kekerasan terhadap penyandang disabilitas
intelektual dari Kepolisian Resort Ponorogo dan Dinas Sosial Kabupaten
Ponorogo, dan salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Ponorogo.
4. Teknik Analisis Data
Penelitian ini menggunakan teknik analisis data yang ditawarkan oleh
Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman. Peneliti menganalisis data secara
interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya
sudah jenuh atau cukup. Peneliti melakukan aktivitas analisis yang terdiri atas tiga
alur, yakni: reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

Konsep ini merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan

136 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif- Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2011), 145.
“7Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian
(Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 226. Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu
Pendekatan Praktik (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 236.
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sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar untuk membangun wawasan
umum yang disebut analisis.'*®
Peneliti memulai menganalisis dengan mereduksi data dengan merujuk
pada proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi terhadap data-data
yang ada di lapangan dan sesuai dengan tema dan topik penelitian. Kemudian,
peneliti menyajikan data dengan cara menerangkan informasi yang didapat di
lapangan dan telah melalui proses reduksi, tujuannya adalah untuk memahami apa
yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya. Peneliti menyajikannya dalam
bentuk teks naratif dan tabel. Terakhir, peneliti menarik kesimpulan dan
melakukan verifikasi yang merupakan penafsiran dan analisis peneliti terhadap
data-data tersebut yang sudah melalui prosedur di atas.'” Peneliti menafsirkan
hasil analisis sesuai dengan tujuan penelitian, dengan cara menjelaskan dan
menemukan makna hasil analisis. Tujuan dari interpretasi ini untuk menemukan
arti dan implikasi hasil penelitian berikut analisisnya.'*
5. Teknik Pengecekan Keabsahan Data
Teknik pengecekan keabsahan data sebagai berikut:

a. Perpanjangan kehadiran Peneliti

Peneliti hadir dengan melakukan perpanjangan dan menambah volume
kehadiran di lokasi penelitian. Peneliti melakukan penelitian di lapangan selama 8
bulan yaitu sejak awal januari 2019 hingga akhir agustus 2019. Peneliti

mengumpulkan data melalui wawancara terhadap responden, informan maupun

1% Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep Rohendi
Rohidi (Jakarta: UL Press, 1992), 16-21.

139 Ulber Silalahi, Metode Penelitian Sosial (Bandung: Refika Aditama, 2010), 339-341.

"0 Fred Kerlinger, Asas-asas Penelitian Behavioral, terj. Landung R. Simatupang (Yogyakarta:
Gadjah Mada University Press, 1995), 218-219.
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narasumber dan observasi tidak langsung dengan menggunakan field note.
Peneliti dapat menguji kebenaran informasi dan membangun kepercayaan subjek
dengan cara memeriksa kesalahan informasi yang disebabkan oleh distorsi yang
diakibatkan oleh peneliti maupun informan.'*!
b. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik memperoleh keabsahan data dengan

menggunakan beberapa sumber data.'*?

Peneliti menggunakan dua teknik dalam
penelitian ini, yaitu: triangulasi sumber data dan triangulasi metode pengumpulan
data. Peneliti melakukan triangulasi sumber data melalui:

1) Perbandingan antara pernyataan informan tentang pada saat tertentu dengan
pada saat yang lain. Peneliti melakukan cara ini untuk memeriksa derajat
konsistensi pernyataan mereka.

2) Perbandingan perspektif informan satu dengan informan yang lain dalam level
pengalaman, jabatan, atau pendidikan yang berbeda tentang persoalan serupa.
Perbandingan demikian juga dilakukan antar rekaman hasil wawancara dan isi
dokumen tentang masalah yang sama.

Peneliti juga melakukan triangulasi metode pengumpulan data penelitian yang
terbagi dalam dua tahap, yaitu:

1) Peneliti memeriksa derajat kepercayaan atas temuan penelitian dengan teknik-

teknik pengumpulan data, yakni kesesuaian data antara penggunaan teknik

wawancara dan dokumentasi.

14 John W. Creswell, Penelitian Kualitatif dan Desain Riset, 349.
2 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 178-179.
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2) Peneliti memeriksa derajat kepercayaan beberapa sumber data dengan
menggunakan metode yang sama.

Peneliti melakukan pengecekan terhadap anggota penelitian dengan cara
melakukan klarifikasi informasi data dan intepretasinya yang telah terekam secara
tertulis kepada informan untuk diberi komentar, hal dimaksud untuk mendapatkan
penambahan atau pengurangan informasi maupun koreksi seperlunya. Keterangan
dari informan tersebut dipergunakan untuk memperbaiki catatan lapangan. Teknik
ini dilakukan hanya pada informan kunci.

c. Audit Trial Sendiri

Peneliti melakukan audit trial, hal ini dimaksudkan untuk menjamin kebenaran
data penelitian.'* Peneliti melakukan audit sendiri dengan memeriksa hal-hal
sebagai berikut: data mentah (catatan lapangan), hasil analisis data, hasil sintesis
data dan catatan tentang proses yang digunakan seperti metode penelitian, desain

dan sebagainya yang dilakukan oleh peneliti.

Sistematika Pembahasan

Pada bagian ini peneliti memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas
tentang isi penelitian ini, sehingga peneliti perlu membuat sistematika
pembahasan. Penelitian ini terdiri atas lima bab, sebagaimana berikut ini:

Bab pertama adalah pendahuluan. Bab ini menjelaskan bagaimana latar
belakang masalah serta alasan mengapa penelitian ini menarik dilakukan. Latar
belakang masalah menguraikan dan menjelaskan gap antara das sein dan das

sollen sebagai unsur penting dalam sebuah penelitian. Setelah itu pada bab ini

"> Imron Arifin, Penelitian Kualitatif Dalam Ilmu-ilmu Sosial dan Keagamaan (Malang:
Kalimasahada Press, 1996), 120.
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juga membahas identifikasi dan batasan masalah sangat diperlukan dalam sebuah
penelitian, dan batasan masalah yang muncul dirumuskan dalam bentuk
pertanyaan-pertanyaan dan kemudian menjadi fokus utama pada penelitian ini.
Peneliti menentukan tujuan dan kegunaan penelitian, studi terdahulu, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sub terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas konsep kekerasan. Dengan demikian, konsep
teoretis di atas dirasa cukup menjadi sebuah acuan dan atau instrumen untuk
melakukan proses analisis pada bab selanjutnya.

Bab ketiga memuat paparan data penelitian, yaitu pertama, profil
Kabupaten Ponorogo sebagai lokasi penelitian. Kedua, pernikahan dan KDRT
terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo. Ketiga,
strategi perlawanan yang dilakukan oleh korban KDRT penyandang disabilitas
intelektual di Kabupaten Ponorogo. Keempat, bentuk perlindungan hukum
terhadap korban KDRT penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten
Ponorogo.

Bab keempat memuat tentang pembahasan terhadap temuan penelitian dan
keterkaitannya dengan teori dan merupakan serangkaian jawaban terhadap
rumusan yang menjadi fokus penelitian.

Bab Kelima memuat penutup yang memuat kesimpulan berdasarkan atas
temuan penelitian. Peneliti menguraikan implikasi teoretik untuk melihat posisi
teori-teori yang digunakan berdasarkan temuan penelitian. Penelitian ini dibatasi

oleh hal-hal yang bersifat akademis dan juga non-akademis, maka peneliti
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menyampaikan keterbatasan penelitian. Bab ini ditutup dengan saran sebagai

sumbangsih ide dari hasil penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
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KONSEP KEKERASAN

A. Definisi dan Bentuk Kekerasan

Seseorang yang melakukan tindak kekerasan kepada orang lain akan
mengakibatkan hidup menjadi tidak nyaman bagi korban maupun pelaku,
misalnya, jika ada seseorang yang membunuh karena suatu tindak kekerasan
berupa penyiksaan atau penganiayaan, maka kekerasan ini akan dapat
mengakibatkan pelaku menjadi menyesal, pendiam, trauma dan sebagainya.
Kekerasan juga akan mengakibatkan pihak keluarga korban dapat kehilangan
orang-orang yang dicintai, kehilangan semua harta benda dan mata
pencahariannya.! Kekerasan yang dapat mengakibatkan gangguan fisik dan
mental ini menjadi perhatian bagi semua pihak untuk melindungi korbannya.

Jika kekerasan merupakan sebuah masalah, maka dimungkinkan kekerasan
juga menjadi solusinya, misalnya, kekerasan yang dilakukan oleh Negara untuk
memberi hukuman pada pelaku kekerasan,®> hukuman yang dilakukan oleh
lembaga negara ini merupakan perbuatan yang sah dan ada legitimasinya hamun
perbuatan ini harus masih dinyatakan sebagai sebuah kekerasan. Negara berbuat
ini sebagai upaya menciptakan keadilan dan ketertiban sosial.

Sebaliknya, jika Negara tidak mampu memberikan perlindungan bagi
korban kekerasan, maka memberi kesempatan bagi lembaga-lembaga non Negara

yakni lembaga adat maupun lembaga agama akan mengambil alih peran dalam

! Vittorio Bufacchi, “Two Concepts of Violence”, Political Studies Review, Vol. 3, (2005), 193-
204.
2 Vittorio Bufacchi, Violence and Social Justice (New York: Palgrave Macmillan, 2007), 190.
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menghukum pelaku kekerasan, seperti organisasi Front Pembela Islam yang
melakukan razia sejumlah kafe yang dianggap telah digunakan sebagai tempat
berdua-duaan di kawasan Pantai Wisata Seunangan, Kecamatan Kuala Pesisir,
Kabupaten Nagan Raya, Nanggroe Aceh Darussalam pada tanggal 22 desember
201832

Kekerasan dalam kamus bahasa inggrisdisebut dengan “violence”,
kata ini berasal dari bahasa Latin yaitu violentia, secara etimologi adalah violentus
(bengis, kejam, keji), violence (kekerasan, kekejaman, perkosaan), vehemence
(gelora, semangat, berapi-api), impetuosity (ketidaksabaran, ketergesa-gesaan),
ferocity (keganasan, kebuasan) dan fury (kemarahan, kegeraman). Tindak
kekerasan yang dilakukan secara berlebihan sering mengakibatkan pelanggaran
norma, hak atau aturan. Makna kekerasan sering dikaitkan dengan violation
(pelanggaran), kekerasan cenderung untuk menggabungkan gagasan tentang
tindakan kekuatan fisik dengan pelanggaran.*

Kekerasan memiliki definisi penggunaan kekuatan fisik yang dapat
melukai, merusak, melanggar atau menghancurkan orang atau benda, artinya jika
ada kekuatan fisik yang hanya bisa merubah sesuatu secara dramatis seperti
kecelakaan mesin atau proses lainnya hal ini bukan termasuk sebagai kekerasan.
Kekerasan harus memiliki unsur adanya luka, cedera atau perubahan lain yang
lebih buruk, meskipun pada awalnya bermaksud untuk melakukan kebaikan.®

Kekerasan juga memiliki definisi setiap perbuatan yang secara dengan

menggunakan kekuatan fisik atau kekuasaan, ancaman atau kekerasan aktual.

3 https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-46671670 diakses tanggal 28 Januari 2019.
4 Vittorio Bufacchi, “Two Concepts of Violence”, 194.
® Ted Honderich, After the Terror (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2002), 91.
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Perbuatan ini dilakukan terhadap diri sendiri, orang lain, suatu kelompok atau
komunitas. Penggunaan kata ‘“kekuasaan”, di samping kata “penggunaan kekuatan
fisik” dipandang sebagai upaya untuk memperluas pemahaman tentang sifat
kekerasan dan memperluas pemahaman konvensional tentang kekerasan dengan
memasukkan juga tindakan-tindakan kekerasan yang merupakan hasil dari relasi
kuasa, termasuk di dalamnya ancaman dan intimidasi, dan memasukkan
penyebab kekerasan seperti pengabaian atau tindakan kelalaian.®

Kekerasan dapat bermakna serangan fisik atau penyalahgunaan kekuatan
fisikk secara giat dan gencar terhadap seseorang atau binatang; atau
penyalahgunaan psikologis yang sangat kuat; serangan psikologis yang tajam,
pedas pada seseorang atau binatang; serangan atau penghancuran, perusakan yang
sangat keras, kasar, berbahaya, ganas dan kejam terhadap milik atau sesuatu yang
sangat potensial dapat menjadi milik seseorang.’

Kekerasan yang mengakibatkan kerugian psikologis (biasanya jauh lebih
sulit untuk didiagnosis) itu pada dasarnya berbeda dengan kerugian dengan cedera
fisik (biasanya lebih mudah diamati dan diukur), karena antar individu memiliki
psikologi yang berbeda. Selain itu, kriteria untuk kerusakan fisik secara umum
disepakati oleh pihak medis daripada yang mengacu pada kerusakan psikologis.®

Manusia dapat melakukan dan atau mengalami beberapa jenis kekerasan

baik secara langsung atau tidak. Kekerasan dapat terjadi berulang-ulang maupun

6 Etienne G. Krug, dkk., World report on violence and health (Geneva: World Health
Organization, 2002), 5.

" Robert Audi, “On the Meaning and Justification of Violence”, dalamViolence, ed. Jerome A.
Shaffer (New York: David McKay, 1971), 33.

8 Aysun Dogutas, “Domestic Violence In Turkey: An Example Of Agri Province”, Sosyal Politika
Calismalar, Vol. 13, No. 31, (2013), 93-94.
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hanya sekali saja, ia dapat terjadi dengan melibatkan berbagai taktik atau
manipulasi yang halus. Dalam bentuk apa pun, kekerasan sangat memengaruhi
kesehatan dan kesejahteraan individu. Violence Prevention Initiative — Women'’s
Policy Office Government of Newfoundland and Labrador di Negara Kanada telah
mengidentifikasi 9 jenis kekerasan dan pelecehan yaitu kekerasan fisik, kekerasan
seksual, kekerasan emosional, kekerasan psikologis, kekerasan spiritual,
kekerasan budaya, pelecehan verbal, pelanggaran finansial dan kelalaian.®

Kekerasan yang terjadi dapat diidentifikasi berdasarkan bentuk-bentuk
kekerasannya, teori violence triangle -segitiga kekerasan- dapat membantu
peneliti dalam mengidentifikasi bentuk-bentuk KDRT, yakni kekerasan langsung,
kekerasan struktural, dan kekerasan kultural.’® Kekerasan dapat dialami oleh
kelompok-kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan hukum dan hak
asasi manusia yang setara dan tidak diskriminatif. Kelompok-kelompok rentan ini
di antaranya adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, penyandang
disabilitas, perempuan, narapidana/tahanan, kelompok minoritas, pengungsi
dalam negeri, pekerja migran, masyarakat asli/adat,!! anak-anak migran,
homoseksual dan penyandang HIV/AIDS.*?

Penyandang disabilitas terutama perempuan masih dianggap sebagai

makhluk aseksual, mereka seringkali mengalami triple diskriminasi yakni

® Government of Newfoundland and Labrador, “Respect Aging: an Education and Training
Program for Recognizing, Preventing and Intervening in Violence Against Older Persons”,
(Violence Prevention Initiative, 2013), 20-27. Diakses dari https://www.respectaging.ca/training
[Participant_Manual.pdf, diakses tanggal 30 Januari 2019.

10 Johan Galtung, “Cultural Violence”, Journal of Peace Research, Vol. 27, No. 3, (1990), 291.

1 Tim Penyusun, Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia: Laporan
Tahunan Komnas HAM 2016 (Jakarta: Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, 2017), 13.

Ingrid Nifosi-Sutton, The Protection of Vulnerable Groups under International Human Rights
Law (New York: Routledge, 2017), 54.
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perempuan yang sering dianggap kelas dua, karena menyandang disabilitas dan
umumnya hidup dalam kemiskinan.'® Mereka lebih rentan mengalami kekerasan,
karena mereka dianggap sebagai makhluk yang lemah, tersubordinasi dengan
berada pada posisi yang lebih rendah, secara sosial, ekonomi, budaya, politik,

dibandingkan dengan orang yang tidak menyandang disabilitas.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Penyandang disabilitas intelektual merupakan salah satu dari kelompok
rentan yang dapat mengalami kekerasan dalam ranah keluarga atau personal,
komunitas, atau Negara. Pertama, kekerasan yang terjadi dalam ranah keluarga
dilakukan oleh orang yang memiliki hubungan darah, kekerabatan, atau
perkawinan. Kedua, kekerasan dalam ranah komunitas atau publik di mana kedua
pihak tidak memiliki hubungan hubungan darah, kekerabatan, perkawinan, atau
hubungan pacaran. Ketiga, kekerasan dalam ranah negara yang dilakukan oleh
aparatur negara yang melakukan kekerasan dalam kapasitas dan kewenangannya
yang melekat sebagai aparatur Negara.'*

KDRT merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama
perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik,
seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan

13 Totok Rawi Djati, “Perempuan Difabel Alami Triple Diskriminasi”, bulletin Difabel New’s,
SAPDA Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak, (Yogyakarta, Edisi 1X, Th X, Juni, 2010),
2.

14 Tim Penulis, Membangun Akses ke Keadilan bagi Perempuan Korban Kekerasan:
Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap
Perempuan (SPPT-PKKTP) (Jakarta: Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
(Komnas Perempuan), 2018), 8-9.
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hukum dalam lingkup rumah tangga.'® KDRT dapat terjadi pada upaya untuk
menggunakan kekuasaan atau kontrol atas orang lain dalam rumah tangga yang
disertai dengan ancaman atau perilaku kekerasan termasuk kekerasan fisik,
pelecehan seksual, pelecenan emosional, pelecehan dan intimidasi verbal,
perampasan ekonomi dan sosial dan kerusakan harta benda.

Pelaku maupun korban KDRT seringkali merahasiakan, menutupi atau
menyembunyikan kasus yang terjadi. KDRT juga dapat disebut sebagai hidden
crime atau kejahatan yang tersembunyi, baik pelaku maupun korban enggan untuk
membincangkan apalagi melaporkan kepada pihak yang berwenang, mereka
menganggap intervensi dari luar rumah tangga tidak bisa menyelesaikan masalah
yang terjadi dalam rumah tangga.'® Anggapan ini tidak semua benar dan tidak
semua salah, karena intervensi dari luar dapat memberikan solusi bagi
keharmonisan rumah tangga jika intervensi dilakukan oleh pihak-pihak yang
berkompetensi dalam menyelesaikan masalah.

KDRT memiliki bentuk-bentuk pertama, kekerasan fisik; perbuatan yang
diarahkan pada badan seseorang yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau
luka berat. Kedua, kekerasan psikis; perbuatan yang mengakibatkan ketakutan,
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak
berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Ketiga, kekerasan
seksual; berkaitan dengan pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap

orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dan juga pemaksaan hubungan

15 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
(Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006)

16 Randal W. Summers dan Allan M. Hoffman, Domestic Violence: a Global View (London:
Greenwood Press, 2002), 25.
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seksual terhadap seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk
tujuan komersil atau tujuan tertentu. Keempat, penelantaran rumah tangga; setiap
orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal
menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia
wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang
tersebut. Penelantaran ini juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan
ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja
yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali
orang tersebut.’

KDRT memiliki kemiripan dengan kriminalitas pada umumnya, hal ini
ditinjau dari munculnya berbagai variasi kekerasan, dampak kekerasan yang
semakin parah dan frekuensi kekerasan dari hari ke hari. Perilaku pelaku KDRT
memiliki kemiripan dengan perilaku penjahat pada umumnya, dia dapat
melakukan kekerasan, pemaksaan, intimidasi, bullying, penindasan, kekejaman,
atau pengancaman, mereka melakukannya untuk mengejar kepentingan pribadi
atau mempengaruhi orang lain. Mereka dapat melakukannya secara berulang atau
berpotensi untuk terulang, dan melibatkan ketidakseimbangan kekuatan dan/atau
kekuasaan.*®

Peneliti telah mengakses beberapa jurnal penelitian maupun buku di
Indonesia, namun peneliti kurang -kalau tidak bisa dikatakan sedikit-
mendapatkan penelitian tentang penyandang disabilitas intelektual yang

mengalami KDRT, mayoritas penelitian tentang KDRT pada korban yang tidak

17 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
18 Richard L. Davis, Domestic Violence: Intervention, Prevention, Policies, and Solutions (New
York: CRC Press Taylor & Francis Group, 2008), 13.
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menyandang disabilitas intelektual. Sedikitnya penelitian tentang KDRT yang
dialami oleh penyandang disabilitas intelektual, mungkin karena asumsi bahwa
penyandang disabilitas intelektual ini tidak memiliki kemampuan untuk
mengkomunikasikan pengalaman kekerasan dan pelecehan yang dialaminya,
dapat juga karena keterbatasan kosa kata atau gangguan komunikasi.!® Para
peneliti akan kesulitan untuk mendapatkan kisah dan pengalaman dari
penyandang disabilitas intelektual yang mengalami KDRT.

KDRT dalam bentuk kekerasan fisik dapat mengakibatkan luka, cedera,
babak belur dan kemungkinan mendapatkan kekerasan lanjutan berupa intimidasi;
isolasi; kontrol ke semua area kehidupan korban -termasuk seksualitas-;
kebutuhan materiil; hubungan dengan keluarga, anak-anak, dan teman-teman;
pekerjaan; perampasan kebebasan; trauma yang berkepanjangan;?® ketakutan;
hilangnya rasa percaya diri; hilangnya kemampuan untuk bertindak; rasa tidak

berdaya; penderitaan psikis berat pada seseorang; dan tertekan.?:

Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Semua peneliti sepertinya akan bersepakat bahwa KDRT merupakan tema
yang sulit untuk diteliti, karena kekerasan yang terjadi bisa jadi menyentuh sisi
yang sangat pribadi sehingga memiliki kerumitan bagi seorang peneliti. Korban
yang memilih bersikap diam dan menerima kekerasan tersebut akan

mengakibatkan peneliti melakukan berbagai langkah dalam mengambil informasi

19 Bonnie E. Carlson, “Mental Retardation and Domestic Violence: An Ecological Approach to
Intervention”, Social Work, Vol. 42, No. 1, (1997), 82.

20 Tamara L. Kuennen, “Analyzing the Impact of Coercion on Domestic Violence Victims: How
Much is Too Much”, Berkeley Journal of Gender, Law & Justice, Vol. 22, issues 1, (2007), 1.

2L Albert R. Roberts (ed.), Handbook of Domestic Violence Intervention Strategies: Policies,
Programs, and Legal Remedies (New York: Oxford University Press, 2002), 230-232.
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dari korban, terutama pada saat sebagian besar korban KDRT ini berjenis kelamin

perempuan terutama istri dan anak perempuan. KDRT ini dapat dilihat dari akar

penyebabnya, yaitu kondisi ketidaksetaraan gender untuk perempuan, aspek
maskulinitas dan ketidakseimbangan kekuatan patriarki.?? Pelaku dapat
melakukan kekerasan karena tiga alasan dasar:

1. Pelaku melakukan kekerasan dengan alasan untuk mengubah perilaku korban -
tanpa memandang usia, jenis kelamin, atau orientasi seksual-, sehingga korban
mau mengikuti dan menyesuaikan diri dengan tujuan dan kehendak pelaku.
Pada akhirnya, korban kekerasan -mau tidak mau- akan menuruti kehendak
dari pelaku, tujuannya agar korban tidak lagi mendapatkan kekerasan.

2. Pelaku melakukan kekerasan dengan alasan untuk membalas dendam,
cemburu, iri, atau mencari keadilan atas kesalahan penghukuman yang
diterimanya pada waktu dulu. Pelaku yang merasa cemburu dan iri akan
melakukan kekerasan terhadap korban, hal ini dilakukan untuk memuaskan diri
atas kesalahan penghukuman yang diterimanya pada masa lampau, pelaku
berusaha untuk membalas ketidakadilan yang diterimanya kepada korban atau
orang lain yang memiliki posisi yang lemah.

3. Pelaku melakukan kekerasan dengan alasan untuk mempertahankan,
meningkatkan persepsi tentang dirinya atau peran yang dimilikinya dalam
keluarga atau komunitas. Pelaku merasa bahwa dia memiliki kedudukan atau

status dalam memberikan hak dan melaksanakan kewajiban pada keluarga atau

22 Todd Minerson, Humberto Carolo, Tuval Dinner, dan Clay Jones, “Engaging Men and Boys to
Reduce and Prevent Gender-Based Violence” (Canada: The White Ribbon Campaign, 2011), 9.
Diakses dari  https://www.whiteribbon.ca/uploads/1/1/3/2/113222347/wrc_swc_issuebrief.pdf
tanggal 19 Februari 2019.
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komunitasnya. Pelaku akan memperlakukan korban secara sewenang-wenang
demi harga dirinya.?

Namun, Suzanne K. Steinmetz menjelaskan bahwa korban KDRT bisa
juga berjenis kelamin laki-laki, terdapat fenomena yang menunjukkan bahwa
tidak jarang terjadi seorang istri melakukan KDRT terhadap suami, termasuk di
dalamnya pemukulan, penghinaan maupun pelecehan. Meskipun demikian,
kebanyakan dari seorang suami korban KDRT ini yang cenderung menyepelekan,
mengabaikan dan mengesampingkannya, tetapi andaikata dia menanganinya pun,
maka seorang suami akan menyeleksi kasus dengan cuek. Pada akhirnya,
perempuan juga memiliki sifat kasar dan keras sama halnya dengan laki-laki,
bahwa KDRT bukanlah tentang gender atau patriarki semata. Sehingga para
peneliti perlu memperluas perspektif dalam bidang KDRT jauh dari pandangan
bahwa KDRT biasanya merupakan masalah gender yang melibatkan pelaku laki-
laki dan korban perempuan, begitu juga terhadap pandangan bahwa KDRT
biasanya melibatkan pasangan yang saling melakukan tindakan agresi.*

Michael P. Johnson menyebutkan tiga tipologi dalam KDRT yang
dibedakan satu sama lain oleh konteks kekuasaan dan kontrol yang mereka miliki.
Tiga tipologi tersebut adalah: intimate terrorism, yaitu kekerasan yang terjadi
akibat adanya sikap dari salah satu pasangan untuk selalu memegang kendali atas
semua urusan rumah tangga (mendominasi) lalu mengontrol penuh terhadap
pasangannya; violent resistance, yaitu kekerasan yang digunakan sebagai respons

terhadap intimate terrorism; dan situational couple violence, yaitu kekerasan yang

= Richard L. Davis, Domestic violence: intervention, prevention, policies, and solutions, 18-19.
24 Suzanne K. Steinmetz, “The Battered Husband Syndrome”, Victimology: An International
Journal, Vol. 2, Numbers 3-4, (1977-78), 499-509.
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terjadi di luar pola umum yaitu kekuasaan dan kontrol, kekerasan ini terjadi akibat
adanya situasi tertentu eskalasi konflik atau serangkaian konflik tertentu, seperti
berbantah-bantahan dan adu argumentasi. Tujuan pelaku melakukan kekerasan ini
bukan sebagai bentuk penyelesaian masalah.?® Selain itu KDRT dapat disebabkan
oleh makrososial, biologis, sosialisasi peran gender, psikologis, psikososial dan
relasional.?®

Menurut Women’s Refugee Commission bahwa pelaku dapat melakukan
kekerasan terhadap korban yang menyandang disabilitas disebabkan oleh: abuse
of power (penyalahgunaan kekuasaan); inequality (ketidaksetaraan), dan
disrespect (meremehkan korban).?” Sedangkan Michael Kaufman telah
mengklasifikasi akar penyebab KDRT yakni patriarchy (patriarki), privilege (hak-
hak istimewa), permission (permisif), the paradox of men’s power (paradoks
kekuasaan laki-laki), the psychic armor of manhood (baju zirah kedewasaan), past
experience (pengalaman masa lalu), masculinity as a psychic pressure cooker
(maskulinitas sebagai mesin tekanan fisik).?

Dengan demikian, maka pelaku dapat melakukan KDRT dengan sebab
salah satu atau gabungan dari penyebab-penyebab KDRT di atas. Penelitian ini
akan dilakukan untuk mengenal karakteristik dan tipologi pelaku KDRT,

sehingga akan diketahui bagaimana cara korban untuk melakukan perlawanan

25 Michael P. Johnson, “Domestic Violence: It's Not about Gender: Or Is It?”,Journal of Marriage
and Family, Vol. 67, No. 5, (Dec., 2005), 1126-1130.

% Michele Harway dan James M. O'Neill (ed.), What Causes Men's Violence Against Women?
(London: Sage Publications Ltd., 1999), 236-237.

27 Women’s Refugee Commission, Building Capacity for Disability Inclusion in Gender-Based
Violence Programming in Humanitarian Settings (New York: Open Society Foundations, 2015),
31-32.

28 Michael Kaufman, “The seven “P’s” of men’s violence” dalam “Men and equality: Conference
proceedings Men and change: the role of men in equality between men and women”, (9-10
September 2005), diakses dari http://db.amazone.be /3/511644 en.pdf pada tanggal 22 Mei 2019.
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terhadap KDRT vyang dialaminya sekaligus untuk mengetahui bentuk

perlindungan hukum bagi korban KDRT.

Para korban kejahatan memiliki beberapa tipologi, ada tujuh tipe korban
yang dapat diidentifikasikan berdasarkan pada kondisi dan statusnya yakni:

1. Unrelated victims, adalah para korban tidak memiliki hubungan dengan pelaku
sebelum terjadi kejahatan, pelaku sepenuhnya bertanggung jawab atas
kejahatan yang terjadi.

2. Provocative victims, adalah para korban yang memiliki perilaku yang dapat
menyebabkan pelaku melakukan kejahatan terhadapnya, sehingga para korban
ini berbagi tanggung jawab bersama pelaku atas kejahatan yang terjadi.

3. Participating victims, adalah para korban yang melakukan sesuatu yang tidak
pantas karena di mana mereka berada, bagaimana cara mereka berpakaian, cara
mereka bertindak, atau apa yang mereka katakan, dengan demikian, tanggung
jawab mereka dapat diabaikan.

4. Biologically victims, adalah para korban yang memiliki karakteristik fisik yang
jelas-jelas rentan terhadap terjadinya kejahatan. Para korban tidak bertanggung
jawab atas kejahatan yang terjadi. Contohnya adalah kaum muda, tua, sakit,
atau disabilitas.

5. Socially weak victims, adalah para korban yang memiliki karakteristik sosial
yang membuat mereka rentan terhadap kejahatan yang dialaminya. Para korban
tidak bertanggung jawab atas kejahatan tersebut. Contohnya adalah korban

yang terisolasi, imigran, atau minoritas.
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6. Self victimizing victims, adalah para korban ini terlibat dalam perilaku
menyimpang dan kriminal di mana mereka bermitra dengan pelaku. Para
korban ini secara mutlak bertanggung jawab. Contohnya adalah pelacur,
pengguna narkoba, pemabuk, dan penjudi.

7. Political victims, adalah para korban ini termasuk sebagai orang-orang yang
menentang pelaku yang memiliki kekuatan politik agar korban tidak
mengganggu dominasi politiknya. Para korban tidak bertanggung jawab atas

kejahatan yang terjadi.?®

D. Konsep PerlawananTerhadap Kekerasan

Korbandapat melakukan beberapa bentuk perlawanan sebagai strategi untuk
melindungi hak-haknya. Korbanatau pihak yang kalah akan melakukan beberapa
tindakan dengan bentuk apapun. Tindakan ini disebut dengan perlawanan atau
resistance. Pihak yang kalah melakukannya untuk mengurangi atau menolak
klaim (sewa lahan pertanian, pajak tinggi) yang dibuat oleh kelas atas atau kelas
yang lebih dominan (seperti tuan tanah, Negara).

Korban dapat melakukan perlawanan karena berangkat dari konsep
perampasan, yakni apabila korban merasa memiliki sesuatu yang “berharga” lalu
dia merasa bahwa sesuatunya itu dirampas oleh pihak lain maka dia akan
melakukan perlawanan. Perasaan dirampas ini disebut dengan relative
deprivation, perasaan ini dapat muncul ketika dia memiliki hak atau keinginan

namun tidak sesuai dengan kemampuannya. Dia merasa memiliki kemampuan

29 Janet K. Wilson (ed.), The PraegerHandbook ofVictimology (California: ABC-CLIOLLC,
2009), 238.

%0 James C. Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New Haven
and London: Yale University Press, 1985), 295.
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dalam meraih hak atau keinginannya, namun dia merasa pihak lain telah
menggagalkan atau menghambatnya. Kondisi inilah yang pada akhirnya memicu
tindak kekerasan maupun perlawanan karena dia menganggap sebagai korban
ketidakadilan.®!

Korban dapat melakukan perlawanan dalam menghadapi kekerasan yang
dialaminya. Mereka melakukan perlawanan baik secara internal maupun
eksternal. Perlawanan internal merupakan bentuk perlawanan dengan
menggunakan kekuatan dalam dirinya sendiri. Korban berupaya untuk
membendung maupun meredam kontrol dan kekerasan dari pelaku (terutama laki-
laki) melalui serangkaian tindakan. Korban berupaya mempertahanan diri,
mencoba membalas dendam, menantang kendali keuangan dari pelaku.®
Perlawanan eksternal merupakan bentuk perlawanan dengan menggunakan
kekuatan dari luar. Korban berusaha mengakses bantuan formal dan / atau
informal. Korban berusaha mencari bantuan informal melalui teman dan keluarga,
dan mencari bantuan formal melalui badan-badan sosial yang dibentuk oleh
Negara. Korban melakukannya karena penolakannya terhadap kekerasan yang
diterimanya. Korban memilih keluarga maupun teman-temannya sebagali
tempatnya untuk mencari bantuan informal, tindakan ini menunjukkan bahwa
korban dapat mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap perilaku pelaku

tersebut.

31 Ted Robert Gurr, Why men rebel (New Jersey: Princeton University Press, 1971), 13.

%2 Margaret Abraham, Speaking the Unspeakable: Marital Violence among South Asian
Immigrantsin the United States (New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University,
2000), 138.

% Ibid., 133.
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Korban dapat menggunakan konsep perlawanan sehari-hari (every day
forms of resistence) sebagaimana yang terjadi pada perlawanan petani. Petani
menganggap biasa ketika melakukan perlawanan terhadap tuan tanah yang
dianggapnya telah merampas hak dan keinginannya. Petani melakukannya secara
kontinyu, namun tidak sampai melakukan pembangkangan atau mogok masal
secara terang-terangan. Mereka hanya melakukan tindakan-tindakan seperti
menyeret-nyeret kaki (malas-malasan), dissimulation (berlagak seolah-olah tidak
tahu dan tetap menjaga rahasia), membelot, berpura-pura patuh, mencuri kecil-
kecilan, mengumpat di belakang, membakar, melakukan sabotase, menolak sewa
dan lain-lainnya.®*

Korban KDRT dapat menggunakan serangkaian strategi yang mengesankan
bahwa dia berusaha untuk menghentikan kekerasan yang dialaminya. Dia
berupaya untuk melarikan diri dari pelaku, menghindari pelaku, melindungi diri
sendiri dan orang lain dari kekerasan yang dilakukan oleh pelaku. Korban
menggunakan strategi-strategi ini sebagai bentuk dari tindakan secara personal,
informal, dan formal.

1. Strategi personal. Korban mencoba untuk mematuhi atau mengantisipasi semua
permintaan pelaku dengan tujuan untuk tetap menjaga keharmonisan; korban
meminta pelaku untuk menghentikan kekerasan; untuk sementara waktu
korban melarikan diri dari hadapan pelaku; korban bersembunyi dari hadapan

pelaku; korban melakukan konfrontasi secara fisik untuk menentang kekerasan;

34 James C. Scott, Weapons of the Weak, xvi.
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korban berupaya untuk membela diri dengan cara melawan kekerasan yang
dilakukan oleh pelaku; dan korban menggunakan anak-anak sebagai pelindung.

2. Strategi informal. Korban berusaha meminta bantuan dari tetangga, keluarga,
dan teman dalam upaya untuk melarikan diri atau bersembunyi dari kekerasan;
dan korban meminta orang lain agar ikut terlibat dan campur tangan dengan
tujuan agar pelaku menghentikan kekerasan.

3. Strategi formal. Korban mulai melibatkan sistem hukum negara, seperti
menelpon polisi, mencari lembaga negara untuk memberikan perlindungan
bagi korban, menghubungi pengacara, dan berpartisipasi di pengadilan negara.
Strategi formal juga dapat berupa rumah penampungan sementara yang
didatangi oleh korban, korban meminta bantuan kepada kelompok anti KDRT,
lembaga kesehatan, atau organisasi keagamaan. Tidak ada strategi tunggal
yang jelas dan konsisten sebagai cara yang paling efektif untuk mengakhiri
KDRT. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa korban KDRT ini biasanya
hanya disurvei, diwawancarai lalu diekspos, tindakan ini juga bagian dari
strategi. Ketika korban ingin menggunakan strategi tertentu, dia perlu
mempertimbangkan keefektivitasan strateginya dalam mengakhiri kekerasan,
sekaligus meningkatkan kewaspadaan terhadap konsekuensi pada tindakannya
ini termasuk tingkat bahaya dalam jangka pendek dan jangka panjang.

Perlawanan memiliki dua bentuk jika dilihat dari nyata atau tidaknya,
pertama perlawanan secara nyata (real resistance) atau terbuka yang bersifat
terorganisir, sistematis dan kerjasama; berprinsip maupun tanpa pamrih;

perlawanan ini berakibat pada sesuatu yang revolusioner; dan bertujuan
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meniadakan atau menghapus dominasi. Kedua, perlawanan insidental (incidental,
or epiphenomenal activities) atau tertutup yang bersifat tidak terorganisir, tidak
sistematis dan individual; bersifat untung-untungan; tidak memiliki konsekwensi

revolusioner; dan mengakomodasi pada sistem dominasi.*

E. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Jika mengikuti konsep sentralisme hukum, maka negara memiliki
kewajiban positif untuk memberikan suatu standar perlindungan minimum atas
hidup, integritas dan keamanan pribadi bagi mereka yang mengalami ancaman
pembunuhan, serangan kekerasan fisik, pelecehan, intimidasi, atau perlakuan
diskriminasi yang parah.®® Negara berperan aktif dalam melindungi hak-hak
warganya, namun tidak jarang ketika Negara tidak mampu menjangkau setiap
warga, maka warga akan mencari perlindungan dari lembaga-lembaga non
Negara.

Para sarjana telah lama mengakui hak asasi seseorang harus dilindungi
oleh Negara, agama dan masyarakat. Dalam konteks Negara bangsa, Negara
memiliki struktur dan substansi hukum untuk melindungi hak asasi manusia, dan
Negara mengakui kehadiran anasir sistem hukum lain di luar hukum negara,
seperti hukum agama dan hukum kebiasaan masyarakat. Peneliti akan melihat

sistem-sistem hukum non negara tersebut keberlakuannya tunduk di bawah

%J ames C. Scott, Weapons of the Weak, 292.
% Tim Penyusun, Pembangunan Berbasis Hak Asasi Manusia: Sebuah Panduan (Jakarta: Komisi
Nasional Hak Asasi Manusia, 2013), 126.
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hukum Negara (weak pluralism) atau mempunyai kapasitas keberlakuan yang
sama dengan hukum Negara (strong pluralism).®’

Secara umum, perlindungan hukum memiliki bentuk preventif dan
represif.Perlindungan hukum secara preventif ini berupa perlindungan yang
diberikan oleh Negara dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya
pelanggaran dan memberikan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
Perlindungan hukum secara represif ini berupa perlindungan yang diberikan oleh
Negara dengan memberikan sanksi kepada pelaku seperti denda, penjara, dan
hukuman tambahan.®® Tidak hanya Negara tetapi juga agamawan dan tokoh
masyarakat harus memiliki konsep bahwa hukum itu diharapkan oleh masyarakat
untuk memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan
kedamaian.

1. Perlindungan Hukum Negara

Dalam konteks Negara, pemerintah Republik Indonesia telah berupaya
untuk memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT. Undang-Undang
Dasar 1945 memerintahkan kepada Negara untuk melindungi setiap warganya
dari tindak kekerasan. Negara melindungi hak-hak setiap warga melalui pasal-
pasal berikut ini:

a. Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan
hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan

dan diskriminasi.

37 John Griffiths, “What is legal pluralism?”, Journals of Legal Pluralism and Unofficial Law,
number 24, (1986).
% Philipus M. Hadjon, Perlindungan Bagi Rakyat Indonesia, 4.
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b. Pasal 28 D ayat (1) bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan,
perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di
hadapan hukum.

c. Pasal 28 | ayat (2) bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang
bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan
terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

d. Pasal 27 ayat (1) bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di
dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan
pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.*®

Pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 ini melindungi hak-hak pada
setiap warga Negara baik dalam bidang hukum maupun non hukum. Negara
melindungi ini hak-hak setiap warga Negara yang berlaku secara umum tanpa
melakukan pembedaan perlakuan terhadap sesama warga Negara, baik warga ini
berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak,
penyandang disabilitas maupun tidak penyandang disabilitas.

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah menjamin perlindungan
hukum bagi korban KDRT, sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya disingkat dengan KUHP, Undang-
Undang Republik Indonesia dan Konvensi-konvensi internasional yang telah
diratifikasi oleh Negara Republik Indonesia

KUHP merupakan salah satu Undang-Undang yang dapat digunakan

sebagai acuan pemidanaan bagi pelaku KDRT, KUHP ini merupakan bagian dari

39 Tim Visi Yustisia, UUD Negara Republik Indonesia 1945.
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melindungi hak-hak setiap warga dari tindak kekerasan. Seperti pada pasal 338-
340 secara umum mengatur pembunuhan dalam keluarga, pasal 351-356 mengatur
tindak kekerasan penganiayaan, pasal 281-288 mengatur kejahatan kesusilaan,
dan pasal 299 dan 346-349 mengatur tindak aborsi.*® Pelaku maupun korban
KDRT ini merujuk pada pasal 1 angka 30 Kitab Undang-undang Hukum Acara
Pidana, bahwa rumah tangga adalah kata lain dari keluarga, yakni mereka yang
mempunyai hubungan darah sampai derajat tertentu atau hubungan perkawinan.**
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada
pasal 3 ayat (3) menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan hak
asasi dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi. Pada pasal 58 ayat (1)
menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum
dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan
pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak
lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut.*?
Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan UU PKDRT). Pasal 1 ayat
(4) menyebutkan bahwa perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk
memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga,
advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya

baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan. Sedangkan pada ayat

40 Tim Visi Yustisia, 3 Kitab Utama Hukum Indonesia KUHP, KUHAP, & KUH Perdata (Jakarta:
Visimedia, 2014).

41 Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam (Jakarta: PT Raja Grafindo
Persada, 2004), 22.

42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Bandung: Citra
Umbara, 2011).
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(5) menyebutkan bahwa perlindungan sementara adalah perlindungan yang
langsung diberikan oleh kepolisian dan/atau lembaga sosial atau pihak lain,
sebelum dikeluarkannya penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.*

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan
Korban. Pada pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa saksi dan korban berhak untuk:
memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, Keluarga, dan harta bendanya,
serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang,
atau telah diberikannya; ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk
perlindungan dan dukungan keamanan; memberikan keterangan tanpa tekanan;
mendapat penerjemah; mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; mendapat nasihat hukum;
memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu Perlindungan
berakhir; dan/atau mendapat pendampingan.**

Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
pasal 5 ayat (1) huruf d mengatur tentang hak keadilan dan perlindungan hukum,
pada ayat (2) perempuan dengan disabilitas memiliki hak untuk mendapatkan
perlindungan lebih dari tindak kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi
seksual, dan pada ayat (3) anak penyandang disabilitas memiliki hak untuk
mendapatkan perlindungan khusus dari diskriminasi, penelantaran, pelecehan,
eksploitasi, serta kekerasan dan kejahatan seksual. Selain itu pada pasal 9

mengatur hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas.

43 Undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
4 Amandemen Undang-Undang PSK : UU RI Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi
dan Korban(Jakarta: Sinar Grafika, 2014)
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Pasal 28 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas mengatur tentang Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin
dan melindungi hak penyandang disabilitas sebagai subjek hukum untuk
melakukan tindakan hukum yang sama dengan lainnya. Pasal 29 mengatur tentang
Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyediakan bantuan hukum kepada
penyandang disabilitas dalam setiap pemeriksaan pada setiap lembaga penegak
hukum dalam hal keperdataan dan/atau pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.Pasal 39 ayat (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib
melakukan sosialisasi perlindungan hukum kepada masyarakat dan aparatur
negara tentang Pelindungan Penyandang Disabilitas. Pasal 39 ayat (2) sosialisasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. pencegahan; b. pengenalan
tindak pidana; dan c. laporan dan pengaduan kasus eksploitasi, kekerasan, dan
pelecehan.®

Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 30 Tahun 1999
Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah mengatur alternatif
penyelesaian sengketa melalui cara musyawarah para pihak yang bersengketa.
Alternatif Penyelesaian Sengketa (Alternative Dispute Resolution atau ADR)
adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang
disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara
konstitusi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. ¢

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mendefinisikan mediasi sebagai cara

45 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
46 http://www.bpkp.go.id/uu/filedownload/2/44/399.bpkp.
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penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh
kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator.*’ Peraturan Mahkamah
Agung ini akan menjadi pintu masuk bagi para pihak yang ingin menyelesaikan
kasus melalui mediasi yang difasilitasi oleh Pengadilan.

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Convention On
The Elimination Of All Forms Of Discrimination Against Women (CEDAW)
melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi
Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. Konsekuensi bagi
negara Indonesia dengan meratifikasi konvensi ini adalah tanggungjawab negara
untuk memastikan bahwa aturan-aturan hukum serta kebijakan yang dibuat tidak
merugikan kaum perempuan. Kewajiban negara yang terkandung dalam CEDAW
yaitu pada pasal 2 huruf ¢ dan d menyebutkan bahwa kewajiban Negara dalam
perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki-
laki baik itu lembaga peradilan maupun lembaga publik yang secara efektif
memberikan perlindungan terhadap perempuan; Tidak melakukan tindakan atau
praktik diskriminasi terhadap perempuan dan memastikan bahwa pejabat atau
lembaga publik bertindak sesuai dengan kewajiban ini.*®

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Covenant On
Civil And Political Rights melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12
Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant On Civil And Political

Rights (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil Dan Politik). Tertuang

" Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan.

48 Kelompok Kerja Convention Watch Pusat Kajian Wanita dan Jender, Universitas Indonesia,
Hak azasi perempuan: instrumen hukum untuk mewujudkan keadilan gender (Jakarta: Yayasan
Obor Indonesia, 2007)
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pada pasal 26 bahwa semua orang berkedudukan sama di hadapan hukum dan
berhak atas perlindungan hukum yang sama tanpa diskriminasi apapun. Dalam hal
ini hukum harus melarang diskriminasi apapun, dan menjamin perlindungan yang
sama dan efektif bagi semua orang terhadap diskriminasi atas dasar apapun seperti
ras, warna, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pendapat lain, asal-usul
kebangsaan atau sosial, kekayaan, kelahiran atau status lain.*°

Pemerintah Negara Republik Indonesia telah meratifikasi Convention On
The Rights Of Persons With Disabilities melalui Undang-Undang No. 19 Tahun
2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of Persons With
Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), hal ini secara
tegas memberikan beban kewajiban bagi negara untuk memenuhi hal-hal yang
diatur di dalamnya.®® Diskriminasi atas setiap orang berdasarkan disabilitas
merupakan pelanggaran terhadap martabat dan nilai yang melekat pada setiap
orang dan mengakui pula keragaman penyandang disabilitas.® Sebagai Negara
hukum, Indonesia telah berusaha melindungi hak-haknya, menghindari
diskriminasi, dan berupaya utuk memihak kepadanya.

Meskipun Pemerintah Negara Republik Indonesia telah menjamin
perlindungan hukum bagi korban KDRT, namun bukan berarti tidak menyisakan

beberapa problematika yang patut untuk disikapi dan dicermati oleh akademisi

49 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan International
Convenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan
Politik), (Jakarta: Departemen Luar Negeri RI, 2005)

0 Undang-Undang No. 19 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Convention On The Rights Of
Persons With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas), (Jakarta:
Sekretariat Negara, 2011).

51 Kartika Gabriela Rompis, “Perlindungan Hukum Terhadap Penyandang Disabilitas Dalam
Rspektif Hukum Hak Asasi Manusia”, Lex Administratum, VVol. IV, No. 2 (Februari, 2016), 173.
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maupun praktisi. Misalnya, UU PKDRT pasal 3 yang menyebutkan tujuan UU ini
dibentuk untuk mencegah segala bentuk KDRT, melindungi korban KDRT,
menindak pelaku KDRTdan memelihara keutuhan rumah tangga yang sejahtera
dan harmonis.

Problemnya adalah ketika tujuan untuk memberikan perlindungan bagi
korban KDRT ini berwujud ancaman penjatuhan hukuman pidana baik penjara
maupun denda kepada pelakunya,®* maka sebenarnya tujuan ini disadari atau tidak
akan bertentangan dengan tujuan UU lainnya yakni memelihara keutuhan rumah
tangga yang harmonis dan sejahtera. Dengan pemidanaan ini maka akan
dimungkinkan terjadinya sebuah perceraian.®® Sebenarnya, langkah hukum
melalui pemidanaan ini mampu atau tidak dalam menyelesaikan permasalahan
KDRT? Dengan kata lain, apakah pemidanaan ini dalam rangka untuk
mewujudkan keadilan hukum (teksual perundang-undangan maupun prosedural
pengadilan) atau mewujudkan keadilan sosial (substansi hukum)? Sehingga
banyak korban KDRT vyang enggan menyelesaikan kasus ini di hadapan
pengadilan. Mereka mungkin memiliki cara sendiri untuk menyelesaikan KDRT

ini.

%2 UU PKDRT pasal 44 ayat 1 menyebutkan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan
kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 5
(lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah)

%3 Terdapat penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 39
ayat 2 huruf c bahwa salah satu alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah salah
satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah
perkawinan berlangsung. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan & Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara, 2015)
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2. Perlindungan Hukum Islam
Hukum Islam mengajarkan cara berinteraksi yang baik dalam lingkungan
sosial maupun lingkungan rumah tangga. Allah memberikan perlindungan bagi
korban kekerasan baik secara preventif maupun represif. Allah mengajarkan
kepada umat untuk saling membantu dan menjauhi permusuhan.
Q) u‘ Q \Js.a\Ju\jgd\jeN\‘;s \}Uta_aﬁjdjs.d\j ).J\L;r_ NS
s.—*\ied\ m—\w
.. dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan

bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.>*
(QS. al-A’raf (5): 2)

Allah mendorong umatnya untuk saling mengasihi, menyayangi,
mencintai dan melarang untuk melakukan kekerasan, menimbulkan perasaan
malu, menjatuhkan kehormatan orang lain. Allah melarang mencaci maki,
memberi julukan jelek, mem-bully yang pada akhirnya akan menyebabkan

kekerasan.

wc@ij\ﬁ\yj&u\guce}sweﬁ)my\}.m\u.m]\\.@_\\\_\
uﬂu‘ehd.\jj\ﬁc_\.u?jwjubuy‘/ /d}i.usj‘

Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki
merendahkan kumpulan yang lain, boleh Jadi yang ditertawakan itu lebih baik
dari mereka. dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan
lainnya, boleh Jadi yang direndahkan itu lebih baik. dan janganlah suka mencela
dirimu sendiri dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan.
seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk sesudah iman dan
Barangsiapa yang tidak bertobat, Maka mereka Itulah orang-orang yang zalim.®
(QS. al-Hujurat (49): 11)

54 al-Qur’an, 5: 2. Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, 106.
% al-Qur’an, 49: 11. Ibid., 516.



91

Allah memerintahkan kepada umatnya agar mampu menahan kemarahan

dan mampu menjadi orang yang pemaatf.

- /}) ‘qu\ucuﬁw\‘ju‘ UML\SJU 9‘3143“5 c‘m‘éuﬁsﬂwﬂ‘
G Al

(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang
maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan mema'‘afkan
(kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.*® (QS.
Ali ‘Imran (3): 134)

Allah memerintahkan kepada seorang suami untuk memperlakukan istri

dan anaknya dengan cara sebaik-baiknya.

\j&JJUAJLAuuYJ\A)S w\\y}u\eﬁdu\ﬁ\}m\u.d\\.@_ﬂb

2

)Sulﬁuj}dhwjﬂbjmmmuu\_ﬁu\ \ﬂ\uh “"‘Lo
€ 158 48 0 Jrd g s ) b &8 ) iad

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita
dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak
mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya,
terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah
dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka
bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah
menjadikan padanya kebaikan yang banyak.>’ (QS. al-Nisa’ (4): 19)

a5 8030 2800 Jan s ) 108N 0551 AT B s ?ssds;u\ggw}
uJJSA-“ 2zl ¥ ally G

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu
isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang
berfikir.>® (QS. Al-Riim (30): 21)

% al-Qur’an, 3: 134. lbid., 67.
57 al-Qur’an, 4: 19. lbid., 80.
58 al-Qur’an, 30: 21. Ibid., 406.
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Rasulullah SAW. memberi peringatan kepada umatnya agar menjauhi
tindak kekerasan dan permusuhan yang dapat merusak hubungan baik dalam

lingkungan sosial maupun lingkungan rumah tangga.

UH\UGUH\J("SL" d\ﬁ e&u}‘\_&:m‘é‘a &\d}a‘)u‘o‘ﬁﬁ@‘
\yacuy‘j \JJ.»:\AAYJ \}..“su‘yj \WYJ \WYJMM\ t_mS\
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Abu Hurayrah ra. meriwayatkan Hadis bahwa Rasulullah SAW. pernah
bersabda: “jauhilah oleh kalian berprasangka (buruk), karena Sesungguhnya
berprasangka (buruk) itu ucapan yang paling dusta. Janganlah mencari-cari
kesalahan orang lain, janganlah memata-matai, janganlah saling bersaing, iri hati,
benci dan berselisih. Jadilah hamba-hamba allah yang bersaudara”. (HR. Muslim)

Rasulullah melarang seorang suami memukul istrinya, sebagaimana yang
terdapat dalam sebuah Hadis:

yjmmm el ade Lo B J5h) Goon Ll e (e
w@ﬂkﬂ;wm@u d)J\d.\.\.m&JMA.Iu\ Y\MJ\AYJD\JA‘
e)\;&w;wtﬂ@.ﬂu\\)f\mt_@

o00a5 5 4 5 4
Aisyah ra. meriwayatkan Hadis berkata: Rasulullah SAW. tidak pernah
memukul seseorang, perempuan, dan pembantu, kecuali saat beliau berperang di
jalan Allah. Dan beliau sama sekali tak pernah menghukum kecuali jika ada

keharaman-keharaman yang dilanggar. (Jika itu terjadi) maka beliau akan
menegakkan hukuman karena Allah SWT. (HR. Muslim)

Rasulullah juga mengecam tindakan suami yang memukul istrinya,

sebagaimana yang terdapat dalam sebuah Hadis:

5 ST Y U8 g ade i Jloa ) e ¢ B ol e (e
L5 AT 3 ghalad 5 il als

Abdillah bin Zam’ah ra. meriwayatkan Hadis Nabi Muhammad SAW. yang
pernah bersabda: “Janganlah seorang di antara kalian mencambuk istrinya

%9 Abi al-Husayn Muslim bin al-Hajjaj al-Naysabiiri, Al-Jami’ al-Sahih Muslim, Jilid VI, 10.
80 Muslim, Al-Jami’ al-Sahih Muslim, Jilid 1V, 1841.
61 Muhammad bin Isma’il Abii Abdullah al-Bukhari, al-Sa/ih al-Bukhari, Jilid VII, 42.
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sebagaimana mencambuk budak, kemudian pada malam harinya ia tiduri”. (HR.
al-Bukhar1)

Beberapa ayat dan Hadis di atas menunjukkan adanya perintah syariat agar
umatnya bersikap untuk saling mengasihi, menyayangi, mencintai dan melarang
tindak kekerasan, permusuhan, penganiayaan, mempermalukan, menjatuhkan
kehormatan, mencaci maki, memberi stigma buruk maupun mem-bully. Dalam
konteks KDRT, ada saja pelaku yang berlindung dibalik ayat dan Hadis ketika
melakukan kekerasan. Pelaku berjustifikasi dengan dalil yang membolehkan

suami memukul istrinya yang melakukan nushiiz.

\jss.i\l.n.\jua:_\&c ’"\ML«;M\&;UJA\”J&J\
&;Qbﬁ@@ﬂ\jm\mmﬁumuut_uuuuuu(..@J‘JA\
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Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah
telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain
(wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta
mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara
(mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah
mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.
kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan
untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.°?
(QS. al-Nisa’ (4): 34)

Pada masa pra Islam tindak kekerasan terhadap istri biasa dilakukan,
kemudian berlanjut pada masa awal Islam yang membolehkan tindak kekerasan
terhadap istri. Orang arab menganggap  posisi perempuan  sebagali
subordinat terhadap laki-laki. Posisi ini dipertegas oleh al-Qur’an yang

menyebutkan bahwa suami wajib menafkahi istrinya. Istri dipersonifikasikan

62 al-Qur’an, 4: 34. Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, 84.



94

sebagai makhluk yang tidak berdaya dan membutuhkan perlindungan, sementara
suami sebagai makhluk yang kuat dan perkasa.®® Posisi istri yang lemah ini rentan
mendapatkan kekerasan dari orang yang semestinya harus memberikan
perlindungan.

Pada awalnya, Rasulullah SAW. melarang suami memukul istrinya. Saat
suami melapor kepada Rasulullah bahwa istri melampaui batas-batas dalam
meminta haknya maka Rasulullah membolehkan suami memukul istrinya. Hal ini
berakibat istri menderita luka-luka akibat pukulan suami. Lalu Rasulullah
melarang suami yang memukul istrinya dengan cara melukai. Sedangkan jika
tidak melukai, maka pukulan ini diperbolehkan dengan tujuan untuk menasehati.

Hal ini terdapat dalam sebuah Hadis:

" ek e A Loa Al Gy JB 2 JB QLD ol o d 2e cp O e
D cdl) Jeuy b Jad Glladll e ol - JE " A cla) | g pmt Y
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Iyyas bin ‘Abdillah bin Abi Dhubab meriwayatkan Hadis bahwa Rasulullah
SAW. pernah bersabda: “Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan
Allah (istri-istri)”. Lalu Umar bin Khattab mendatangi Rasulullah SAW. Umar
berkata: “para istri telah berdurhaka pada suaminya”. Lalu Rasulullah SAW.
memberikan dispensasi kepada suami untuk memukul istrinya. Setelah itu, para
istri mengunjungi keluarga Rasulullah sambil mengadukan sikap para suami yang
memukulinya. Lalu Rasulullah SAW. bersabda: “(saya mendengar berita) jika
para istri mengunjungi keluarga Rasulullah sambil mengadukan sikap suami-
suami yang memukulinya, para suami ini bukan termasuk orang yang terbaik di
antara kalian”. (HR. al-Bayhaqi)

83 Siti Musdah Mulia, Membangun Surga di Bumi: Kiat-kiat Membina Keluarga Ideal dalam Islam
(Jakarta: Elex Media Komputindo, 2012), 86.

64 Ahmad bin al-Husayn bin Ali al-Bayhaqi, Ma rifat al-Sunan wa al-Athar, Jilid V (Bayriit: Dar
al-‘Ulam al-‘Ilmiyyah, 2001), 434-435.
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Hukum Islam memberikan perlindungan hukum kepada korban KDRT
secara represif, misalnya, hukuman qisas berlaku bagi seorang suami yang
membunuh istrinya. Meskipun ada pendapat dari al-Layth bin Sa’ad yang
menyatakan bahwa hukuman qisas tidak berlaku bagi seorang suami yang
membunuh istrinya, karena akad nikahlah yang menyebabkan adanya shubhat di
antara mereka, akad nikah menyebabkan seorang istri itu menjadi properti milik
sang suami. Apabila suami menghilangkan properti, maka tidak ada hukuman
bagi suami. Muhammad Abu Zahrah tidak meyakini pendapat di atas itu
bersumber dari al-Layth bin sa’ad, beliau ulama fagih yang tidak mungkin dan
tidak lazim mengeluarkan pendapat seperti itu. Mayoritas ulama berpendapat
bahwa akad nikah merupakan akad mushtarak yang mana masih terdapat hak-hak
yang dimiliki oleh suami istri.Oleh karenanya, seorang istri bukan sebagai

properti milik suami yang dapat diperlakukan semaunya.%

3. Perlindungan Hukum Adat

Para pihak yang ingin menyelesaikan perkara KDRT melalui institusi
Negara maupun agama akan menimbang untung rugi atau kepentingan apa yang
ingin dia dapatkan. Bagi mereka yang mempunyai jenis hubungan yang beragam
(multiplex) seperti antara korban dan pelaku KDRT yang memiliki hubungan
sosial sebagai tetangga sekaligus keluarga, maka para pihak akan cenderung
menyelesaikan perkaranya melalui negosiasi dan mediasi, hal ini disebabkan oleh
kekhawatiran dan ketakutan akan munculnya bahaya atau ancaman terhadap

hubungan sosial diantara para pihak. Sebaliknya, bagi mereka yang mempunyai

85 Muhammad Abu Zahrah, al-Jarimah wa al- ‘Ugiibah fi al-Figh al-Islami, 317.
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satu jenis hubungan saja (simplex) seperti hubungan pekerja dan majikan pada
sebuah perusahaan, maka para pihak akan cenderung menyelesaikan perkaranya
melalui pengadilan Negara, hal ini disebabkan oleh ketiadaan bahaya atau
ancaman terhadap hubungan sosial diantara para pihak.®

Masyarakat Jawa yang bertempat tinggal di pedesaan memiliki budaya
hukum dalam menyelesaikan perselisihan yaitu pertama, orang Jawa cenderung
hati-hati dalam hubungan pribadi, menaruh perhatian kepada orang lain,
diplomatis, menahan diri, dan hormat kepada kedudukan sosial. Orang Jawa
berupaya sekeras mungkin untuk menghindarkan perselisihan pribadi, namun jika
perselisihan harus terjadi, mereka akan menutupinya dengan cara yang halus
dalam hubungan sosialnya. Mereka menunggu untuk mendapatkan penyelesaian
yang paling tidak merugikan dan tidak mempermalukan.

Masyarakat Jawa memiliki gaya penyelesaian perselisihan yang dianjurkan
oleh nilai-nilai tersebut, di mana gaya ini lebih memperhatikan prosedur daripada
substansinya. Aturan dan pertimbangan hukum tentang keadilan sudah barang
tentu tidak diabaikan. Kedua-duanya lebih menggambarkan parameter yang lebih
kurang menetapkan batas-batas keadilan sebelah luar. Ada syarat-syarat minimum
untuk dapat dipertahankannya keutuhan tertib masyarakat. Akan tetapi dalam
batas-batas itu terdapat sejumlah besar kelonggaran untuk melakukan perundingan

dan terbuka untuk dalam menyelenggarakan konsiliasi®’ (kekeluargaan) dan

 Tapi Omas Thromi, “Beberapa Catatan mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan
dalam Antropologi Hukum”, dalam Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai, ed. Tapi Omas
Ihromi, 194-213.

7 Gunawan Widjaja, Alternatif Penyelesaian Sengketa (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002),
3.
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mediasi.®® Hal yang cenderung ditekankan bukanlah penerapan aturan-aturan
tertentu, tetapi penyirnaan atau pelenyapan persengketaan yang mungkin
menimbulkan ketegangan atau gangguan sosial.

Masyarakat Jawa yang bicara tentang aturan-aturan seolah-olah aturan-
aturan itu adalah mutlak, cenderung dianggap sebagai perusak ketenangan
masyarakat, pembuat keributan yang keras kepala, orang bodoh yang anti sosial
atau malahan lebih buruk lagi. Apabila mereka tidak bisa menyelesaikan
perselisihan, mereka meminta bantuan konsiliator seperti teman akrab, tetangga,
tetua desa yang terkenal maupun lurah. Konsiliator harus berbuat lebih daripada
hanya meredakan gejolak kemarahan dan membawa pihak yang berselisin untuk
terus mengadakan perundingan. Konsiliator harus berusaha untuk menemukan
fakta yang menjadi titik persoalan, sementara ia memperkecil makna perselisihan
dan memperbesar ati hubungan-hubungan pribadi. Pihak yang berselisih
cenderung patuh dan taat terhadap konsiliator daripada terhadap aturan-aturan
yang ada.®®

Masyarakat Jawa lebih cenderung menekankan pada penyelesaian
perselisihan secara kekeluargaan dan kompromi, mereka enggan berperkara di
Pengadilan. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan oleh masyarakat pada suku
Batak di Sumatera Utara misalnya, menurut para hakim, advokat, pejabat

pemerintah, suku Batak cenderung lebih menyukai berperkara di Pengadilan.

8 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2003), 240.

8 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, Kesinambungan dan Perubahan, terj.Nirwono
dan AE Priyono (Jakarta: LP3ES, 1990), 158-160.
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Memang harus dibuktikan kebenaran dari data tersebut, karena data kuantitatif

yang mendukung pendapat tersebut hanya sedikit.”

Penyelesaian kasus maupun sengketa yang ada pada masyarakat pedesaan
dan perkotaan di Indonesia memiliki pola-pola sebagaimana berikut:

a. Penyelesaian kasus di pedesaan dapat dikategorikan menjadi dua macam,
pertama, apabila sengketa ini berkaitan dengan para pihak yang berasal dari
kelompok etnik yang sama, maka mereka akan menyelesaikan dengan
menggunakan pranata hukum adat melalui musyawarah keluarga atau lembaga
peradilan desa yang dipimpin oleh pemimpin komunitas atau pemimpin
informal yang lain. Namun di lain pihak, dapat diamati apabila berkaitan
dengan urusan uang atau sumber daya yang besar atau hal yang menyimbolkan
prestis, maka akan di bawa ke Pengadilan Negara. Kedua, apabila sengketa ini
berkaitan dengan para pihak yang berasal dari kelompok etnik yang berbeda
dan disertai dengan rasa permusuhan, maka mereka akan menyelesaikannya
melalui mediator yang berasal dari pegawai pemerintah lokal seperti anggota
polisi atau anggota militer lokal. Namun apabila kelompok-kelompok tersebut
berhasil bertenggang rasa, maka mekanisme antar kelompok dapat
dimunculkan.

b. Penyelesaian kasus di perkotaan dapat dikategorikan menjadi dua macam,
pertama, apabila sengketa ini berkaitan dengan para pihak yang berasal dari
kelompok etnik yang sama atau sengketa keluarga, maka mereka akan

menyelesaikan dengan mengacu pada adat yang mengakar dalam sistem sosial

0 Ibid., 156-157.
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mereka. Pihak yang dianggap memiliki otoritas dalam sistem kekerabatan akan
diminta untuk menangani kasus. Kedua, apabila sengketa ini berkaitan dengan
para pihak yang berasal dari kelompok etnik yang berbeda dan disertai dengan
rasa permusuhan, maka mereka akan mencari kepala wilayah berdasarkan
tempat tinggal untuk menyelesaikannya. Kepala wilayah ini akan dibantu oleh
pemimpin agama atau pemimpin informal yang lain yang tinggal di wilayah
yang sama, mereka berfungsi sebagai mediator. Sebagai catatan, di pusat kota,
pranata tradisional berjalan bersama-sama dengan pranata modern. Hal ini
ditunjukkan misalnya melalui keberadaan lembaga bantuan hukum, yang
diselenggarakan oleh universitas maupun lembaga swadaya masyarakat.
Mereka menyelesaikan kasus dengan lebih mengutamakan perdamaian terlebih
dahulu, apabila upaya ini gagal, maka mereka akan mengajukannya ke
pengadilan Negara.*

Perkara KDRT dapat diselesaikan melalui mediasi, di mana mediasi ini
sangat cocok digunakan di Indonesia, para pihak merasa bahwa keutuhan keluarga
merupakan sebuah prioritas dalam budaya masyarakat Indonesia yang terus dijaga
meskipun dengan menggadaikan keharmonisan. Mediasi seringkali digunakan
dalam penyelesaian perkara KDRT dikarenakan alasan-alasan berikut ini:

a. Masyarakat Indonesia memiliki budaya dalam penyelesaian sengketa dengan
mengutamakan perdamaianmelalui musyawarah secara mufakat, hal ini akan

lebih terlihat dalam penyelesaian konflik rumah tangga;

1 Sulistyowati Irianto, Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum, 46-48.
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b. Mediasi dalam penyelesaian sengketa secara damai ini didukung oleh hukum
adat maupun hukum Islam yang masih hidup dan dipraktikkan oleh
masyarakat;

c. Kasus KDRT yang dianggap oleh mayoritas masyarakat ini sebenarnya
merupakan urusan internal dalam rumah tangga yang sebenarnya tidak boleh
dan tidak pantas diketahui oleh publik. Oleh karenanya sifat dasar mediasi ini
wajib menjaga kerahasiaan pada saat melakukan penyelesaian sebuah sengketa;

d. Mediasi mampu menghadirkan penyelesaian KDRT secara cepat, murah dan
sederhana dibandingkan dengan penyelesaian perkara melalui Pengadilan.
Mediasi bertujuan untuk mempersingkat penderitaan yang dialami oleh korban
KDRT;

e. Mediasi ini juga memiliki prinsip pemberian kesempatan terhadap korban
untuk didengar cerita penderitaan yang dialaminya dan mencurahkan perasaan
hati sebagai pemberdayaan perempuan, dimana hal ini biasanya tidak/kurang
diperhatikan dalam proses di pengadilan;

f. Mediasi mendorong korban untuk mendapatkan penjelasan tentang kekerasan
yang terjadi, menerima permintaan maaf, atau mendapat kompensasi atas
penderitaan yang dialami yang tidak bisa didapatkan dari proses pengadilan;

g. Pelaku (biasanya suami) sebagai kepala rumah tangga mendapat kesempatan
untuk instropeksi dan memperbaiki diri agar terhindar dari hukuman penjara

demi melindungi masa depan keluarga, terutama anak.’?

2 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan
Praktek di Pengadilan Indonesia (Bandung: Mandar Maju, 2011), 74.



BAB Il1
PENYANDANG DISABILITAS INTELEKTUAL SEBAGAI KORBAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

DI KABUPATEN PONOROGO

A. Profil Kabupaten Ponorogo sebagai Lokasi Penelitian

Kabupaten Ponorogo terletak = 200 km di sebelah barat daya dari ibu kota
Provinsi dan berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. la terletak pada
koordinat antara 111°17° — 111°52° Bujur Timur dan 7°49° — 8°20° Lintang
Selatan. Wilayah ini berbatasan dengan Kabupaten Madiun, Magetan dan
Nganjuk di sebelah utara, Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek di sebelah
timur, Kabupaten Pacitan di sebelah Selatan serta Kabupaten Pacitan dan
Wonogiri (Jawa Tengah) di sebelah Barat.!

Kabupaten Ponorogo memiliki keadaan topografi yang sebagian besar
wilayah Kabupaten Ponorogo (79 persen) merupakan daerah dataran, 21 persen
lainnya daerah lereng/puncak pegunungan yang mencakup Kecamatan
Ngrayun, Ngebel, Sooko, Pudak, dan Pulung. 242 desa terletak pada
ketinggian kurang dari 500 meter di atas permukaan laut, sedangkan 45 desa
terletak di antara 500-700 meter di atas permukaan laut. Sementara 20 desa
lainnya terletak di atas 700 meter dari permukaan laut.?

Kabupaten Ponorogo memiliki luas wilayah 1.305,70 km? atau 2,73 % dari

! Tim Penyusun, Penyusunan Data Perencanaan Pembangunan Kabupaten Ponorogo Tahun 2015
(Ponorogo: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo, 2015), 1.

2 Wahyu Tri Mulatsih, Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2018 (Ponorogo: Badan Pusat
Statistik Kabupaten Ponorogo, 2018), 1.


https://id.wikipedia.org/wiki/Jawa_Tengah
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jumlah keseluruhan Provinsi Jawa Timur.® la mempunyai rata-rata temperatur
suhu udara berkisar antara 18 hingga31 derajat celsius. Untuk dataran rendah
bersuhu 18 — 26 derajat celsius, sementara di dataran tinggi bersuhu 27 -31
derajat celcius. Rata-rata jumlah curah hujan tahun 2017 mencapai 2.056 mm
per tahun, lebih rendah dibanding tahun 2016 yang sebesar 2.958 mm. Jumlah
curah hujan tertinggi terjadi pada bulan November yaitu 390 mm dan bulan
Februari yaitu 365 mm. Sementara bulan Juli dan Agustus jumlah curah
hujannya dibawah 50 mm per bulan.*

Kabupaten Ponorogo memiliki penduduk sebanyak 870.705 jiwa, yang
tersebar di 21 kecamatan pada tahun 2018. Jumlah penduduk ini meliputi 435.169
laki-laki dan 435.536 perempuan, dengan jumlah rumah tangga sebanyak 246.310.
Rata-rata anggota rumah tangga 3.5, dan rasio jenis kelamin (sex ratio) sebesar
99,92 yang berarti jumlah penduduk laki-laki hampir sama besarnya dengan
jumlah penduduk perempuan.®

Penyandang disabilitas yang berada di Kabupaten Ponorogo sebanyak
3.365 jiwa pada tahun 2017, dengan rincian penyandang disabilitas netra
sebanyak 784 jiwa, disabilitas rungu sebanyak 825 jiwa, disabilitas daksa
sebanyak 965 jiwa dan disabilitas intelektual sebanyak 791 jiwa. Tabel ini
menunjukkan jumlah warga yang menyandang disabilitas di Kabupaten Ponorogo

pada tahun 2017.

% Tim Penyusun, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018(©BPS Provinsi Jawa Timur, 2018), 11-
25.

4 Wahyu Tri Mulatsih, Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2018, 1.

5 Natria Nur Wulan, Daizy Pangeswari, Tulus Soebagijo dan Suwito, Statistik Kesejahteraan
Rakyat Provinsi Jawa Timur 2018 (©BPS Provinsi Jawa Timur, 2018), 42-43.


https://id.wikipedia.org/wiki/Kecamatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Laki-laki
https://id.wikipedia.org/wiki/Perempuan
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Tabel 3.1 Warga Yang Menyandang Disabilitas di Kabupaten Ponorogo®

No | Kecamatan Disabilitas | Disabilitas | Disabilitas | Disabilitas

Netra Rungu Daksa intelektual
1 | Kauman 3 3 - 9
2 | Jetis 23 28 64 26
3 | Sawoo 29 31 59 15
4 | Mlarak 35 4 10 5
5 | Ngebel 11 3 30 -
6 | Jambon 45 77 61 60
7 | Slahung 80 39 53 79
8 | Badegan 33 56 113 89
9 | Sambit 26 51 60 45
10 | Siman 47 4 50 3
11 | Babadan 79 8 35 7
12 | Pudak - - 2 -
13 | Pulung 44 72 59 83
14 | Ngrayun 36 2 - -
15 | Balong 53 155 65 135
16 | Sukorejo 40 22 77 66
17 | Jenangan il 72 92 -
18 | Sampung 25 18 74 38
19 | Bungkal 46 85 31 89
20 | Ponorogo 34 74 19 15
21 | Sooko 18 21 11 27
Jumlah 784 825 965 791

Penduduk yang menyandang disabilitas intelektual di Kabupaten

Ponorogo tersebar di 17 kecamatan. Jika melihat sebaran penyandang disabilitas

intelektual di wilayah desa, maka Desa Krebet Kecamatan Jambon memiliki

penyandang disabilitas intelektual sebanyak 34 jiwa,’ dan Desa Sidoharjo

Kecamatan Jambon sebanyak 151 jiwa,® Desa Karangpatihan Kecamatan Balong

& Diolah dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kecamatan-Kecamatan di Kabupaten

Ponorogo Dalam Angka 2018.

" Profil Desa Krebet Kecamatan Jambon 2018, dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo,
Kecamatan Jambon Dalam Angka, Jambon Subdistricts in Figures 2018.
8 Profil Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon 2018, dalam Badan Pusat Statistik Kabupaten
Ponorogo, Kecamatan Jambon Dalam Angka, Jambon Subdistricts in Figures 2018.
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sebanyak 98 jiwa.® Jumlah penyandang disabilitas intelektual yang berada di tiga
Desa ini dapat bertambah maupun berkurang seiring dengan kelahiran dan
kematian.

Penduduk yang menyandang disabilitas intelektual di Kabupaten
Ponorogo yang berkategori berat sebanyak 50%, sedang sebanyak 31% dan ringan
sebanyak 20,69%. Penyandang disabilitas intelektual berat sebanyak 62% yang
bertempat tinggal di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon, penyandang yang
bertempat tinggal di Desa ini merupakan wilayah dengan persentase tertinggi
dibanding pada ketegori yang sama di desa lain. Penyandang disabilitas
intelektual sedang sebanyak 47% yang bertempat tinggal di Desa Sidoharjo
Kecamatan Jambon, penyandang yang bertempat tinggal di Desa ini merupakan
wilayah dengan persentase tertinggi dibandingkan pada kategori yang sama di
wilayah desa lain. Penyandang disabilitas intelektual ringan sebanyak 42% yang
bertempat tinggal di Desa Krebet Kecamatan Jambon, penyandang yang
bertempat tinggal di Desa ini merupakan wilayah dengan persentase tertinggi
dibanding pada ketegori yang sama di desa lain.°

Mayoritas penderita memiliki riwayat keluarga disabilitas intelektual,
dilahirkan dari ibu yang mengandung pada usia 26 tahun, dengan pemeriksaan
kehamilan 3 kali, kondisi ibu sebelum/ selama kehamilan adalah sehat, dan tidak
mengikuti program pantau tumbuh kembang bayi/balita. Kelahiran penderita

ditolong medis dengan yang tidak memiliki persentase berimbang, seperti pada

® Dokumentasi Penyandang Disabilitas Intelektual di Desa Karangpatinan Kecamatan Balong 2018
(tidak diterbitkan)

10 Eva Arum Setyarini dan Mutiah Salamah, “Analisis Regresi Logistik Ordinal untuk Mengetahui
Tingkat Gangguan Tunagrahita di Kabupaten Ponorogo Berdasarkan Faktor-Faktor Internal
Penyebab Tunagrahita”, Jurnal Sains dan Seni ITS, Vol. 4, No.2, (2015) 2337-3520.
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berat lahir rendah dengan normal. Peran medis dan kelahiran normal menurunkan
resiko untuk mengalami gangguan disabilitas intelektual berat, sedangkan
penderita gangguan disabilitas intelektual berat berkesempatan lebih besar untuk
mendapatkan program pantau tumbuh kembang bayi/ balita dibandingkan
penyandang disabilitas intelektual yang lebih rendah.!!

Jumlah penduduk berumur 15 tahun ke atas menurut jenis kegiatan selama

seminggu dan jenis kelaminn di Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 sebagai

berikut:
Tabel 3.2 Jenis Kegiatan'?
No | Jenis Kegiatan Laki-Laki Perempuan Jumlah
1 | Angkatan Kerja'® 284.194 201.051 485.245
2 | Bekerja* 272.639 194.733 467.372
3 | Pengangguran Terbuka 1MR555 6.318 17.873
4 | Bukan Angkatan Kerja 58.346 147.245 205.591
5 | Sekolah 30.363 28.609 58.972
6 Mengurus Rumah | 5.482 102.879 108.361
Tangga
7 | Lainnya 22.501 15.757 38.258

Jumlah penduduk yang memiliki umurdi atas15 tahun yang bekerja selama
seminggu yang lalu menurut lapangan pekerjaan utama dan jenis kelamin di

Kabupaten Ponorogo pada tahun 2015 adalah:

1 hid.

12 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2018
(Ponorogo: BPS Kabupaten Ponorogo, 2018), 57.

13 Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja, punya pekerjaan
namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

14 Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh
atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan dan lamanya bekerja paling sedikit 1
jam secara terus menerus dalam seminggu yang lalu (termasuk pekerja keluarga tanpa upah yang
membantu dalam suatu usaha/kegiatan ekonomi).
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Tabel 3.3 Jenis Pekerjaan®®

No | Lapangan Pekerjaan Laki-Laki Perempuan Jumlah

1 Pertanian, kehutanan, | 138.492 107.499 245.991
perburuan, dan perikanan

2 | Pertambangan dan | 2.397 0 2.397
penggalian

3 Industri pengolahan 17.616 17.658 35.274

4 Bangunan 38.412 0 38.412

5 | Perdagangan besar, | 31.388 45.581 76.969
eceran, rumah makan,
dan hotel

6 | Angkutan, pergudangan, | 7.247 7.247
dan komunikasi

7 | Keuangan, asuransi, | 2.824 2.064 4.888
usaha persewaan
bangunan, tanah, dan jasa
perusahaan

8 | Jasa kemasyarakatan, | 34.263 21.931 56.194
sosial, dan perorangan

Secara administratif wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21
kecamatan ~yang terbagi lagi menjadi 307  kelurahan/desa,1.002
Lingkungan/Dusun, 2.274 RW dan 6.869 RT. Jumlah perangkat kelurahan/desa
sebanyak 3.337 orang yang terdiri atas 307 Lurah/Kepala Desa, 24 Sekretaris
Kelurahan/Desa, 808 Kaling/Kasun/Kamituwo dan 2.198 petugas urusan teknis
desa lainnya.®

Untuk menjalankan roda pemerintahan di wilayah Kabupaten
Ponorogo pada tahun 2017 tercatat Jumlah pegawai negeri sipil daerah di
lingkungan Kabupaten Ponorogo pada tahun 2017 sejumlah 10.211 personil yang
terdiri atas 5.444 pegawai laki-laki dan 4.767 pegawai perempuan,!’ dengan

tingkat pendidikan, sebagian besar PNS adalah lulusan perguruan tinggi

15 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2018, 60.
16 Wahyu Tri Mulatsih, Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2018, 2.
17 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2018, 19.
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dengan persentase sebesar 77 persen. Sejalan dengan tingkat pendidikannya
maka komposisi golongan kepangkatan juga didominasi oleh PNS golongan
IV sebesar 38 persen dan golongan Il sebesar 37 persen. Jumlah realisasi
belanja pegawai tahun 2017 mencapai 959,45 milyar rupiah atau 42,88
persen dari total realisasi belanja daerah. Dibanding tahun 2016 persentase
realisasi belanja pegawai turun 8,52 persen terhadap total belanja daerah.®

Jumlah wakil rakyat yang duduk pada lembaga legislatif, yaitu Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebanyak 44 orang, dengan 39 orang laki-
laki dan 5 orang perempuan. Sebagian besar wakil rakyat pada lembaga ini
memiliki pendidikan tertinggi S1.!° Berdasarkan hasil Pemilu 2014 Partai
Golongan Karya mendapatkan 9 kursi, Partai Kebangkitan Bangsa 7 Kkursi,
Gerindra 6 kursi, Partai Demokrat 6 kursi, Partai Amanat Nasional 6 kursi, Partai
Demokrasi Indonesia Perjuangan 5 kursi, Partai Keadilan Sejahtera 2 kursi, Partai
Persatuan Pembanguna 1 kursi, Nasional Demokrat 1 kursi dan Hati Nurani
Rakyat 1 kursi. Dari total 44 anggota DPRD, keterwakilan perempuan hanya
sebesar 11 persen saja. Hal ini masih jauh dari yang diamanatkan oleh UU no.
10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan UU No. 2 Tahun 2008 tentang
Partai Politik (Parpol) bahwa kuota Kketerlibatan perempuan dalam dunia
politik adalah sebesar 30 persen).?

Pemerintah Kabupaten Ponorogo berupaya untuk meningkatkan kualitas
sumber daya masyarakat, pemerintah mewujudkannya melalui beberapa kebijakan

yakni pemerolehan kesempatan untuk mendapat pendidikan, upaya untuk

18 Wahyu Tri Mulatsih, Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2018, 2.
19 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2018, 19.
20 Wahyu Tri Mulatsih, Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2018, 2.
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meningkatkan mutu pendidikan, menjaga efisiensi manajemen pendidikan dan
upaya peningkatan relevansi pendidikan mulai dari anak usia dini sampai dengan
lanjut usia. Kabupaten Ponorogo memiliki pekerjaan rumah dalam mengentaskan
buta huruf yang masih berangka 10,93% dari jumlah penduduk usia 15 tahun ke
atas pada tahun 2017, yang terdiri atas 7,00% berjenis kelamin laki-laki dan
14,80% berjenis kelamin perempuan, 8,30% berdomisili di perkotaan dan 12,09%
di perkotaan.?

Kemajuan pendidikan di suatu wilayah dapat diukur berdasarkan Angka
Partisipasi Murni (APM). Di Kabupaten Ponorogo APM Sekolah Dasar memiliki
angka 97,39%, Sekolah Menengah Pertama 81,51% dan Sekolah Menengah Atas
69,27%. Pemerintah menyediakan fasilitas gedung sekolah sebanyak 1.006
lembaga mulai dari tingkat Sekolah Dasar/sederajat, Sekolah Menengah
Pertama/sederajat dan Sekolah Menengah Atas/sederajat yang dapat menampung
152.787 murid dan 14.628 guru.??

Tabel 3.4 Jumlah Sekolah, Murid, Guru, dan Rasio Murid-Guru di
Kabupaten Ponorogo2017/2018.%

Tingkat Sekolah Gedung | Murid | Guru Rasio Murid-Guru
Sekolah Dasar 599 | 61.909 6.093 10
Madrasah Ibtidaiyah 96 | 13.394 1.094 12
Sekolah Menengah Pertama 91| 24.684 2.164 11
Madrasah Tsanawiyah 83| 15.321 1.758 9
Sekolah Menengah Atas 27 | 10.900 914 12
Sekolah Menengah Kejuruan 46 | 16.115 1.270 13
Madrasah Aliyah 64 | 10.464 1.335 8
1.006 | 152.787 | 14.628

2L Tim Penyusun, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo 2018 (Ponorogo: Badan
Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, 2018), 28.

22 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2018, 86-93.

2 |bid.
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Tingkat kesehatan merupakan salah satu indikator penting untuk
menggambarkan mutu pembangunan manusia pada suatu wilayah. Pemerintah
Kabupaten Ponorogo berupaya untuk meningkatkan pelayanan kesehatan
masyarakat sarana kesehatan maupun tenaga medis yang memadai. Pemerintah
berhasil meningkatkan angka harapan hidup dari 71.85 pada tahun 2013 menjadi
72.27 pada tahun 2017.%* Kabupaten Ponorogo memiliki 6 rumah sakit dengan
tempat tidur tersedia mencapai 955 buah, terdapat umlah tenaga medis
sebanyak 152 orang, terdiri atas 50 dokter spesialis, 73 dokter umum dan 29
dokter gigi. Bila dikaitkan dengan jumlah penduduk berarti secara rata-rata
terdapat 1 orang tenaga medis untuk melayani 5.723 penduduk.?®

Masyarakat Ponorogo menganut beberapa agama resmi yang diakui oleh
pemerintah. la memiliki latar belakang agama merupakan sebuah keniscayaan
yang tidak dapat dielakkan. Mayoritas penduduk beretnis Jawa dan penduduk dari
berbagai etnis seperti Sumatra, Madura, Arab, Cina, Banjar sebagaimana terdapat
hampir di seluruh pelosok tanah air. Agama yang dianut oleh penduduk
berdasarkan sensus pada tahun 2017 vyaitu penganut agama Islam berjumlah
945.731 jiwa, Kristen protestan berjumlah 2.969 jiwa, Katolik berjumlah 2.639
jiwa, Hindu berjumlah 55 jiwa, Buddha berjumlah 303 jiwa, dan agama lainnya
berjumlah 41 jiwa.?® 1a memiliki jumlah tempat peribadatan sebagaimana berikut:
327 masjid, 3.212 mushalla, 25 gereja protestan, 20 gereja katolik dan 2 vihara.?’

Masyarakat Ponorogo terbiasa hidup dalam suasana harmonis, damai, guyub,

24 Tim Penyusun, Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Ponorogo 2018, 17.

% Wahyu Tri Mulatsih, Statistik Daerah Kabupaten Ponorogo 2018, 8.

26 Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Dalam Angka 2018, 115.
27 Tim Penyusun, Provinsi Jawa Timur Dalam Angka 2018, 99.


https://id.wikipedia.org/wiki/Islam
https://id.wikipedia.org/wiki/Kristen
https://id.wikipedia.org/wiki/Katolik
https://id.wikipedia.org/wiki/Hindu
https://id.wikipedia.org/wiki/Buddha
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rukun dan berinteraksi satu sama lain dengan bahasa lokal yaitu bahasa Jawa.

Masyarakat yang tinggal di Kabupaten Ponorogo mayoritas beragama
Islam, sehingga pendidikan agama bagi anak-anak merupakan hal yang utama
dalam kehidupan. Fathul Aziz (Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama
Kabupaten Ponorogo) mengatakan:

Anak-anak mulai belajar membaca al-Qur’an semenjak usia 6 tahun melalui
orang tua di rumah maupun guru di musholla atau masjid. Orang tua biasa
mengajari membaca basmallah, syahadatain, mengucapkan ayat atau surat-
surat pendek. Guru-guru mengajarinya cara membaca al-Qur’an, belajar ilmu-
ilmu dasar agama, tata cara shalat lima waktu dan etika berbicara pada orang
tua, pada guru, dan lainsebagainya.?

Penyandang disabilitas intelektual yang berada di Kabupaten Ponorogo
beragama Islam, hal ini jika berdasarkan pada kolom agama yang tertera di Kartu
Tanda Penduduk yang mereka miliki. Penyandang disabilitas intelektual ini ada
sebagian yang pernah mendapatkan pelajaran keagamaan, seperti melalui
pendidikan formal Sekolah Luar biasa, dan sebagian tidak pernah
mendapatkannya, masyarakat sekitar menganggap bahwa mereka ini sulit untuk
menerima pelajaran sehingga mereka tidak perlu mengajari. Meskipun demikian,
jika ada yang dipandang mampu maka masyarakat berupaya untuk mengajarinya.
Samuji (Pembina Badan Latihan Kerja Rumah Harapan Desa Karangpatihan
Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo) mengatakan:

Mayoritas penyandang disabilitas intelektual —warga desa menyebutkan
sebagai “wong pekok” atau “wong kendho”- di Desa Karangpatihan
Kecamatan Balong tidak mendapatkan pelajaran keagamaan, seperti shalat
lima waktu, tata cara berwudlu, mengaji, yasinan dan lain-lain. Namun, ada
beberapa penyandang disabilitas intelektual yang mengerjakan shalat maghrib

dan isya’ di mushalla terutama shalat tarawih pada bulan ramadlan. Saya
tidak mengetahui bacaan shalat yang dilafalkan, saya juga tidak mengetahui

28 Fathul Aziz, wawancara, Ponorogo, 22 Februari 2019.
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dia belajar shalat dari mana. Dia mampu untuk berwudlu dan menirukan
gerakan-gerakan shalat dengan sempurna. Pada awalnya masyarakat
tersenyum melihat tingkahnya, namun lama kelamaan masyarakat
membiarkannya untuk tetap mengerjakan shalat. Namun, ada beberapa
penyandang disabilitas intelektual yang orang tuanya mampu menyekolahkan
di Sekolah Luar Biasa mendapatkan pelajaran keagamaan. Tetapi anak ini
tidak pernah terlihat di mushalla terkecuali pada shalat ‘id baik ‘idul fitri
maupun ‘idul adlha.?®

Suliyono (Ketua Forum Sidowayah Bangkit Desa Sidoharjo Kecamatan
Jambon Kabupaten Ponorogo) mengatakan:

Ada beberapa penyandang disabilitas intelektual yang sering mengerjakan
shalat di mushalla di dusun Sidowayah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon.
Mereka terlihat sempurna dalam gerakan shalatnya, namun saya tidak
mengetahui bacaan shalat yang dilafalkan. Saya juga tidak mengetahui dia
belajar shalat dari mana. Pada bulan ramadhan, mereka terlihat rajin ke
mushalla terutama menjelang buka puasa, mereka menyantap hidangan takjil
yang disediakan oleh warga sekitar. Sebelum tahun 2006, penyandang
disabilitas intelektual ini tidak boleh duduk-duduk sekedar hanya
“nongkrong” bersama warga lain, mereka dianggap “wong pekok” yang
“ngrusuhi” atau mengganggu aktifitas warga lain. Namun setelah penyandang
disabilitas intelektual ini diungkap di televisi dan menjadi berita nasional,
warga sekitar lalu membolehkan mereka untuk duduk-duduk maupun ronda
di Poskamling yang ada di Dusun Sidowayah ini.%°

Peneliti menyaksikan sendiri beberapa penyandang disabilitas intelektual
mengikuti shalat tarawih berjamaah di Mushalla al-lkhlas di desa Sidoharjo,
mereka terlihat antusias mengikuti shalat tarawih sampai selesai yakni 11 rakaat.
Setelah selesai shalat tarawih, peneliti memberikan ceramah dan mereka terlihat
mau mendengar cerawah tersebut.! Peneliti melanjutkan wawancaranya terhadap
LJ seorang penyandang disabilitas intelektual yang melaksanakan puasa ramadhan

(sebagian masyarakat di Ponorogo menyebut puasa ramadhan dengan istilah

29 Samuji, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 1 Februari
2019.

%0 Suliyono, wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 23 Februari
2019.

31 Observasi, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 2 Juni 2019.
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“perlu”), mengatakan: kalau saya biasanya ya “perlu”’sampai selesai, ya terkadang
saya mengerjakan shalat tarawih di mushalla. Saya hanya ikut-ikutan saja, karena
orangtua mengajari saya untuk berpuasa dan shalat.?

Peneliti perlu menggunakan level-level penyandang disabilitas intelektual
yakni ringan, sedang, beratdan parah, yang akandigunakan untuk mendapatkan
data tentang KDRT yang dialaminya. Tingkat disabilitas intelektual seseorang,
rentang skor 1Q dan jenis perilaku adaptif tergambar dalam tabel berikut:3

Tabel 3.5 Tingkat disabilitas Intelektual, Rentang Skor 1Q

dan Jenis Perilaku Adaptif

Tingkatnya | Usia Pra-Sekolah | Usia Sekolah (6-21) | Usia Dewasa >21

/ Perkiraan | (0-5) dalam Dalam Pelatihan dan | dalam kemampuan

Rentang Pendidikan dan Pendidikan beradaptasi dengan

Skor 1Q Pengembangan lingkungan sosial dan

ketrampilannya

Ringan / Sering tidak Mampu diajari Biasanya mencapai

50-70 diperhatikan keterampilan praktis, | kemampuan untuk
sebagai orang bacaan yang beradaptasi dengan
yang menyandang | bermanfaat dan lingkungan sosial dan
disabilitas aritmatika tingkat ke | memiliki ketrampilan
intelektual oleh 3 hingga 6 melalui yang memadai untuk
pengamat biasa, pendidikan khusus. mengurus kebutuhan
lebih lambat ketika | Dapat dibimbing dirinya. Dia mungkin
belajar berjalan, untuk menyesuaikan | perlu bimbingan dan
makan dan diri dengan dukungan sesekali
berbicara daripada | lingkungan sosialnya | ketika berada di
kebanyakan anak- bawah tekanan sosial
anak atau ekonomi

Sedang / Memiliki Mampu mempelajari | Mampu melakukan

35-49 keterlambatan komunikasi tugas-tugas sederhana
yang nyata dalam | sederhana, ketika berada pada
pengembangan kesehatan dasar, posisi nyaman, ikut
motorik, terutama | keselamatan diri, berpartisipasi ketika
dalam berbicara. keterampilan pada sesuatu yang

%2 LJ, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 3 Juni 2019.
33 Jeffrey S. Nevid, et all, Abnormal psychology in a changing world, 492.
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Lambat untuk
merespon latihan
yang diberikan
dalam rangka

manual yang
sederhana dan tidak
ada kemajuan saat
belajar membaca

disukainya,

bepergian sendirian di
tempat-tempat yang
sudah dikenal dan

melakukan atau aritmatika biasanya tidak mampu
kegiatan sehari- melakukan perawatan
hari sendiri
Berat/ Ditandai Biasanya mampu Dapat menyesuaikan
20-34 keterlambatan berjalan kecuali jika | diri dengan rutinitas
dalam memiliki disabilitas | harian dan kegiatan
pengembangan lainnya, memiliki yang dilakukan
motorik; sedikit beberapa berulang-ulang, tetapi
atau tidak sama pemahaman tentang | dia membutuhkan
sekali pembicaraan dan arahan dan
keterampilan cara menanggapi, pengawasan
dalam mampu mengambil | berkelanjutan di
berkomunikasi; pelajaran dari lingkungan tempat dia
dapat merespons latihan-latihan untuk | berlindung
latihan yang perbuatan yang biasa
diberikan dalam dilakukannya
rangka melakukan
kegiatan sehari-
hari, seperti makan
sendiri.
Parah disabilitas Memiliki Mungkin mampu
<20 intelektual yang keterlambatan yang | berjalan,

serius karena
memiliki kapasitas
yang minimalis
untuk
mengfungsikan
sensor motoriknya
sehingga
membutuhkan
perawatan

nyata di semua
bidang
pengembangan diri,
menunjukkan
respons emosional
dasar, dapat
merespons latihan
keterampilan dengan
menggunakan kaki,
tangan, dan rahang,
dia membutuhkan
pengawasan ketat.

membutuhkan asuhan
keperawatan, mungkin
berbicara dengan
percakapan primitif,
biasanya akan
mendapat manfaat
dari aktivitas fisik
rutin, dan pasti tidak
mampu melakukan
perawatan sendiri
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B. Pernikahan dan KDRT Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di
Kabupaten Ponorogo
1. Pernikahan Penyandang Disabilitas Intelektual Di Kabupaten Ponorogo

Peneliti memaparkan data kehidupan rumah tangga penyandang disabilitas
intelektual di Kabupaten Ponorogo dengan meneropong pernikahan dan proses-
proses terjadinya pernikahan. Tujuannya adalah untuk mengetahui hubungan
proses pernikahan yang mereka lakukan dengan kasus KDRT yang dialami oleh
korban yang menyandang disabilitas intelektual. Peneliti akan memaparkan
bagaimana cara mereka berkenalan dan cara memilih calon pasangan hidupnya?
Bagaimana mereka melakukan akad nikah dihadapan pejabat Kantor Urusan
Agama atau tidak? Apakah mereka melakukan pernikahan atas dasar suka sama
suka, dijodohkan atau melakukannya karena ketidaktahuannya? Hal ini penting
untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan pernikahan dengan kasus KDRT
yang dialami oleh korban yang menyandang disabilitas intelektual.

Pada umumnya, keluarga penyandang disabilitas intelektual masih
memperhatikan nilai-nilai agama maupun adat dalam pernikahan. Penyandang
disabilitas intelektual melakukan pernikahan sebagaimana yang telah diatur oleh
keluarganya. Secara adat keluarga calon suami melamar kepada keluarga calon
perempuan, apabila lamaran disetujui maka ada yang langsung menentukan
tanggal pelaksanaan akad nikah, ada juga yang menentukan jadwal pada hari-hari
berikutnya. Beberapa diantara mereka ada yang masih mempercayai tanggal
pelaksanaan akad nikah yang baik, biasanya saat “pethetan dhino” mereka

mengajak sesepuh untuk menentukan hari “baik” akad nikah. Setelah penentuan
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hari baik untuk melakukan akad nikah, terkadang keluarga calon istri melakukan
kunjungan balasan ke rumah keluarga calon suami dan terkadang tidak melakukan
kunjungan balasan.*

Beberapa hari sebelum akad nikah, keluarga calon pengantin perempuan
mengadakan acara “selametan”. Mereka yang berkecukupan secara ekonomi akan
mengadakan ‘“selametan” dengan rangkaian acara, pembacaan doa-doa yang
ditujukan kepada leluhur lalu hidangan soto ayam dan es puter, ketika undangan
“selametan” mau beranjak pulang maka tuan rumah akan membawakan nasi
“berkat”bagi tamu undangan. Namun bagi mereka yang tidak berkecukupan maka
acara “selametan” hanya diisi dengan pembacaan doa-doa kepada leluhur dengan
hidangan ala kadarnya.®® Peneliti akan memaparkan data berdasarkan catatan
lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara tentang beberapa pernikahan yang
dilakukan oleh penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo,
sebagaimana berikut ini:

Pernikahan 1 (SRP dan LMR)

TRN dan TNM merupakan orang tua dari SRP (SRP ini merupakan anak
sulung dari dua bersaudara, dia tidak bekerja hanya sekali-kali membantu
orangtuanya untuk membersihkan rumah), orang tua SRP berusaha mencari
informasi dari warga desa mengenai laki-laki yang mau menikah dengan
SRP. Akhirnya mereka mendapat informasi kalau SKM dan STM yang
merupakan sesama warga Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon ini memiliki
anak bernama LMR (LMR ini terkadang bekerja sebagai buruh tani di sawah
maupun ladang). SRP dan LMR dipertemukan oleh kedua orangtuanya,
keduanya menyetujui untuk melangsungkan pernikahan. SRP mengetahui
LMR ini sebagai “wong ra bek” (penyandang disabilitas intelektual), begitu
juga sebaliknya.

Ketika kedua orang tua calon pengantin ini bertemu untuk membincangkan
pernikahan, mereka bersepakat untuk “bésanan”. Keluarga dari LMR

34 sayidi, wawancara, Ponorogo, 20 Februari 2019.
3 Amru Al-Mu’tasym, wawancara, Ponorogo, 15 Februari 2019.
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kemudian mendatangi keluarga SRP untuk membincangkan kesepakatan pada
hari-hari sebelumnya, mereka mengadakan “srampuhan” yakni rapat yang
dihadiri oleh keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan, rapat ini
bertujuan untuk menentukan hari “baik” akad nikah. Rapat ini menghadirkan
mbah Tolu sebagai sesepuh desa untuk ikut terlibat dalam rapat keluarga ini.
Mbah Tolu memang menjadi orang yang dianggap mumpuni dalam urusan
penentuan hari baik, tujuannya adalah untuk “gathukne niyat” (menyamakan
persepsi) di antara kedua keluarga. Acara ‘“srampuhan” demi “gathukne
niyat” ini sebagai usaha untuk “netepi adat” (menjalankan adat agar tidak
hilang pada masa-masa berikutnya).*

LMR menikahi SRP pada tahun 2009. Prosesi pernikahan terbagi menjadi
dua, pra nikah dan proses pernikahan. Acara pra nikah di mulai dari orangtua
laki-laki dari calon pengantin perempuan mendatangi rumah-rumah tetangga
dan orang yang dikenalnya untuk menyampaikan undangan lisan, bahwa
anaknya akan menikah. Undangan nikah secara lisan ini dapat memakan
waktu satu bulan lebih karena harus mendatangi satu persatu rumah calon
tamu undangan. Tujuannya adalah agar memastikan bahwa calon tamu ini
dapat menghadiri resepsi nikah, calon tamu akan merasa tidak enak untuk
tidak datang karena undangan lisan ini.

Seminggu sebelum akad nikah, tuan rumah biasa mengundang beberapa
orang untuk “rewang”, “rewang” ini merupakan kegiatan yang dilakukan
secara gotong royong dan sukarela dengan menyumbangkan tenaga dan
pikiran demi terselenggaranya acara resepsi pernikahan. Lalu sehari sebelum
hari akad nikah datang, ada acara “tonjokan” (“Nonjok” memiliki makna
seorang tuan rumah acara resepsi pernikahan bermaksud untuk mengundang
orang lain dengan mengirimkan makanan siap saji, “tonjokan” ini kemudian
sebagai simbol adanya kewajiban tamu undangan untuk memberikan
sejumlah sumbangan kepada tuan rumah. “tonjokan” ini berarti dengan
mengundang. Calon tamu undangan yang di-“tonjok” ini biasanya
merupakan orang-orang pilihan dari tuan rumah, seperti sesepuh, orang yang
dihormati, dituakan atau terkemuka). Tuan rumah mengadakan ‘“jagong
manten” pada malam hari sebelum hari akad nikah, mereka mengundang
segenap tetangga, saudara, kerabat maupun teman. Tuan rumah ini
mengadakan upacara “mbubak manten” yakni orangtua menikahkan anak
sulungnya, segenap tamu undangan memberikan sumbangan sekedarnya
untuk calon pengantin. “Mbubak manten” ini bertujuan untuk membantu
calon pengantin dalam perekonomian rumah tangganya nanti.

Orangtua si SRP menikahkan anaknya dengan LMR ini untuk mendapatkan
“becekan” yaitu sumbangan dari tamu kepada tuan rumah berbentuk bahan
pokok mentah bisa berupa beras, gula, minyak goreng, sayur-sayuran dan
sebagainya yang dimasukkan ke dalam tas“becekan”. Setelah itu, tuan rumah
mengisi tas “becekan” dengan makanan matang, seperti nasi putih,
“blendrang” tahu tempe, lombok ijo, mie, dan telur. Orang tua si SRP

% TNM (ibu Kandung dari SRP), wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo, 9 Maret 2019.
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menganggap kapan lagi mereka mendapatkan “becekan” kalau tidak pernah
mengadakan resepsi pernikahan. Padahal selama ini orang tua si SRP selalu
“mbecek” jika ada undangan resepsi pernikahan.

Pada hari pernikahan, bapak dari SRP menikahkan anaknya dengan LMR
dengan mewakilkan pengucapan ijab kepada penghulu Kantor Urusan Agama
Jambon. LMR menerima pernikahan dengan SRP dengan menjawab iya.
Akad nikah telah selesai dilangsungkan oleh calon pengantin laki-laki dan
wali dari perempuan. Pada siang harinya, acara resepsi pernikahan dilakukan
dengan menggunakan adat Jawa. Pernikahan ini tidak diberi keturunan.®’

Pernikahan 2 (LM dan MSN GDT)

KST dan SNM merupakan orang tua dari LM (LM merupakan ibu rumah
tangga, dia tidak pernah sekolah. Orang tua LM berusaha mencari informasi
dari tetangga mengenai laki-laki yang mau menikah dengan anaknya. Mereka
mendapat informasi kalau BGR dan MSN yang merupakan sesama warga
Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon ini memiliki anak bernama MSN GDT
(MSN GDT ini terkadang bekerja di sawah maupun ladang). LM dan MSN
GDT dipertemukan oleh kedua orangtuanya, keduanya menyetujui untuk
melangsungkan pernikahan. LM mengetahui MSN GDT ini sebagai “wong ra
bek”, begitu juga sebaliknya.

Ketika kedua orang tua calon pengantin ini bertemu untuk membincangkan
pernikahan, mereka bersepakat untuk “bésanan”. Keluarga dari MSN GDT
kemudian mendatangi keluarga LM untuk membincangkan kesepakatan pada
hari-hari sebelumnya, mereka mengadakan “srampuhan”. Rapat ini
menghadirkan mbah Tolu sebagai sesepuh desa untuk ikut terlibat dalam
rapat keluarga ini. Mbah Tolu memang menjadi orang yang dianggap
mumpuni dalam urusan penentuan hari baik, tujuannya adalah untuk
“gathukne niyat” di antara kedua keluarga.

MSN GDT menikahi LM pada tahun 1998. Prosesi pernikahan terbagi
menjadi dua, pra nikah dan proses pernikahan. Acara pra nikah di mulai dari
orangtua laki-laki dari calon pengantin perempuan mendatangi rumah-rumah
tetangga dan orang yang dikenalnya untuk menyampaikan undangan lisan,
bahwa anaknya akan menikah. Undangan nikah secara lisan ini dapat
memakan waktu satu bulan lebih karena harus mendatangi satu persatu rumah
calon tamu undangan. Tujuannya adalah agar memastikan bahwa calon tamu
ini dapat menghadiri resepsi nikah, calon tamu akan merasa tidak enak untuk
tidak datang karena undangan lisan ini.

Seminggu sebelum akad nikah, tuan rumah biasa mengundang beberapa
orang untuk “rewang”,*® Kedua orangtua dari LM dan MSN GDT
menikahkan anaknya dengan MSN GDT ini dengan tujuan agar nantinya LM
dan MSN GDT memiliki keturunan dan mau “ngopeni” atau merawat orang

37 Wugu (paman SRP, relawan Forum Sidowayah Bangkit dan tetangga sebelah rumah),
wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 9 Maret 2019.

3% Suliyono, wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 10 Maret
2019.
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tuanya. Mereka khawatir anaknya akan terlantar ketika orangtuanya
meninggal dunia.

Pada hari pernikahan, bapak dari LM menikahkan anaknya dengan MSN
GDT dengan mengucapkan ijab dihadapan penghulu Kantor Urusan Agama
Jambon. MSN GDT menerima pernikahan dengan LM. Akad nikah telah
selesai dilangsungkan oleh calon pengantin laki-laki dan wali dari
perempuan. Pada siang harinya, acara resepsi pernikahan dilakukan dengan
menggunakan adat Jawa. Pernikahan ini diberi dua orang keturunan, yaitu
bernama WIT dan WIN, keduanya tidak menyandang disabilitas.

Pernikahan 3 (LSM dan BKR)

STU dan PRY merupakan orang tua dari LSM (dia bekerja sebagai ibu rumah
tangga. Orang tua LSM berusaha mencari informasi dari warga desa
mengenai laki-laki yang mau menikah dengan anaknya. Akhirnya mereka
mendapat informasi kalau PRD dan JMT yang merupakan warga Desa Bulu
Lor Kecamatan Jambon ini memiliki anak bernama BKR seorang laki-laki
penyandang disabilitas intelektual ringan, BKR ini terkadang bekerja
serabutan. LSM dan BKR dipertemukan oleh kedua orangtuanya, keduanya
menyetujui untuk melangsungkan pernikahan.

Ketika kedua orang tua calon pengantin ini bertemu untuk membincangkan
pernikahan, mereka bersepakat untuk “bésanan”. Keluarga dari BKR
kemudian mendatangi keluarga LSM untuk membincangkan kesepakatan
pada hari-hari sebelumnya, mereka mengadakan “srampuhan”. Rapat ini
menghadirkan mbah Tolu sebagai sesepuh desa untuk ikut terlibat dalam
rapat keluarga ini. Dia memang menjadi orang yang dianggap mumpuni
dalam urusan penentuan hari baik, tujuannya adalah untuk “gathukne niyat”
di antara kedua keluarga.*°

BKR menikahi LSM pada tahun 2006. Prosesi pernikahan terbagi menjadi
dua, pra nikah dan proses pernikahan. Acara pra nikah di mulai dari orangtua
laki-laki dari calon pengantin perempuan mendatangi rumah-rumah kerabat
dekat untuk menyampaikan undangan lisan, bahwa anaknya akan menikah.
Mereka tidak mengadakan “becekan” atau resepsi pernikahan, mereka hanya
mengundang kerabat dekat saja.

Orangtua LSM menikahkan anaknya dengan BKR dengan tujuan agar
nantinya suami LSM mau “ngopeni” LSM. Orangtua LSM khawatir anaknya
akan terlantar ketika orangtuanya meninggal dunia. Pada hari pernikahan,
Setu menikahkan anaknya dengan BKR dengan mengucapkan ijab dihadapan
“modin” desa dan tidak pada penghulu Kantor Urusan Agama Jambon. Bapak
dari LSM menganggap agar pernikahan anaknya segera dilangsungkan tanpa
“ribet” dan tidak mau berpayah-payah mengurus administrasi pernikahan.
BKR menerima pernikahan dengan LSM. Akad nikah telah selesai

3% MSM (lbu Kandung dari MSN GDT), wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon
Kabupaten Ponorogo, 10 Maret 2019.

40 Suliyono, wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 24 Februari
2019.
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dilangsungkan oleh calon pengantin laki-laki dan wali dari perempuan. Pada
siang harinya, acara resepsi pernikahan dilakukan dengan menggunakan adat
Jawa. Pernikahan ini diberi dua orang keturunan, yaitu bernama AB dan RO,
keduanya tidak menyandang disabilitas.**

Pernikahan 4 (BYT dan LJ)

GDK dan SINM merupakan orang tua dari BYT (BYT ini anak ketujuh dari
delapan bersaudara, dia pernah bekerja sebagai penjaga toko kelontong dan
sekarang kegiatannya mengumpulkan daun “sembukan” yang dibeli oleh
warga sekitarnya, BYT ini suka sekali bersolek, bedak dan pewarna bibir
yang dibeli dari uang hasil pekerjaannya). Orangtua BYT merasa resah atas
perilaku BYT yang selalu pacaran dan bahkan pernah melakukan hubungan
seksual dengan pacarnya. Karena malu dengan perilaku anaknya ini, lalu
orang tua BYT mencari informasi dari kerabat dekatnya mengenai laki-laki
yang mau menikah dengan anaknya. Miskun merupakan pakdhe dari BYT
berusaha untuk menjodohkan BYT dengan LJ (LJ merupakan anak tunggal,
dia setiap malam mendapat upah sekedar dari kegiatan pijat kelilingnya,
kadang sekali pijat mendapat upah Rp. 5000, pijatan LJ ini hanya pijatan
ringan semata) anak dari SKN dan SM, LJ ini merupakan seorang warga dari
desa yang sama dengan BYT yakni Desa Krebet Kecamatan Jambon. BYT
mengetahui LJ ini sebagai “wong kendo” (penyandang disabilitas intelektual),
begitu juga sebaliknya. BYT dan LJ dipertemukan oleh kedua orangtuanya,
keduanya menyetujui untuk melangsungkan pernikahan.4?

Kedua orang tua calon pengantin ini bertemu untuk membicarakan
pernikahan, lalu bersepakat untuk “bésanan”. Keluarga dari LJ mendatangi
keluarga BYT untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya,
mereka mengadakan rapat keluarga yang dihadiri oleh keluarga calon
pengantin laki-laki dan perempuan, mereka menggelar rapat untuk
menentukan hari “baik” akad nikah. Mereka menghadirkan sesepuh desa
untuk ikut terlibat dalam rapat, terutama untuk menentukan kapan hari baik
untuk pernikahan. Seminggu kemudian keluarga BYT melakukan kunjungan
balasan ke rumah keluarga LJ.

LJ menikahi BYT pada tahun 2000. Prosesi pernikahan terbagi menjadi dua,
pra nikah dan proses pernikahan. Sebagaimana adatnya di desa ini, orangtua
laki-laki dari calon pengantin perempuan mendatangi rumah-rumah tetangga
dan orang yang dikenalnya satu persatu untuk menyampaikan undangan
resepsi pernikahan secara lisan, bisa memakan waktu satu sampai dua bulan.
Harapannya agar calon tamu dapat menghadiri resepsi nikah, calon tamu akan
merasa tidak enak diri untuk tidak datang.

Seminggu sebelum akad nikah, tuan rumah biasa mengundang beberapa
orang untuk “rewang”. Sehari sebelum hari akad nikah datang, ada acara

4 ST dan LSM, wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 24
Februari 2019.

42 SM (Ibu kandung dari LJ) dan LJ, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo, 30 Maret 2019.
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“tonjokan” dan “jagong manten” pada malam hari sebelum hari akad nikah,
mereka mengundang segenap tetangga, saudara, kerabat maupun teman.
Kedua orangtua calon pengantin ini menikahkan anaknya dengan tujuan agar
anaknya yang menderita disabilitas ini ada yang merawatnya dan tidak
terlantar, mereka akan tambah bersyukur apabila mereka mendapatkan cucu
yang tidak menyandang disabilitas sehingga mampu menjadi pengganti dalam
merawatnya kelak di kemudian hari. Orangtua BYT juga memiliki tujuan
agar BYT dapat memuaskan hasrat seksualnya secara agama dan terhindar
dari perzinahan.

Pada hari pernikahan, bapak dari BYT menikahkan anaknya dengan LJ
dengan mewakilkan pengucapan ijab kepada penghulu Kantor Urusan Agama
Jambon. LJ menerima pernikahan dengan BYT dengan menjawab iya. Akad
nikah telah selesai dilangsungkan oleh calon pengantin laki-laki dan wali dari
perempuan. Pada siang harinya, acara resepsi pernikahan dilakukan dengan
menggunakan adat Jawa.*

Menurut BYT, pada awal pernikahan, pintu kamar LJ dan BYT yang terbuat
dari kain selalu dibuka oleh ibu Somi, Somi melakukan ini untuk mengecek
kondisi LJ. BYT merasa malu atas perlakuan ini. BYT memiliki anak, anak
ini bukan dari hasil hubungan seksual dengan LJ, tetapi dengan Semun.
Menurut BYT, LJ ini seorang laki-laki yang menderita impotensi, dia tidak
mampu melakukan hubungan seksual.**

LJ mengatakan: “saya menikah dengan BYT dirayakan oleh orang tua kami.
Saya menikah dengan BYT sekitar tahun 2000. Saya memberikan mas kawin
berupa uang tunai Rp. 10.000 kepada BYT. Saya tidak tahu bagaimana cara-
cara pernikahan. Awalnya uang tersebut saya berikan ke penghulu tapi pak
penghulunya memberi tahu kalau uang tersebut diberikan kepada BYT
sebagai mas kawin dari saya. Saat malam pertama dengan BYT saya
langsung tidur di samping BYT dan tidak melakukan hubungan suami istri.
Karena saya tidak mengerti akan hal itu. Selama saya tinggal bersama BYT,
saya tidak melakukan hubungan layaknya suami istri.

Saya tidak tahu kewajiban suami ke istri begitupun sebaliknya. Ketika BYT
bertengkar dengan ibu saya, saya selalu membiarkannya dan tidak membela
siapa-siapa karena itu hal yang lumrah menurut saya. BYT telah mengandung
anak orang lain. Anak itu bernama AGS. Agus sejak kercil di rawat oleh ibu
(somi) dan bapak (sikan) saya. AGS sekolah sampai SMA kelas 1 dan
terpaksa keluar dari sekolah karena Bapak saya (SKN) meninggal dunia dan
saya tidak bisa membiayai sekolah AGS. Saya sayang kepada Agus meskipun
bukan anak saya.*

Pernikahan 5 (TKY dan AHD GMN)

43 Kati (relawan Rumah Kasih Sayang), wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo, 30 Maret 2019.

4 BYT (istri dari LJ), wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30
Maret 2019.

45 LJ, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.
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GDK dan SINM merupakan orang tua dari AHD GMN (anak kedelapan dari
delapan bersaudara, dia bekerja sebagai buruh tani). Orangtua AHD GMN
merasa resah atas perilaku AHD GMN vyang selalu menggoda anak
perempuan. Keluarga dari AHD GMN berusaha untuk menjodohkannya
dengan TKY (perempuan penyandang disabilitas intelektual ringan), AHD
GMN ini merupakan seorang warga dari Desa Krebet Kecamatan Jambon,
sedangkan TKY merupakan seorang warga dari Desa Sidoharjo Kecamatan
Jambon. AHD GMN mengetahui TKY ini sebagai “wong kendo”, begitu juga
sebaliknya. AHD GMN dan TKY dipertemukan oleh kedua orangtuanya,
keduanya menyetujui untuk melangsungkan pernikahan.

Kedua orang tua calon pengantin ini bertemu untuk membicarakan
pernikahan, lalu bersepakat untuk “bésanan”. Keluarga dari AHD GMN
mendatangi keluarga TKY untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan
sebelumnya, mereka mengadakan rapat keluarga yang dihadiri oleh keluarga
calon pengantin laki-laki dan perempuan, mereka menggelar rapat untuk
menentukan hari “baik” akad nikah. Mereka menghadirkan sesepuh desa
untuk ikut terlibat dalam rapat, terutama untuk menentukan kapan hari baik
untuk pernikahan.*®

AHD GMN menikahi TKY pada tahun 2001. Prosesi pernikahan terbagi
menjadi dua, pra nikah dan proses pernikahan. Sebagaimana adatnya di desa
ini, orangtua laki-laki dari calon pengantin perempuan mendatangi rumah-
rumah tetangga dan orang yang dikenalnya satu persatu untuk menyampaikan
undangan resepsi pernikahan secara lisan, bisa memakan waktu satu sampai
dua bulan. Harapannya agar calon tamu dapat menghadiri resepsi nikah, calon
tamu akan merasa tidak enak diri untuk tidak datang.

Seminggu sebelum akad nikah, tuan rumah biasa mengundang beberapa
orang untuk “rewang” Sehari sebelum hari akad nikah datang, ada acara
“tonjokan” dan “jagong manten” pada malam hari sebelum hari akad nikah,
mereka mengundang segenap tetangga, saudara, kerabat maupun teman.
Kedua orangtua calon pengantin ini menikahkan anaknya dengan tujuan agar
anaknya yang menderita disabilitas ini ada yang merawatnya dan tidak
terlantar, mereka akan tambah bersyukur apabila mereka mendapatkan cucu
yang tidak menyandang disabilitas sehingga mampu menjadi pengganti dalam
merawatnya kelak di kemudian hari. Orangtua AHD GMN juga memiliki
tujuan agar AHD GMN dapat memuaskan hasrat seksualnya secara agama
dan terhindar dari perzinahan.

Pada hari pernikahan, bapak dari TKY menikahkan anaknya dengan AHD
GMN dengan mewakilkan pengucapan ijab kepada penghulu Kantor Urusan
Agama Jambon. AHD GMN menerima pernikahan dengan TKY. Akad nikah
telah selesai dilangsungkan oleh calon pengantin laki-laki dan wali dari
perempuan. Pada siang harinya, acara resepsi pernikahan dilakukan dengan
menggunakan adat Jawa. Pernikahan ini tidak diberi keturunan.*’

46 Kati, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 31 Maret 2019.
4 AHD GMN (suami dari TKY), wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo, 31 Maret 2019.
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Pernikahan 6 (BNI dan MNO)

MNO (laki-laki tidak menyandang disabilitas) merupakan anak ke 4 Dari 6
bersaudara, dia merupakan pekerja serabutan) anak dari TKR dan YSR dia
berasal dari di Desa Pandak Kecamatan Balong. Damas berusaha
mengenalkan MNO kepada BNI (dia tinggal di Desa Jonggol Kecamatan
Jambon) anak ke 5 dari 5 bersaudara, BNI memiliki orang tua bernama SMN
dan PMH.
Damas berhasil ”ndandani” atau menjodohkan MNO dan BNI, kedua orang
tua mereka menyetujui pernikahannya. MNO mengetahui BNI ini sebagai
“wong kendo”. MNO dan BNI lalu dipertemukan oleh kedua orangtuanya,
dan keduanya menyetujui untuk melangsungkan pernikahan.
Kedua orang tua calon pengantin ini bertemu untuk membicarakan
pernikahan, lalu bersepakat untuk “bésanan”. Keluarga dari MNO
mendatangi keluarga BNI untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan
sebelumnya, mereka mengadakan rapat keluarga yang dihadiri oleh keluarga
calon pengantin laki-laki dan perempuan, mereka menggelar rapat untuk
menentukan hari “baik” akad nikah. Merecka menghadirkan sesepuh desa
untuk ikut terlibat dalam rapat, terutama untuk menentukan kapan hari baik
untuk pernikahan. Keluarga BNI melakukan kunjungan balasan ke rumah
keluarga MNO.*
MNO menikahi BNI pada tahun 1994. Prosesi pernikahan terbagi menjadi
dua, pra nikah dan proses pernikahan. Acara pra nikah di mulai dari orangtua
laki-laki dari calon pengantin perempuan mendatangi rumah-rumah kerabat
dekat untuk menyampaikan undangan lisan, bahwa anaknya akan menikah.
Mereka tidak ‘“ngrejakne” atau mengadakan resepsi pernikahan, mereka
hanya mengundang kerabat dekat saja, tidak ada “rewang”, “tonjokan”
maupun “jagong manten”. Kedua keluarga ini merasa bahwa apabila
mengadakan resepsi pernikahan akan menghabiskan banyak biaya, sehingga
mereka hanya mengadakan resepsi sederhana.
Keluarga BNI menganggap bahwa BNI harus memiliki pasangan hidup agar
ada yang merawatnya ketika dewasa bahkan pada masa tuanya nanti,apalagi
jika pernikahannya mampu melahirkan keturunan yang pada akhirnya mampu
menjadi pengganti dalam merawatnya kelak di kemudian hari.
Pada hari pernikahan, bapak dari BNI menikahkan anaknya dengan MNO
dengan mewakilkan pengucapan ijab kepada penghulu dari Kantor Urusan
Agama Balong. MNO menerima pernikahan dengan BNI dengan menjawab
iya. Akad nikah telah selesai dilangsungkan oleh calon pengantin laki-laki
dan wali dari perempuan. Pernikahan ini tidak diberi keturunan.*®
Pernikahan 7 (BNI dan MSD)

SMO dan SNM merupakan orang tua dari MSD (MSD ini anak ke 5 dari 5
bersaudara, dia memiliki pekerjaan serabutan). Dia berasal dari Desa

48 Damas, wawancara, Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 13 April 2019.
4 NYM (kakak kandung dari BNI), wawancara, Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo, 13 April 2019.
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Karangpatihan Kecamatan Balong. Pada suatu hari, Samuji (tetangga MSD)
mengenalkan MSD dengan BNI (perempuan penyandang disabilitas
intelektual ringan, dia tinggal di Desa Jonggol Kecamatan Jambon) anak ke 5
dari 5 bersaudara, BNI memiliki orang tua bernama Saimen dan Paimah,
Samuji memberitahu MSD bahwa BNI pernah menikah dengan MNO, status
BNI adalah janda. MSD dan BNI sama-sama mengetahui sebagai “wong
pekok”. MSD dan BNI dipertemukan oleh kedua orangtuanya, keduanya
menyetujui untuk melangsungkan pernikahan.

Kedua orang tua calon pengantin ini bertemu untuk membicarakan
pernikahan, lalu bersepakat untuk bésanan. Keluarga dari MSD mendatangi
keluarga BNI untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya,
mereka mengadakan rapat keluarga yang dihadiri oleh keluarga calon
pengantin laki-laki dan perempuan, mereka menggelar rapat untuk
menentukan hari “baik” akad nikah. Mereka menghadirkan sesepuh desa
untuk ikut terlibat dalam rapat, terutama untuk menentukan kapan hari baik
untuk pernikahan. Keluarga BNI tidak melakukan kunjungan balasan ke
rumah keluarga MSD.*°

MSD menikahi BNI pada tahun 2008. Orang tua dari calon pengantin
perempuan lalu membuat undangan secara lisan kepada kerabat dan tetangga
dekat. Mereka tidak “ngrejakne” pernikahan, mereka mengadakan selamatan
setelah akad nikah. Tetapi pada malam sebelum akad nikah, warga biasa
njagong untuk begadang.

Keluarga MSD menganggap bahwa MSD harus memiliki pasangan hidup,
karena MSD sering terlihat keliling Desa maupun ibukota Kecamatan, agar
tidak sering keluyuran maka MSD harus dinikahkan. Keluarga dari kedua
calon pengantin ini menikahkan MSD dan BNI agar mereka kelak ada yang
merawatnya, mereka akan tambah bersyukur apabila mereka mendapatkan
cucu yang tidak menyandang disabilitas sehingga mampu menjadi pengganti
dalam merawatnya kelak di kemudian hari.

Pada hari pernikahan, Bapak dari BNI menikahkan anaknya dengan MSD
dengan mewakilkan pengucapan ijab kepada modin (tidak dicatatkan di
Kantor Urusan Agama Balong, karena BNI kehilangan surat perceraian, BNI
tidak mau mengurusi lagi surat perceraian ini karena dianggap ribet dan
terlalu lama untuk mengurusnya). MSD menerima pernikahan dengan BNI
dengan menjawab iya. Akad nikah telah selesai dilangsungkan oleh calon
pengantin laki-laki dan wali dari perempuan.

BNI menikah dengan memiliki tujuan untuk memperoleh anak, pernikahan
ini diberi dua orang keturunan BNG dan BVT yang tidak menyandang
disabilitas. Dia pernah mengatakan: “saya merasa mampu untuk mengasuh
anak-anak. Pada saat menikah orang tua kami sama-sama tidak punya harta
banyak. Saya merasa sadar diri jika akan memilih menikah dengan orang
kaya. Saya mau menikah dengan MSD karena sama-sama disabilitas
intelektual. Saya juga tidak memiliki kartu tanda penduduk, kartu keluarga,

%0 Samuji, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 14 April
2019.
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bahkan anak pertama saya BNG tidak memiliki akta kelahiran. Anak kedua
saya DVT memiliki akta kelahiran karena dibantu oleh bidan Desa yang
menangani kelahiran anak saya. Karena saya tidak memiliki identitas maka
saya tidak bisa ikut program jaminan kesehatan masyarakat. Saat peneliti
bertanya apakah ibu merasa senang ketika “malam pertama”? dia hanya

senyum-senyum saja”.>

Pernikahan 8 (WG dan JMR)

JMR (Laki-laki penyandang disabilitas intelektual berat, menderita lumpuh
pada kakinya setelah terjatuh dari pohon) merupakan anak ke 2 dari 3
bersaudara, dia merupakan bekerja sebagai pemulung). JMR ini anak dari
pasangan TKP dan SB. JMR tinggal di Desa Karangpatihan Kecamatan
Balong. Samuji berusaha “ndandani” JMR dengan WG (dia tinggal di Desa
Karangpatihan Kecamatan Balong) anak ke2 dari 2 bersaudara, WG memiliki
orang tua bernama WGM dan JKM.

Menurut SB (ibu kandung JMR) JMR memilih sendiri WG untuk dijadikah
istrinya, tetapi menurut JKM (ibu kandung WG) mereka dijodohkan oleh
kedua orang tuanya. Kedua calon pengantin ini saling mengetahui
keberadaannya sebagai “wong kendho”. JMR dan WG lalu dipertemukan
oleh kedua orangtuanya, dan keduanya menyetujui untuk melangsungkan
pernikahan.

Kedua orang tua calon pengantin ini bertemu untuk membicarakan
pernikahan, lalu bersepakat untuk “bésanan”. Keluarga dari JMR mendatangi
keluarga WG untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya,
mereka mengadakan rapat keluarga yang dihadiri oleh keluarga calon
pengantin laki-laki dan perempuan, mereka menggelar rapat untuk
menentukan hari “baik” akad nikah. Mereka menghadirkan sesepuh desa
untuk ikut terlibat dalam rapat, terutama untuk menentukan kapan hari baik
untuk pernikahan. Keluarga WG melakukan kunjungan balasan ke rumah
keluarga JMR.

Kedua Orangtua JMR dan WG memiliki tujuan dalam menikahkan JMR dan
WG agar ada yang merawatnya setelah kedua orangtuanya meninggal dunia.
Mereka memiliki harapan agar JMR dan WG memiliki keturunan yang tidak
menyandang disabilitas, sehingga mampu menjadi pengganti dalam
merawatnya kelak di kemudian hari.

JMR menikahi WG pada tahun 1992. Pernikahannya “direjakne” oleh
orangtua WG. Orang tua WG berharap memperoleh “becekan” dalam
pernikahan anaknya. Orangtua WG dari calon pengantin perempuan lalu
membuat undangan yang disebar kepada tetangga dan orang yang dikenalnya
melalui surat undangan. Seminggu sebelum akad nikah, tuan rumah biasa
mengundang beberapa orang untuk “rewang”. Sehari sebelum hari akad nikah
datang, ada acara “tonjokan” dan “jagong manten” pada malam hari sebelum

1 BNI dan MSD, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 14
April 2019.
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hari akad nikah, mereka mengundang segenap tetangga, saudara, kerabat
maupun teman.>?

Pada hari pernikahan, WGM menikahkan anaknya dihadapan Modin bernama
Nyamut, alasannya agar tidak “ribet” dalam mengurus administrasi.>®> JMR
menerima pernikahan dengan WG. Akad nikah telah selesai dilangsungkan
oleh calon pengantin laki-laki dan wali dari perempuan. Pada siang harinya,
acara resepsi pernikahan dilakukan dengan menggunakan adat Jawa. JMR
dan WG tidak memiliki anak. Sebenarnya WG pernah hamil, namun
mengalami keguguran kandungan dan janin tersebut dikubur di depan rumah
WG. Pada saat WG mengalami keguguran, dia dirawat oleh Bidan desa.>*

Pernikahan 9 (BWN dan YLH)

BWN (laki-laki penyandang disabilitas intelektual ringan, dia merupakan
anak keenam dari enam bersaudara dari MUT dan SFT, dia bekerja sebagai
petani). Keluarga BWN berniat untuk menjodohkannya dengan YLH, YLH
ini perempuan yang tidak menyandang disabilitas anak dari GN dan GNK
yang merupakan warga satu desa dengan BWN vyaitu di Desa Wilangan
Kecamatan Sambit. Di mana GNK ini merupakan pembantu rumah tangga
pada orang tua BWN. YLH mengetahui kalau BWN ini menyandang
disabilitas intelektual ringan, YLH menyetujui pernikahannya dengan BWN.
BWN memang pada dasarnya tertarik pada YLH.

Kedua orang tua calon pengantin ini bertemu untuk membicarakan
pernikahan, lalu bersepakat untuk “bésanan”. Keluarga dari BWN
mendatangi keluarga YLH untuk melanjutkan pembicaraan mengenai
pernikahan keduanya, lalu mereka mengadakan rapat keluarga yang dihadiri
oleh keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan, mereka menggelar
rapat untuk menentukan hari “baik” akad nikah. Mereka menghadirkan orang
yang dianggap sebagai sesepuh untuk ikut terlibat dalam rapat, terutama
untuk menentukan kapan hari baik untuk pernikahan.

BWN menikahi YLH pada tahun 1998. Keluarga dari calon pengantin
perempuan lalu membuat undangan yang disebar kepada tetangga dan orang
yang dikenalnya melalui surat undangan. Seminggu sebelum akad nikah, tuan
rumah biasa mengundang beberapa orang untuk “rewang”, “tonjokan” dan
“jagong manten” pada malam hari sebelum hari akad nikah, mereka
mengundang segenap tetangga, saudara, kerabat maupun teman.®® Keluarga
dari BWN menganggap bahwa BWN harus memiliki pasangan hidup, karena
BWN sering terlihat keluyuran keliling Desa maupun ibukota Kecamatan,

%2 SB (ibu kandung JMR), wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo, 27 April 2019.

% JKM (ibu kandung WG), wawancara, Desa Karangpatinan Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo, 27 April 2019.

% Saminem (Tetangga WG), wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten
Ponorogo, 27 April 2019.

% WLD (kakak kandung dari BWN), wawancara, Desa Wilangan Kecamatan Sambit Kabupaten
Ponorogo, 2 Juni 2019.
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agar tidak sering keluyuran maka BWN harus dinikahkan.

Pada hari pernikahan, bapak dari YLH menikahkan anaknya dengan BWN
dihadapan penghulu pada Kantor Urusan Agama Sambit. BWN menerima
pernikahan dengan YLH. Akad nikah telah selesai dilangsungkan oleh calon
pengantin laki-laki dan wali dari perempuan. Pada keesokan harinya, acara
resepsi pernikahan dilakukan dengan menggunakan adat Jawa.

BWN dan YLH memiliki satu anak laki-laki yang tidak menyandang
disabilitas, anak ini bernama ALF (18 Tahun).%®

Pernikahan 10 (PRM dan PRN):

PRN (merupakan anak ke 4 dari 6 bersaudara, dia merupakan bekerja sebagai
buruh tani) PRN ini anak dari pasangan WGM dan MSM, dia bertempat
tinggal di Desa Krebet Kecamatan Jambon. Kemudian dia mengetahui kalau
ada PRM (perempuan penyandang disabilitas intelektual ringan, dia tinggal di
Desa Karangpatihan Kecamatan Balong) anak ke 1 dari 2 bersaudara, PRM
memiliki ibu kandung bernama WN, sedangkan bapaknya tidak diketahui
namanya.

PRN mengetahui PRM ini sebagai “wong kendo”, sedangkan PRM
mengetahui PRN tidak menyandang disabilitas. PRN dan PRM lalu
dipertemukan oleh kedua orangtuanya, dan keduanya menyetujui untuk
melangsungkan pernikahan. Kedua orang tua calon pengantin ini bertemu
untuk membicarakan pernikahan, lalu bersepakat untuk “bésanan”. Keluarga
dari PRN mendatangi keluarga PRM untuk membicarakan kesepakatan-
kesepakatan sebelumnya, mereka mengadakan rapat keluarga yang dihadiri
oleh keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan, mereka menggelar
rapat untuk menentukan hari akad nikah. Mereka menghadirkan sesepuh desa
untuk ikut terlibat dalam rapat, terutama untuk menentukan kapan hari baik
untuk pernikahan. Keluarga PRM melakukan kunjungan balasan ke rumah
keluarga PRN.>’

PRN menikahi PRM pada tahun 2009. Orang tua dari calon pengantin
perempuan lalu mengundang secara lisan kepada kerabat dekat, tetangga dan
orang yang dikenalnya. Seminggu sebelum akad nikah, tuan rumah biasa
mengundang beberapa orang untuk “rewang”, “tonjokan” dan ‘“jagong
manten” pada malam hari sebelum hari akad nikah.

Keluarga PRM menganggap bahwa PRM harus memiliki pasangan hidup,
agar PRM kelak ada yang merawatnya, mereka juga bersyukur apabila
mereka mendapatkan cucu yang tidak menyandang disabilitas sehingga
mampu menjadi pengganti dalam merawatnya kelak di kemudian hari.

Pada hari pernikahan, Paman dari PRM menikahkan keponakannya dengan
PRN dengan dihadapan modin Nyamut. Keluarga PRM menganggap bahwa
pernikahan PRM dan PRN tidak perlu ke Kantor Urusan Agama, biar tidak
ribet mengurus administrasi. PRN menerima pernikahan dengan PRM. Akad

% BWN, wawancara, Desa Wilangan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, 2 Juni 2019.
5" WN (ibu kandung dari PRM) dan PRM, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo, 3 Februari 2019.
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nikah telah selesai dilangsungkan oleh calon pengantin laki-laki dan wali dari
perempuan. Pasangan PRN dan PRM ini tidak memiliki anak.>®

PRM yang bekerja sebagai buruh tani ini tidak pernah sekolah. PRM pernah
mengatakan: “Saya pasrah saat mengetahui kalau saya ini menyandang
disabilitas intelektual. Namun, saya merasa kurang nyaman dan terkadang
sakit hati saat ada orang yang menghina saya, apalagi dia itu tetangga saya
sendiri. saya tidak tahu sebabnya saya menyandang disabilitas intelektual,
saya sebenarnya juga berkeinginan seperti orang-orang lain yang tidak
menyandang disabilitas intelektual. Tetapi orang tua saya tidak pernah
melarang saya untuk keluar rumah, orang tua juga menganggap biasa dan
tidak malu atas kondisi saya ini.

Saya tidak pernah mengerjakan shalat, tidak bisa membaca al-Qur’an, tidak
ikut yasinan, tetapi saya pernah mengikuti pengajian bersama tetangga. Saya
pernah didatangi oleh dokter untuk memeriksa kondisi saya. Saya juga pernah
berobat di Puskesmas dan bidan desa saat sakit. Saya tidak pernah sekolah,
karena tidak memiliki biaya untuk sekolah.

Saya dulu menikah dijodohkan oleh paman saya, saya dinikahkan agar ada
yang mengurus kebutuhan hidup saya. Saya memiliki perasaan cinta pada
laki-laki. Saya menikah dengan tujuan untuk memperoleh anak, dan saya bisa
mengasuhnya. Pada saat menikah orang tua kami sama-sama miskin. Saya
merasa sadar diri jika akan memilih menikah dengan orang kaya. saya dulu
menikah di hadapan modin, saya manut dengan orangtua dan keluarga saya.
Saya memiliki kartu tanda penduduk tetapi tidak memiliki kartu keluarga.
Saat peneliti bertanya apakah ibu merasa senang ketika “malam pertama”?
dia hanya senyum-senyum saja. pernikahan kami digelar apa adanya, tanpa
resepsi. Tetapi pada malam sebelum akad nikah, warga biasa njagong untuk
begadang. Sewaktu menstruasi, saya dulu merasa takut.

Saya juga pernah bercermin, saya pingin terlihat cantik, saya juga merias diri
dengan berbedak ketika mendatangi undangan resepsi pernikahan.

saya pernah mendapatkan harta warisan, saya sudah mensertifikatkan tanah
tersebut. Saya pernah memiliki hutang, tetapi suami saya tidak
mengetahuinya. Saya bekerja sebagai buruh tani karena keinginan saya
sendiri, bukan diperintah oleh orang lain. Suami saya mengizinkan saya
bekerja. Saya mengetahui apa saja kewajiban istri kepada suami. Seperti
kewajiban masak, “nglayani” suami, dan suami wajib menafkahi. Suami saya
sedikit-sedikit mengatur dan memutuskan permasalahan yang ada.>®

Pernikahan 11 (PRH dan TRAN)
SMN dan MNS merupakan orang tua dari TRAN (dia bekerja serabutan.

Orang tua TRAN berusaha mencari informasi dari warga desa mengenai
perempuan yang mau menikah dengan anaknya. Akhirnya mereka mendapat

%8 Samuji, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 3 Februari
2019.
% PRM, wawancara, Desa Karangpatinan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 3 Februari
2019.
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informasi kalau NYR dan KSN yang merupakan warga Desa Karangpatihan
Kecamatan Balong ini memiliki anak bernama PRH. Kedua orang tua dari
TRAN dan PRH mempertemukannya, mereka menyetujui untuk
melangsungkan pernikahan.

Kedua orang tua calon pengantin ini bertemu untuk membincangkan
pernikahan, mereka bersepakat untuk “bésanan”. Keluarga dari TRAN
kemudian mendatangi keluarga PRH untuk membincangkan kesepakatan
pada hari-hari sebelumnya, mereka mengadakan rapat yang dihadiri oleh
keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan, rapat ini bertujuan untuk
metheti dino yaitu menentukan hari ‘“baik” akad nikah. Rapat ini
menghadirkan sesepuh desa untuk ikut terlibat dalam rapat keluarga ini. Dia
memang menjadi orang yang dianggap mumpuni dalam urusan penentuan
hari baik, tujuannya adalah untuk “gathukne niyat” kedua keluarga. Acara
“peth%%an dino” untuk “gathukne niyat” ini sebagai usaha untuk “netepi
adat”.

TRAN menikahi PRH pada tahun 1999. Prosesi pernikahan terbagi menjadi
dua, pra nikah dan proses pernikahan. Acara pra nikah di mulai dari orangtua
laki-laki dari calon pengantin perempuan mendatangi rumah-rumah kerabat
dekat untuk menyampaikan undangan lisan, bahwa anaknya akan menikah.
Mereka mengadakan “becekan” atau resepsi pernikahan, dengan mengundang
tetangga dan kerabat dekat.

Orangtua PRH menikahkan anaknya dengan TRAN dengan tujuan agar
nantinya suami PRH mau “ngopeni” PRH. Orangtua PRH khawatir anaknya
akan terlantar ketika orangtuanya meninggal dunia. Pada hari pernikahan,
NYJ menikahkan anaknya dengan TRAN dengan mengucapkan ijab
dihadapan modin desa. NYJ menganggap agar pernikahan anaknya segera
dilangsungkan tanpa “ribet” dan tidak mau berpayah-payah mengurus
administrasi pernikahan. TRAN menerima pernikahan dengan PRH. Akad
nikah telah selesai dilangsungkan oleh calon pengantin laki-laki dan wali dari
perempuan. Pernikahan ini mendapatkan 1 anak yang tidak menyandang
disabilitas.®*

Saya pasrah akan keadaan saya seperti ini. Saya pernah mendapatkan
cemohan dari orang-orang. Saya mendapatkan cemohan dari tetangga saya.
saat merasa saya di hina oleh tetangga saya, perasaaan saya sakit hati. Saya
tidak tahu penyebab yang menjadikan saya seperti ini (disabilitas). Saya juga
ingin seperti orang-orang yang tidak menyandang disabilitas. Saya tidak
pernah sholat, membaca Al-Qur’an, ikut yasinan dan ikut pengajian. Saya
tidak pernah dilarang orang tua saya untuk tidak keluar rumah. Saya tidak
pernah mendapatkan kekerasan dari orang tua seperti di rantai.

Saya menikah dengan TRAN sudah 20 tahun. Saya dulu menikah karna
dijodohkan. Saya ingin menikah karena saya ingin berkeluarga seperti yang
lain. Saya ingin memiliki anak dan saya bisa merawat anak saya. Waktu

80 Saminem, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 28 April
2019.

61 MNS (ibu kandung dari TRAN), wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo, 28 April 2019.
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menikah kami sama-sama dari keluarga yang kurang mampu. Saat menikah
dan menjalankan malam pertama saya merasakan senang meskipun tidak ada
yang mengajari. Pertama mentruasi saya diam saja tidak cerita ke siapapun.
Saya hamil dokter yang memeriksa saya. Saya pernah bercermin dikaca
melihat diri saya. Saya merasa cantik. Saya juga suka memakai bedak dan
gincu. Saya pernah lihat manten dan itu semau saya. Saya dulu menurut saja
ketika dijodohkan dan lama-lama saya semakin sayang terhadap suami saya.%?

Pernikahan 12 (PRY dan KRT)

Mbah Bolo berusaha “ndandani” KRT dengan PRY (dia tinggal di Desa
Karangpatihan Kecamatan Balong, dia bekerja sebagai buruh tani), dia
merupakan anak ke 2 dari 2 bersaudara, PRY memiliki orang tua bernama
KTY dan JMN. Jaminem tidak mau memberi informasi secara lengkap
mengenai orang tua dari KRT begitu juga saudaranya.

Mbah Bolo berhasil menjodohkan KRT dan PRY. KRT mengetahui PRY
sebagai “wong kendho”. KRT dan PRY lalu dipertemukan oleh kedua
orangtuanya, dan keduanya menyetujui untuk melangsungkan pernikahan.
Kedua orang tua calon pengantin ini bertemu untuk membicarakan
pernikahan, lalu bersepakat untuk “bésanan”. Keluarga dari KRT mendatangi
keluarga PRY untuk membicarakan kesepakatan-kesepakatan sebelumnya,
mereka mengadakan rapat keluarga yang dihadiri oleh keluarga calon
pengantin laki-laki dan perempuan, mereka menggelar rapat untuk
menentukan hari “baik” akad nikah. Mercka menghadirkan sesepuh desa
untuk ikut terlibat dalam rapat, terutama untuk menentukan kapan hari baik
untuk pernikahan. Keluarga PRY melakukan kunjungan balasan ke rumah
keluarga KRT.

Orangtua PRY memiliki tujuan dalam menikahkan PRY agar ada yang
merawatnya setelah kedua orangtuanya meninggal dunia. Mereka memiliki
harapan agar KRT dan PRY memiliki keturunan yang tidak menyandang
disabilitas, sehingga mampu menjadi pengganti dalam merawatnya kelak di
kemudian hari.

KRT menikahi PRY pada tahun 1999. Pernikahannya “direjakne” oleh
orangtua PRY. Orang tua PRY berharap memperoleh “becekan” dalam
pernikahan anaknya. Orangtua PRY dari calon pengantin perempuan lalu
membuat undangan yang disebar kepada tetangga dan orang yang dikenalnya
melalui surat undangan. Seminggu sebelum akad nikah, tuan rumah biasa
mengundang beberapa orang untuk “rewang”, “tonjokan” dan ‘“jagong
manten” pada malam hari sebelum hari akad nikah, mereka mengundang
segenap tetangga, saudara, kerabat maupun teman. Resepsi nikah
dilangsungkan selama 2 hari.

Pada hari pernikahan, KTY menikahkan anaknya dengan mewakilkan
pengucapan ijab kepada penghulu dari Kantor Urusan Agama Balong. KRT
menerima pernikahan dengan PRY. Akad nikah telah selesai dilangsungkan

62 PRH, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 28 April 2019.
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oleh calon pengantin laki-laki dan wali dari perempuan. Pada siang harinya,

acara resepsi pernikahan dilakukan dengan menggunakan adat Jawa. KRT dan

PRY tidak memiliki anak.%®
2. Bentuk dan Dampak KDRT Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual
di Kabupaten Ponorogo

Penyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban KDRT ini
merupakan realitas yang terjadi dalam masyarakat. Peneliti berusaha mencari
laporan resmi kepada pihak-pihak yang berwenang yang bertindak sebagai
narasumber yaitu: IPDA Ayudia Gestik mengakui bahwa selama dia menjabat
sebagai Kepala Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Reserse Kriminal
Kepolisian Resor Ponorogo, yakni periode 2016 sampai sekarang belum pernah
menangani kasus KDRT yang melibatkan korban penyandang disabilitas
intelektual, dia tidak mengetahui apa alasan korban tidak melaporkan ke
Kepolisian atas kasus KDRT yang dialaminya. Namun, dia memberi informasi
tentang laporan dugaan perempuan penyandang disabilitas intelektual yang
mengalami kekerasan seksual dari komunitasnya di Kabupaten Ponorogo kurun
waktu 2015-2018 sebanyak 4 orang.%
Peneliti juga berusaha menggali informasi dari Endang S. Ampera, dia

mengakui bahwa selama menjabat sebagai kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan ~ Anak pada  Dinas  Sosial

Kabupaten Ponorogo sampai sekarang belum pernah menangani kasus KDRT

yang melibatkan korban penyandang disabilitas intelektual, dia tidak mengetahui

8 JMN (ibu kandung PRY) dan PRY, wawancara, Desa Karangpatinan Kecamatan Balong
Kabupaten Ponorogo, 2 Juni 2019.
5 IPDA Ayudia Gestik, wawancara, Kantor Kepolisian Resor Ponorogo, 3 Februari 2019.
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apa alasan korban tidak melaporkan kasus KDRT vyang dialaminya.®® Dia
menyarankan peneliti untuk menemui Ana yang merupakan relawan Komisi
Perlindungan Perempuan dan Anak (KPPA) Kabupaten Ponorogo. Namun,
peneliti tidak mendapatkan laporan kasus KDRT dengan korban penyandang
disabilitas intelektual. KPPA menunjukkan kepada peneliti 4 laporan kasus
perkosaan, pencabulan dan pelecehan seksual yang dialami oleh penyandang
disabilitas intelektual, di mana pelakunya merupakan tetangga korban. %

Peneliti juga tidak mendapatkan laporan kasus KDRT dengan korban
penyandang disabilitas intelektual setelah mewawancarai Haryoto yang menjabat
sebagai Camat di Kecamatan Balong,®” Eko Mulyadi yang menjabat sebagai
Kepala Desa Karangpatihan Balong,%® Parnu yang menjabat sebagai Kepala Desa
Sidoharjo Jambon®® dan Jemiran yang menjabat sebagai Kepala Desa Krebet
Jambon.™

Ketika peneliti tidak mendapatkan laporan resmi dari aparat negara di atas,
kemudian peneliti berupaya untuk mendapatkan informasi kasus KDRT dari ketua
Rumah Harapan di Desa Karangpatihan Balong, ketua Forum Sidowayah Bangkit
di Desa Sidoharjo Jambon dan ketua Rumah Kasih Sayang di Desa Krebet
Jambon. Mereka menyebutkan beberapa responden yang mengalami KDRT, lalu

peneliti menelusuri beberapa responden yang telah disebutkan. Peneliti

% Endang S. Ampera, wawancara, Kantor Dinas Sosial Kabupaten Ponorogo, 29 April 2019.
% Ana, wawancara, Kantor KPPA Kabupaten Ponorogo, 29 April 2019.

57 Haryoto, wawancara, Kantor Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 22 Februari 2019.

8 Eko Mulyadi, wawancara, Desa Karangpatihan Balong Kabupaten Ponorogo, 15 April 2019.
8 Parnu, wawancara, Desa Sidoharjo Jambon Kabupaten Ponorogo, 24 Februari 2019.

70 Jemiran, wawancara, Desa Krebet Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.
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mendapatkan informasi dari korban yang mengalami beberapa bentuk KDRT
seperti kekerasan fisik, psikis, dan penelantaran rumah tangga.
a. Kekerasan Fisik

Korban KDRT mengalami kekerasan fisik, seperti pemukulan,
penamparan, pembelengguan dan lain-lain. Korban mengalami beberapa dampak
dari kekerasan fisik ini, pada umumnya korban mengalami guratan merah di pipi,
pergelangan kaki membiru dan terasa sakit pada beberapa anggota tubuh korban.
Peneliti memaparkan hasil wawancara dengan beberapa korban KDRT sebagai
berikut:

Kasus 1 (BNI dan MSD):

BNI yang merupakan penyandang disabilitas intelektual ringan pernah
mengalami KDRT dengan pelaku MSD (penyandang disabilitas intelektual
ringan) yang Dberstatus sebagai suami. Dia pernah mengatakan: saya
mengetahui kalau saya ini merupakan “wong pekok”, saya merasa biasa saja
menerima keadaan ini. Saya merasa kurang nyaman dan terkadang sakit hati
pada saat ada orang yang menghina saya, apalagi dia itu saudara saya sendiri.
Sebenarnya saya memiliki keinginan untuk menjadi orang yang tidak
menyandang disabilitas intelektual sebagaimana orang-orang lainnya. Saya
bersyukur bahwa orang tua saya tidak pernah melarang saya untuk keluar
rumah, saya mengetahui kalau orang tua saya juga menganggap keadaan ini
sebagai keadaan biasa dan orang tua awalnya merasa malu atas kondisi saya
ini, namun lambat laun biasa saja.

Saya pernah mengerjakan shalat, saya diajari oleh tetangga saya, saya tidak
bisa membaca al-Qur’an, tetapi saat tetangga mengadakan yasinan saya juga
pernah ikut kegiatan tersebut. Saya juga pernah mengikuti pengajian, saya
mengikutinya atas kehendak saya sendiri.

Saya memiliki perasaan suka saat berkenalan dengan MSD, ketika sudah
menikah, saya memiliki tujuan untuk memperoleh anak. Saya bisa mengasuh
anak-anak. Pada saat menikah orang tua kami sama-sama tidak punya harta
banyak. Saya merasa sadar diri jika akan memilih menikah dengan orang
kaya. Saya mau menikah dengan MSD karena sama-sama disabilitas
intelektual. Saya juga tidak memiliki kartu tanda penduduk, kartu keluarga,
bahkan anak pertama saya Bunga tidak memiliki akta kelahiran. Anak kedua
saya Devita memiliki akta kelahiran karena dibantu oleh bidan desa yang
menangani kelahiran anak saya. Karena saya tidak memiliki identitas maka
saya tidak bisa ikut program jaminan kesehatan masyarakat. Saya juga tidak
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pernah mendapatkan Program Keluarga Harapan dari Kementerian Sosial
Republik Indonesia karena nama saya belum tercantum dalam KK suami
saya.

Saat peneliti bertanya apakah ibu merasa senang ketika “malam pertama”?
dia hanya senyum-senyum saja. Sewaktu menstruasi, saya dulu merasa takut.
Kok ada darah keluar dari tubuh, tetapi orang tua membantu mengatasi
masalah tersebut. Saat saya hamil, saya tidak pernah merasakan apa-apa
dalam tubuh saya, saya kok malah merasa seperti orang kekenyangan,
perutnya tambah gendut. Saya memiliki perasaan menjadi orang cantik
sebagaimana perempuan pada umumnya, saya juga merias diri dengan lipstik
dan bedak ketika mendatangi undangan resepsi pernikahan.

Selama perkawinan, saya bertempat tinggal di rumah suami saya. Dua tahun
yang lalu (2017) Saya pernah diamuk suami gara-gara masalah sepele seperti
belum memasak makanan, suami saya ini pelit kepada saya. Saya mau
membeli beras saja masih ada pertanyaan ini dan itu, suami saya ini
pencemburu dan suka mengamuk. Suami masih memberi uang belanja untuk
kebutuhan rumah tangga. Saya pernah ditempeleng sampai ada guratan merah
di pipi, suami juga gelas dibanting-banting. Saya diam dan tidak berani
terhadap perlakuan suami. Suami saya kadang meminta maaf dan kadang
tidak meminta maaf atas kejadian tersebut. Kadang suami saya merayu-rayu
saya agar memaafkan saya. Saya memaafkan, masih menerima dan mencoba
berdamai atas perlakuannya tersebut.

Saya pernah memiliki hutang, tetapi suami saya tidak mengetahuinya. Saya
bekerja sebagai buruh tani karena keinginan saya sendiri, bukan diperintah
oleh orang lain. Suami saya mengizinkan saya bekerja. Saya mengetahui apa
saja kewajiban istri kepada suami, meskipun tidak pernah ada yang
mengajari. Seperti kewajiban masak untuk keluarga. Suami juga memiliki
kewajiban atas istrinya seperti menafkahi. Suami saya sedikit-sedikit
mengatur masalah apapun itu, dia yang memegang dan memutuskan
permasalahan yang ada.*

Peneliti mendapatkan informasi dari Samuji bahwa BNI pernah didatangi
oleh dokter untuk memeriksa kondisinya. BNI juga pernah berobat di
Puskesmas saat sakit. Dokter dan bidan pernah memeriksa kondisinya, BNI
mengaku menggunakan alat kontrasepsi berupa suntik untuk mencegah
kehamilan untuk anak ketiga. Awalnya MSD mengamuk kepada bidan karena
dimintai uang suntik KB sejumlah Rp. 150.000, MSD mengamuk karena
tidak punya uang, setelah MSD dijelaskan tentang pentingnya alat
kontrasepsi, MSD lalu membayarnya, MSD kasihan pada istrinya yang bisa
hamil lagi.”

Kasus ini menunjukkan bahwa korban KDRT mengalami dua kekerasan

"1 BNI, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 15 April 2019.
2 Samuji, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo,14 Agpril
2019.
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yaitu pertama, kekerasan fisik berupa pukulan di bagian wajah, berdampak pada
guratan merah di pipi namun tidak sampai melukainya. Kedua, kekerasan psikis
berupa intimidasi dengan cara membanting gelas, berdampak pada gangguan
psikis. Korban tidak berani melawan dan tidak memiliki daya upaya dalam
menghadapi pelaku. Ketika korban menerima pukulan, pelaku tidak merasa
kasihan atas rasa sakit yang dirasakan oleh korban. Negara juga melakukan
kekerasan terhadap korban, karena pemerintah setempat tidak berusaha untuk
bertindak secara aktif melakukan jemput bola terhadap korban untuk membuatkan
Kartu Tanda Penduduk (KTP) maupun Kartu Keluarga (KK). Dampaknya adalah
korban tidak mendapatkan program Jaminan Kesehatan Masyarakat
(JAMKESMAS) dan Program Keluarga Harapan (PKH), hal ini disebabkan oleh
pernikahan korban dan pelaku yang tidak dicatatkan pada pejabat Kantor Urusan
Agama (KUA). Dampak lainnya adalah kedua anak tidak memiliki Akta
Kelahiran.

Kasus 2 (PRH dan TRAN):

PRH (penyandang disabilitas intelektual ringan, dia merupakan istri dari
TRAN), dia pernah mengatakan: Selama perkawinan, saya bertempat tinggal
di rumah suami saya. Mulai september tahun 2018 ini saya tidak mengetahui
alasan suami mengamuk. saya sering diamuk suami gara-gara masalah sepele,
seperti tidak segera menuruti perintahnya. Kalau sudah marah suami saya
sering memukul bagian wajah dan punggung sampai terasa sakit dalam
beberapa hari. Saya juga pernah dibentak-bentak dan diumpat.

Suami pernah meminta ma’af setelah mengamuk. Saya tidak pernah dipaksa
memakai pil KB. Suami pernah berkata kotor tetapi saya diam saja. Saya
tidak pernah membalas pukulan suami. Saya dipukuli suami saya anggap itu
ujian supaya menjadi lebih baik lagi. Suami tidak pernah prihatin kepada
saya. Menurut saya tidak seharusnya dia seperti itu. Seharusnya suami itu
menjaga istrinya kecuali jika saya salah saya berhak diperlakukan seperti itu.
Bapak saya dulu tidak pernah membentak maupun memukuli saya. Saya
pernah mendengarkan ceramah jika tidak boleh mengumbar aib keluarga.
Suami pernah tidak memberi uang belanja dan saya diam saja. Saya pernah
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cemburu. Suami diam saja ketika saya cemburu. Suami tidak pernah mabuk-
mabukan,judi.main remi atau adu jago.

Saya tidak memiliki kartu tanda penduduk, kartu keluarga, bahkan anak saya
tidak memiliki akta kelahiran. Karena saya tidak memiliki identitas maka
saya tidak bisa ikut program jaminan kesehatan masyarakat dan PKH dari
Kementerian Sosial Republik Indonesia karena nama saya belum tercantum
dalam KK suami saya.”

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mengalami dua kekerasan yaitu
pertama, kekerasan fisik berupa pukulan di wajah dan punggungnya, berdampak
pada rasa sakit dibagian tersebut. Kedua, kekerasan psikis berupa umpatan dan
bentakan, berdampak pada gangguan psikis dan korban tidak bisa berdaya atas
perilaku pelaku. Pelaku tidak menaruh belas kasihan atas penderitaan korban.
Negara juga melakukan kekerasan terhadap korban, karena pemerintah setempat
tidak berusaha untuk bertindak secara aktif melakukan jemput bola terhadap
korban untuk membuatkan KTP maupun KK. Dampaknya adalah korban tidak
mendapatkan program JAMKESMAS dan PKH. Hal ini disebabkan oleh
pernikahan korban dan pelaku yang tidak dicatatkan pada pejabat Kantor Urusan
Agama (KUA).

Kasus 3 (BRN KMP dan MDN):

BRN KMP (penyandang disabilitas intelektual berat). Peneliti tidak bisa
melakukan wawancara dengan BRN KMP, karena BRN KMP sama sekali
tidak mampu diajak berkomunikasi. Peneliti memperoleh data dari hasil
wawancara dengan ibu dan tetangganya. MDN (ibu kandung BRN KMP)
pernah mengatakan: “mulai dari kecil hingga saat ini anak saya yang bernama
BRN KMP bertempat tinggal bersama saya di rumah yang sederhana ini.
BRN KMP ini sebenarnya dari kecil memang susah diarahkan dan diatur,
mungkin hal ini karena kondisinya. Kira-kira tahun 1990an, saya pernah
mengikat BRN KMP di tiang dalam rumah menggunakan rantai sepeda, tetapi
karena pergelangan kaki BRN KMP membiru maka saya ganti dengan tali

3 PRH, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 29 April 2019.
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rafia. Terkadang saya mengikatnya di teras rumah, agar tetangga saya juga
ikut mengawasi BRN KMP."

SNO (tetangga BRN KMP ) pernah mengatakan: saya memang pernah
melihat MDN mengikat tangan BRN KMP dengan tali rafia. MDN beralasan
agar BRN KMP tidak kabur dari rumah lagi, kalau sudah kabur bisa
merepotkan warga desa, saya tidak bisa berbuat apa-apa atas perbuatan MDN
ini. Mungkin MDN memiliki niat baik agar anaknya tidak kabur kemana-
mana.”

Kasus ini memberi gambaran bahwa korban mengalami kekerasan fisik
yaitu pembelengguan di kakinya, berdampak pada rasa takut atas perbuatan
pelaku. Korban tidak berdaya atas perbuatan pelaku. Pelaku memiliki niat baik
yakni agar korban tidak sering bepergian dari rumah dan akhirnya menghilang.
Pelaku memiliki rasa kasihan terhadap korban.

Kasus 4 (MSM, MSN GDT dan LM):

MSM (ibu kandung dari MSN GDT dan mertua dari LM), dia bekerja sebagai
buruh tani. Dia mengatakan: pada awal pernikahan anak dan menantu ikut di
rumah saya. Saya senang mereka akhirnya memiliki pasangan. Saya juga
yang membantu LM dan MSN GDT merawat anak mereka. Saya memahami
kondisi LM dan MSN GDT yang merupakan pasangan disabilitas intelektual
yang kurang mungkin paham dalam mengurus rumah tangga dan mengurus
anak. Akan tetapi, kira-kira 10 tahun (2009) yang lalu mereka sempat
berencana melakukan percobaan pembunuhan terhadap saya, dengan
memberikan racun di minuman saya. Kepala saya terasa sakit dan pusing,
perut mual-mual dan muntah-muntah setelah meminum segelas teh,
untungnya saya tidak pingsan pada waktu itu, kalau saya pingsan saya tidak
tahu bagaimana akhirnya ini. Setelah peristiwa itu terjadi, MSN GDT dan
LMN hanya terbengong-bengong saja dan tidak berusaha menyembuhkan
saya dari keracunan.”®

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan fisik yaitu

diracun, berdampak pada pusing, perut mual dan muntah-muntah. Korban merasa

4 MDM, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 25 Mei 2019.
5 SNO, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 25 Mei 2019.
6 MSM, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 8 Maret
2019.
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tidak berdaya atas perbuatan pelaku. Para pelaku menunjukkan perasaan tidak
kasihan terhadap korban atas peristiwa tersebut.
b. Kekerasan Psikis

Kekerasan psikis terdiri atas umpatan, gertakan, omelan, bentakan,
ancaman pembunuhan dan hardikan. Korban mengalami beberapa dampak dari
kekerasan psikis ini, pada umumnya korban merasa ketakutan, tertekan batinnya,
kecewa, malu, sakit hati, merasa tidak nyaman, bingung, pusing, terancam
jiwanya dan tentunya akan terganggu psikisnya. Peneliti memaparkan hasil
wawancara dengan beberapa korban KDRT sebagai berikut:

Kasus 5 (PRM dan PRN):

PRM (penyandang disabilitas intelektual ringan, dia merupakan istri dari
PRN) pernah mengatakan bahwa: Selama perkawinan, saya bertempat tinggal
di rumah saya. kira-kira pada tahun yang 2017, saya pernah diamuk dan
menerima bentakan suami gara-gara masalah sepele seperti saat suami
menyuruh saya untuk memasak makanan tetapi saya tidak mendengar suara
suami. Seketika itu suami lalu membentak-bentak dan kadang pernah
mengumpat. Saya merasa sakit hati atas perkataan suami, saya juga terkadang
malu dengan tetangga jika suami saya membentak-bentak dengan suara
lantang. Tetapi saya beruntung suami saya tidak pernah menempeleng wajah
dan memukul saya.

Saya tidak memiliki kartu tanda penduduk, kartu keluarga. Karena saya tidak
memiliki identitas maka saya tidak bisa ikut program jaminan kesehatan
masyarakat dan PKH dari Kementerian Sosial Republik Indonesia karena
nama saya belum tercantum dalam KK suami saya.’’

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan psikis berupa
bentakan dan umpatan, berdampak pada perasaan malu, sakit hati dan gangguan
psikis. Korban merasa tidak berdaya atas perilaku pelaku. Pelaku tidak

menghargai perasaan korban. Negara juga melakukan kekerasan terhadap korban,

" PRM, wawancara, Desa Karangpatinan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 3 Februari
2019.
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karena pemerintah setempat tidak berusaha untuk bertindak secara aktif
melakukan jemput bola terhadap korban untuk membuatkan KTP maupun KK.
Dampaknya adalah korban tidak mendapatkan program JAMKESMAS dan PKH,
Hal ini disebabkan oleh pernikahan korban dan pelaku yang tidak dicatatkan pada
pejabat Kantor Urusan Agama (KUA).

Kasus 6 (SB dan JMR):

SB (penyandang disabilitas intelektual sedang, dia merupakan ibu kandung
dari JIMR), bekerja sebagai buruh tani, tidak pernah sekolah. SB mengatakan:
Saya tinggal bersama anak saya JMR. Setelah JMR pisah rumah dengan WG
(istrinya) yang sama-sama pekok (penyandang disabilitas intelektual), maka
JMR adalah orang yang merawat saya. Saya ini sudah berusia cukup tua.
Saya tidak menjalankan sholat, tidak bisa membaca al-Qur’an, tidak ikut
yasinan dan juga tidak ikut pengajian. Karena kondisi saya yang sudah renta
tidak bisa kuat berjalan terlalu jauh.

Saya mulai mendapat perlakuan tidak sewajarnya oleh anak saya sekitar satu
tahun yang lalu. JMR tidak pernah memukul tetapi selalu membentak dan
berkata kotor terhadap saya. saya selalu bertengkar dengan JMR. Salah
satunya masalah pemberian sumbangan berupa sembako yang dijual oleh
JMR dan uangnya tidak diberikan kepada saya melainkan di bawa JMR
sendiri. Saya tidak mengetahui uang itu digunakan untuk apa. Jika saya
ketahuan menyembunyikan sembako saya akan diamuk oleh JMR dan
diancam di bunuh.®

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan psikis berupa
bentakan, perkataan kotor dan ancaman pembunuhan. Korban merasa tidak
nyaman, bingung, gangguan psikis dan terancam jiwanya. Namun korban tidak
berdaya atas perilaku pelaku. Pelaku tidak memberikan belas kasih kepada
korban.

Kasus 7 (BYT, SM dan LJ):

BYT pernah mengatakan: setelah akad nikah selesai dilangsungkan, saya
tinggal di rumah mertua. Dari awal pernikahan, saya selalu merasa tertekan
dengan mertua saya. Masak, pintu kamar kami yang terbuat dari kain selalu

8 SB, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 27 April 2019.
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dibuka oleh ibu mertua (SM), saya merasa malu dan tertekan atas perlakuan
ini, ibu mertua selalu berusaha ikut campur tangan. Satu tahunan setelah
menikah saya dan ibu mertua sering bertengkar, saya orangnya cerewet dan
sering mengomel kalau tidak diberi uang yang cukup dari suami saya. Saya
ingin selalu bermesraan dengan suami, tetapi suami impoten “manuke gak iso
ngadek”. Mertua saya tidak pernah memberi tahu kalau LJ ini impoten.
Padahal saya membutuhkan hubungan seksual. LJ tidak paham posisi dia
sebagai suami. Saat malam pertama LJ tidak melakukan hubungan seksual
kepada saya. LJ malah tidur dan perasaan saya sangat kecewa. LJ tidak
pernah memberi saya nafkah.

Saya tidak mempermasalahkan makanan karena itu yang memikirkan ibu
(SM) jadi saya juga sering berantem sama SM karena sembako dari
sumbangan saya jual untuk membeli bedak dan gincu. Saya ingin melihat diri
saya cantik selalu. LJ tidak bisa disebut suami karena tidak bisa menjaga dan
memberi nafkah.

Ibu mertua malah ngomel, marah-marah, saya disalahkan lalu saya disuruh
pulang dan saya pergi dari rumah LJ menuju rumah orangtua saya, karena
saya juga tidak betah dengan ibu mertua yang selalu berdebat dan berantem
dengan saya. Pada suatu saat, anak saya yang masih bayi menangis, lalu saya
berusaha menggendongnya, ibu SM malah mencekik saya. Leher saya
kesakitan, tapi saya hanya pasrah saja atas perlakuannya.

LJ suami saya membiarkan saya bertengkar dengan ibunya, LJ tidak membela
siapa-siapa karena itu hal yang lumrah menurut LJ. LJ mengetahui kalau saya
telah mengandung anak dari orang lain. Saya dan LJ sudah lama pisah rumah.
LJ menginginkan saya kembali ke rumah mertua, tetapi LJ tidak mampu
memberi saya nafkah yang cukup untuk kebutuhan hidup saya.”

Kasus ini memberikan gambaran bahwa korban mengalami tiga kekerasan
yaitu pertama, kekerasan fisik berupa cekikan yang dilakukan oleh mertuanya,
berdampak pada rasa sakit dibagian leher. Kedua, kekerasan psikis berupa
intimidasi dan omelan dari mertuanya, berdampak pada tekanan batin,
ketidaknyamanan dan kekecewaan. Ketiga, penelantaran rumah tangga yang
dilakukan oleh suami berupa tidak terpenuhinya nafkah lahir batin, berdampak
pada ketidak mampuan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Korban merasa
tidak berdaya atas perilaku pelaku, sedangkan pelaku tidak menaruh belas kasihan

atas perasaan korban.

9 BYT, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.



140

Kasus 8 (BNI dan MNO):

BNI pernah menikah dengan MNO (laki-laki yang menyandang disabilitas
daksa dan tidak menyandang disabilitas intelektual). Pasangan ini menikah
melalui mak comblang bernama Damas, BNI mengatakan: pada dasarnya
saya mencintainya saat saya dikenalkan dengan MNO. Tetapi yang aneh,
sehari setelah akad nikah MNO pergi ke Jakarta, dia beralasan banyak
pekerjaan yang belum selesai. Saya sakit hati melihat kondisi pernikahan ini.
Masak pengantin baru kok langsung pergi setelah akad nikah. Saya pernah
diomeli MNO, “mbok ya” saya ini di “uwong ne”. Saya sebenarnya masih
mencintainya, tetapi ketika MNO menceraikan saya, saya merasa tidak di
“uwong ne”, saat petugas Pengadilan Agama mengantar akta cerai, dua hari
kemudian ibu saya meninggal dunia, saya bingung dan pusing atas kejadian
ini lalu saya langsung memutuskan untuk membakar akte cerai dari
Pengadilan Agama Ponorogo. Saya tidak mengetahui akte cerai ini penting
atau tidak. Hati saya langsung “murup” (sakit hati) teramat sangat. Mohon
maaf, saat ini saya sudah malas membahas tentang MNO lagi.®

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mengalami dua kekerasan psikis
yakni pertama, pelaku yang telah meninggalkan korban setelah akad nikah,
berdampak pada kebingungan dan ketidaknyamanan, korban menganggap jika
pasangan suami istri itu biasanya mau hidup bersama setelah akad nikah. Korban
hanya pasrah atas tindakan pelaku. Kedua, pelaku menceraikan korban tanpa
penjelasan. Korban yang mendapatkan putusan cerai dari Pengadilan Agama
Ponorogo. Korban merasa bingung, pusing dan sakit hati karena merasa tidak
diperlakukan dengan baik setelah akad nikah. Pelaku menganggap hal ini sebagai
sebuah kewajaran.

Kasus 9 (BWN dan YLH):
BWN (laki-laki) merupakan korban KDRT, dia merupakan suami dari YLH
(tidak menyandang disabilitas). BWN mengatakan: sebenarnya saya masih
mencintai YLH sampai saat ini. Saya menikahinya melalui perjodohan, YLH
ini adalah anak perempuan dari pembantu rumah tangga orang tua saya. Pada

awalnya pernikahan kami baik-baik saja dan jarang sekali bertengkar. Saya
tidak memiliki penghasilan tetap, uang hasil panen biasanya dikelola oleh

8 BNI, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 13 Mei 2019.
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kakak ipar saya, saya dianggap tidak mampu mengelola uang. Hal ini
berakibat pada YLH, YLH menganggap saya tidak mampu menafkahi rumah
tangga saya. Saya juga dianggap oleh YLH sebagai orang yang tidak mampu
untuk memutuskan sebuah persoalan yang terjadi pada rumah tangga saya.
Saya merasa YLH telah meremehkan saya sebagai kepala rumah tangga dan
suaminya. Pada tahun 2000an, teman saya yang bernama STR memberi tahu
saya jika YLH dan YK pernah “glubak glubuk” di kamar yang berada di
rumah orang tua saya. Pada saat saya bertanya kepada STR: “apakah kejadian
“glubak glubuk” di kamar itu melakukan hubungan seksual?” STR
menjawab: “saya tidak mengetahuinya karena saya tidak melihatnya”. Gara-
gara informasi itu saya lalu merasakan kecemburuan luar biasa pada YK.
Padahal YK ini merupakan sopir truk yang bekerja pada kakak ipar saya. YK
dan saya seringkali bertegur sapa seperti biasa, ngopi bareng maupun ngobrol
sebagaimana orang yang sudah dikenal. Sebenarnya saya tidak mempercayai
omongan STR. Beberapa tetangga juga memberi informasi kepada saya kalau
YLH sering terlihat menaiki sepeda motor berboncengan dengan YK, dan
YLH memeluk YK. Saya juga mendengar rumor kalau istri saya selingkuh
dengan YK. Saya merasa sakit hati dan kecewa yang luar biasa atas perilaku
istri saya, istri saya dengan tega meninggalkan saya begitu saja. Saya merasa
malu, tidak memiliki semangat hidup, dan tidak doyan makan.8:

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan psikis yaitu
perbuatan pelaku yang menjalin hubungan dengan laki-lain, berdampak pada
keretakan hubungan dalam rumah tangga, perasaan cintanya telah dilecehkan,
tidak bahagia, kekecewaan dan siksaan batin. Korban mendapatkan rumah
tangganya terasa berantakan dan panas, sedangkan pelaku tidak menaruh belas
kasihan atas perasaan korban.

Kasus 10 (BKR dan LSM):

BKR (penyandang disabilitas intelektual sedang, dia merupakan suami dari
LSM yang juga menyandang disabilitas intelektual ringan), dia bekerja
sebagai serabutan, dia tidak pernah sekolah. BKR pernah mengatakan:
semenjak saya menikah, saya tinggal bersama istri saya LSM di rumah orang
tua LSM. Saya tidak pernah menjalankan sholat, saya tidak bisa membaca al-
Qur’an, saya tidak pernah ikut yasinan dan juga tidak ikut pengajian. Pada
suatu hari saya diamuk dan dibentak-bentak oleh istri gara-gara masalah
sepele seperti gara-gara saat saya kelaparan sehabis pulang dari sawah lalu di
rumah tidak ada makanan, ketika saya bertanya kepada istri, dia malah

81 BWN, wawancara, Desa Wilangan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, 2 Juni 2019.



142

marah-marah, alasan uang belanja kurang, harga barang naik padahal saya
tidak pelit kepadanya. Istri saya ini cenderung cerewet dan banyak
kemauannya. Saya memang tidak bisa memenuhi sebagian kemauannya,
karena pendapatan saya memang sedikit. Kalau istri saya lagi mengomel
maka langsung saya tinggal pergi, saya merasa pusing dan tidak tahan dengan
omelan istri. 8

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan psikis berupa
amukan dan bentakan, berdampak pada perasaan bingung dan pusing. Hal ini
disebabkan oleh keberadaan korban yang bertempat tinggal di rumah pelaku.
Korban merasa tidak berdaya atas perilaku pelaku, sedangkan pelaku tidak
menaruh belas kasihan atas perasaan korban.

Kasus 11 (TKY dan AHD GMN):

TKY (penyandang disabilitas intelektual ringan) ini merupakan korban
KDRT, pelakunya adalah AHD GMN (laki-laki penyandang disabilitas
intelektual ringan dan disabilitas mental). Peneliti berusaha mewawancarai
TKY, namun karena TKY ini “bindheng” (sulit untuk berbicara), maka
peneliti mendapatkan informasi dari URS paman dari TKY. URS pernah
mengatakan: pada saat pernikahan TKY menyadari kalau dirinya ini
merupakan penyandang disabilitas intelektual, dia merasa biasa saja
menerima keadaan ini. Pada waktu TKY kecil sering merasa kurang nyaman
dan terkadang sakit hati pada saat ada orang yang mengejeknya. Sebenarnya
dia memiliki keinginan untuk menjadi orang yang tidak menyandang
disabilitas intelektual sebagaimana orang-orang lainnya. Orang tuanya tidak
pernah melarangnya untuk keluar rumah, orang tuanya juga menganggap
keadaan ini sebagai keadaan biasa, meskipun pada awalnya orang tuanya
merasa malu atas kondisinya. Saya tidak pernah melihatnya mengerjakan
shalat, membaca al-Qur’an, ikut yasinan maupun pengajian. Pada saat dia
diperkenalkan dengan AHD GMN, dia menyatakan perasaan sukanya. Pada
saat menikah kedua orang tua AHD GMN dan TKY sama-sama tidak punya
harta banyak.

Seminggu setelah pernikahan, saya merasa ada yang ganjil pada AHD GMN,
tiba-tiba AHD GMN terlihat marah-marah dan mengamuk kepada istrinya
tanpa ada alasan yang jelas. Karena khawatir terhadap keselamatan jiwa
keponakan saya, saya memberi saran kepada keluarganya agar AHD GMN
dipulangkan ke rumah orang tuanya. TKY pernah mengatakan kalau dia tidak
mendapatkan nafkah lahir dari AHD GMN. %

8 BKR, wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 24 Februari 2019.
8 URS, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 6 Juli 2019.
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Kasus ini memberikan gambaran bahwa korban mengalami dua kekerasan
yaitu pertama, kekerasan psikis berupa amukan, berdampak pada ketakutan dan
kebingungan. Kedua, penelantaran rumah tangga berupa tidak terpenuhinya
nafkah lahir, berdampak pada berdampak pada ketidak mampuan untuk
mencukupi kebutuhan hidupnya. Korban merasa tidak berdaya atas perilaku
pelaku, sedangkan pelaku tidak menaruh belas kasihan atas perasaan korban.

Kasus 12 (BYT dan AHD GMN Adik kandung):

BYT mengatakan: Saat ini, saya tinggal di gubuk bertembok bambu
bercampur dengan kandang ayam, kamar saya kecil tembus dengan kamar
mandi dan “jumbleng” (Water Closed yang tidak menggunakan septitank) ini
bersama adik saya AHD GMN, saya diberikan warisan berupa tanah dari
orang tua saya. Tetapi, warisan itu diambil oleh KDM (kakak kandung) dan
saya tidak diberikan apa-apa. Tanah tersebut telah dikuasai kakak saya. Saya
sekarang tinggal di gubuk reyot bersama adik saya yang bernama AHD
GMN, saya tinggal di gubuk ini di atas tanah orang tua saya, tetapi saya tidak
memiliki surat atas tanah saya ini. AHD GMN orangnya kreatif akan tetapi
dia memiliki disabilitas ganda yakni pekok dan edan (disabilitas intelektual
dan mental). Jika sedang kambuh atau kumat kejiwaannya maka biasanya dia
mengamuk dan saya jadi sasarannya. Dia juga pernah telanjang saat dia
mengamuk sambil membawa parang. Saya merasa bingung dengan keadaan
ini. Tetapi mau bagaimana lagi, adik saya memang seperti itu keadaannya,
saya hafal bagaimana kejiwaan adik saya yang dari semenjak dia kecil selalu
begitu, gampang ngamukan, suka teriak-teriak tidak karu-karuan, saya
diamkan saja nanti dia sembuh-sembuh sendiri.®*

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan psikis berupa
amukan dan ancaman, berdampak pada perasaan bingung. Korban mendiamkan,
memaklumi sekaligus tidak berdaya atas perilaku pelaku, hal ini dikarenakan
pengalaman korban yang semenjak kecil hidup bersama pelaku sebagai saudara

kandung.

8 BYT, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.
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c. Kekerasan ekonomi dan Penelataran rumah tangga

Kekerasan ekonomi dan penelataran rumah tangga terdiri atas pencurian,
tidak diperhatikan kehidupannya, perebutan harta warisan, eksploitasi. Korban
mengalami beberapa dampak dari kekerasan ini, korban terusir, dan kehilangan
penghasilan. Peneliti memaparkan hasil wawancara dengan beberapa korban
KDRT sebagai berikut:

kasus 13 (BYT dan KDM Kakak kandung):

BYT mengatakan: Ketika saya berpisah dengan LJ, saya berada satu rumah
dengan KDM (kakak kandung). Saat itu saya pernah bekerja di tempatnya bu
bidan Aning. Namun, saat saya mau mengambil gaji, KDM sudah mengambil
terlebih dahulu gaji saya dan KDM tidak memberikan sedikitpun dari gaji
saya. Terlebih, jika ada sumbangan dari tamu-tamu yang datang melalui
KDM, maka saya tidak pernah diberi dan terkadang sembako yang memang
menjadi hak saya juga diambil oleh KDM, KDM terlihat biasa-biasa saja dan
kayaknya malah menikmati semuanya itu. Keseharian saya mencari daun
sebagai pekerjaan saya. Daun-daun yang sudah terkumpul itu lalu saya jual ke
warga sebagaimakan ternak. Seperti halnya bunda kati yang selalu membeli
daun-daun (rambanan) yang saya bawa. Saya juga bekerja di tempat bunda
Kati sebagai tukang cuci. Tak jarang saya menggoda suami bunda Kati.
Tetapi suami bunda Kati biasa saja.

Terkadang saya mencari daun sembu’an yang biasanya dibuat bothok. Saya
mendapatkan upah yang lumayan. Saya diberikan harta warisan berupa tanah
dari orang tua saya. Tetapi, warisan itu diambil oleh kakak saya dan saya
tidak diberikan apa-apa. Tanah tersebut telah dikuasai kakak saya. Saya tidak
bisa berbuat apa-apa. Saya mau mengadu ke mana saya tidak tahu.%

Kasus ini menggambarkan bahwa kekerasan ekonomi berupa perampasan
terhadap gaji korban, perampasan sumbangan dari donatur, dan perampasan harta
warisan, semuanya ini berdampak pada ketidakmampuan secara ekonomi,
penelantaran dan ketidak berdayaan. Pelaku tidak menaruh belas kasihan atas

perbuatan yang telah dilakukannya.

8 BYT, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.
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Kasus 14 (SRP dan kedua orangtuanya yang bernama TRN dan TNM):

Peneliti tidak bisa mendapatkan informasi dari SRP, karena SRP tidak bisa
berkomunikasi dengan baik, SRP tidak bisa melafalkan huruf dengan baik.
Peneliti mendapatkan informasi dari Wugu (paman sekaligus tetangga
sebelah rumah dari SRP). Wugu mengatakan: SRP merupakan istri dari LMR,
orang tua dari SRP menikahkan anaknya karena ada maksud dari orangtua
SRP untuk mendapat “becekan”. SRP dan LMR tidak mengetahui tujuan dari
pernikahannya. Orangtua SRP yang terbiasa “mbecek” ketika ada undangan
untuk menghadiri resepsi pernikahan menganggap bahwa mereka akan rugi
jika “mbecek” terus menerus tanpa menerima “becekan”. Ketika mereka
menikah, tidak pernah bertengkar. LMR tidak betah hidup di rumah orangtua
SRP, hal ini disebabkan oleh campur tangan yang berlebihan dari orangtua
SRP. LMR lalu meninggalkan rumah begitu saja tanpa ada alasan yang jelas.
SRP dan LMR berpisah rumah saja tanpa ada perceraian. SRP berkeinginan
untuk tinggal serumah dengan LMR, namun ternyata LMR telah menikah lagi
dengan perempuan lain. SRP tidak mengetahui kalau LMR menikah lagi.%®

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mengalami kekerasan ekonomi
berupa eksploitasi yang dilakukan oleh orang tua terhadap korban, melalui
pemaksaan pernikahan korban, berdampak pada ketidakberdayaan korban atas
perbuatan pelaku. Pelaku tidak merasa telah menyakiti korban.

Kasus 15 (PNR BDG dan MST Adik kandung):

Peneliti tidak bisa mendapatkan informasi dari PNR BDG, karena PNR BDG
tidak bisa diajak untuk berkomunikasi dengan baik, PNR BDG tidak bisa
melafalkan huruf dengan baik. Peneliti mendapatkan informasi dari Suliyono
(sepupu sekaligus tetangganya). Suliyono mengatakan: PNR BDG
(penyandang disabilitas intelektual ringan, dia merupakan adik dari MST.
PNR BDG ini anak dari ST dan GM, dia merupakan anak ke 5 dari 7
saudara). Dulu PNR BDG bertempat tinggal bersama MST adik kandungnya
(tidak menyandang disabilitas). Ketika orangtuanya meninggal dunia,
sebenarnya PNR BDG mendapatkan bagian warisan. Harta warisan ini
kemudian dikelola oleh MST, hasil dari pengelolaan harta ini kemudian
digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup PNR BDG. Ketika MST
merasa capek mengurusi kehidupannya, MST lalu membiarkan PNR BDG
hidup “luntang luntung gak karuan”. PNR BDG pernah memberitahu saya
kalau dia “diemohi” adiknya sendiri.

8 Wugu (paman SRP, relawan Forum Sidowayah Bangkit dan tetangga sebelah rumah),
wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 4 Mei 2019.
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PNR BDG memiliki perasaan suka kepada lawan jenisnya, dia juga pernah
mencurahkan isi hatinya untuk menikah. Hal ini ditunjukkan oleh PNR BDG,
ketika dia bertemu dengan perempuan yang dianggap cantik, maka dia
langsung berusaha mendekati perempuan tersebut. Dia lalu memandang dan
menatap wajah perempuan tersebut dengan seksama. Dia hanya diam dan
tidak mau mengajak ngobrol langsung dengan perempuan tersebut. Saat
mendekati perempuan ini, ia berusaha tampil dengan berdandan rapi, dan
berusaha mengajak salaman. Dia tidak mau menikah dengan cara di
jodohkan, dia memiliki pilihan sendiri. Saat ini, PNR BDG mengidolakan
sinden yang kerap dia lihat dalam pertunjukan wayang. PNR BDG suka
sekali duduk di kursi terdepan saat menonton pertunjukan wayang di
lingkungan tempat tinggalnya.®’

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mengalami penelantaran rumah

tangga berupa tidak terpenuhinya kebutuhan hidup, berdampak pada ketidak
mampuan untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Korban tidak berdaya atas
perilaku pelaku. Pelaku tidak merasa telah menelantarkan korban.

Kasus 16 (PRY dan KRT):

PRY mengatakan: pada awal pernikahan, saya dan suami (KRT) tinggal di
rumah orang tua saya. Awalnya rumah tangga kami berjalan dengan baik dan
kami merasa bahagia. Saya merasa nyaman meskipun KRT tidak mau
memberikan nafkah. Saya harus bisa mengurus rumah, mulai dari mencuci
pakaian, memasak, menyiapkan makanan dan beres-beres rumah. Selama ini
orang tua saya yang memberi uang belanja. Saya merasa sedih setelah 3 bulan
dari akad nikah, tiba-tiba KRT meninggalkan saya begitu saja. Dia terlihat
begitu marah saat meninggalkan rumah, saya mendengar dari ibu saya kalau
KRT meninggalkan saya karena dia sudah tidak mau lagi hidup berumah
tangga dengan saya lagi. Saya merasa bingung dengan peristiwa ini. Saya
tidak mendapatkan kabar mengenai KRT selama 7 tahun lebih, tiba-tiba pada
tahun 2006, saya mendapatkan berita dari orangtua jika KRT sudah menikah
lagi di Provinsi Lampung. Padahal saya belum resmi bercerai di Pengadilan
Agama Ponorogo.®

Kasus ini menggambarkan bahwa korban mengalami penelantaran rumah
tangga vyaitu pelaku tidak memberikan nafkah lahir dan meninggalkan korban

tanpa kabar selama lebih dari 7 tahun, berdampak pada untuk ketidakmampuan

87 Suliyono, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 4 Juni
2019.
8 PRY, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 2 Juni 2019.
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untuk memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya dan gangguan psikis. Pelaku
tidak peduli dengan kebutuhan rumah tangganya. Korban tidak berdaya atas
perilaku suaminya.

Kasus 17 (WG dan JMR):

Peneliti kesulitan untuk mendapatkan informasi dari WG, karena WG
kesulitan untuk berbicara dan kurang bisa mengingat kejadian pada masa
lalunya. Peneliti mendapatkan informasi dari JKM (ibu kandung WG), dia
mengatakan: pada awal pernikahan, pasangan JMR dan WG tinggal di rumah
saya. JMR selalu memberi nafkah kepada WG, mereka terlihat bahagia
dengan pernikahan ini. Rumah tangga pasangan ini berjalan dengan baik.
Karena mereka tinggal di rumah saya, saya mengetahui kalau terkadang JMR
suka membentak-bentak WG. WG pernah ngomong ke saya, kalau WG
merasa tidak nyaman atas perlakuan JMR. WG juga mersa bingung, kenapa
JMR selalu bentak-bentak saja kerjaannya. Namun, saat JMR menderita
kelumpuhan pada kakinya, JMR tidak lagi mampu untuk memberi nafkah
kepada istrinya. Terlebih saat JMR menderita kelumpuhan, dia suka sekali
membentak-bentak istrinya, menyuruh istrinya untuk ambil ini ambil itu,
mungkin karena JMR sudah tidak bisa berjalan lagi hingga akhirnya meminta
tolong kepada istrinya. WG merasa capek dengan keadaan ini, lalu WG
bertengkar dengan JMR. Tidak lama kemudian, JMR meminta izin kepada
saya untuk pulang ke rumah orang tuanya.®

Namun akhirnya peneliti mampu mendapatkan informasi dari WG yang
mengatakan: saya sebenarnya masih mencintai dia, namun karena dia
memilih pulang ke rumah orang tuanya, saya juga tidak bisa memaksanya
untuk tetap tinggal di rumah orang tua saya.*

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mengalami dua kekerasan.
Pertama, kekerasan psikis berupa bentakan, berdampak pada perasaan tidak
nyaman, bingung dan capek menghadapi pelaku. Kedua, penelantaran rumah
tangga yaitu pelaku tidak mampu memberikan nafkah lahir, berdampak pada tidak
terpenuhinya kebutuhan hidup rumah tangga. Pelaku sebenarnya masih peduli
dengan kebutuhan rumah tangganya namun tidak berdaya atas kelumpuhan yang

dideritanya.

89 JKM, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 27 April 2019.
% WG, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 27 April 2019.
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Kasus 18 (SRP dan LMR):

TNM mengatakan: saya mengetahui pasangan ini karena mereka tinggal di
rumah saya selama berumah tangga. Pada awal pernikahan, LMR selalu
memberi nafkah kepada kadir, saya melihat SRP merasa bahagia dengan
pernikahan ini. Dia merasa bisa menikah seperti orang-orang lainnya, karena
SRP seringkali ikut saya untuk menghadiri undangan resepsi pernikahan.
Rumah tangga pasangan ini sepertinya berjalan dengan baik tanpa ada
pertengkaran. Meskipun saat LMR meminta tolong untuk mengambilkan
sesuatu atau meminta sesuatu terkadang SRP tidak nyambung dan
terkadang membutuhkan waktu lebih lama untuk dapat memahami
permintaan suaminya. LMR terlihat tidak marah dengan ketidak pahamnya
SRP. Setengah tahun setelah akad nikah, tiba-tiba LMR pergi dari rumah dan
tidak kembali lagi. Saya tidak mengetahui apa alasannya. Ketika LMR
meninggalkan SRP, SRP tidak terlihat sedih maupun kecewa, saya lihat dia
biasa saja seperti biasanya, namun dia tidak berdaya menghadapi perlakuan
suaminya. Tetapi dia pernah bertanya kepada saya, kemana LMR kok tidak
pernah kelihatan di rumah?.%!

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mengalami penelantaran rumah
tangga yaitu pelaku telah meninggalkan korban tanpa ada alasan yang jelas, tidak
berdampak karena korban tidak terlihat sedih dan kecewa.

3. Penyebab KDRT Terhadap Penyandang Disabilitas Intelektual di
Kabupaten Ponorogo

Peneliti  akan memaparkan akar-akar penyebab KDRT setelah
memaparkan bentuk-bentuk KDRT dengan korban penyandang disabilitas
intelektual di Kabupaten Ponorogo. Peneliti memaparkan hasil wawancara dengan
beberapa pelaku KDRT, peneliti mengurutkan kasus-kasus yang telah diberi
nomor sebagaimana di atas:

Kasus 1:

MSD yang merupakan pelaku KDRT mengatakan: saat saya menikahi BNI,
saya merasa memiliki cinta. Saya mampu menjalin rumah tangga dengannya.

%1 TNM (ibu Kandung dari SRP), wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo, 4 Mei 2019.
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Pada dasarnya, saya ini orangnya pemarah, suatu hari saya pernah bertengkar
dengan istri, hal ini mungkin karena seringkali saya salah paham. Saya
mengetahui kalau istri saya ini tidak cerewet dan cenderung pendiam.

Saat saya salah paham dengan istri, biasanya saya langsung mengamuk,
menggertak, atau bahkan pernah menempelengnya. Saya merasa lebih kuat
dari istri. Saya hanya mencoba mengingatkan istri ketika melakukan
kekerasan tersebut. Saya sebenarnya takut dosa ketika menempeleng orang
apalagi istri. Saya marah-marah itu ada penyebabnya, istri disuruh untuk
mengerjakan sesuatu tetapi tidak segera mengerjakannya “bojo kadang ra
ndang budhal pas dikongkon”. Tetapi saya tidak pernah memukuli istri
sampai dia terluka. Saya melakukan perbuatan tersebut, menurut saya hal ini
wajar-wajar saja untuk mendidik dan mengingatkan istri agar taat terhadap
suami. Saya ini yang memberi nafkah kepada istri dan anak saya, seharusnya
mereka taat kepada saya. Tetangga saya pernah memberitahu agar saya tidak
lagi memukuli dan menyakiti istri, tetangga menyebutkan bahwa ada
hukuman penjara bagi orang yang suka memukuli istri, nasihat tetangga ini
membuat saya menjadi takut. Apalagi saya juga takut ditinggal istri dan anak.
Terakhir saya memukul istri saya 5 bulan yang lalu. Padahal istri saya itu
orangnya taat dan manut. Saya itu cemburuan, istri saya itu cantik.

Saya pernah ngamuk di hadapan anak saya, saya sebenarnya malu dengan
tetangga, saya masih menyayangi istri. Tetangga dan pak dhe dan budhe
pernah menengahi pertengkaran. Saya bertengkar dengan istri karena istri
merasa kurang atas uang belanja diberikannya, atau saat istri tidak segera
beres-beres rumah, menyapu, mengepel, masak, pura-pura gak mendengar
perintah saya atau ketika istri teriak-teriak agar saya segera bekerja ke Balai
Latihan Kerja —rumah harapan-.%

Pelaku sebagai kepala rumah tangga mengakui bahwa dia telah melakukan
kekerasan terhadap korban. Pelaku menilai posisinya sebagai pemimpin memiliki
hak mengatur segala urusan rumah tangganya. Pelaku merasa lebih kuat secara
fisik daripada korban, dia melakukan kekerasan untuk mengendalikan korban,
sehingga korban mau menuruti keinginan pelaku. Pelaku merasa telah
menunaikan kewajibannya sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya.
Pelaku merasa bahwa korban juga telah melaksanakan kewajiban sebagai istri.

Pelaku menilai korban telah melambat-lambatkan sesuatu tugas. Terkadang

92 MSD, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 15 Agpril
2019.



150

pelaku menyesali perbuatannya, dan dia merasa malu dengan tetangga saat
bertengkar dengan istrinya. Anak pelaku pernah menyaksikan kekerasan yang
dialami oleh korban

Kasus 2:

TRAN merupakan pelaku KDRT, dia mengatakan: saat saya menikah dengan
PRH ini melalui perjodohan. Saya merasa bisa menjalin rumah tangga dengan
PRH. PRH tidak pernah marah jika uang belanjanya kurang. Saya pernah
berantem terhadap suami gara-gara masalah sepele. Istri saya pendiam.
Sebelum saya ngamuk saya menasihatinya dulu.

Saya marah gara-gara istri saya tidak segera menuruti perintahnya, padahal
saya ini kepala rumah tangga sekaligus yang memberi uang kepada istri dan
anak saya, sehingga saya harus dihormati di rumah. Saat bertengkar saya
biasanya berkata kotor dan memukul istri. Saya tidak pernah menggunakan
alat saat memukul istri. Saya melakukan seperti itu karena jengkel istri tidak
bisa di nasihati. Saya tidak pernah mengusir istri. Saya melakukan kekerasan
terhadap istri bertujuan untuk mendidik istri. Saya tidak pernah mendapatkan
pelajaran bagaimana memperlakukan istri yang pembangkang. Menurut saya
kekerasan itu suatu bentuk cara untuk meluapkan emosi. Menurut saya itu hal
wajar untuk mendidik istri biar istri tidak lagi mengulangi kesalahannya. Saya
pernah mendengarkan tentang adanya aturan yang tidak boleh menganiaya
istri. Saya takut dosa. Saya takut masuk penjara. Saya tidak pernah diancam
istri untuk minta cerai. Saya malu jika istri melapor ke orang lain. Saya
menganiaya istri mulai 6 bulan lalu. Istri selalu memuaskan ketika melayani
saya. Istri selalu taat kepada saya, ia juga tidak pernah selingkuh. Saya pernah
cemburu. Saya tidak pernah mabuk-mabukan. Saya pernah ngamuk saat ada
anak. Saya takut menjadi duda. Saya takut istri meninggalkan saya. Saya
masih mencintai istri saya.%

Pelaku sebagai kepala rumah tangga mengakui bahwa dia telah melakukan
kekerasan terhadap korban yang berawal dari masalah-masalah sepele. Pelaku
beralasan bahwa korban tidak segera menuruti perintahnya. Pelaku berupaya
untuk mendidik, mengatur dan mengendalikan korban. Pelaku telah menunaikan
kewajibannya sebagai pencari nafkah utama bagi keluarganya. Pelaku merasa

bahwa korban juga telah melaksanakan kewajiban sebagai istri. Pelaku menilai

% TRAN, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 30 April
2019.
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posisinya sebagai pemimpin dan berhak mengatur segala urusan rumah
tangganya. Namun pelaku sebenarnya khawatir jika korban akan meninggalkan
pelaku. Anak pelaku pernah menyaksikan kekerasan yang dialami oleh korban.

Kasus 3:

MDN (ibu kandung BRN KMP ) pernah mengatakan: Saya mengikat BRN
KMP dengan seutas tali agar dia tidak lagi kabur keluar rumah. Kalau dia
kabur, saya akan kesulitan untuk mencarinya. Terlebih saat suami saya sudah
meninggal dunia. Saya akan merasa pusing jika dia kabur ke mana-mana. Dia
pernah kabur dari rumah dan tidak bisa kembali pulang, akhirnya saya dan
tetangga menemukannya di desa Jonggol (berbatasan dengan desa
Karangpatihan), saat itu dia berada di punden atau tempat tinggal“danyang”
yang katanya roh halus yang dipercayai warga desa. Saya merasa bahwa
pengalaman anaknya yang kabur sampai berada di punden ini membuat saya
khawatir nanti dia akan mengalami sesuatu yang tidak diinginkan seperti
kesurupan. Oleh karenanya sebagai langkah antisipasi, maka saya
mengikatnya di rumah. Saya pernah mengikatnya dengan menggunakan
rantai, tetapi hal ini tidak berlangsung lama, saya kasihan terhadapnya.
Sebenarnya, saya melakukan semua itu terhadapnya untuk kebaikan BRN
KMP semata.®*

Pada saat ini, sepengetahuan saya di desa ini ada beberapa “danyangan”,
namun sebagian masyarakat ada yang masih pergi ke “danyangan” ketika
menghadapi suatu peristiwa dan ada sebagian yang sudah tidak lagi pergi
ke“danyangan”. Kemungkinannya adalah mereka sudah mulai berpikir secara
rasionalitas atau mungkin karena ada ceramah agama yang melarang atau
mungkin tidak “diuri-uri” atau diajari lagi oleh sesepuhnya.

Pelaku sebagai ibu kandung mengakui bahwa dia telah melakukan
kekerasan terhadap korban. Pelaku berupaya untuk menyelamatkan dan
mengendalikan korban. Pelaku telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang
ibu dan mencari nafkah untuk keluarganya. Pelaku menilai posisinya sebagai

pemimpin dan berhak mengatur segala urusan keluarganya.

% MDM, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 25 Mei 2019.
% Samuji, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 14 April
2019.
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Kasus 4:

MSN GDT mengatakan: saya dan LM istri saya itu membutuhkan uang,
kebetulan LM orangnya suka berhutang sana sini dan saya biasanya yang
membayari hutang-hutang LM. LM hidupnya ingin tampil menarik. Ketika
ada orang menagih hutang, saya memikirkannya sampai pusing sekali pada
waktu itu. Saya tidak memiliki uang kok ndilalah ada orang menagih. Karena
pusing saya mau menggadaikan tanah ibu kandung saya, agar saya bisa
melunasi hutang istri saya.%

LM mengatakan: saya mau pinjam uang ke MSM, tetapi dia tidak mau
memberi pinjaman. Akhirnya saya dan suami bersepakat ingin membunuh
MSM dengan cara meracuninya, kalau dia meninggal dunia maka saya akan
mempunyai uang dan bisa membeli barang-barang sesuai dengan
keinginanku.®’

Pelaku telah mengakui bahwa dia telah melakukan kekerasan terhadap
korban. Pelaku yang memiliki penghasilan rendah ini berupaya untuk
mendapatkan uang dari hasil penjualan tanah korban, uang tersebut akan
digunakan untuk menutup hutang dang memenuhi kehidupan sehari-hari.

Kasus 5:

PRN merupakan pelaku KDRT, dia mengatakan: saya dulu menikah dengan
PRM dijodohkan. Saya merasa bisa menjalin rumah tangga dengannya.
Seperti rumah tangga lainnya, saya juga sering bertengkar dengan istri,
terutama jika istri cerewet meminta ini dan itu. Kalau saya mengalami salah
paham dengan istri, saya pernah bentak-bentak atau mengumpat agar dia
tidak mengulangi. Pernah pada suatu saat saya merasa capek sepulang dari
bekerja di sawah, istri mengomel sendiri, “ndilalah” saya tidak mempunyai
uang maka saya merasa ingin marah saja. Saya hanya mencoba mengingatkan
istri agar tidak keseringan mengomel tidak karuan. Saya ini pemimpin dalam
rumah tangga saya, masak saya diomeli istri. Saya sebenarnya takut dosa
ketika mengumpat dan membentak-bentak istri. Tetapi saya tidak pernah
memukul istri. Saya pernah diberitahu oleh tetangga agar jangan memukuli
dan menyakiti istri, kata tetangga kalau saya tetap memukul saya bisa
dihukum penjara, saya takut. Saya tidak bisa hidup tanpa istri dan anak.
Terakhir saya membentak dan mengumpat istri saya setahun yang lalu. Saya

% MSN GDT, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 23
Maret 2019.
% LM, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 23 Maret 2019.
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pernah ngamuk di hadapan anak saya, saya sebenarnya malu dengan tetangga,
saya masih menyayangi istri.%

Pelaku mengakui bahwa dia telah melakukan kekerasan terhadap korban.
Pelaku menilai posisinya sebagai pemimpin yang memiliki hak untuk mengatur
segala urusan keluarganya. Pelaku mengaku kesal atas sikap korban yang cerewet.
Pelaku melakukan kekerasan agar korban tidak terlalu cerewet dan tidak sering
salah paham. Pelaku telah menunaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan
mencari nafkah untuk keluarganya. Pelaku masih mencintai korban dan pelaku
merasa malu dengan tetangga sekitar jika melakukan umpatan dan bentakan
terhadap korban. Anak pelaku pernah menyaksikan kekerasan yang dialami oleh
korban.

Kasus 6:

JMR merupakan pelaku KDRT dengan korban ibunya sendiri. JMR
mengatakan: “saat ini saya berpisah rumah dengan WG. Saya tidak bisa
bekerja karena saya menderita kelumpuhan kaki. Saya tinggal bersama ibu
saya. Saya dan ibu saya sering berantem karena ibu saya orangnya cerewet.
Saya selalu membentak-bentak ibu saya jika ibu saya tidak mau menuruti
permintaan saya. Tetapi, saya tidak pernah memukul ibu saya. Saya selalu
menjual sembako dari pemberian orang-orang karena saya selalu butuh uang.
Saya selalu ingin marah jika saya tidak punya uang. Hasil penjualan sembako
tersebut tidak saya berikan kepada ibu saya. Jika saya tidak bekerja, saya
selalu menjual perabotan ataupun sembako yang ada dirumah saya. Jika ibu
saya ketahuan menyembunyikan sembako-sembako pemberian, saya tidak
segan-segan mengamuk dan membentak-bentak ibu saya. Saya merasa malu
jika tetangga saya mengetahui perbuatan saya tetapi saya tidak peduli.
Banyak tetangga yang menasihati saya. Saya sebenarnya takut menjadi anak

durhaka. Namun, saya tidak bisa mengontrol amarah saya”. %

Pelaku mengakui telah melakukan kekerasan terhadap korban, pelaku

beralasan bahwa korban terlalu cerewet dan terlalu mengaturnya. Pelaku yang

% PRN, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 30 April 2019.
% JMR, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 27 April 2019.
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merupakan pengangguran ini mengakui ada perasaan malu kepada tetangga jika
telah mengancam dan membentak-bentak korban.

Kasus 7:

SM mengatakan: saya ini selalu melihat pintu kamar anak kami yang terbuat
dari kain agar mengetahui anak saya LJ ini diapakan oleh BYT, saya khawatir
LJ akan disakiti. Saya selalu ikut campur dengan urusan rumah tangga anak
saya karena hanya LJ ini yang bisa membantu saya dalam mencukupi
kebutuhan sehari-hari setelah suami saya meninggal. Saya bertengkar dengan
BYT ini agar BYT mengetahui bahwa saya harus menjual rumah lama kami
demi untuk membeli susu untuk cucu kami Agus, lha kok BYT tidak pernah
memahami, maunya dia minta uang terus ke LJ anak saya. Saya juga
membutuhkan uang untuk membeli bahan makanan. BYT ini tidak tahu diri,
saya sudah capek-capek mengasuh agus dari kecil untuk kebaikan agus. Saya
tidak suka terhadap sikap BYT yang mementingkan dirinya sendiri. Waktu
dapat sembako BYT malah menjualnya dan dibelikan bedak. Oleh karena itu,
saya sering marah terhadap BYT yang tidak bisa di nasihati malah bertindak
semaunya.

Saya tahu agus itu bukan anak dari LJ, saya mengetahui dari omongan
tetangga. Saya juga tidak percaya jika itu anaknya LJ. Saya tahu LJ tidak bisa
berhubugan intim karena alat kelaminnya kecil, tetapi saya tidak peduli.
Ketika BYT melahirkan Agus, saya sama suami saya mengambil bayi itu dari
tangan BYT. Saya menginginkan bayi itu supaya kelak bisa jadi penerus dan
merawat keluarga saya jika saya tua nanti. Karena LJ tidak bisa diharapkan
bisa merawat saya. Meskipun saya tahu Agus bukan anak dari LJ, saya selalu
menyayangi Agus layaknya cucu sendiri. Saya tidak mau Agus disusui oleh
BYT oleh karena itu, saya membelikan susu formula untuk Agus. Kini Agus
sudah beranjak dewasa dan ia tinggal bersama saya dan LJ . la tidak tinggal
bersama BYT. Dan yang paling penting buat saya adalah agus nanti kalau
sudah besar bisa mengawasi dan memberi nafkah kepada LJ. Saya khawatir
kalau nanti saya meninggal dunia, LJ menjadi orang yang terlantar.%

Pelaku merasa sangat menyayangi anaknya (suami korban), karena
anaknya ini dirasa telah mampu mencukupi kebutuhan sehari-harinya. Pelaku
menilai korban sebagai menantu yang tidak tahu diri, egois dan bertindak
semaunya sendiri. Pelaku menganggap korban tidak bisa mengurus suami dan

anaknya. Pelaku khawatir anak dan cucunya terlantar jika diurus oleh korban.

100 sSM, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.
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Kasus 8:

MNO mengatakan bahwa: Ketika saya dikenalkan dengan BNI, saya kok
tiba-tiba merasa jatuh cinta, padahal BNI ini menyandang disabilitas
intelektual. Saya merasa ada yang aneh dengan jatuh cinta saya, saya
menyangka kalau saya sudah diguna-gunai untuk mencintainya, sehari setelah
akad nikah, saya lalu pergi ke Jakarta untuk bekerja, saya tetap menafkahi
meskipun saya berjauhan tempat tinggal. Saya merasa tidak jatuh cinta dan
menyayanginya. Saya berusaha memahami kondisi BNI, usaha saya ini saya
lakukan dengan bentuk mengajari dia untuk hitung-hitungan, menulis dan
sebagainya, tetapi sayangnya dia tetap tidak bisa mempelajarinya. Sebulan
setelah pernikahan saya pulang dari jakarta untuk menemuinya, saya merasa
bahwa pernikahan ini tidak bisa dipertahankan, saya merasa bahwa BNI nanti
tidak mampu mengurus rumah tangga, BNI mengurus dirinya saja tidak
mampu masak akan mengurus rumah tangga. Saya berusaha bercerita kepada
keluarga mengenai keadaan rumah tangga saya. Keluarga memasrahkan
semua keputusan kepada saya. Tiga bulan berikutnya, saya pergi ke
Pengadilan Agama Ponorogo untuk menceraikan BNI. Selama tiga bulan
pernikahan, saya belum pernah menyetubuhinya. %!

Pelaku merasa curiga atas pernikahannya dengan korban, dia menganggap
korban atau keluarga korban telah menggunakan guna-guna maupun mantra agar
pelaku mencintai korban dan menikahinya. Pelaku menilai korban yang
menyandang disabilitas intelektual tidak mampu untuk mengurus rumah tangga.

Kasus 9:

Peneliti tidak dapat melakukan wawancara dengan YLH, karena pada saat ini
YLH berada di Taiwan. Peneliti mewawancarai GN ibu kandung YLH. GN
mengatakan: YLH pernah bercerita kepada saya kalau sebenarnya YLH tidak
mencintai BWN. YLH manut-manut saja ketika saya dan bapaknya YLH
menyuruh menikah dengan BWN. YLH menilai BWN bukan tipe suami yang
diinginkannya, apalagi BWN ini agak “kendho” tidak mampu “cak cek”
untuk memutuskan urusan rumah tangga. Terlebih BWN tidak mampu
mencari nafkah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya,
apalagi setelah anaknya lahir kebutuhannya semakin lama semakin
meningkat, terutama untuk membeli susu, YLH merasa suaminya tidak
mampu mencukupinya. YLH juga bekerja sebagai penjaga toko yang
penghasilannya lebih banyak daripada BWN. Terlebih pada saat YLH
berangkat bekerja ke Taiwan, YLH memiliki banyak penghasilan untuk
memenuhi kebutuhan hidupa keluarga dan orang tuanya. Mungkin karena

101 MNO, wawancara, Desa Pandak Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 15 Juni 2019.
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alasan itu YLH berusaha memutuskan hubungan rumah tangganya dengan
BWN dengan cara berpacaran dengan YK. YLH merasa lebih cocok hidup
berdampingan dengan YK daripada dengan BWN. Saya sebagai orang tua
mengikuti apa saja kemauan YLH.02

Pelaku mengakui telah berpacaran dengan laki-laki lain, pelaku menilai
korban yang merupakan penyandang disabilitas sebagai orang yang tidak
bertanggung jawab dalam urusan rumah tangga, selain itu korban bukan tipe
suami idaman hati dan romantis. Pelaku juga menganggap korban tidak mampu
menafkahi keluarganya. Pelaku merasa memiliki penghasilan lebih banyak
daripada korban.

Kasus 10:

LSM merupakan pelaku KDRT, dia mengatakan: saya menikah dengan BKR
ini melalui perjodohan. Sebenarnya suami saya tidak pelit memberi uang
belanja meskipun uang hasil kerjanya itu sedikit. Saya memang sering
membentak-bentak suami saya karena dia meminta saya masak cepat,
bagaimana saya mau memasak cepat-cepat, nanti kalau tidak enak
masakannya malah tidak dihabiskan. Saya malah bisa jengkel kalau
masakanku tidak dihabiskan, sudah capek-capek memasak malah tidak habis.
Ketika suami saya minggat dari rumah sampai satu atau dua bulan, saya
merasa kesepian, tidak ada yang menemani saya merawat anak-anak. Saya
kecapekan mengurus dua anak, ya mencuci, memasak, menyapu, malah
ditinggal pergi. Ketika suami balik lagi ke rumah saya merasa lega, ada yang
membantu mengurusi rumah. Saya ingin rumah tangga saya utuh dan tidak
mau pisahan, saya ingin berdekatan dengan suami dan anak-anak.!%®

Pelaku mengakui sering membentak-bentak korban, pelaku merasa kesal
jika korban menyuruhnya untuk segera melakukan perintah dan tidak melambat-
lambatkan tugasnya sebagai ibu rumah tangga. Pada dasarnya, pelaku merasa

kesepian jika korban minggat selama beberapa hari, pelaku tidak ingin

102 GN, wawancara, Desa Wilangan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, 3 Juni 2019.
103 |_.SM, wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 24 Februari 2019.
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ditinggalkan oleh korban. Korban merupakan suami yang memiliki penghasilan
rendah.

Kasus 11:

AHD GMN pernah mengatakan: seminggu setelah pernikahan saya tidak
sadar kalau saya telah memaki-maki istri saya, lalu saya disuruh pulang ke
rumah orang tua saya. Saya merasa bingung, kok tiba-tiba saya disuruh
pulang, saya memiliki kesalahan apa? Padahal saya masih mencintainya,
namun saya hanya pasrah saja atas peristiwa ini. Saya tidak mengetahui kalau
saya sudah diceraikan istri saya atau belum. Kalau sudah diceraikan saya mau
mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP), karena saya kehilangan KTP. Saat
ini saya tidak memiliki identitas sebagai warga desa Krebet, sehingga saya
tidak pernah mendapatkan PKH. Saya orang miskin yang sebenarnya layak
untuk mendapatkan PKH.%

Pelaku merasa tidak sadar telah melakukan kekerasan terhadap korban.
Pelaku juga tidak mengetahui pada saat kapan kejiwaannya terganggu.

Kasus 12:

AHD GMN pernah mengatakan: saya ini sebenarnya orangnya pendiam, saya
pernah sekolah sampai dengan kelas 1 Sekolah Dasar namun karena teman-
teman kelas saya sering mengejek, lalu saya tidak lagi mau masuk sekolah.
Saya malas menghadapi teman-teman saya. Saya ini tidak mengetahui kalau
saya ini kejiwaannya terganggu, pokoknya tiba-tiba saya ingin mengamuk
saja, saya ingin ngamuk kepada siapapun termasuk kepada kakak-kakak saya.
Saya membawa parang ini agar orang lain takut kepada saya.'®

Pelaku merasa tidak sadar telah melakukan kekerasan terhadap korban.

Pelaku juga tidak mengetahui pada saat kapan kejiwaannya terganggu.

Kasus 13:

KDM (kakak kandung dari BYT), dia menikah dengan MRI orang Malang.
KDM pernah mengatakan: saya ini mengambil uang BYT, PKH yang
seharusnya haknya BYT juga saya ambil. Saya ini membutuhkan uang, saya
tidak mempunyai pekerjaan. Saya hidup miskin, demi mencukupi kebutuhan

104 AHD GMN, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 31 Maret
2019.
15AHD GMN, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 31 Maret
2019.
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hidup, saya pindah agama, karena bantuan dari Gereja telah memberi
kecukupan pada kehidupan saya. apalagi saya ini mengambil tiga anak angkat
dari keluarga istri saya. Saya merasa kebutuhan hidup saya tinggi dan ingin
selalu makan enak di warung di dekat pasar Kecamatan Jambon. Dulu BYT
sudah banyak diperhatikan oleh orangtua saya terutama tentang keuangan.
Sedikit-sedikit orang tua saya selalu mengutamakan BYT daripada saya. Dulu
BYT sudah merasakan enaknya sedangkan saya tidak merasa
diperhatikannya. Biar BYT mengetahui kalau tidak mempunyai uang itu
hidupnya akan susah.®

Pelaku yang merupakan pengangguran ini mengakui telah melakukan
perampasan gaji dan hak waris yang seharusnya menjadi milik korban, namun
pelaku membutuhkan uang untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari bersama
keluarganya. Pelaku yang berpindah agama karena keinginan dan kebutuhannya
bisa tercukupi dengan baik. Pelaku menganggap korban telah diperhatikan oleh
orang tuanya, sehingga pelaku hendak membalas dendam perlakuan orang tuanya
terhadap korban.

Kasus 14:

TNM (ibu korban) mengatakan: Ketika bapaknya anak-anak memutuskan
untuk menikahkan Surip, saya tidak bisa menolak keputusannya. Saya harus
manut dengan keputusannya. Sebenarnya saya tidak mau menikahkan anak
saya, saya merasa kasihan tetapi bapaknya anak-anak tetap memutuskan.
Ditambah dengan alasan bahwa kami terbiasa “mbecek” ketika ada undangan
untuk menghadiri resepsi pernikahan, kami akan mengalami kerugian jika
“mbecek” terus menerus tanpa menerima “becekan”. Sewaktu kami
menikahkan SRP, kami juga mengeluarkan biaya resepsi pernikahan, namun
dengan adanya resepsi pernikahan, kami rasa akan membawa keuntungan
bagi ekonomi keluarganya. Kami rasa hal ini sebagai sesuatu yang tercela.
Kami anggap hal ini sebagai sesuatu yang biasa saja, kami juga tidak
memperdulikan omongan dari tetangga, yang penting kami bisa mendapatkan
“becekan”, kapan lagi kami akan menerima “becekan” sedangkan adiknya
SRP juga menyandang disabilitas intelektual yang lebih parah daripada
SRp.107

106 KDM, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 17 Mei 2019.
107 TNM (ibu Kandung dari SRP), wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo, 4 Mei 2019.
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Pelaku menilai bahwa dengan mengadakan resepsi pernikahan, maka
pelaku akan mendapatkan “becekan” sehingga tidak ingin mengalami kerugian,
karena selama ini pelaku telah “mbecek” di rumah warga sekitar yang
mengadakan resepsi pernikahan. Mereka memanfaatkan keberadaan SRP. Mereka
menganggap bahwa perbuatan mereka sebagai suatu kewajaran.

Kasus 15:

MST adik kandung dari PNR BDG merupakan pelaku KDRT terhadap PNR
BDG. MST pernah mengatakan: kami ini keluarga miskin, setelah orangtua
kami meninggal dunia, harta warisan dibagi rata ke tujuh bersaudara. Ketika
selesai pembagian warisan, saya memiliki inisiatif untuk menjual harta hak
milik PNR BDG berupa tanah tegalan. PNR BDG ini ikut saya, saya
mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk mencukupi kehidupan PNR BDG.
Ketika uang hasil penjualan itu habis, saya merasa pusing, uang dari mana
lagi untuk mencukupi kehidupan PNR BDG. Apalagi saya harus mencukupi
kehidupan rumah tangga saya sendiri. Ketika PNR BDG memutuskan pergi
dari rumah dan tinggal bersama pak Suliyono, saya merasa senang karena
pada akhirnya ada orang yang masih mau mencukupi kebutuhan sehari-
harinya.%

Pelaku menganggap bahwa korban telah diberikan hak warisnya, namun
karena pelaku juga menanggung kebutuhan sehari-hari untuk korban, maka pelaku
harus menjual harta yang merupakan hak warisan milik korban. Korban
merupakan pengangguran.

Kasus 16:

Peneliti tidak mendapatkan informasi dari KRT, karena KRT bertempat
tinggal di Provinsi Lampung. Peneliti berusaha mendapatkan informasi dari
MRY saudara kandung dari KRT, MRY mengatakan: KRT dulu pernah
mengungkapkan kegalauannya kepada saya mengenai pernikahannya dengan
PRY. Dia merasa tidak bisa melanjutkan rumah tangganya dengan PRY. PRY
ini tidak bisa mengurusi urusan rumah tangga, mau memasak saja harus
disuruh, mau menyapu harus disuruh. Sedikit-sedikit harus disuruh. KRT
merasa kalau mau sesuatu yang sudah biasa dilakukan harus memberikan
perintah terus. KRT merasa tidak sabar dan merasa capek pikiran dan hatinya

108 MST, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 7 Juni 2019.
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dalam menghadapi kondisi PRY yang seperti itu. Mungkin alasan ini yang
menyebabkan KRT meninggalkan PRY untuk merantau ke Lampung. Saya
mendengar informasi kalau KRT sudah menikah lagi di Lampung.2%®

Pelaku menilai korban yang menyandang disabilitas intelektual tidak
mampu untuk mengurus rumah tangga.

Kasus 17:

Peneliti tidak bisa melakukan wawancara dengan JMR secara lancar, oleh
karenanya peneliti mencoba untuk memperoleh data dari hasil wawancara
dengan SB (ibu kandung JMR), dia mengatakan: awalnya JMR bisa berjalan
dengan normal, dia menderita lumpuh pada kaki setelah terjatuh dari pohon.
Dia merasakan kakinya tidak bisa digerakkan lagi dalam beberapa hari, lalu
saya berusaha untuk mengobatinya dengan mendatangi tukang pijat di desa
saya. Namun dari hari ke hari kakinya tetap tidak bisa digerakkan, saya tidak
memiliki biaya untuk memeriksakan kakinya pada dokter. Hingga akhirnya,
JMR menderita kelumpuhan sampai saat ini. Sebenarnya dia masih ingin
berumah tangga dengan WG, namun karena dia tidak bisa berjalan maka dia
tidak bisa lagi mencari nafkah sebagaimana biasanya. Kemudian saat JMR
berkeluh kesah tentang keadaan rumah tangganya, lalu saya menasihati JMR
agar meminta izin kepada orang tua WG untuk pulang ke rumah saya saja.
Dia memang tidak ada niat meninggalkan WG, dia beralasan tidak ingin
menjadi beban bagi orang tua WG. Saya ini orang miskin, orang tua WG itu
orang miskin juga, saya tidak enak kalau JMR merepotkan orang tua WG
terus menerus, saya kasihan nanti pada WG dan orang tuanya. !

Pelaku merupakan pengangguran yang tidak mampu lagi menafkahi rumah
tangganya, hal ini disebabkan oleh kelumpuhan kaki yang dideritanya. Padahal
kalau JMR tidak menderita kelumpuhan niscaya dia akan menafkahi korban.

Kasus 18:

LMR mengatakan: kenapa saya minggat, karena saya tidak betah dengan ibu
kandungnya yang sering ikut campur tangan. Selain itu saya merasa sebal
dengan ketidak “nyambung”-nya istri saya. Tetapi sebenarnya saya mencoba
untuk bertahan, tetapi ternyata tidak bisa. Ada keinginan untuk minggat dan
kabur dari rumah orang tua SRP, namun saya tahan. Kira-kira setengah tahun
setelah pernikahan, saat kesebalan saya memuncak, saya meninggalkan

199 MRY, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 23 Juni
2019.
110 5B, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 27 April 2019.
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rumah begitu saja. Saya tidak mau tahu nanti bagaimana akibatnya, yang
penting saya minggat terlebih dahulu. Saya juga merasa SRP ini tidak bisa
diajak berumah tangga selayaknya rumah tangga lain, SRP ini mengurus
dirinya saja tidak mau apalagi mau mengurusi saya. Sebenarnya saya merasa
kasihan dengan SRP, tetapi saya tidak bisa melanjutkan berumah tangga
dengannya. Pada tahun 2012 saya menikah lagi dengan wanita lain di
hadapan Modin desa.!!

Pelaku mengakui kalau telah dengan sengaja meninggalkan korban dan
berpisah setelah setengah tahun menikah karena merasa sebal dengan kondisi
korban yang menyandang disabilitas intelektual, selain itu ibu korban yang selalu
ikut campur dalam urusan rumah tangganya. Pelaku merasa kasihan terhadap
korban.

Strategi Perlawanan Yang Dilakukan Oleh Korban KDRT Penyandang
Disabilitas Intelektual di Kabupaten Ponorogo

Ketika seorang korban penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten
Ponorogo mengalami kekerasan dari pelaku, maka korban akan melakukan
beberapa tindakan dan sikapnya. Pada umumnya para korban menerima dan
pasrah atas kekerasan yang dialaminya. Namun beberapa korban melakukan
beberapa tindakan lain dalam menghadapi kekerasan, seperti minggat, meminta
perlindungan kepada orang lain, melepaskan diri dari belenggu, perselingkuhan,
pencurian, menghunuskan pisau, memulangkan pelaku dari rumah orang tua
korban, memisahkan rumah tangga antara pelaku dan korban, mengamuk, maupun
berusaha melibatkan orang lain untuk menyelesaikan kekerasan yang dialaminya.

Peneliti memaparkan hasil wawancara terhadap korban tentang tindakan dan

sikapnya dalam menghadapi pelaku sebagai berikut:

11 MR, wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 3 Juni 2019.
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Kasus 1:

BNI*2 yang pernah mengalami KDRT dari suaminya. Dia pernah
mengatakan: Suami saya kadang meminta maaf dan kadang tidak meminta
maaf atas KDRT yang dilakukannya. Kadang suami saya merayu-rayu saya
agar memaafkan saya. Saya memaafkan, masih menerima dan mencoba
berdamai atas perlakuannya tersebut. Saya kadang-kadang berpura-pura tidak
mendengar perintah suami.

Saya pernah diancam akan dipukuli, tetapi saya biarkan saja, saya diam lalu
pergi atas perlakuannya. Tetapi pada suatu hari, saya merasa sudah tidak
nyaman lagi dengan keadaan ini, saya lalu berusaha untuk minggat dengan
berangkat pulang ke rumah orang tua, saat itu saya menggendong anak saya
yang paling kecil setelah ditempeleng suami, hanya gara-gara salah paham.
Saya pulang berjalan kaki ke rumah orang tua yang berada di lain desa. Tidak
lama kemudian, suami saya datang ke rumah orang tua saya. Saya diberitahu
oleh Nyahmi (kakak kandung) saya agar mau balik lagi ke rumah suami saya.
Setelah itu saya bersedia untuk kembali ke rumahnya dengan menaiki sepeda
motor berboncengan dengan suami saya. Atas kejadian ini, Saya tidak pernah
membalas dendam. Saya ini orangnya “manut” dan “nurut” apa kata suami.
Saya tidak cemburu kepada suami, meskipun dia sering keliling-keliling desa
naik sepeda motor. Saya tidak tahu apa yang dia kerjakan. Suami saya tidak
pernah mabuk-mabukan tapi pernah ikut main judi di “cakruk”. Saya diam
saja tidak pernah mengingatkannya. Suami saya tidak pernah mengusir saya
ketika ada pertengkaran. Meskipun suami saya kasar, saya masih
mencintainya.**®

Kasus ini menggambarkan adanya tindakan dan sikap dari korban untuk
melawan pelaku. Pertama, korban memilih minggat dari rumah karena sudah
tidak kuat dengan perbuatan pelaku. Kedua, korban melibatkan kakak kandungnya
untuk membantu menyelesaikan urusan rumah tangganya.

Kasus 2:

PRH pernah mengatakan: Pada suatu ketika saya pernah menolak melayani
ajakan hubungan seksual suami, agar suami saya tidak lagi melakukan
kekerasan terhadap saya. Meskipun demikian, saya tidak pernah melakukan
balas dendam. Saya juga pernah melambat-lambatkan perintah dari suami,
saya mangkel dengan perlakuan suami, saya sudah berusaha menjadi istri
yang baik kok masih ditempeleng dan dibentak-bentak. Saya masih terus

112 BNI merupakan penyandang disabilitas intelektual ringan, dia merupakan istri dari MSD yang
juga penyandang disabilitas intelektual ringan.
113 BNI, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 13 Mei 2019.
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ingat tetang bagaimana suami menganiaya saya. Saya biasanya curhat ke
“mbak yu” saya, “mbak yu” berusaha menasihati suami saya.'*

Kasus ini menunjukkan adanya tindakan dan sikap melakukan perlawanan
dari korban terhadap pelaku kekerasan. Pertama, korban melakukan penolakan
ajakan hubungan seksual dari pelaku. Kedua, korban berupaya untuk melambat-
lambatkan perintah. Ketiga, korban meluapkan keluh kesahnya kepada orang lain
agar orang lain ikut terlibat dalam membantu penyelesaian urusan rumah
tangganya.

Kasus 3:

MDN mengatakan: Awalnya saya menggunakan seutas tali agar dia tidak
kabur saat saya tinggal untuk bekerja mencari rumput. Namun BRN KMP
bisa memutus tali dengan pisau, sehingga membuat BRN KMP bisa pergi dari
rumah. Lalu saya pernah mengikat dengan menggunakan rantai besi, tetapi
hal ini tidak berlangsung lama. Saya mengikatnya dengan seutas tali. Sambil
meminta tetangganya untuk sekalian mengawasi BRN KMP yang sewaktu-
waktu bisa pergi dari rumah.!*®

Kasus ini menunjukkan tindakan korban yang berusaha untuk melepaskan

diri dari belenggu dikakinya.

Kasus 4:

MSM mengatakan: setelah saya sadar kalau saya diracun, saya langsung
berteriak-teriak. Untungnya ada tetangga yang mendengar teriakan saya.
Tetangga berkumpul untuk menenangkan saya, saya lalu dibawa ke bidan
Desa untuk mendapatkan perawatan. Saya bersyukur masih diberi umur
panjang. Beberapa hari berikutnya saya dipanggil oleh ketua Rukun
Tetangga, tetangga dan Suliyono untuk meminta kejelasan peristiwa yang
terjadi. Saya juga heran, mengapa kok mereka tega-teganya ingin membunuh
saya? ternyata mereka mengakui bahwa perbuatannya itu didasari oleh
keinginannya untuk menguasai tanah. Padahal mereka itu sudah saya beritahu

114 PRH, wawancara, Desa Karangpatinan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 29 April
2019.
115 MDM, wawancara, Desa Karangpatinan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 25 Mei
2019.



164

kalau tanah yang mau mereka kuasa itu saya peruntukkan untuk mereka
sepeninggal saya. Mungkin mereka kurang sabar.!®

Kasus ini menunjukkan tindakan dan sikap korban. Pertama, berusaha
untuk berteriak meminta tolong kepada tetangga. Kedua, pada dasarnya korban
bersikap menerima dan pasrah atas kekerasan yang dialaminya.

Kasus 5:

PRM mengatakan: Pada saat suami melakukan kekerasan, saya ‘“nyingkrih”
keluar dari rumah, saya melakukan ini karena tidak tahan dengan
perlakuannya, terlebih saya takut dengannya. Saya tidak pernah membalas
dendam karena mungkin ini sebagai ujian semata. Saya pernah cemburu
dengan suami, dia itu orangnya tidak menyandang disabilitas, tapi saya diam
saja tidak pernah ngomong ke suami kalau saya cemburu. Setelah melakukan
kekerasan, suami kadang meminta maaf dan kadang tidak meminta maaf.
Meskipun suami saya kasar, saya masih mencintainya.

Saya pernah memiliki hutang, tetapi suami saya tidak mengetahuinya. Saya
bekerja sebagai buruh tani karena keinginan saya sendiri, bukan diperintah
oleh orang lain. Suami saya mengizinkan saya bekerja. Saya mengetahui apa
saja kewajiban istri kepada suami. Seperti kewajiban masak, “nglayani”
suami, dan suami wajib menafkahi. Suami saya sedikit-sedikit mengatur dan
memutuskan permasalahan yang ada.*'’

Kasus ini menunjukkan tindakan korban yang berusaha untuk minggat dan
kabur dari rumah, namun pada dasarnya korban bersikap menerima dan pasrah
atas kekerasan yang dialaminya.

Kasus 6:

SB mengatakan: Saat JMR mengamuk, saya hanya pasrah saja. Jikapun saya
mencoba melawan, saya merasa tetap kalah dengan JMR. Jika ada tetangga
yang menjenguk saya. Saya selalu menceritakan perlakuan JMR terhadap
tetangga saya asalkan tidak ada JMR di rumah. Saya tahu jika saya
menceritakan perlakuan JMR sama halnya mengumbar aib keluarga. Tetapi,
saya tidak kuat jika saya harus menahan beban saya terhadap perlakuan JMR.

116 MSM, wawancara, Desa Karangpatinan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 8 Maret
2019.
117 PRM, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 3 Februari
2019.
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Saya pernah males memasakkan makanan untuk JMR, biar dia kapok dan
tidak berbuat kasar lagi.!*®

Kasus ini menggambarkan adanya tindakan dan sikap dari korban untuk
melawan pelaku. Pertama, korban memilih pasrah dan menerima kekerasan.
Kedua, korban enggan untuk memasakkan makanan untuk pelaku di rumahnya.

Kasus 7:

BYT mengatakan: Karena merasa rumah tangga saya dengan LJ sudah tidak
nyaman, apalagi LJ semau dia sendiri, dan mertua yang senang ngomel. Biar
SM marah dan kapok, akhirnya saya kenalan dengan Semun yang merupakan
tetangga saya. Saya pacaran dengannya dan sempat berhubungan seksual
sebanyak 4 kali lalu hamil. Semun bisa memuaskan hasrat seksual saya, dan
dia memberi saya uang setelah melakukan hubungan seks. Setelah itu saya
hamil lalu melahirkan anak saya agus. Saya sebenarnya menginginkan
perceraian dengan LJ sambil berharap agar semun mau menikahi saya. tetapi
ternyata semun tidak mau menikahi saya dan semun memilih untuk menikah
dengan wanita lain. Sehari setelah saya melahirkan di gubuk adik saya AHD
GMN, anak saya dibawa pulang oleh ibu mertua, dia ingin mengasuh anak
saya karena menganggap saya tidak bisa mengasuh anak, saya juga tidak
diperbolehkan menyusui anak saya. Tiga hari berikutnya saya berusaha
mendatangi rumah mertua, mertua malah mengusir saya. “Atiku keronto-
ronto” hati saya hancur lebur mengingat kejadian itu.

Anak saya tidak mengetahui siapa ayah dia sebenarnya dan menganggap LJ
ayah kandungnya. Anak saya sampai sekarang tinggal di rumah mertua, anak
saya sekarang sudah kerja meskipun tidak lulus SMA. Anak saya tumbuh
menjadi anak yang mandiri. Dia juga patuh terhadap saya. Kini dia sudah
bekerja dan sudah bisa membeli motor kredit hasil kerjanya yang gajinya tiap
bulan ia gunakan untuk mengansur cicilan motor.1®

Kasus ini  menggambarkan tindakan korban yang melakukan
perselingkuhan untuk membalas perlakuan pelaku. Anak pelaku yang impoten
menjadi alasan kenapa korban melakukan perselingkuhan. Korban mendapatkan

uang dari selingkuhannya.

118 5B, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 27 April 2019.
18 BYT , wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.
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Kasus 8:

BNI mengatakan: Saya berusaha mendekati suami saya, berusaha untuk patuh
kepada suami agar suami tidak lagi ngomel. Saya ini orangnya pendiam, yang
penting suami mau sama saya ya sudah.?

Peneliti juga mendapatkan informasi dari Soinem (kakak tiri BNI). Soinem
mengatakan: BNI dan MNO ini menikah saya “sak pagut” yang dalam
budaya Jawa dimaknai sebagai 5 pasar, 1 pasar itu terdiri dari 5 hari. Setelah
akad nikah, MNO lalu berangkat ke Jakarta, katanya mau meneruskan
pekerjaannya. Kalau MNO pulang ke rumah, BNI selalu mengajak ngobrol
MNO dan tidur di kamar layaknya pasangan suami istri lainnya.?!

Kasus ini menunjukkan sikap korban yang menerima dan pasrah atas
kekerasan yang dialaminya. Korban tidak bisa berbuat lain selain menerima
perlakuan ini.

Kasus 9:

BWN mengatakan: Pada suatu hari saya membuntuti istri saya yang pamit
keluar namun ternyata dia naik motor berboncengan dengan YK. Saya
menunggu istri saya pulang, dan ketika dia tiba di rumah, saya langsung
marah-marah dan tidak terima atas kejadian yang ada. Seketika itu istri saya
langsung pulang ke rumah orang tuanya.
Gara-gara kejadian itu saya disidang di rumah kakak saya. Kakak saya
menyalahkan saya karena saya telah menuduh selingkuh istri saya tanpa
menghadirkan bukti. Saya merasa kecewa atas perlakuan kakak saya.
Beberapa hari kemudian saya melabrak YLH di rumah orang tuanya, saya
memaki-maki dia dan bahkan saya sudah mengambil pisau untuk
membunuhnya. Melihat kejadian ini, bapaknya YLH memegang tangan saya
lalu mengambil pisau. Bapaknya menasihati agar saya tidak sembrono atas
tindakan saya ini, saya bisa dipenjara nantinya. Saya tidak takut dipenjara,
saya sudah kalap dan sakit hati dengan perasaan cemburu ini.?2

Kasus ini menggambarkan tindakan korban yang tidak berpikir panjang

dan memberanikan diri untuk mencari jalan pintas dengan cara menghunuskan
pisau dihadapan pelaku, korban memiliki tujuan untuk segera mengakhiri

penderitaannya. Namun, tindakan nekat ini digagalkan oleh bapak mertuanya.

120 BNI, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 13 Mei 2019.
121 SNM, wawancara, Desa Jonggol Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 15 Juni 2019.
122 BWN, wawancara, Desa Wilangan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, 2 Juni 2019.
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Kasus 10:

BKR mengatakan: Istri saya seringkali ngamuk dan marah-marah, kalau
sudah tidak tahan, biasanya saya lalu kabur dari rumah, terkadang kabur
sampali satu atau dua bulan. Saya kabur tetapi tidak pulang ke rumah orangtua
saya di Desa Bulu Kecamatan Jambon. Saya kabur ke rumah teman saya,
tidak jauh dari rumah istri saya. Kalau sudah merasa “enakan” dan merasa
istrinya tidak marah lagi, saya lalu memberanikan diri pulang ke rumah istri
saya. Saya kadang meminta maaf kabur tidak pamitan, dan kadang istri
meminta maaf atas kemarahannya. Kadang suami saya merayu-rayu saya agar
memaafkan saya. Saya kadang memaafkan dan kadang tidak mau
memaafkannya, saya ingin rumah tangga saya utuh dan tidak mau pisahan,
saya masih mencintainya.'?3

Kasus ini menggambarkan adanya tindakan korban untuk melawan pelaku
dengan memilih minggat dari rumah karena sudah tidak kuat dengan perbuatan
pelaku.

Kasus 11:

Peneliti kesulitan untuk mewawancarai TKY, lalu peneliti mewawancarai
URS (pamannya). URS pernah mengatakan: sebelum pernikahan antara TKY
dan AHD GMN, saya hanya mengetahui jika AHD GMN ini merupakan
penyandang disabilitas intelektual saja dan tidak ada disabilitas mentalnya.
Seminggu setelah pernikahan, saya merasa ada yang ganjil pada AHD GMN,
tiba-tiba AHD GMN terlihat marah-marah dan mengamuk kepada istrinya
tanpa ada alasan yang jelas. Saya lalu mencari informasi kepada tetangganya
AHD GMN, saya mendapatkan informasi jika ternyata AHD GMN ini
sebenarnya selain memiliki gangguan intelektual, dia juga memiliki
disabilitas mental. Tetangganya AHD GMN memberikan informasi mengenai
kebiasaan AHD GMN kalau sedang kambuh gangguan mentalnya. Lalu saya
mendapatkan informasi bahwa AHD GMN ini memang terkadang kalau
gangguan mentalnya kambuh seringkali membawa parang dan tindakan ini
membahayakan orang-orang yang berada di sekitarnya. Setelah saya
mendapatkan informasi ini, saya bermusyawarah dengan keluarga TKY, hasil
musyawarahnya adalah memulangkan AHD GMN dari rumah orang tua TKY
dan memisahkan rumah tangga antara TKY dan AHD GMN. !4

Kasus ini menggambarkan adanya tindakan keluarga korban untuk

melawan perlakuan dari pelaku dengan cara mencari informasi tentang kondisi

123 BKR, wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 24 Februari 2019.
124 URS, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 6 Juli 2019.
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mental dari pelaku. Setelah mendapatkan informasi, keluarga korban memilih
untuk memulangkan pelaku dari rumah orang tua korban dan memisahkan rumah
tangga antara pelaku dan korban.

Kasus 12:

BYT mengatakan: Kalau saya sudah jengkel dengan AHD GMN, maka saya
mencuri uangnya. Saya melakukannya agar AHD GMN kapok dan tidak
mengancam lagi. Dia mendapatkan uang dari hasil pekerjaannya mencangkul
di sawah-sawahnya tetangga. Adik saya ini rajin bekerja kalau sedang tidak
kambuh, dia berangkat ke sawah mulai dari pagi hari sampai dengan waktu
laut (jam istirahat siang). Lalu setelah laut dia berangkat ke sawah sampai
sore hari. Uang hasil curian ini saya pergunakan untuk membeli bedak, gincu
dan pakaian. Saya tidak membeli makanan karena saya selalu mendapatkan
makanan melalui orang yang belas kasihan kepada saya. Saya biasanya pergi
ke rumah warga untuk membantu mencuci pakaian atau mencarikan pakan
ternak, upahnya berupa makanan.'?®

Kasus ini menunjukkan tindakan korban terhadap pelaku dengan cara
mencuri uang pelaku.

Kasus 13:

BYT mengatakan: Saya “satru” (tidak tegur sapa) kakak saya. Saya malas
menghadapi orang kayak itu. Masak saya capek-capek mencari kerja malah
dia yang menikmati hasilnya. Apalagi saya memiliki kebutuhan utama yaitu
bedak , gincu dan pakaian, agar saya selalu terlihat cantik”. 12

Kasus ini menunjukkan tindakan korban terhadap pelaku dengan cara
memutuskan hubungan silaturahmi antara korban dan pelaku.

Kasus 14:

Wugu mengatakan: SRP pernah memberi tahu saya kalau dia tidak
mempedulikan kejadian yang menimpa saya. Saya itu menikah itu biar kayak
orang-orang lainnya. Apabila orang tua saya memanfaatkan kesempatan
untuk mendapatkan “becekan” ketika saya menikah maka saya merasa tidak
mau tahu atas semua itu. Saya membiarkan semua itu terjadi. 12

125 BYT, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.
126 BYT, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.
127 \Wugu, wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 4 Mei 2019.
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Kasus ini menunjukkan sikap korban yang menerima dan pasrah atas
kekerasan yang dialaminya. Korban tidak bisa berbuat lain selain menerima
perlakuan ini.

Kasus 15:

Meskipun peneliti agak kesulitan mendapat informasi dari PNR BDG, namun
dengan terbata-bata dia pernah bercerita: Saya pasrah saja dengan pengusiran
saya. Tetapi saya dulu pernah bercerita kepada tetangga dan saudara saya atas
kejadian yang menimpa saya. Saya berharap belas kasihan mereka agar saya
mendapatkan kebutuhan sehari-hari saya dari adik saya. Kalau saya sedang
rajin, saya selalu membantu pak Suliyono untuk merawat ternaknya atau
membantu pak suliyono memanen jagung. 2

Kasus ini menunjukkan adanya sikap dan tindakan korban dalam
menghadapi perlakuan pelaku. Pertama, korban menerima dan pasrah atas
kekerasan yang dialaminya, korban tidak bisa berbuat lain selain menerima
perlakuan ini. Kedua, korban melibatkan orang lain untuk membantu persoalan
yang dihadapinya dengan cara bercerita kepada tetangga dan saudaranya.

Kasus 16:

JMN yang merupakan ibu kandung PRY pernah mengatakan: saya dan sanak
keluarga berusaha mencari tahu keberadaan KRT, kalau ketemu dia akan saya
tanyakan alasannya meninggalkan anak saya begitu saja tanpa ada kejelasan
alasan. Saya kasihan terhadap anak saya. Kok yo ada orang yang tega-teganya
mempermainkan anak saya yang menyandang disabilitas intelektual ini, apa
dia tidak takut dosa. Pada tahun 2006, saya mendapatkan berita dari orangtua
jika KRT sudah menikah lagi di Provinsi Lampung. Saya sampaikan kabar itu
ke anak saya, agar anak saya tidak lagi memikirkan KRT yang telah
meninggalkannya.!?°

Kasus ini menunjukkan tindakannya untuk melacak keberadaan pelaku.

128 pNR BDG, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 4 Juni
2019.

12 JMN dan PRY, wawancara, Desa Karangpatinan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 2
Juni 2019.
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Kasus 17:

JKM mengatakan: saya dan WG “rasan-rasan” dan “grenang-greneng”
(mencurahkan isi hati), sebenarnya kasihan pada JMR, namun karena dia
tidak bisa menafkahi WG ya mau bagaimana lagi? Saya ini orang miskin,
masak saya juga harus memenuhi kebutuhan hidup JMR juga, saya juga
merasa kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Saya tidak melibatkan
orang lain untuk menyelesaikan persoalan yang menimpa WG. Saya pasrah
saja pada WG, WG juga pasrah dan menerima kenyataan ini. Mungkin JMR
mendengar saya dan WG “rasan-rasan” dan “grenang-greneng”, dan karena
JMR merasa tidak enak sendiri, kemudian JMR pamit dan meminta izin untuk
pulang ke rumah orang tuanya. Saya dan WG tidak mengusirnya, JMR sendiri
yang memiliki niat untuk pulang.t*

Kasus ini menunjukkan tindakan korban dan keluarganya untuk pertama,
menggunjing dan berkeluh kesah kepada orang lain. Kedua, korban pasrah dan
menerima kondisi pelaku yang menderita kelumpuhan, namun korban tidak bisa
berbuat apa-apa selain berkeluh kesah.

Kasus 18:
Wugu (paman sekaligus tetangganya) mengatakan: setelah LMR minggat dari
rumah orang tua SRP, saya sebagai Paman, merasa harus ikut terlibat dalam
permasalahan ini, mereka menikah dengan mengadakan resepsi besar-besaran
kok kemudian malah berantakan. Sebagai orang desa kami merasa malu
dengan peristiwa ini. Saya bersama keluarga bu TNM berusaha mencari
informasi keberadaan LMR untuk meminta kejelasan alasan dia minggat dan

meninggalkan korban begitu saja.3!

Kasus ini menunjukkan tindakan keluarga korban dengan jalan mencari

tahu keberadaan pelaku.

130 WG dan JKM, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 27
April 2019.

181 Wugu (paman SRP, relawan Forum Sidowayah Bangkit dan tetangga sebelah rumah),
wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 4 Mei 2019.
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D. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Penyandang
Disabilitas Intelektual di Kabupaten Ponorogo
Peneliti akan memaparkan bentuk perlindungan hukum yang sesuai untuk
melindungi hak-hak korban KDRT yang menyandang disabilitas intelektual di
Kabupaten Ponorogo. Peneliti memaparkan hasil wawancara terhadap korban
tentang bagaimana mereka memilih dan menggunakan institusi yang sesuai
dengan kepentingannya, sebagai berikut:

Kasus 1:

BNI mengatakan: Sewaktu saya bertengkar dengan suami, pak dhe budhe dari
suami, tetangga dan relawan dari Rumah Harapan yang berusaha untuk
menengahi pertengkaran. Saya tidak pernah melapor ke Ketua Rukun
Tetangga, Kepala Desa, pak kyai apalagi aparat Kepolisian atas kekerasan ini.
Terlebih, saya ini merasa takut jika berhadapan dengan aparat Kepolisian
maka melaporkan persoalan saya ke polisi itu sesuatu yang tidak mungkin.
Saya berusaha menghilangkan trauma atas kekerasan yang saya alami dengan
curhat atau mencoba untuk menceritakan sesuatu kepada orang-orang yang
dianggap dekat seperti Nyahmi (kakak kandung), juga keponakan saya ketika
dia berkunjung ke rumah. Ketika saya ditempeleng suami, saya juga pernah
diajak untuk sembunyi mencari perlindungan di rumah tetangga. Saya
berusaha menceritakan permasalahan yang terjadi kepada tetangga. Saya
khawatir dicerai oleh suami jika sering bercerita kepada orang lain, saya juga
khawatir suami tidak lagi memberi uang belanja. Saya berusaha sabar dalam
menghadapi permasalahan ini. Saya mengetahui bahwa pernikahan itu ada
resiko bertengkar. Orang tua saya memberi tahu kepada saya. Saya takut
menjadi janda lagi, saya takut kehilangan anak-anak saya.®2

MSD mengatakan: Tetangga saya pernah memberitahu agar saya tidak lagi
memukuli dan menyakiti istri, tetangga menyebutkan bahwa ada hukuman
penjara bagi orang yang suka memukuli istri, nasihat tetangga ini membuat
saya menjadi takut. Apalagi saya juga takut ditinggal istri dan anak. Terakhir
saya memukul istri saya 5 bulan yang lalu. Padahal istri saya itu orangnya taat
dan manut. Saya itu cemburuan, istri saya itu cantik.**3

Menurut Samuji (tetangga MSD): saya ini lulusan dari Sekolah Menengah
Atas, saat ini saya dipercaya untuk menjabat sebagai pamong di Desa
Karangpatihan, orang desa itu biasanya taat mengikuti omongan maupun
anjuran pamong terutama omongan Kepala Desa. Kebetulan MSD ini

132 BNI, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 13 Mei 2019.
133 MSD, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 13 Mei 2019.
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tetangga saya, saya juga bertindak sebagai ketua Rumah Harapan.
Penyandang disabilitas intelektual ini akan manut dan ikut saya, karena saya
memberi pekerjaan membuat kerajinan tangan kepada mereka. Saya juga
yang memasarkan hasil pekerjaannya sehingga mereka ada pemasukan setiap
bulannya. Saya juga bertindak sebagai ketua grup kesenian “Tayub” sekaligus
ketua ranting perguruan silat “Bunga Islam”. Mungkin menurut masyarakat
saya ini bisa dianggap sebagai orang yang dituakan sehingga omongan saya
bisa diikuti oleh masyarakat terutama mereka yang menyandang disabilitas
intelektual. MSD ini orangnya rajin bekerja, dia rajin membuat kerajinan
tangan seperti keset, uang hasil pekerjaannya dibuat untuk jalan-jalan keliling
desa bahkan sampai ke kota kecamatan dengan mengendarai sepeda motor.
Menurut tetangganya, MSD ini memang tempramental, dia pernah
menempeleng “budhe”-nya karena masalah pembagian roti, dia salah paham
kepada “budhe”-nya. Lalu “pakdhe”-nya membalas menempeleng MSD,
MSD lalu tidak keluar rumah selama 6 bulan lebih, mungkin karena takut.
Saya sering menasihati MSD, kalau berumah tangga jangan suka marah-
marah, nanti kamu rugi sendiri. MSD pun sedikit demi sedikit mulai berubah
perilaku emosionalnya.***

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mendapatkan perlindungan dari pak
dhe dan budhe dari pelaku, tetangga dan relawan dari Rumah Harapan yang
berusaha untuk menengahi dan memediasi kasus KDRT. Korban mendapatkan
tawaran perlindungan sementara dari tetangga. Korban memilih untuk tidak
melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Ketua Rukun Tetangga, Kepala
Desa, tokoh agama maupun aparat Kepolisian.

Kasus 2:

PRH mengatakan: selama ini saya merasa selalu diperhatikan oleh orang tua
saya yang tinggal di sebelah rumah saya, tetangga saya juga memperhatikan
saya. Orang desa biasanya akan mengetahui permasalahan yang menimpa
suatu keluarga, jika permasalahan ini disebarkan kepada orang-orang yang
ada di Desa. Suatu permasalahan akan cepat menyebar. Saya mengetahui
bahwa polisi sebenarnya bisa mengatasi permasalahan yang saya alami.
Namun, jika saya berusaha menceritakan permasalahan rumah tangga kepada
orang lain, saya rasa permasalahan rumah tangga saya mungkin tidak bisa
diselesaikan. Namun, jika suami memperlakukan kekerasan terhadap saya

134 Samuji, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 14 April
2019.
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secara berlebihan maka saya akan bercerita kepada orang tua dan tetangga
tentang kekerasan yang saya alami.

Saya pernah dibela oleh tetangga sekitar dengan cara didatangi dan
ditenangkan. Saya merasa diperhatikan oleh tetangga tentang permasalahan
rumah tangga saya. Saya takut diceraikan suami.

Saya tidak pernah kabur dari rumah. Saya selalu memaafkan suami. Suami
tidak pernah mengusir saya, selama ini kami bertengkar karena kesalah
pahaman. Saya tidak pernah wadul ke pak ustadz. Saya masih cinta suami
jadi saya tidak mau melapor ke Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa apalagi
aparat Kepolisian. Alasan saya tidak melaporkan suami karena saya takut
menjadi janda, saya tidak mau suami masuk penjara, saya juga merasa malu
dengan perkataan tetangga jika melaporkan suami sendiri ke polisi, dan saya
takut suami lebih parah lagi dalam menyiksa saya. Samuji pernah menasihati
saya dan suami saya, saya manut dengan omongan dia, karena dia selain
menjadi pamong juga memberi pekerjaan pada saya di Rumah Harapan.*®

Kasus ini menunjukkan bahwa korban merasa cukup puas dengan
mendapatkan perlindungan dari orang tua dan tetangganya yang telah berusaha
untuk menengahi dan memediasi kasus KDRT. Korban memilih untuk tidak
melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada tokoh agama, Ketua Rukun
Tetangga, Kepala Desa maupun aparat Kepolisian.

Kasus 3:

MDN mengatakan: saya pernah merasa ketakutan dengan kondisi BRN KMP
setelah saya rantai. Lalu saya mencoba memeriksakan kondisi BRN KMP di
Puskesmas. Beberapa bulan berikutnya ada pegawai dari dinas kesehatan
Kabupaten Ponorogo yang memeriksa kondisi kesehatannya. Saya merasa
pemerintah telah berusaha untuk membantu merawat kondisi anak saya ini.
Meskipun saya tahu kalau anak saya tidak bisa seperti anak-anak lainnya.
Saya pernah mendapat nasihat dari ketua Rumah Harapan agar tidak berbuat
kasar terhadap anak saya, nasihat ini saya terima. Akhirnya saya tidak lagi
merantai anak saya.!3®

Menurut Samuji: saya dipercaya untuk menjabat sebagai pamong di Desa
Karangpatihan, orang desa itu biasanya taat mengikuti omongan maupun
anjuran pamong terutama omongan Kepala Desa. Saya pernah menasihati
MDN agar tidak merantai BRN KMP, sebaiknya BRN KMP dititipkan ke

135 PRH, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 29 April
2019.
1% MDM, wawancara, Desa Karangpatinan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 25 Mei
2019.
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tetangga jika MDN keluar rumah dalam rangka mencari rumput untuk
kebutuhan ternaknya.*3’

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mendapatkan pemeriksaan
kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Ponorogo dan Ketua Rumah Harapan
memberi nasihat kepada pelaku.

Kasus 4:

MSM mengatakan: setelah kepala saya pusing dan muntah-muntah, tetangga
mengantar saya ke bidan Desa untuk mendapatkan perawatan. Beberapa hari
kemudian, Ketua Rukun Tetangga, tetangga dan Suliyono (ketua Forum
Sidowayah Bangkit) memanggil saya, MSN GDT dan LM untuk diajak
rembugan di rumah Suliyono. Awalnya saya marah-marah dan tidak terima
dengan kejadian ini. Menantu saya ini tidak tahu diuntung, wes ditulung
malah mentung. LM ini sudah tidak dikehendaki oleh keluarga besarnya.
Beruntung saya masih mau mengambilnya sebagai menantu. Akhirnya
Suliyono mencoba menyelesaikan persoalan yang terjadi. Suliyono
menasihati MSN GDT dan LM agar tidak mengulangi lagi perbuatannya,
keduanya lalu meminta maaf atas peristiwa itu. Saya memaafkan keduanya.
Saya pikir siapa lagi yang mau merawat MSN GDT kalau bukan LM. Apalagi
saya mengetahui, kalau MSN GDT ini kalau merasa tertekan lalu bertingkah
seperti orang kesurupan, MSN GDT ini pernah mau bunuh diri setelah
kejadian itu, mungkin dia merasa malu akibat perbuatan yang telah
dilakukannya.

Ketua Rukun Tetangga, tetangga dan Suliyono berhasil mendamaikan kami.
Saya tidak mau melaporkan anak saya sendiri ke aparat Kepolisian. Kalau
mereka di penjara malah merepotkan saya, apalagi anak-anaknya masih kecil.
Saya juga malu dengan orang di desa. Ada ibu yang melaporkan anaknya
sendiri ke polisi. Saya juga tidak melaporkan kejadian ini ke Kepala Desa,
bisa tambah ruwet nanti urusannya.**

Suliyono mengatakan: saya pernah mendamaikan perselisihan antara MSM,
MSN GDT dan LM. Untungnya mereka manut kepada saya, memang orang
desa itu biasanya akan taat kepada orang yang memiliki jabatan di desanya,
meskipun hanya lulusan Sekolah Menengah Pertama saya ini pernah jadi
kamituwo di Dusun Sidowayah, mungkin karena saya pernah menjabat,
sehingga selesai menjabatpun masyarakat masih mempercayai saya untuk
ikut “cawe-cawe” dalam menyelesaikan masalah di masyarakat. MSN GDT
itu orangnya pendiam sebenarnya. Sedangkan LM itu orangnya pingin hidup

187 Samuji, wawancara, Desa Karangpatinan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 25 Mei
2019.
1% MSM, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 8 Maret
2019.
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enak, makanya suka berhutang. Untungnya mereka mau berdamai, kalau
tidak mau berdamai saya malah kasihan kepada mereka.'%

Kasus ini menunjukkan bahwa korban mendapatkan perlindungan dari
Ketua Rukun Tetangga, tetangga, tokoh agama dan ketua Forum Sidowayah
Bangkit untuk melakukan mediasi atas kasus KDRT, dan korban juga
mendapatkan perawatan dari bidan Desa. Korban memilih untuk tidak melaporkan
kekerasan yang dialaminya kepada Kepala Desa, maupun aparat Kepolisian.

Kasus 5:

PRM mengatakan: “sewaktu saya bertengkar dengan suami, saya juga pernah
bercerita kepada orangtua, saudara dekat, tetangga dan relawan dari Rumah
Harapan untuk menengahi pertengkaran, saya berharap suami saya bisa
dinasihati. Saya hanya bisa berdoa semoga suami saya berubah menjadi lebih
baik. Saya ini tidak mengetahui hukum, jadi tidak pernah melapor ke aparat
Kepolisian, Ketua Rukun Tetangga maupun kepala desa atas kekerasan ini.
Saya juga belum pernah curhat kepada ustadz atau Kyai. Saya khawatir
dicerai oleh suami karena saya cinta dia. Saya juga tidak pernah kabur dari
rumah. Saya selalu memaafkan suami. Suami tidak pernah mengusir saya,
selama ini kami bertengkar karena salah paham.

Kenapa saya tidak mau melapor ke aparat Kepolisian, alasannya adalah saya
masih cinta suami, saya juga takut menjadi janda. Apalagi suami masuk
penjara, saya juga merasa malu dengan omongan orang di desa. Nanti saya
akan terkenal di desa dengan melaporkan suami sendiri ke aparat

Kepolisian”. 140

Kasus ini menunjukkan bahwa korban merasa cukup dengan mendapatkan
perlindungan dari orang tua, saudara dekat, tetangga dan relawan dari Rumah
Harapan yang telah berusaha untuk menengahi dan memediasi pertengkaran

antara korban dan pelaku. Korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan

139 Suliyono, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 4 Juni
2019.
140 PRM, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 3 Februari
2019.
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yang dialaminya kepada tokoh agama, Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa
maupun aparat Kepolisian.

Kasus 6:

SB mengatakan: apapun itu kekerasan yang saya alami, JMR itu anak saya,
masak saya harus melaporkan anak saya sendiri ke aparat Kepolisian maupun
Kepala Desa. Kalau nanti JMR di penjara bagaimana? Saya malah tambah
sedih, sudah pisah dengan WG, dilaporkan ke polisi, dipenjara lagi. Saya
nanti malu dengan orang di desa. Ada ibu yang melaporkan anaknya sendiri
ke polisi. Tambah pusing saya nanti. Saya tidak pernah berusaha untuk
ngomong ke pak kyai di desa saya. Saya piker, yang penting ada relawan dari
Rumah Harapan dan tetangga mau mendengar curahan hati saya saya sudah
bersyukur. Rumah Harapan dan tetangga memberikan nasihat kepada anak
saya agar tidak membentak-bentak dan mengancam saya. !4

Kasus ini menunjukkan bahwa korban merasa cukup dengan mendapatkan
perlindungan dari Rumah Harapan dan tetangga yang telah berusaha untuk
memediasi pertengkaran antara korban dan pelaku. Korban memilih untuk tidak
melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Kepala Desa, tokoh agama
maupun aparat Kepolisian.

Kasus 7:

BYT mengatakan: atas semua kejadian ini, saya berusaha meminta
perlindungan kepada bapak Zaenuri (Ketua Rumah Kasih Sayang), bidan
Aning dan ibu sukati (relawan Rumah Kasih Sayang) atas perlakuan ibu
mertua saya. Mereka mau membantu saya untuk memenuhi kebutuhan hidup
saya, saya bersyukur mereka mau memberi sumbangan uang atau
membolehkan saya bekerja di rumahnya. Saya tidak mau melapor ke Ketua
Rukun Tetangga, Kepala Desa apalagi aparat Kepolisian, karena saya tidak
mengetahui kalau hal ini bisa dilaporkan. saya juga merasa malu dengan
perkataan tetangga jika melaporkan mertua sendiri ke polisi. Saya tidak
pernah ke masjid, jadi saya malu kalau lapor ke pak kyai.

Saya merasa saya ini cantik, oleh karena itu banyak laki-laki yang mendekati
saya dan meminta hubungan intim dengan saya. Saya mau-mau saja karena
saya merasakan nikmat apalagi dengan janji di nikahi atau diberi uang. Saya
juga kadang merasa sedih jika tidak ada laki-laki yang menepati janjinya,
seperti halnya saat saya dihamili oleh Semun, Semun pun tidak mau tanggung

141 5B, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 27 April 2019.
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jawab. Bunda Kati selalu menasihati supaya saya menjaga diri dan tidak mau
diajak hubungan intim oleh laki-laki siapapun. Saya diperintah oleh bunda
Kati untuk memakai alat kontrasepsi suntik KB, bidan Aning mau membantu
saya menyuntikkan KB.

Saya dan LJ ini terkadang dapat berkomunikasi dan terkadang agak lambat
dalam berkomunikasi. Setelah saya melahirkan anak, saya berpisah rumah
tanpa ada perceraian. Saya tidak mau lagi hidup bersama di rumah orangtua
LJ, padahal LJ masih mau hidup bersama.#?

SM menambahkan: sebenarnya BYT boleh-boleh saja tinggal di rumahnya,
karena saya merasa kasihan dengan BYT yang selama ini bertempat tinggal di
sebuah rumah yang kondisinya sangat tidak layak, di mana rumahnya
bercampur dengan kandang ayam. Namun BYT meminta nafkah yang
melebihi batas kemampuan LJ yang bekerja serabutan dan tidak menentu
upahnya. 43

Zaenuri pernah mengatakan: saya ini sebenarnya tidak menjabat di Desa
Krebet, namun masyarakat mempercayai saya sebagai Ketua Rumah Kasih
Sayang yang mewadahi penyandang disabilitas intelektual. Mungkin
masyarakat menganggap saya yang lulusan Sarjana S.1 ini mampu mengurusi
penyandang disabilitas intelektual. Kepercayaan masyarakat ini memicu saya
untuk membuktikan kalau saya bisa mengurusi penyandang disabilitas
intelektual. Para penyandang disabilitas intelektual ini mau dan mampu
diajari untuk membuat kerajinan tangan seperti keset yang bahan bakunya
berasal dari kain-kain limbah dari pabrik tekstil, keset ini telah dipasarkan
hingga ke Jakarta dan Surabaya. Mereka mampu belajar untuk mengubah
tingkat ekonominya, mereka yang pada awalnya menjadi beban keluarga,
sekarang menjadi tulang punggung dan harapan keluarga. Setiap sabtu
minggu mereka selalu berada di Rumah Kasih Sayang, meskipun terkadang
bahan-bahan untuk membuat kerajinan tangan habis, mereka tetap aktif hadir.
Dari situ saya mencoba mendekati mereka, apakah memiliki masalah dengan
keluarganya atau tidak, jika mereka bercerita tentang sebuah masalah maka
saya tidak segan-segan ikut membantu menyelesaikan masalah yang ada.#*

Kasus ini menggambarkan bahwa korban mendapatkan perlindungan dari
Rumah Kasih Sayang dan bidan dengan cara mencukupi kebutuhan hidupnya.
Korban memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada
Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa, tokoh agama apalagi aparat Kepolisian,

karena korban tidak mengetahui kalau perbuatan mertuanya ini merupakan tindak

142 BYT, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.
143 SM, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.
144 Zaenuri, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.
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kekerasan yang bisa dilaporkan. Kemudian korban memilih berpisah rumah
dengan anak pelaku tanpa melakukan perceraian.

Kasus 8:

BNI mengatakan: Saya berusaha mempertahankan rumah tangga dengan
MNO, saya tidak mau keluarga besar saya malu gara-gara saya bercerai
dengan MNO. Saya pernah diajak bermusyawah dengan MNO, agar MNO
tidak menceraikan saya. Tetapi ternyata MNO tetap menceraikan saya. Saya
merasa sedih atas kejadian ini. Bertahun-tahun saya berusaha melupakan
kejadian ini. Mau bagaimana lagi MNO telah mengajukan gugatan cerai ke
Pengadilan Agama Ponorogo. Saya tidak mengetahui kalau hal ini bisa
dilaporkan ke Kepala desa maupun Kepolisian. Saya menjanda selama 13
tahun. Saya lalu menikah dengan MSD dan saya merasa bahagia atas
pernikahan saya dengan MSD.%°

Kasus ini menunjukkan bahwa korban tidak ingin bercerai apalagi
membawa urusan rumah tangganya ke Pengadilan Agama Ponorogo. Namun,
justru pelaku yang memilih Pengadilan Agama Ponorogo untuk menyelesaikan
masalah rumah tangganya. Peneliti tidak mendapatkan salinan putusan Pengadilan
Agama Ponorogo, karena pegawai di Pengadilan Agama Ponorogo yang
mengurusi salinan putusan Pengadilan Agama belum menemukannya sampai
tulisan ini berakhir. Peneliti hanya mendapatkan nomor putusan No.
116/Pdt.G/1995/PA.PO melalui buku registrasi pendaftaran perkara tahun 1995
dengan pihak yang berperkara atas nama MNO sebagai pemohon dan BNI sebagai
termohon.

Kasus 9:

BWN mengatakan: meskipun YLH berusaha untuk membantah
perselingkuhannya, namun saya sudah terlanjur sakit hati. Saya tidak mau
melaporkan perselingkuhan saya kepada aparat Kepolisian, saya mendengar
kalau berurusan di sana akan ribet waktu, pikiran dan biaya. Apalagi saya
takut kalau nanti ditanya-tanya aparat Kepolisian. Kemudian Supri mantan

145 BNI, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 13 Mei 2019.
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kepala desa membantu saya untuk mengurus perceraian di Pengadilan Agama
Ponorogo. Saya mengurus berbagai macam administrasi yang dibutuhkan
untuk berperkara di Pengadilan Agama. Kakak-kakak saya bahkan tidak mau
menemani saya untuk berperkara mulai dari sidang pertama sampai majelis
hakim memutuskan perceraian. Saya kecewa dengan sikap kakak-kakak saya.
Setelah Pengadilan Agama Ponorogo memutuskan saya bercerai dengan
YLH, saya merasa puas. Dua tahun setelah itu saya mendapatkan informasi
bahwa Y LH akan melangsungkan pernikahan dengan YK.146

Kasus ini menunjukkan bahwa korban memilih untuk membawa urusan

rumah tangganya ke Pengadilan Agama Ponorogo. Peneliti melacak putusan

Pengadilan Agama Ponorogo di Kantor Pengadilan Agama Ponorogo, peneliti

mendapatkan salinan putusan No. 0605/Pdt.G/2004/PA.PO di mana majelis hakim

Pengadilan Agama Ponorogo memberi izin kepada korban untuk mengucapkan

ikrar talak satu kepada pelaku dihadapan sidang Pengadilan Agama Ponorogo.

Kasus 10:

BKR mengatakan: tetangga saya masih memperhatikan rumah tangga saya,
mereka ingin rumah tangga kami selalu damai. Kalau saya sedang bertengkar
dengan istri, saya biasanya memberi tahu tetangga, teman dan pak Suliyono
(ketua Forum Sidowayah Bangkit dan kyai di musholla dusun Sidowayah).
mereka bisa membantu menyelesaikan permasalahan yang saya alami.
Tetangga saya pernah membela saya dengan cara mendatangi dan
menenangkan. Oleh karenanya, saya merasa diperhatikan oleh tetangga
tentang permasalahan rumah tangga saya. Saya takut bercerai dengan istri.
Saya selalu mema’afkan perlakuan istri kepada saya, selama ini kami
bertengkar karena ada kesalah pahaman. Karena saya masih mencintai istri
jadi saya tidak mau melapor ke Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa apalagi
aparat Kepolisian. Saya tidak mengetahui jika kasus saya ini bisa dilaporkan
ke Kepolisian.**

Suliyono mengatakan: saya juga berusaha menyelesaikan permasalahan
rumah tangga BKR dan LSM. Meskipun keduanya menyandang disabilitas
intelektual, saya rasa mereka mau mendengar nasihat saya. Tetapi saya masih
mengetahui kalau BKR ini terkadang minggat, lalu saya menyangka,

146 BWN, wawancara, Desa Wilangan Kecamatan Sambit Kabupaten Ponorogo, 2 Juni 2019.
147 BKR, wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 24 Februari 2019.
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mungkin dia lagi bertengkar lagi dengan istrinya, saya mau berbuat apa lagi?
Yang penting saya sudah mencoba menasihatinya.4®

Kasus ini menggambarkan bahwa korban mendapatkan perlindungan dari
tetangga, teman, tokoh agama dan ketua Forum Sidowayah Bangkit dengan cara
memediasi atas kekerasan yang dialaminya. Korban memilih untuk tidak
melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Ketua Rukun Tetangga, Kepala
Desa apalagi aparat Kepolisian, karena korban tidak mengetahui kalau perbuatan
mertuanya ini merupakan tindak kekerasan yang bisa dilaporkan.

Kasus 11:

URS mengatakan: setelah kami mendengar informasi tentang AHD GMN ini,
saya tidak menghendaki TKY nantinya menjadi korban dari AHD GMN, lalu
saya menyuruh AHD GMN untuk pulang ke rumah orangtuanya. Setelah itu
TKY dan AHD GMN berpisah rumah selama 13 tahun tanpa ada komunikasi
diantara keduanya, selama ini keluarganya yang memberikan perhatian dan
pemenuhan kebutuhan hidupnya. Berhubung ada laki-laki yang mau menikahi
TKY, maka keluarga TKY memutuskan untuk menceraikan AHD GMN di
Pengadilan Agama Ponorogo.**°
Kasus ini menunjukkan bahwa korban mendapatkan perlindungan dari
keluarganya dengan cara mencukupi kebutuhan hidupnya. Pada awalnya korban
telah memilih untuk berpisah rumah dengan pelaku selama 13 tahun, namun pada
akhirnya korban memilih untuk menyelesaikan urusan rumah tangganya dengan
bercerai di Pengadilan Agama Ponorogo. Peneliti melacak putusan Pengadilan
Agama Ponorogo di Kantor Pengadilan Agama Ponorogo, peneliti mendapatkan

salinan putusan No. 0019/Pdt.G/2015/PA.PO di mana majelis hakim Pengadilan

Agama Ponorogo menjatuhkan talak ba’in shughra dari pelaku kepada korban.

148 Suliyono, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 4 Juni
2019.
149 URS, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 6 Juli 2019.
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Kasus 12:

BYT mengatakan: saya mau berbuat apalagi selain menerima kenyataan ini,
kalau AHD GMN mulai kambuh gangguan kejiwaannya saya langsung keluar
rumah dan saya akan kembali pulang menunggu kabar dari tetangga tentang
kondisi adik saya. Saya juga pernah berteriak meminta tolong kepada
tetangga pada saat AHD GMN mendadak kambuh. Tetangga dan relawan
Kasih Sayang terkadang bergantian memberi tumpangan tidur bagi saya
selama beberapa hari, sampai kondisi AHD GMN tidak terkena gangguan
jiwa lagi. Saya bersyukur ada tetangga yang masih peduli pada saya.
Tetangga saya lalu melapor ke Ketua Rukun Tetangga. Ketua Rukun tetangga
mendatangi saya untuk menenangkan saya dan berusaha untuk mengawasi
AHD GMN. Saya tidak melapor ke Kepala Desa apalagi aparat Kepolisian.
Saya tidak mengetahui apakah persoalan ini bisa dilaporkan ke Kepala Desa
atau Kepolisian. Saya tidak pernah ke masjid, jadi saya malu kalau lapor ke
pak kyai.>

Kasus ini menggambarkan bahwa korban mendapatkan perlindungan dari

tetangga dan relawan Rumah Kasih Sayang dengan bentuk perlindungan

sementara yaitu tempat untuk mengungsi. Tetangga korban membantu untuk

melaporkan persoalan ini ke Ketua Rukun Tetangga, dan korban memilih untuk

tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada tokoh agama, Kepala Desa

dan aparat Kepolisian, karena korban tidak mengetahui kalau perbuatan pelaku ini

merupakan tindak kekerasan yang bisa dilaporkan.

Kasus 13:

BYT mengatakan: atas semua kejadian ini, saya berusaha mencurahkan
perasaan hati saya kepada bapak Zaenuri (ketua Rumah Kasih Sayang) dan
Sukati (relawan Rumah Kasih Sayang). Saya bersyukur mereka mau
membantu menyelesaikan persoalan saya, terkadang saya diberi sangu,
makanan matang maupun bahan makanan olehnya, saya merasa mereka telah
memberi perlindungan kepada saya. Apalagi sekarang saya aktif membuat
kerajinan di Rumah Kasih Sayang di desa Krebet. Dahulu, saya pernah
bekerja ditempatnya bu bidan Aning. Namun, sebelum waktunya bayaran.
Gaji saya sudah diambil terlebih dahulu oleh KDM (kakak kandung) dan saya
tidak diberikan apa-apa. Jika ada sumbangan dari luar saya tidak pernah
dikasih oleh kakak saya dan sembako bagian saya juga diambil oleh kakak

150 BYT, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.
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saya. Keseharian saya mencari daun sebagai pekerjaan saya. daun-daun itu
saya jual ke warga untuk makan ternak. Seperti halnya bunda kati yang selalu
membeli daun-daun (rambanan) yang saya bawa. Saya juga bekerja di rumah
Sukati sebagai tukang cuci. Tak jarang saya menggoda suami Sukati. Tetapi
suami Sukati biasa saja. Saya selalu melaporkan kejadian-kejadian ini ke
tetangga, terutama bu Sukati.*>!

Sukati pun pernah menasihati KDM agar tidak mengulangi kejadian ini. Bu
Sukati mengatakan kepada KDM: kasihanilah adikmu itu, sudah pisah rumah,
untuk mendapatkan makanan saja sudah sulit. Tolong jangan melakukan itu
lagi kepada adikmu. Saya tidak melapor ke Ketua Rukun Tetangga, Kepala
Desa maupun aparat Kepolisian. Saya tidak mengetahui apakah persoalan ini
bisa dilaporkan ke Kepala Desa atau Kepolisian. Andaikata saya mengetahui,
saya juga tidak lapor karena ini urusan internal keluarga kami. Saya tidak
pernah ke masjid, jadi saya malu kalau lapor ke pak kyai.*®?

Kasus ini menggambarkan bahwa korban mendapatkan perlindungan
sementara dari Rumah Kasih Sayang. Mereka membantu korban untuk mencukupi
kebutuhan sehari-hari dalam waktu-waktu tertentu. Korban memilih untuk tidak
melaporkan persoalan ini ke tokoh agama, Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa
dan aparat Kepolisian, karena korban tidak mengetahui kalau perbuatan pelaku ini
merupakan tindak kekerasan yang bisa dilaporkan.

Kasus 14:

SRP pernah bercerita kepada Wugu, dia mengatakan: karena saya tidak
memperdulikan kejadian yang menimpa saya, lalu buat apa saya melaporkan
masalah itu ke ketua RT, pak Kyali, polisi atau kepala Desa? Bisa jadi
semuanya itu hanya akan mempermalukan keluarga besar saya. Saya sudah
berpisah rumah tangga dengan suami, malah saya masih mau melaporkan
orang tua kepada Polisi dan Kepala Desa. Saya juga masih merasa beruntung
masih selalu dicukupi kebutuhan hidup saya oleh ibu.3

Korban tidak melaporkan kekerasan yang dialaminya kepada Ketua Rukun
Tetangga, tokoh agama, Kepala Desa dan aparat Kepolisian, karena korban

merasa telah dirawat dengan baik oleh ibu kandungnya.

151 BYT, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.
152 Kati, wawancara, Desa Krebet Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 30 Maret 2019.
153 Wugu, wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 4 Mei 2019.
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Kasus 15:

Suliyono mengatakan: saya merasa kasihan dengan persoalan yang dialami
oleh PNR BDG. Saya berinisiatif untuk memberi tumpangan dan mencukupi
kebutuhan hidupnya. Saya ini merupakan saudara sepupunya PNR BDG.
Saya bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil golongan 11/b di Sekolah Dasar
Negeri Krebet 5, saya juga bertindak sebagai Ketua Forum Sidowayah
Bangkit. saya merasa harus bisa membantunya semampu saya, karena tidak
manusiawi jika saya tidak membantunya. PNR BDG merasa senang hati
untuk menerima ajakan ini, karena pada waktu itu PNR BDG langsung
mengemasi pakaian yang ada di rumah adiknya. Saya senang PNR BDG
memilih bertempat tinggal bersama saya.

PNR BDG memiliki kebiasaan, dia tidak mau berada di tempat yang terang,
dia suka tempat yang gelap. Akhirnya, dia memutuskan membangun sendiri
kamar tidurnya di sebelah kandang ternak saya. Sebenarnya, PNR BDG ini
adalah orang yang rajin bekerja, dia membantu saya untuk mencari rumput
gajah di hutan sebagai pakan ternak. Namun adakalanya, jika suasana hatinya
kurang baik, maka dia mutung atau ngambek lalu tidak mau pergi mencari
rumput. Saat ngambek, PNR BDG melampiaskan kekesalannya dengan
menghabiskan tembakau untuk merokok, sabun dihabiskan sekali pakai untuk
mandi, atau kebutuhan hidup lainnya yang dihabiskan sekaligus. Saat PNR
BDG ngambek, dia tidak mau langsung berbicara kepada saya, apalagi jika
kebutuhannya telah habis. Dia akan berdiam diri, tidak mau disapa, hingga
saya pada akhirnya akan mengetahui apa penyebab dari mutung atau
ngambeknya PNR BDG. Saya merasa bisa menyelesaikan kasusnya, karena
saya tidak tega melaporkan ke aparat kepolisian dan kepala Desa, namun
ketua Rukun Tetangga ikut serta dalam menyelesaikannya.*>*

Kasus ini menggambarkan bahwa korban mendapatkan perlindungan
sementara dari tokoh agama, Ketua Forum Sidowayah Bangkit dan Ketua Rukun
Tetangga. Mereka berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Mereka
memilih untuk tidak melaporkan kekerasan yang dialami oleh korban kepada
aparat kepolisian maupun kepada Desa.

Kasus 16:

JMN mengatakan: selama ini PRY tinggal bersama kami dalam satu rumah,
kami sekeluarga berusaha untuk membuatnya nyaman dan tidak kesepian.
Kami juga yang memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Kami tidak tega

154 Suliyono, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 4 Juni
2019.
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melihatnya sedih. Lalu, setelah kami mendapatkan informasi bahwa KRT
telah menikah lagi di Lampung, kami sekeluarga sepakat akan membawa
permasalahan ini ke Pengadilan Agama Ponorogo. Kakak kandung dari PRY
membantu pengurusan administrasi untuk kelengkapan berkas yang akan
dibawa ke Pengadilan Agama Ponorogo. Kami segera mengurus perceraian
antara KRT dan PRY agar ada kejelasan status antara pasangan ini. Setelah
putusan cerai keluar, saya merasa lega dengan putusan ini, biar anak saya
tidak lagi terkatung-katung status pernikahannya.>®

Kasus ini menunjukkan bahwa korban telah mendapatkan perlindungan
dari keluarganya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Keluarga korban memilih untuk menyelesaikan kasus kekerasan yang dialaminya
ke Pengadilan Agama Ponorogo. Peneliti tidak mendapatkan salinan putusan
Pengadilan Agama Ponorogo, karena pegawai di Pengadilan Agama Ponorogo
yang mengurusi salinan putusan Pengadilan Agama belum menemukannya
sampai tulisan ini berakhir. Peneliti hanya mendapatkan nomor putusan No.
0541/Pdt.G/2008/PA.PO melalui buku registrasi pendaftaran perkara tahun 2008
dengan pihak yang berperkara atas nama PRY sebagai penggugat dan KRT
sebagai tergugat.

Kasus 17:
JKM mengatakan: kemudian mereka berpisah dengan baik-baik, tidak ada
orang lain yang terlibat dalam persoalan rumah tangga WG dan JMR. JMR
memilih untuk pulang ke rumah orang tuanya. Pasangan ini berpisah tanpa
melakukan penceraian pada tahun 2000an, saya sudah lupa persisnya. Setelah
berpisah, baik JMR maupun WG tidak melakukan pernikahan lagi dengan

orang lain. Saya belum pernah melaporkan kasus yang dialami oleh anak saya
ke aparat kepolisian, Kepala Desa, Ketua Rkun Tetangga maupun kyai. >

1% JMN dan PRY, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 2
Juni 2019.
1% WG dan JKM, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 27
April 2019.
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Kasus ini menunjukkan bahwa korban telah mendapatkan perlindungan
dari orang tuanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Korban dan pelaku
memilih untuk berpisah rumah. Mereka tidak bisa melakukan perceraian
dihadapan Pengadilan Agama Ponorogo karena mereka menikah tidak di hadapan
pejabat Kantor Urusan Agama Balong Ponorogo. Korban memilih untuk tidak
melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya kepada aparat kepolisian, Kepala
Desa, Ketua Rukun Tetangga maupun tokoh agama.

Kasus 18:

TNM mengatakan: Wugu membantu saya untuk mencari informasi
keberadaan LMR. SRP tidak mengetahui sama sekali tentang minggatnya
LMR, SRP itu ya begitu keadaannya, plengah plengeh ra pati jowo (tidak
mampu memahami keadaan di sekitarnya karena keterbatasannya sebagai
penyandang disabilitas intelektual). Saya dan Wugu berusaha menemui LMR
dan ibunya, kami membujuk LMR agar mau kembali ke rumah saya. Ibunya
LMR memasrahkan permasalahan ini kepada LMR. Ternyata LMR bertekad
bulat untuk tidak mau kembali ke rumah saya. Kami tidak bisa berbuat apa-
apa selain menerima keputusan LMR. Pada tahun 2012 saya mendapat
informasi dari tetangga jika LMR telah menikah dengan wanita lain. Selama
ini saya tidak memberitahu kepada SRP, karena saya rasa SRP tidak akan
paham dengan keadaan ini. Mereka berpisah rumah saja tanpa ada perceraian.
Andaikata ada perceraian, mungkin saya akan menerima surat pemberitahuan
maupun panggilan dari Pengadilan Agama Ponorogo, tetapi sampai sekarang
saya tidak menerimanya. Saya juga tidak mengetahui apakah LMR menikah
lagi di Kantor Urusan Agama atau tidak?. Kami merasa tidak perlu melapor
ke pak kyai, Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa apalagi aparat Kepolisian,
karena kami tidak mengetahui apakah permasalahan yang dialami SRP ini
bisa dilaporkan atau tidak.’

Kasus ini menunjukkan bahwa korban telah mendapatkan perlindungan
dari orang tuanya dalam bentuk pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari.
Korban dan pelaku memilih untuk berpisah rumah. Keluarga korban tidak

mengetahui kalau perbuatan pelaku ini merupakan tindak kekerasan yang bisa

157 TNM (ibu Kandung dari SRP), wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten
Ponorogo, 4 Mei 2019.
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dilaporkan ke tokoh agama, Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa apalagi aparat
Kepolisian.

Kepala Desa Karangpatihan mengaku pernah mengadakan sosialisasi
tentang bahaya dan dampak dari KDRT. Dia mengharapkan agar masyarakat di
desanya untuk tidak melakukan KDRT. Dia mengutamakan agar masyarakat yang
tidak menyandang disabilitas untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anggota
keluarganya yang menyandang disabilitas intelektual. *°® Kepala Desa Sidoharjo
menyatakan bahwa kekerasan terhadap istri dan anak sebenarnya ada, tetapi
karena hal ini masalah privat maka tidak ada laporan yang masuk ke Kantor Desa.
Dia mengibaratkan permasalahan KDRT yang terjadi pada sebuah rumah tangga
seperti “ancik-ancik pucuking ri” (seseorang merasa hidupnya berada di atas
beban berat yang mengancam kehidupannya, dia seperti berdiri di atas duri, kalau
dia terjatuh maka akan kesakitan bahkan bisa mengakibatkan kematian). Kalau
dilaporkan akan membuat malu kelurga besarnya, kalau didiamkan akan terus
mengalami kekerasan.**°

Peneliti akan memaparkan salinan putusan perceraian di Pengadilan
Agama (PA) Ponorogo, hal ini dapat menggambarkan bahwa KDRT dapat terjadi
dengan korban yang menyandang disabilitas intelektual. PA Ponorogo dapat
memutuskan perceraian para pihak dengan penggolongan ke dalam dua bentuk
perceraian, yaitu kasus cerai talak dan cerai gugat. Cerai talak adalah perceraian

yang dilakukan oleh suami terhadap istri. Suami melakukan permohonan cerai

1%8 Eko Mulyadi, wawancara, Desa Karangpatihan Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo, 30
April 2019.

159 parnu, wawancara, Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo, 24 Februari
2019.
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dari istrinya di Pengadilan Agama. Suami bertindak sebagai pemohon. Cerai
gugat adalah permohonan cerai yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya. Istri
bertindak sebagaipenggugat.

Peneliti mendapatkan dua salinan putusan PA Ponorogo yaitu No.
0019/Pdt.G/2015/PA.PO dan No. 0605/Pdt.G/2004/PA.PO. Pertama, salinan
Putusan No. 0019/Pdt.G/2015/PA.PO di mana Istri melakukan cerai gugat karena
suami tidak bertanggung jawab penelantaran rumahtangga dan tidak ada
keharmonisan. Rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis,
karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak
ada harapan untuk dapat rukun kembali disebabkan tergugat jarang memberi
nafkah kepada Penggugat karena tergugat hanya bekerja untuk dirinya sendiri dan
kalau punya uang hanya untuk kesenangannya sendiri tanpa memperhatikan
kebutuhan sehari-hari. Penggugat merasa sangat menderita lahir batin. Penggugat
dan Tergugat telah berpisah selama 13 tahun dan selama itu sudah tidak menjalin
hubungan komunikasi dengan Tergugat. Pihak keluarga sudah berusaha
merukunkan, namun tidak berhasil. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya
untuk bercerai, namun tidak berhasil, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan
membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh
Penggugat. Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek dan

Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra dari Tergugat terhadap Penggugat.*

160 Salinan Putusan No. 0019/Pdt.G/2015/PA.PO:
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Kedua, pada salinan Putusan No. 0605/Pdt.G/2004/PA.PO telah
disebutkan bahwa rumah tangga pemohon dan termohon mulai goyah disebabkan
karena: sejak berangkat kerja di Taiwan, termohon tidak pernah memberikan
berita kepada pemohon. Lalu pemohon mengetahui ada surat pada tanggal 7
Nopember 2003 yang isinya minta diceraikan. Puncak ketidakharmonisan rumah
tangga keduanya terjadi kurang lebih pada bulan Mei 2004 yang akibatnya setelah
termohon pulang dari Taiwan, termohon tidak mau lagi hidup rukun dengan
pemohon dan sudah pisah selama 2 tahun 5 bulan.  Akibatnya, pemohon
mengalami penderitaan lahir batin dan tidak sanggup lagi melanjutkan rumah
tangganya dengan termohon. Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak
tang berperkara namun tidak berhasil.Majelis Hakim mengabulkan permohonan
pemohon dengan verstek. 6!

Peneliti menemukan beberapa hal dalam salinan putusan PA Ponorogo ini,
yaitu:

1. Meskipun secara eksplisit tidak tertulis kasus KDRT, namun secara implisit
tertulis adanya  pengabaian  pemberian  nafkah.  Putusan  No.
0019/Pdt.G/2015/PA.PO Istri melakukan cerai gugat karena suami tidak
bertanggung jawab penelantaran rumahtangga dan tidak adakeharmonisan,
alasan ini merupakan salah satu dari bentuk KDRT.

2. Putusan No. 0605/Pdt.G/2004/PA.PO suami mengajukan permohonan cerai

dengan tidak menyebutkan duduk perkara perselingkuhan termohon, namun

161 SalinanPutusan No. 0605/Pdt.G/2004/PA.PO
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disebabkan oleh termohon yang tidak pernah memberikan berita kepada
pemohon selama bekerja di luar negeri.

Pihak yang berperkara tidak tertulis sebagai penyandang disabilitas intelektual,
hal ini menunjukkan bentuk keberpihakan Pengadilan Agama terhadap
penyandang disabilitas. Karena jika tertulis sebagai penyandang disabilitas
intelektual maka akan terstigmatisasi. Sedangkan kekurangannya adalah karena
para pihak tidak tertulis sebagai penyandang disabilitas intelektual maka
seharusnya mereka mendapatkan bantuan hukum dari advokat, tetapi ternyata
mereka menghadiri persidangan tanpa ada bantuan hukum.

KDRT yang dialami oleh korban yang menyandang disabilitas intelektual

di Kabupaten Ponorogo terdapat dua bentuk kekerasan, yaitu:

1.

Soft violence yang berbentuk intimidasi, perselingkuhan, umpatan, gertakan,
omelan, bentakan, ancaman pembunuhan, hardikan, tidak menafkahi istri,
penelantaran, pencurian, tidak diperhatikan kehidupannya, merebut harta
warisan, eksploitasi, dan perampasan gaji.

Hard violence yang berbentuk pemukulan, penamparan, pemberian racun, dan

pembelengguan.
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Tabel 3.6. KDRTTerhadap Penyandang Disabilitas Intelektual
di Kabupaten Ponorogo

No | Bentuk dan Penyebab KDRT | Strategi Korban | Bentuk
dampak KDRT Perlindungan
1. | a. KF: Pukulan, a. Sebagai a. minggat dan a. Perlindungan dari
D: Guratan pemimpin yang | b. Melibatkan pak dhe budhe
merah di pipi berhak kakak dari suami,
b. KP: Intimidasi mengatur, kandungnya . tetangga dan
(membanting b. merasa lebih relawan dari
gelas), kuat secara Rumah Harapan
D: Gangguan fisik, dalam bentuk
psikis. c. mengendalikan mediasi dan tidak
c. KN: Tidak korban, melakukan
aktif untuk d. sebagai pencari perceraian
pembuatan nafkah utama maupun pisah
KTP, KK, dan bagi rumah.
akte kelahiran keluarganya. b. Perlindungan
anak, D: Tidak sementara dari
memiliki tetangga.
JAMKESMAS c. Korban memilih
& PKH. untuk tidak
melapor kepada
Ketua RT, Kades,
tokoh agama
maupun aparat
Kepolisian.
2. | a. KF: Pukulan, a. Sebagai a. menolak a. perlindungan dari

D: Kesakitan pemimpin yang ajakan orang tua dan

di wajah dan berhak hubungan tetangganya dalam

punggung. mengatur. seksual dari bentuk mediasi

b. KP: Umpatan | b. Pencari nafkah pelaku. dan dan tidak
dan bentakan, utama bagi b. melambat- melakukan
D: Gangguan keluarganya. lambatkan perceraian
psikis. c. Untuk perintah. maupun pisah

c. KN: tidak aktif mendidik, c. meluapkan rumah
untuk mengatur dan keluh b. Korban memilih
pembuatan mengendalikan kesahnya untuk tidak
KTP, KK, dan korban. kepada orang melapor kepada
akte kelahiran | d. Masalah- lain. tokoh agama,
anak, D: Tidak masalah sepele. Ketua RT, Kades,
memiliki tokoh agama
JAMKESMAS maupun aparat
& PKH. Kepolisian.
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KF: dibelenggu,
D: Ketakutan.

a. Sebagai
pemimpin yang
berhak
mengatur.

b. Pencarinafkah
utama bagi
keluarganya.

c. menyelamatkan
dan
mengendalikan
korban.

melepaskan diri
dari belenggu

a. Pemeriksaan
kesehatan dari
Dinas Kesehatan
Kabupaten
Ponorogo.

b. Ketua Rumah
Harapan memberi
nasihat kepada
pelaku dan tidak
memutus
hubungan.

KF: Diracun,
D: Kepala pusing,
mual dan muntah.

Pelaku
berpenghasilan
rendah.

a. berteriak
meminta
tolong kepada
tetangga.

b. bersikap
menerima dan
pasrah atas
kekerasan
yang
dialaminya.

a. Perlindungan dari
Ketua RT,
tetangga, tokoh
agama dan ketua
Forum Sidowayah
Bangkit dalam
bentuk mediasi
dan tidak
memutus
hubungan antara
ibu, anak maupun
menantu.

b. Korban
mendapatkan
perawatan dari
bidan Desa.

c. Korban memilih
untuk tidak
melapor kepada
Kades maupun
aparat Kepolisian.

a. KP: Bentakan
dan umpatan,
D: Malu, sakit
hati dan
gangguan
psikis.

b. KN: tidak aktif
untuk
pembuatan
KTP, KK, dan
akte kelahiran
anak, D: Tidak

a. Sebagai
pemimpin yang
berhak
mengatur.

b. Pencari nafkah
utama bagi
keluarganya.

c. Pelaku kesal
atas
kecerewetan
korban.

a. Minggat dan
kabur dari
rumah,

b. bersikap
menerima dan
pasrah.

a. Perlindungan dari
orang tua, saudara
dekat, tetangga
dan relawan dari
Rumah Harapan
dalam bentuk
mediasi dan tidak
melakukan
perceraian
maupun pisah
rumabh.

b. Korban memilih
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memiliki
JAMKESMAS
& PKH.

untuk tidak
melaporkan
kekerasan yang
dialaminya kepada
Ketua RT, Kades,
tokoh agama
maupun aparat
Kepolisian.

KP: Bentakan, . Pengangguran. | a. memilih . Perlindungan dari

perkataan kotor . Korban terlalu pasrah dan tetangga dan

dan ancaman cerewet dan menerima relawan dari

pembunuhan. mengatur kekerasan. Rumah Harapan

D: Perasaan tidak pelaku. b. enggan dalam bentuk

nyaman, bingung, memasakkan mediasi dan tidak

gangguan psikis makanan memutus

dan terancam untuk pelaku. hubungan antara

jiwanya. ibu dan anak.

. Korban memilih
untuk tidak
melaporkan
kekerasan yang
dialaminya kepada
Ketua RT, Kades,
tokoh agama
maupun aparat
Kepolisian.

a. KF: Cekikan, . Pelaku merasa | melakukan . Perlindungan dari
D: Rasa sakit sangat perselingkuhan Rumah Kasih
dibagian leher. menyayangi untuk membalas Sayang dan bidan

b. KP: Intimidasi suami korban. perlakuan pelaku. Desa dalam
dan omelan, D: | b. Korban bentuk pemenuhan
Tekanan batin, dianggap kebutuhan hidup,
tidak nyaman sebagai namun memutus

dan kecewa.

c. PRT: Tidak
terpenuhi
nafkah lahir
batin, D: Tidak
mampu
mencukupi
kebutuhan
hidup.

menantu yang
tidak tahu diri
dan egois,

. Korban tidak

bisa mengurus

suami dan anak.

hubungan antara
menantu dan
mertua, pisah
rumah antara LJ
dan BYT.

. Korban memilih

untuk tidak
melaporkan
kekerasan yang
dialaminya kepada
Ketua RT, Kades,
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tokoh agama
maupun aparat
Kepolisian.Semua

ini karena
ketidaktahuannya.
8. |a KP: a. Pelaku merasa | Menerima dan Korban tidak
Meninggalkan diguna-gunai. | pasrah atas mendapatkan
korban, D: b. Pelaku menilai | kekerasan yang perlindungan dari
Bingung dan korban (PDI) dialaminya. pihak manapun,
tidak nyaman. ini tidak terjadi perceraian
b. KP: Perceraian mampu untuk
tanpa mengurus
penjelasan, D: rumah tangga.
Bingung,
pusing dan
sakit hati.
9. | KP: Pelaku Korban Tidak berpikir Korban
menjalin berpenghasilan panjang dan mendapatkan
hubungan dengan | rendah. memberanikan perlindungan hukum
laki-lain, diri untuk dari Pengadilan
D: Keretakan mencari jalan Agama Ponorogo,
hubungan dalam pintas dengan salinan putusan No.
rumah tangga, cara 0605/Pdt.G/2004/P
pelecehan menghunuskan A.PO
terhadap perasaan pisau dihadapan
cinta, tidak pelaku.
bahagia,
kekecewaan dan
siksaan batin.
10. | KP: Amukan dan | Pelaku merupakan | Minggat. a. Perlindungan dari

bentakan,

D: bingung,
pusing dan tidak
berdaya.

PDI yang merasa
kesal atas perintah
korban.

tetangga, teman,
tokoh agama dan
ketua Forum
Sidowayah
Bangkit dalam
bentuk mediasi
dan tidak
melakukan
perceraian
maupun pisah
rumah.

b. Korban memilih
untuk tidak
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melaporkan
kekerasan yang
dialaminya kepada
Ketua RT, Kades,
tokoh agama
maupun aparat
Kepolisian. Semua
ini karena

ketidaktahuannya.
11. | a. KP: Amukan, a. Pelaku a. Mencari a. Perlindungan dari
D: Ketakutan merupakan informasi keluarga dengan
dan PDI. tentang bentuk mencukupi
kebingungan. | b. Pelaku merasa kondisi mental kebutuhan
b. PRT: tidak tidak sadar dari pelaku. hidupnya.
terpenuhi telah b. memulangkan | b. Mendapatkan
nafkah lahir, melakukan pelaku. perlindungan
D: Tidak kekerasan. c. memisahkan hukum dari
tercukupi rumah tangga Pengadilan Agama
kebutuhan antara pelaku Ponorogo, salinan
hidup. dan korban. putusan No.
0019/Pdt.G/2015/
PA.PO
12. | KP: Amukandan |a. Pelaku Mencuri uang a. Perlindungan dari
ancaman, merupakan pelaku. tetangga dan
D: Bingung. PDI. relawan Rumah
b. Pelaku merasa Kasih Sayang
tidak sadar dengan bentuk
telah perlindungan
melakukan sementara dan
kekerasan. masih tinggal satu

rumah, serta tidak
memutus
hubungan antara
kakak dan adik.

b. Tetangga korban
membantu untuk
melaporkan
persoalan ini ke
Ketua RT.

c. Korban memilih
untuk tidak
melaporkan
kekerasan yang
dialaminya kepada
Kades, tokoh
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agama maupun
aparat Kepolisian

13. | KE: perampasan a. Pelaku Memutuskan a. Perlindungan dari
gaji, perampasan merupakan hubungan Rumah Kasih
sumbangan, dan pengangguran | silaturahmi antara Sayang dalam
perampasan harta | b. Pelaku korban dan bentuk pemenuhan
warisan, menganggap pelaku. kebutuhan hidup,
D: korban telah pisah rumah dan
ketidakmampuan diperhatikan memutus
dan ketidak oleh orang hubungan antara
berdayaan tuanya, kakak dan adik.
ekonomi dan sehingga pelaku b. Korban memilih
penelantaran. hendak untuk tidak

membalas melaporkan
dendam kekerasan yang
perlakuan orang dialaminya kepada
tuanya terhadap Ketua RT, Kades,
korban. tokoh agama
maupun aparat
Kepolisian. Semua
ini karena
ketidaktahuannya.

14. | KE: Eksploitasi Pelaku tidak ingin | Menerima dan Korban tidak
melalui nikah rugi karena selama | pasrah atas melaporkan
paksa, ini pelaku telah kekerasan yang kekerasan yang
D: mbecek di rumah dialaminya. dialaminya kepada
Ketidakberdayaan. | warga sekitar. Ketua Rukun

Tetangga, tokoh
agama, Kepala Desa
dan aparat
Kepolisian, karena
korban merasa telah
dirawat dengan baik
oleh ibu
kandungnya.

15. | PRT: Tidak a. Pelaku a. Menerima dan | a. Perlindungan
terpenuhi nafkah menganggap pasrah atas sementara dari

lahir,

D: Tidak mampu
mencukupi
kebutuhan hidup.

bahwa korban
telah diberikan
hak warisnya.
b. Pelaku yang
menanggung
kebutuhan

kekerasan
yang
dialaminya,
b. Melibatkan
orang lain
untuk

tokoh agama,
Ketua Forum
Sidowayah
Bangkit dan Ketua
RT dan
pemenuhan
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sehari-hari bagi membantu kebutuhan hidup,
korban. persoalan yang pisah rumah
dihadapinya dengan kakak.
dengan cara b. Ketua Forum
bercerita Sidowayah
kepada Bangkit dan Ketua
tetangga dan RT memilih untuk
saudaranya tidak melaporkan
kepada aparat
kepolisian maupun
kades.

16. | PRT: Tidak Pelaku menilai Melacak a. Perlindungandari
memberikan korban sebagai keberadaan keluarganya
nafkah lahir dan PDI yang tidak pelaku. dalam bentuk
meninggalkan mampu untuk pemenuhan
korban tanpa mengurus rumah kebutuhan hidup.
kabar selama lebih | tangga. . Perlindungan
dari 7 tahun, hukum dari
D: Tidak mampu Pengadilan
memenuhi Agama
kebutuhan hidup Ponorogo, salinan
dan gangguan putusan No.
psikis. 0541/Pdt.G/2008/

PA.PO
17. | a. KP: Bentakan, Pelaku merupakan | a. Menggunjing | a. Perlindungan dari

D: Tidak
nyaman,
bingung dan
capek
menghadapi
pelaku.

b. PRT: Tidak
mampu
memberikan
nafkah lahir, D:
Tidak terpenuhi
kebutuhan hidup
rumah tangga.

pengangguran.

dan berkeluh
kesah kepada
orang lain.

b. Menerima dan
pasrah atas
kekerasan
yang
dialaminya,

orang tuanya
dalam bentuk
pemenuhan
kebutuhan hidup,
dan tidak
melakukan
perceraian namun
melakukan pisah
rumah

. Korban memilih

untuk tidak
melaporkan
kekerasan yang
dialaminya kepada
Ketua RT, Kades,
tokoh agama
maupun aparat
Kepolisian.
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18. | PRT: Pelaku
meninggalkan
korban tanpa ada
alasan yang jelas,
D: tidak
berdampak karena
korban tidak
terlihat sedih dan
kecewa.

a. Pelaku merasa
sebal dengan
kondisi korban
yang
merupakan
PDI.

b. Ibu korban
yang selalu ikut
campur dalam
urusan rumah
tangganya.

Mencari tahu
keberadaan
pelaku.

a. Perlindungan dari
orang tuanya
dalam bentuk
pemenuhan
kebutuhan hidup
dan tidak
melakukan
perceraian namun
melakukan pisah
rumah

b. Korban memilih
untuk tidak
melaporkan
kekerasan yang
dialaminya kepada
Ketua RT, Kades,
tokoh agama
maupun aparat
Kepolisian.

Keterangan tabel:

. Nama-nama korban maupun pelaku pada tabel ini merupakan akronim.

. Kekerasan Fisik, yang disingkat dengan KF.
. Kekerasan Psikis, yang disingkat dengan KP.

. Penelantaran Rumah Tangga, yang disingkat dengan PRT.

. Kekerasan Negara, yang disingkat dengan KN.
. Dampak, yang disingkat dengan D.

. Penyandang Disabilitas Intelektual, yang disingkat dengan PDI.

Ketua Rukun Tetangga, yang disingkat dengan Ketua RT.

1
2
3
4
5. Kekerasan Ekonomi, yang disingkat dengan KE.
6
7
8
9.
1

0. Kepala Desa, yang disingkat Kades.




BAB IV
KORBAN KDRT PENYANDANG DISABILITAS

INTELEKTUAL DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Hubungan Antara Pembentukan Rumah Tangga dan Penyebab KDRT
Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Ponorogo
1. Pembentukan Rumah Tangga Penyandang Disabilitas Intelektual

Pada Bab Il peneliti telah memaparkan hasil wawancara tentang
pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten
Ponorogo. Mereka melakukan pernikahan, ada yang melalui comblang
sebagaimana yang ditunjukkan oleh pernikahan antara pasangan BYT dan LJ,
BNI dan MNO, BNI dan MSD, WG dan JMR, PRY dan KRT. Selain itu, ada juga
salah satu dari orangtuanya yang berusaha mencari informasi dari warga desa
mengenai laki-laki yang mau menikah sebagaimana yang ditunjukkan oleh
pernikahan antara pasangan SRP dan LMR, LM dan MSN, GDT LSM dan BKR,
TKY dan AHD GMN, BWN dan YLH, PRM dan PRN, PRH dan TRAN. Peneliti
belum menemukan penyandang disabilitas intelektual yang mencari calon
pasangannya melalui perkenalan sendiri.

Penyandang disabilitas intelektual yang berada di Kabupaten Ponorogo
memiliki kecenderungan untuk tidak menganut sistem pernikahan endogamy
maupun exogamy. Sebagai orang Jawa mereka masih memberlakukan sistem
eleutherogamy yakni seorang pria tidak terikat dengan larangan-larangan maupun

keharusan-keharusan dalam mencari calon istri di dalam atau di luar kerabat.
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Mereka memberlakukan sistem perkawinan berdasarkan batas-batas hubungan
keturunan dekat sebagaimana yang telah ditentukan oleh hukum Islam atau
perundang-undangan.*

Penyandang disabilitas intelektual melakukan pernikahan sebagaimana
yang telah diatur oleh keluarganya. Secara adat keluarga calon suami melamar
kepada keluarga calon perempuan, apabila lamaran disetujui maka ada yang
langsung menentukan tanggal pelaksanaan akad nikah, ada juga yang menentukan
jadwal pada hari-hari berikutnya. Beberapa diantara mereka ada yang masih
mempercayai tanggal pelaksanaan akad nikah yang baik, biasanya saat “pethetan
dhino” mereka mengajak sesepuh untuk menentukan hari “baik” akad nikah.
Setelah penentuan hari baik untuk melakukan akad nikah, terkadang keluarga
calon istri melakukan kunjungan balasan ke rumah keluarga calon suami dan
terkadang tidak melakukan kunjungan balasan.

Beberapa hari sebelum akad nikah, keluarga calon pengantin perempuan
mengadakan acara “selametan”. Mereka yang berkecukupan secara ekonomi akan
mengadakan “selametan” dengan rangkaian acara, pembacaan doa-doa yang
ditujukan kepada leluhur lalu hidangan soto ayam dan es puter, ketika undangan
“selametan” mau beranjak pulang maka tuan rumah akan membawakan nasi
“berkat” bagi tamu undangan. Namun bagi mereka yang tidak berkecukupan maka
acara “selametan” hanya diisi dengan pembacaan doa-doa kepada leluhur dengan

hidangan ala kadarnya.

! Soerjono Soekanto, Intisari Hukum Keluarga (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1992), 133.
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Kedua orangtua dari calon pengantin ini telah sepakat untuk menjadi
besan. Mereka mengadakan “srampuhan” atau musyawarah yang dihadiri oleh
keluarga calon pengantin laki-laki dan perempuan, musyawarah ini bertujuan
untuk menentukan hari “baik” akad nikah. Musyawarah ini biasanya
menghadirkan sesepuh Desa maupun agamawan untuk ikut terlibat dalam
musyawarah keluarga ini. Selain itu, “srampuhan” ini memiliki tujuan untuk
“gathukne niyat” yaitu menyamakan persepsi di antara kedua calon besan. Acara
“srampuhan” demi “gathukne niyat™ ini sebagai usaha untuk “netepi adat” yaitu
menjalankan adat agar tidak hilang pada masa-masa berikutnya.

Mereka telah menentukan hari “baik” untuk melangsungkan akad nikah,
jika orangtua yang ingin ‘“ngrejakne” atau mengadakan resepsi pernikahan maka
bapak dari calon pengantin perempuan biasanya mendatangi rumah-rumah
tetangga dan orang yang dikenalnya untuk menyampaikan undangan lisan.
Undangan nikah secara lisan ini dapat memakan waktu satu bulan lebih karena
harus mendatangi satu persatu rumah calon tamu undangan, maknanya adalah
untuk memastikan bahwa calon tamu ini dapat menghadiri resepsi nikah, calon
tamu akan merasa tidak enak untuk tidak datang karena undangan lisan ini.
Mereka masih enggan untuk mengirim kertas undangan, karena tidak biasa
dengan kebiasaan masyarakat. Sebaliknya, jika orangtua tidak ingin “ngrejakne”
pernikahan dengan alasan ketidakmampuan dalam pembiayaan, maka mereka
cukup mengundang tetangga kanan Kiri dari rumahnya.

Masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang “ngrejakne” pernikahan masih

2 (13 29 (13 2 (13

meneruskan tradisi “becekan”, “rewang”, “tonjokan”, “jagong manten” maupun
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“mbubak manten”. “Becekan” merupakan sumbangan dari tamu kepada tuan
rumah berbentuk bahan pokok mentah bisa berupa beras, gula, minyak goreng,
sayur-sayuran dan sebagainya yang dimasukkan ke dalam tas“becekan”. Setelah
itu, tuan rumah mengisi tas “becekan” dengan makanan matang, seperti nasi putih,
“blendrang” tahu tempe, lombok ijo, mie, dan telur. Mereka menghindari isi dari
tas “becekan” berupa bahan makanan mentah yang dibawa pulang oleh orang
yang “mbecek”.

“Rewang” merupakan kegiatan yang dilakukan secara gotong royong dan
sukarela dengan menyumbangkan tenaga dan pikiran demi terselenggaranya acara
resepsi pernikahan. Adapun “tonjokan” memiliki makna seorang tuan rumah acara
resepsi pernikahan bermaksud untuk mengundang orang lain dengan mengirimkan
makanan siap saji, “tonjokan” ini kemudian sebagai simbol adanya kewajiban
tamu undangan untuk memberikan sejumlah sumbangan kepada tuan rumah.
Calon tamu undangan yang di-“tonjok™ ini biasanya merupakan orang-orang
pilihan dari tuan rumah, seperti sesepuh, orang yang dihormati, dituakan atau
terkemuka. “Jagong manten” diadakan pada malam hari sebelum hari akad nikah,
mereka mengundang segenap tetangga, saudara, kerabat maupun teman. “Mbubak
manten” yakni orangtua menikahkan anak sulungnya, segenap tamu undangan
memberikan sumbangan sekedarnya untuk calon pengantin. “Mbubak manten” ini
bertujuan untuk membantu calon pengantin dalam perekonomian rumah
tangganya nanti. Tradisi pernikahan ini menunjukkan bahwa ada semangat gotong
royong yang dimiliki oleh masyarakat Desa. Mereka memilih untuk tetap

melestarikan tradisi ini. Pada umumnya, keluarga penyandang disabilitas
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intelektual masih memperhatikan nilai-nilai agama maupun adat dalam

pernikahan.

Motivasi yang dimiliki oleh penyandang disabilitas intelektual untuk
melakukan pernikahan adalah:

a. Mereka menikah karena kemauan mereka sendiri, mereka membutuhkan
pasangan, seperti yang ditunjukkan oleh BYT, BNI dan MSD; BWN

b. Kedua orangtua penyandang disabilitas intelektual menikahkan anak-anaknya
agar mereka diperhatikan oleh pasangannya, karena apabila orang tuanya
meninggal dunia, maka mereka tetap mendapat pemeliharaan dan tidak
terlantar hidupnya, seperti LM dan MSN GDT; LSM dan BKR; LJ; TKY dan
AHD GMN; BNI; JMR dan WG; PRM dan PRN; PRH dan TRAN; PRY.

c. Mereka dinikahkan agar orang tuanya mendapat “becekan” atau uang
sumbangan dari tamu undangan resepsi pernikahan sehingga membantu
perekonomian, seperti yang terjadi pada SRP; JMR dan WG;

Penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo ini ada tujuh
pasangan yang melangsungkan pernikahannya di hadapan penghulu dari Kantor
Urusan Agama, seperti yang terjadi pada pasangan SRP dan LMR, LM dan MSN
GDT, BYT dan LJ, TKY dan AHD GMN, BNI dan MNO, BWN dan YLH, PRY
dan KRT. Namun ada juga yang melangsungkan pernikahannya di hadapan
Modin Desa alasannya tidak mau disulitkan dengan pengurusan administrasi,
seperti yang terjadi pada lima pasangan yaitu LSM dan BKR, BNI dan MSD, WG
dan JMR, PRM dan PRN, PRH dan TRAN. Pernikahan yang mereka lakukan ini

ada yang memiliki keturunan dan ada yang tidak memiliki keturunan. Mereka
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yang diberi keturunan ini semuanya tidak ada yang menyandang disabilitas
intelektual sebagaimana orangtuanya.

Mereka telah melakukan pernikahan secara sah karena telah terpenuhi
syarat, rukun dan terbebas dari sesuatu yang membatalkannya. Hal ini sesuai
dengan pendapat para ulama madhhab yang memberikan beberapa hukum
mengenai pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas
intelektual. Misalnya, ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad nikah yang
dilakukan oleh penyandang disabilitas intelektual adalah sah, baik dia
memperoleh izin dari walinya atau tidak. Imam al-Kasani (w. 587 H)
berpendapat bahwa:

Orang safih menurut Imam Abu Hanifah bukan termasuk al-makjar yakni
orang yang tercegah mengendalikan harta bendanya disebabkan oleh
beberapa hal yang terdapat pada dirinya yang mengeluarkan pengawasan.
Kedudukan orang safih dan orang rashid itu sama dalam membelanjakan
hartanya, mereka tidak berbeda kecuali pada anak yang sudah baligh dalam
keadaan safth yang tercegah mengendalikan harta bendanya sampai dia
berumur dua puluh lima tahun, tatkala dia sudah rashid maka wali harus
memberikan hartanya. Sedangkan untuk mengelola harta bendanya maka
tidak ada perbedaan antara safih dan rashid. Kedudukan orang safih ini sama
dengan anak kecil yang berakal dan sudah baligh tetapi bodoh, di mana dia
tidak boleh melakukan jual beli, melakukan sewa menyewa, menghibahkan
hartanya, bersedekah dan sebagainya. Akad yang dilakukannya termasuk
akad yang fasakh. Sedangkan untuk akad selain yang disebut, maka
kedudukannya sama dengan anak yang sudah baligh, berakal dan rashid.
Maka dia boleh melakukan akad perceraian, pernikahan, memerdekakan
budak, tadbir (seseorang yang menentukan sesuatu atas dirinya mengenai
sesuatu hal/ keadaan dimana hal tersebut bersesuaian dengan syahwatnya,
kemudian ia mengikutinya dengan beberapa rekayasa dan usaha
untukmendapatkannya), memiliki keturunan, wajib baginya menafkahi istri
dan kerabat, berzakat dan beribadah haji.?

Ulama malikiyyah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan

oleh penyandang disabilitas intelektual adalah sah jika dia memperoleh

2 Abii Bakr bin Mas’iid bin Ahmad, al-Kasani, Baddi' al-Sanai’ fi Tartib al-Sharai’, Jilid XVI
(Bayrit: Dar al-Kitab al-'Arabi, 1982), 48.
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izin dari walinya atau apabila tidak memperoleh izin pernikahan dinilai
sahjika wali setuju dan begitu juga sebaliknya. al-Qarafi (w. 684 H) menuliskan
pendapatnya sebagai berikut:

al-Lakhami menyatakan: jika seorang safth menikah tanpa izin walinya, maka
dilihat bagaimana pendapat walinya, pernikahan berlanjut jika wali setuju dan
sebaliknya. Jika wali menolak setelah terjadi hubungan seksual maka istri
berhak mendapat seperempat dinar yang diambilkan dari uang majikannya,
karena ini kewajiban kepada Allah yang mana majikan tidak boleh
meninggalkan begitu saja terhadap budaknya. Melihat batalnya akad ini
termasuk sebagai fasakh. 1bn al-Qasim berpendapat: Bisa jadi majikan yang
kaya raya membayar lebih dari seperempat dinar (Asbagh berkomentar):
selama tidak melebihi mahar mithil. Karena istri mengizinkan untuk diajak
berhubungan seksual maka cukup membayar seperempat dinar saja.®

Ulama Syafi’iyyah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh
penyandang disabilitas intelektual adalah sah jika dia memperoleh izin
dari walinya, tetapi apabila tidak memperoleh izin maka menurut
mayoritas ulama Syafi’iyyah pernikahannya dinilai tidak sah hal ini
dikarenakan penyandang disabilitas intelektualtidak mendapat hak dalam
menentukan sesuatu hal yang berkaitan dengan dirinya. Hal ini
dikarenakan mereka tidak dapat mengurus dirinya sendiri, sehingga
akad yang dilakukanpun dipandang batal kecuali dengan izin wali. al-
Nawawi (w. 676 H) menyatakan:

Jika seorang safih ingin menikah dengan menampakkan keinginannya yang
tinggi maka wali wajib mengabulkannya. Namun jika wali melarang,
kemudian orang yang safih memutuskan menikah sendiri, para ulama dalam
madhhab ini terbagi menjadi dua pendapat. Pendapat yang paling sahih
adalah Tidak sah. Imam Syafi'i dan Imam Ghazali berkata: Jika wali

melarang, maka dikembalikan hak safih kepada pemimpin sebagaimana
wanita yang dinikahkan oleh wali ‘adl.*

3 Ahmad Ibn Idris al-Qarafi, Shihab al-Din Abi al-Abbas, al-Dhakhirah, Jilid IV (Bayriit: Dar al-
Gharb, 1994), 206.

* Yahya bin Sharf Aba Zakariyya al-Nawawi, Rawdat al-Talibin wa ‘Umdat al-Muftin, Jilid VI
(Bayrut: al-Maktab al-Islami, 1405 H.), 100.



205

Ulama Hanabilah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh
penyandang disabilitas intelektual adalah sah jika walinya mengizinkan atau
wali berhak mengizinkan untuk menikahkan safih dengan diberi pilihan untuk
dipilinkan atau memilih sendiri wanitanya secara mutlak atau jika safih menikah
tanpa izin walinya, maka sah nikahnya. Ibn Qudamah (w. 682 H) menyatakan:

Hukum nikah orang yang tidak mempunyai hak dalam mengelola harta
karena ke-safih-annya Orang yang tidak mempunyai hak dalam mengelola
harta karena ke-safih-annya, dalam hal ini ada tiga pendapat: Pertama:
Walinya boleh menikahkannya, jika walinya mengetahui kebutuhannya untuk
menikah. Kedua: Wali berhak memberinya izin untuk menikahkan dalam
kondisi dimana wali boleh menikahkannya, yaitu jika dibutuhkan, karena dia
mempunyai hak menikah, dia berakal dan mukallaf, serta memiliki hak untuk
menthalag dan bisa di-k#ulii’, maka wali boleh melimpahkan itu kepada si
safth, kemudian si safih diberi pilihan untuk dipilihkan atau memilih sendiri
wanitanya secara mutlak. Ketiga: Jika dia menikah tanpa izin walinya, maka
Abu Bakar mengatakan: sah nikahnya, sebagaimana yang diisyaratkan
Ahmad. Ibnu Qudamah mengatakan, jika dia membutuhkan sah nikahnya,
kalau tidak membutuhkan maka tidak sah, karena hanya membuang-buang
hartanya tanpa faidah, maka tidak dibolehkan seperti bertindak mubadzir
dalam harta dan apabila dia ingin menikahkan maka wajib minta izin, dan
dianggap sah apabila menikahkan tanpa izin (menurut ulama hanbali) ini
tergolong pada akad mu’awadhah di mana orang safih ini dikelompokkan
pada jenis orang gila dan anak kecil.®

Ulama Hanafiyyah berpendapat akad nikah yang dilakukan oleh
penyandang disabilitas intelektual adalah sah, baik dia memperoleh izin
dari walinya atau tidak, pendapat ini menurut peneliti tidak menjadi
permasalahan dalam fikih madhhab Hanafi, karena penyandang disabilitas
intelektual ini memang layak untuk memperoleh haknya untuk menikah
tanpa harus melalui prosedur perizinan dari wali. Yang kemudian, menjadi
pertanyaan besar bagi peneliti ketika membaca pendapat ulama

Malikiyyah, Syafi’iyyah dan Hanabilah yang membolehkan nikah

> Muhammad bin Ahmad bin Qudamah, Abti Umar al-Mugaddasi, al-Mughni, Jilid VIl (Bayrit:
Dar al-Fikr, 1405 H.), 406.
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penyandang disabilitas intelektual jika mendapat izin dari wali yaitu
apakah pernikahan itu hak wali atau bukan?

Peneliti menyatakan bahwa pendapat di atas menafikan keberadaan
penyandang disabilitas intelektual sebagai subjek hukum secara
independen, mereka ini memang terganggu dalam fungsi kecerdasan dan
sosialnya, mereka dalam pandangan semua ulama madhhab termasuk
orang yang belum rashid dan bukan orang gila. Karena alasan belum
rashid inilah dalam hal pengelolaan harta mereka harus melalui izin
walinya, sehingga dikhawatirkan akan terjadi kemudharatan dengan alasan
tidak pandai dalam mengambil haknya maupun memberikan hak orang lain dan
juga berperilaku boros yang mereka lakukan dengan mengikuti hawa nafsunya,
artinya lebih mengutamakan keinginan daripada kebutuhannya.

Peneliti perlu melihat praktik pernikahanyang dilakukan oleh penyandang
disabilitas intelektual dari negara lain, Amerika Serikat misalnya, dari total
populasi orang dewasa muda yang mengalami disabilitas intelektual selama
periode lima tahun, maka ditemukan pernikahan yang dilakukan oleh penyandang
disabilitas intelektual yang masuk dalam Klasifikasi sangat berat. Secara
signifikan jumlah penyandang disabilitas intelektual ringan yang menikah pada
usia 22 tahun itu lebih sedikit dibandingkan dengan yang tidak menyandang
disabilitas.®

Penyandang disabilitas intelektual ringan yang menikah ini ternyata

memiliki kecerdasan intelektual yang secara signifikan memang lebih tinggi

® H. Roller, S. A. Richardson dan M. Katz, “Marriage In A Young Adult Mentally Retarded
Population”, 93.
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daripada penyandang disabilitas intelektual ringan lainnya. Perempuan
penyandang disabilitas intelektual memiliki lebih banyak masalah dalam
pernikahan mereka daripada yang tidak menyandang disabilitas. Namun
demikian, pernikahan yang dilakukan oleh perempuan penyandang disabilitas
intelektual ringan ini hampir setengahnya tampak berjalan dengan baik. Kondisi
penyandang disabilitas intelektual ringan tidak berbeda secara signifikan
dibandingkan dengan yang tidak menyandang disabilitas, namun pernikahan di
antara penyandang disabilitas intelektual ringan memang memiliki banyak
masalah.’

Ketika seseorang ingin melakukan pernikahan, maka seharusnya dia sudah
siap secara fisik maupun psikisnya, ini berlaku bagi calon pengantin yang “tidak
menyandang disabilitas” baik fisik maupun intelektualnya tetapi jika ternyata
calon pengantin mengalami gangguan baik fisik, intelektual maupun jiwa, maka
dalam hal ini seorang hakim harus berperan aktif dalam menetapkan calon
pengantin tersebut boleh atau tidak untuk melangsungkan pernikahan. Vardit
Rispler-Chaim menutip fatwa ulama Mesir dan Gaza Palestina yang
membolehkan pernikahan:

In a fatwa from Gaza (1998) Sheikh Muhammad Dib Qusa is asked whether
retarded people may marry at all. He concludes that they may, only if they
evince attraction to members of the opposite sex. He explains that sanity
(‘aql) is not aprerequisite for marriage.

In an Egyptian fatwa the mufti distinguishes between ‘atah (mental
deficiency) and juniin (insanity), claiming that ‘atah is a quiet insanity and
juniin is a violent extrovert insanity. He permits the marriage of a ma ‘tith
(one who has ‘atah) only as long as he or she can differentiate between good

and evil, and if they have their guardian’s consent to marry. ‘Atah, contrary
t0 juniin, is believed to be less hazardous to the partner.®

" 1bid.
8 Vardit Rispler-Chaim, Disabilityin Islamic Law, 52.
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Terjemahan bebasnya adalah dalam fatwa ulama Gaza pada tahun 1998,
Syeikh  Muhammad Dib Qusa ditanya apakah penyandang disabilitas
intelektual boleh menikah? Dia menyimpulkan bahwa pernikahan ini boleh,
ini terjadi jika mereka memang menunjukkan ketertarikan pada lawan
jenisnya. Dia menjelaskan bahwa orang itu berakal atau tidak bukan
merupakan prasyarat untuk menikah.

Dalam fatwa Mesir, mufti membedakan antara ‘atah (kekurangan intelektual)
dan juniin (ketidakwarasan), ‘atah merupakan sifat kegilaan yang tenang dan
juniin adalah kegilaan ekstrovert yang sangat. Dia mengizinkan pernikahan
seorang kekurangan intelektual hanya selama dia bisa membedakan antara
yang baik dan buruk, dan jika mereka memperoleh izin dari wali untuk
menikah. Kekurangan intelektual berbeda dengan gila, sehingga diyakini
tidak terlalu berbahaya bagi pasangannya.

Fatwa di atas menunjukkan kebolehan pernikahan yang dilakukan oleh
penyandang disabilitas intelektual, ini terjadi jika mereka memang menunjukkan
ketertarikan pada lawan jenisnya, artinya ada daya tarik seksual dan mereka
memang memilik hak untuk itu.® Penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten
Ponorogo memiliki ketertarikan terhadap lawan jenisnya. Di antara mereka ada
yang berani untuk melakukan pernikahan, seperti BYT; BWN; LMR; PRY; LM
dan MSN GDT; LSM dan BKR; TKY dan AHD GMN; BNI dan MSD; WG dan
JMR; PRM dan PRN; PRH dan TRAN; Ada yang tidak berani melakukan
pernikahan seperti PNR BDG. Di samping itu ada penyandang disabilitas
intelektual yang tidak tertarik dengan lawan jenis namun dinikahkan oleh walinya
seperti SRP dan LJ.

Seseorang dapat menghasilkan definisi yang menghubungkan antara
seksualitas dengan komunikasi, cinta atau, bahkan dengan perkawinan dan

reproduksi. Hal ini terjadi sebagai akibat dari banyak penyandang disabilitas

intelektual yang tampaknya tidak menjadi makhluk seksual sama sekali. Tetapi

® Ben Spiecker dan Jan Steutel,“Sex Between People with Mental Retardation: an Ethical
Evaluation”, Journal of Moral Education, Vol.31, No. 2, (2002), 155.
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jika seseorang mencoba untuk menghindari distorsi ideologis seperti itu dengan
menawarkan analisis netral, seperti yang Kita lakukan, penyandang disabilitas
intelektual ini muncul sebagaimana adanya: individu yang mungkin terlibat dalam
aktivitas seksual karena, sama seperti manusia lain, mereka memiliki hasrat
seksual dan dapat menikmati kesenangan seksual.

Penyandang disabilitas intelektual ini secara individu memiliki masalah
dalam mengenali, mengekspresikan dan menyeimbangkan emosi mereka, namun
demikian pada dasarnya mereka tetap membutuhkan privasi; mencintai dan
dicintai; mengembangkan persahabatan dan hubungan emosional; belajar tentang
seks, hubungan seksual, seks yang aman dan masalah lain yang berkaitan dengan
seksualitas (untuk melindungi diri dari pelecehan seksual); menerapkan hak dan
tanggung jawab mereka tentang privasi dan ekspresi seksual; menjalani
pernikahan dan menjadi orang tua; mengembangkan identitas seksual pribadi
sesuai dengan usia, perkembangan sosial, nilai-nilai budaya dan tanggung jawab
sosial.l!

Para ahli mengklaim bahwa penyandang disabilitas intelektual berat dan
beberapa yang sedang tidak boleh memasuki pernikahan atau memiliki anak,
sementara penyandang disabilitas intelektual ringan harus memiliki hak terbatas
untuk memasuki pernikahan dan memiliki anak dalam kasus-kasus yang spesifik
dan sangat terbatas. Telah terbukti bahwa wanita penyandang disabilitas
intelektual ringan sering memiliki pasangan pria yang tidak menyandang

disabilitas, sementara pria penyandang disabilitas intelektual ringan sangat jarang

10 1hid. 160.
11 Sanja Katalini¢, Vesna Sendula-Jengi¢, Martina Sendula-Paveli¢ dan Slaven Zudenigo,
“Reproductive Rights Of Mentally Retarded Persons”, 40.
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memasuki pernikahan. Menurut Shaman dalam Disability Rights Commission
sebagaimana yang dikutip oleh Sanja Katalini¢ dan kawan-kawan bahwa dalam
hal pernikahan harus diingat bahwa mereka dapat menjadi korban kekerasan fisik,
intelektual dan keuangan oleh pasangannya, sehingga masyarakat harus
menyediakan langkah-langkah perlindungan yang memadai. Harus disebutkan
bahwa orang-orang ini, sebelum memasuki pernikahan, harus diberikan konseling
pernikahan mengenai tugas dan tanggung jawab, hubungan seksual, kontrasepsi,
dan sterilisasi yang mungkin sebelum memperoleh persetujuan untuk menikah.
Telah diamati bahwa pernikahan seperti itu benar-benar berfungsi dengan baik
tanpa anak-anak, sementara masalah muncul dengan kedatangan anak-anak.*?
Yang menarik adalah terjadi di Negara Amerika Serikat, menurut Richard
Redding dari Institut Hukum, Psikiatri, dan Kebijakan Publik Universitas Virginia
bahwa penyandang disabilitas intelektual memang memiliki hak hukum yang
sama untuk menikah, mengendarai mobil, dan memiliki rumah seperti orang
Amerika lainnya. Akan tetapi lebih dari tiga puluh negara bagian membatasi atau
bahkan melarang pernikahan mereka ini dengan alasan secara intelektual mereka
ini tidak stabil, meskipun Undang-undang pernikahan semacam itu jarang
diterapkan. Tapi ketika mereka akan menikah lalu wali atau anggota keluarganya
mengajukan ke pengadilan untuk melakukan uji kompetensi (apakah penyandang
disabilitas intelektual ini secara intelektual kompeten atau tidak dalam melakukan
akad nikah dan konsekwensinya) karena wali ini bisa jadi mencurigai adanya

manipulasi atau paksaan di balik pernikahan. Dalam hal ini Pengadilan dapat

12 1bid. 41.
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memutuskan pengingkaran terhadap hak-hak fundamental seperti hak untuk
menikah atau bereproduksi dengan menggunakan tingkat pengawasan yang tinggi,
demi untuk mengevaluasi apakah penyandang disabilitas intelektual secara tidak
adil ditolak hak konstitusionalnya jika tidak menikah. Wali juga prihatin pada
masalah reproduksi, tantangan besar dalam reproduksi ini dikhawatirkan oleh wali
atas kemampuan pasangan ini dalam membesarkan anak-anak di lingkungan yang
aman, bisa jadi penyandang disabilitas intelektual yang bertindak sebagai orang
tua dalam kasus-kasus tertentu berisiko untuk dicabut haknya sebagai orang tua
karena tidak layak dalam hak dan kewajibannya.®

Terakhir, peneliti dapat menyatakan bahwa penyandang disabilitas
intelektual boleh melakukan pernikahan berdasarkan fikih Klasik, fikih
kontemporer, maupun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Peneliti
memberikan alasan bahwa seorang penyandang disabilitas intelektual adalah
manusia yang memiliki kebutuhan dasar untuk sandang, papan, pangan,
perawatan dan melakukan seks. Memang secara fisik mereka ini dewasa tetapi
secara intelektual mereka ini mungkin seperti anak-anak.

Jika pernikahan penyandang disabilitas intelektual ini dilarang, maka akan
membuat mereka hidup melajang atau menjomblo seumur hidupnya. Kalau
peneliti melihat fakta di lapangan, masyarakat biasanya mau peduli saat mereka
masih berusia anak-anak, remaja atau bahkan dewasa, tetapi ketika penyandang
disabilitas intelektual ini sudah tua dan orang-orang dekatnya meninggal dunia

maka siapa yang wajib untuk merawatnya? Hal ini, menurut peneliti bahwa

13 Hans Fredrick, “Can Mentally Challenged Couples Marry?” https://oureverydaylife.com/can-
mentally-challenged-couples-marry-12570295.html, diakses tanggal 2 mei 2019.
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dengan dibolehkannya pernikahan maka akan lebih bernilai mashlahat untuk

kebaikan penyandang disabilitas intelektual baik secara individual maupun sosial.

2. Budaya Patriarki dan Disabilitas Intelektual Sebagai Penyebab Utama
KDRT

Pada Bab 11l peneliti telah memaparkan hasil wawancara, hasil observasi
dan hasil dokumentasi tentang kasus KDRT terhadap penyandang disabilitas
intelektual di Kabupaten Ponorogo, maka peneliti memperoleh beberapa temuan-
temuan penelitian sebagai berikut: budaya patriarki; perasaan lebih kuat secara
fisik daripada korban; pelaku merasa telah menunaikan kewajibannya sebagai
pencari nafkah utama bagi keluarganya, maka perintahnya harus dituruti; pelaku
berupaya untuk mendapatkan uang dari hasil penjualan tanah; pelaku melakukan
kekerasan dengan tujuan untuk mendidik korban, mengatur dan mengendalikan
korban; pelaku melakukan kekerasan terhadap korban untuk kebaikan bagi
korban; pelaku menilai korban sebagai menantu yang tidak tahu diri, egois dan
bertindak semaunya sendiri; pelaku menganggap korban tidak bisa mengurus
suami dan anaknya; pelaku merasa curiga atas pernikahannya dengan korban, dia
menganggap korban atau keluarga korban telah menggunakan guna-guna agar
pelaku mencintai korban dan menikahinya; pelaku menilai korban sebagai orang
yang tidak bertanggung jawab dalam urusan menafkahi rumah tangganya; pelaku
menilai korban yang bukan tipe suami idaman hati dan romantis; pelaku merasa
tidak sadar telah melakukan kekerasan terhadap korban; pelaku juga tidak
mengetahui pada saat kapan kejiwaannya terganggu; pelaku merasa iri dengan

kehidupan korban pada masa lalunya dan pelaku menganggap korban telah



213

diperhatikan oleh orang tuanya, sehingga pelaku hendak membalas dendam
perlakuan orang tuanya terhadap korban; pelaku akan mendapatkan keuntungan
finansial; terakhir, pelaku merasa sudah pernah menanggung kebutuhan sehari-
hari bagi korban.

Peneliti merasa bahwa persoalan KDRT merupakan tema yang sulit untuk
mendapatkan informasi, saat peneliti mewawancarai Kepala Desa, Camat, Aparat
Kepolisian, Pegawai Dinas Sosial bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak di Kabupaten Ponorogo, semua pihak mengaku bahwa selama
mereka menjabat belum pernah menangani dan mendapatkan laporan dari warga
yang menyandang disabilitas intelektual yang menjadi korban KDRT. Peneliti
merasa tertantang dengan hasil wawancara dengan pihak berwenang dari institusi
negara ini. Kemudian peneliti melakukan wawancara dengan korban, pelaku,
tetangga dan relawan sehingga mendapatkan beberapa kasus KDRT sebagaimana
paparan data pada Bab IlI.

Seseorang dapat mengalami kekerasan di manapun dan kapanpun.
Beberapa penelitian menunjukkan ada kelompok rentan yang mengalami
kekerasan, mereka membutuhkan perhatian yang lebih untuk mendapatkan
perlindungan hukum dan hak asasi manusia daripada kelompok lain. Kelompok
rentan sering mendapat perlakuan yang tidak setara, didiskriminasikan dan harus
kehilangan hak-haknya. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mencatat ada
beberapa kelompok yang rentan, di antaranya adalah orang lanjut usia, anak-anak,

fakir miskin, penyandang disabilitas, perempuan, narapidana/tahanan, kelompok
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minoritas, pengungsi dalam negeri, pekerja migran, masyarakat asli/adat,** anak-
anak migran (termasuk anak-anak migran yang tidak memiliki dokumen
resmi/tidak  berkewarganegaraan/tanpa  pendamping,  homoseksual  dan
penyandang HIV/AIDS.

KDRT memiliki definisi yang sangat luas cakupannya pada saat ini.
Karena KDRT ini dapat terdiri atas sejumlah perilaku dan konsekuensi yang
berbeda antara satu dengan lainnya. UU nomor 23 tahun 2004 hanya
menyebutkan bentuk kekerasan yakni fisik, psikis, seksual dan penelantaran
rumah tangga tanpa memerinci jenis-jenisnya. Hal ini akan menimbulkan
interpretasi bagi semua pihak, karena menganggap perilaku tertentu termasuk
sebagai jenis kekerasan dan perilaku lain bukan termasuk sebagai jenis kekerasan.

Salah satu akar penyebab utama terjadinya KDRT adalah budaya patriarki.
Peneliti telah menjelaskan patriarki pada Bab Il di mana sebagai sebuah sistem
gagasan yang memberikan tempat bagi kaum laki-laki untuk menguasai anggota
rumah tangganya. Patriarki ini mengakibatkan anggota rumah tangga yang
semuanya berada di bawah kekuasaannya. Laki-laki menguasai berbagai lini
kehidupan dan peran penting yang mengatur masyarakat, baik di bidang ekonomi,
politik, sosial, maupun budaya. Patriarki ini bersifat mendarah daging dan lekat
sekali dengan kebudayaan masyarakat di seluruh dunia, termasuk hubungan kuasa
laki-laki yang menganggap bahwa menguasai perempuan adalah kewajiban dan

hak seorang laki-laki.

14 Tim Penyusun, Pemenuhan Hak Kelompok Minoritas dan Rentan di Indonesia, 13.
15 Ingrid Nifosi-Sutton, The Protection of Vulnerable Groups under International Human Rights
Law, 54.
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Pada sisi lain perempuan tidak mendapatkan izin untuk memiliki akses,
berpendapat maupun membuat keputusan, di mana dia dibatasi dalam garis-garis
yang telah ditentukan laki-laki. Laki-laki mengkonstruksinya dengan berbagai
macam model agar dia tetap berada pada posisi dominan. Perempuan bisa saja
memiliki pendidikan yang sangat tinggi, menduduki jabatan-jabatan penting
dalam struktur masyarakatnya, memiliki kekayaan yang banyak, namun tidak
jarang ketika dia berada di dalam lingkungan rumah tangganya, dia akan terkuasai
oleh laki-laki yang berkuasa.

Salah satu jenis pekerjaan yang menjadi kewajiban bagi seorang istri
dalam rumah tangga, yakni menyediakan makanan bagi suaminya. Anggota
masyarakat merasa bahwa hal ini merupakan kewajiban yang merasuk dalam
benak dan kesadarannya. Pekerjaan memasak seperti ini sudah menjadi tugas
wajib bagi perempuan, hal seperti ini sudah terinternalisasi dan tersosialisasikan
dalam kehidupan masyarakat yang berideologi patriarkis. Oleh karenanya,
anggota masyarakat menjadi sadar bahwa pekerjaan rumah tangga seperti di atas
merupakan tanggungjawab perempuan. Jika perempuan tidak segera atau lupa
untuk memasak, maka laki-laki memiliki hak untuk menegur bahkan
menyalahkan perempuan. Pada sisi lain, perempuan akan merasa bersalah jika
tidak melakukan pekerjaan tersebut, dia akan meminta maaf pada laki-laki.

Masyarakat yang memiliki konstruksi sosial seperti ini memang sulit
untuk berubah, karena terkadang pihak perempuan merasa tidak berdaya oleh
keberadaan laki-laki, terlebih didukung oleh doktrin-doktrin keagamaan yang

sering mereka dengar melalui media semakin memperkokoh patriarki. Terlebih,
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patriarki ini bisa begitu kuat mencengkeram pada anggota rumah tangga yang
termasuk sebagai salah satu kelompok rentan yaitu penyandang disabilitas. Hal ini
terlihat pada kasus nomor 1, 2, 5 dan 14, di mana suami maupun bapak
memutuskan setiap permasalahan yang terjadi dalam rumah tangganya tanpa
melibatkan perempuan baik yang menyandang disabilitas maupun tidak.

Faktor disabilitas intelektual juga merupakan salah satu faktor penyebab
utama terjadinyja KDRT vyang menjadi alasan pelaku kekerasan untuk
mengeksploitasi, menyalahgunakan kekuasaan maupun menganiaya. Pelaku
memandang korban yang menyandang disabilitas intelektual ini memiliki
kelemahan dan kerentanan. Pelaku memandang bahwa korban yang menyandang
disabilitas intelektual ini dapat dengan mudah dikuasai dan dimanipulasi
emosionalnya.® Pada kasus nomor 8, 16 dan 18 menunjukkan bahwa pelaku
mencampakkan dan meninggalkan korban, pelaku menilai korban yang
menyandang disabilitas intelektual tidak mampu untuk mengurus rumah tangga.
Pelaku melihat korban memiliki kelemahan dan ketidakpekaan dalam mengurus
urusan rumah tangganya. Pelaku merasa sebal dengan sikap korban yang
menyandang disabilitas intelektual.

Pada umumnya, penyandang disabilitas rentan mengalami kekerasan, hal
ini dapat disebabkan oleh seringnya mereka mengalami stigma dan stereotip,

seperti undervalued (bernilai rendah), tidak diinginkan, polos, lugu, aseksual,

6 Sara-Beth Plummer dan Patricia A. Findley, “Women with Disabilities> Experience with
Physical and Sexual Abuse: Review of the Literature and Implications for the Field”, Trauma,
Violence and Abuse, Vol. 13, number 1, (2012), 15-29.
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pasif, lemah dan menjadi beban bagi orang lain.}” Stigma dan stereotip ini dapat
mengakibatkan penyandang disabilitas intelektual merasa rendah diri, minder dan
tidak memiliki kepercayaan diri saat berhadapan dengan orang lain, yang pada
akhirnya mereka menjadi orang yang tertutup dan hanya bergaul dengan orang
yang dikenalnya. Perasaan ini akan diperparah oleh pertama, tempat tinggalnya
yang berada di daerah terpencil, kedua kondisi kemiskinan yang dialaminya dan
ketiga isolasi sosial, di mana seorang individu dapat mengalami penurunan atau
sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan orang lain.
Oknum dalam masyarakat yang tinggal di sekitarnya dapat memanfaatkan kondisi
ini untuk melakukan kekerasan dan pelecehan terhadapnya. '8

Stigma dan stereotip yang memiliki hubungan dengan kemiskinan, isolasi
sosial dan tempat tinggal di daerah terpencil telah teridentifikasi sebagai faktor
penting yang berkontribusi terhadap KDRT vyang dialami oleh penyandang
disabilitas intelektual. Meskipun demikian, korban KDRT ini tetap bertempat
tinggal bersama pelaku karena korban masih membutuhkan orang yang dicintai
dan dikasihinya.'®

Penyandang disabilitas intelektual memilih untuk tetap bertempat tinggal
bersama pelaku karena mereka takut kehilangan orang yang dicintainya atau

mereka kesulitan untuk mengenali bentuk-bentuk KDRT yang pada saat yang

17 Kenneth Foster and Mark Sandel, “Abuse of Women with Disabilities: Toward an
Empowerment Perspective.” Sexuality and Disability, Vol. 28, No. 3, (2010), 177-186.

18 Jennifer M. Mays, “Feminist Disability Theory: Domestic Violence against Women with a
Disability”, Disability and Society, Vol. 21, No. 2, (2006), 153-155.

19 Bonnie E. Carlson, “Mental Retardation and Domestic Violence”, 79-89.
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sama mereka masih mencintai pelaku.?® Pelaku biasanya memanfaatkan korban
yang takut kehilangan orang yang dicintainya ini. Pelaku memperlakukan korban
dengan cara-cara yang merendahkan; tidak menghargai; mengurangi martabat,
mengabaikan pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan korban. Korban yang
merasa dirinya gagal dalam mengurus suatu urusan penting, korban akan
bersikap submisif dan menerima kekerasan itu sebagai suatu kesadaran sebagai
suatu bentuk kepatuhan dan kesetiaan berdasarkan pemahaman budaya yang
terinternalisasi dan tersosialisasikan kepadanya. Korban merasa bahwa mereka
pantas mendapatkan kekerasan dan pelecehan.?!

KDRTdalam bentuk kekerasan fisik dapat mengakibatkan luka, cedera,
babak belur dan kemungkinan mendapatkan kekerasan lanjutan berupa intimidasi;
isolasi; kontrol ke semua area kehidupan korban -termasuk seksualitas-;
kebutuhan materiil; hubungan dengan keluarga, anak-anak, dan teman-teman;
pekerjaan; perampasan kebebasan; trauma yang berkepanjangan;?® ketakutan;
hilangnya rasa percaya diri; hilangnya kemampuan untuk bertindak; rasa tidak
berdaya; penderitaan psikis berat pada seseorang; dan tertekan.?

Seseorang melakukan tindak kekerasan tidak selalu berdasarkan pada
budaya patriarki, hal ini terlihat pada kasus nomor 3, 9, 10, 14 dan 15 misalnya,
peneliti menemukan seorang pelaku yang berjenis kelamin perempuan, di mana ia

berada bisa juga melakukan KDRT terhadap seorang korban yang berjenis

20 Michelle McCarthy, “Consent, Abuse and Choices Women with Intellectual Disabilities and
Sexuality” dalam Women with Intellectual Disabilities Finding a Place in the World, ed.Rannveig
Traustaddttir dan Kelley Johnson (London: Jessica Kingsley Publishers, 2000), 149.

21 Bonnie E. Carlson, “Mental Retardation and Domestic Violence”, 79-89.

22 Tamara L. Kuennen, “Analyzing the Impact of Coercion on Domestic Violence Victims: How
Much is Too Much”, 1-30.

23 Albert R. Roberts (Ed.), Handbook of Domestic Violence Intervention Strategies, 230-232.
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kelamin laki-laki yang berkedudukan sebagai anak maupun suami. Sedangkan
pada kasus no 7 menunjukkan bahwaseorang perempuan melakukan KDRT
terhadap seorang perempuan yang berkedudukan sebagai menantu.

Masyarakat yang memiliki budaya patriarki akan sulit untuk menghapus
tindak KDRT, terlebih apabila salah satu dari anggota rumah tangga terdapat
kelompok-kelompok yang rentan mengalami kekerasan, seperti orang lanjut usia,
anak-anak, fakir miskin, penyandang disabilitas dan perempuan. Kekerasan dapat
mengakibatkan salah satu pihak mengalami penderitaan atau penyiksaan,
kekerasan tidak hanya dapat bersumber dari ketimpangan gender dalam relasi
antara laki-laki dan perempuan,?* namun juga ketidaksetaraan individu
berdasarkan ras maupun secara tidak langsung merujuk pada penyandang
disabilitas.?® Korban mengalami kekerasan karena berdasarkan ras, gender
maupun menyandang disabilitas, di mana seorang korban memiliki posisi
subordinasi perempuan (sebagai mayoritas korban KDRT), ras maupun disabilitas
yang disandangnya dalam relasi sosialnya dengan laki-laki dan masyarakat.

Hukum Islam telah menggambarkan hubungan antara laki-laki dan
perempuan yang membentuk sebuah keluarga melalui pernikahan, di mana setiap
anggota keluarga ini berupaya untuk menumbuhkan sakinah, mawaddah wa
rahmah. Mereka memiliki harapan tinggi untuk mewujudkan cinta, kasih sayang

dan ketentraman hidupnya dengan menjalankan tugas dan fungsinya baik sebagai

24 Siti Musdah Mulia,“Menuju Hukum Perkawinan Yang Adil: Memberdayakan Perempuan
Indonesia”, dalam Perempuan Dan Hukum, ed. Sulistyowati Irianto, 131.

% Steven M. Koch, Katy Beggs, Joy Bailey, and Jacqueline Remondet Wall, “Advocacy in the
21st Century: An Integrated Model for Self-Advocates, Parents, and Professionals”, dalam
Disabilities Insights from across Fields and around the World, ed. Catherine A. Marshall,
Elizabeth Kendall, Martha E. Banks, dan Reva Mariah S. Gover (London: Praeger Publishers,
2009), 255.
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anggota keluarga. Mereka juga akan berbagi tanggung jawab untuk mengejar
tujuan dan cita-citanya. Namun, ketika mereka sudah menjalani pernikahan tidak
jarang terjadi hal sebaliknya, munculnya kegelisahan, kebencian dan kekecewaan
yang dapat berujung pada tindak kekerasan, penyiksaan, pemukulan, penghinaan,
eksploitasi, inses dan pemerkosaan.

Ketika tindak kekerasan ini terjadi di sebuah lingkungan rumah tangga
yang bersifat pribadi, sensitif dan terlindungi dengan baik, maka kekerasan ini
menjadi sulit terdeteksi dari pihak luar rumah tangga. Pihak luar akan mengetahui
kekerasan ketika korban menderita luka parah, cedera, gangguan mental, hamil
karena inses. Selama korban tidak mengeluh, berdiam diri dan enggan berbicara
kepada pihak luar, maka kekerasan ini dianggap tidak ada.?® Mengapa ini terus
berlangsung, mereka kerap berdalih “demi keutuhan keluarga, keharmonisan
sosial dan taken-for-granted (laki-laki melakukan kekerasan terhadap perempuan
itu sesuatu yang wajar dan biasa”.?’

Peneliti  juga menemukan beberapa pelaku melakukan kekerasan
dihadapan anaknya. Pelaku tidak menyadari dan mungkin meremehkan
perbuatannya itu. Mereka menyangka perbuatannya ini tidak berefek pada
perilaku anaknya. Padahal seorang anak yang secara sistematis menyaksikan

KDRT, maka anak tersebut akan terkena efek dan konsekuensi psikologis, anak

% Lily Zakiyah Munir, “Domestic Violence in Indonesia”, Muslim World Journal of Human
Rights, Vol. 2, No. 1, (2005), 1-37.

27 Barbara Fawcett, “Domestic Violence: A Global Perspective”, The Hong Kong Journal of Social
Work, Vol. 41, No. 1/2 (2007), 25-37.
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juga akan memiliki perilaku negatif. Bartolomei memberi istilah dengan
“pelecehan yang disaksikan”.?

Pada sisi lain, anak yang tumbuh dalam lingkungan seperti ini akan
mempelajari cara-cara menjalin hubungan dengan orang lain itu dengan cara yang
kasar dan penuh kekerasan. Akhirnya anak akan menganggap bahwa kekerasan
dan pemaksaan yang itu sesuatu yang normal dan dapat dibenarkan. Anak akan
menirukan perilaku pelaku dengan mudah dan efektif untuk mendapatkan apa
yang anak inginkan.?®
3. Abuse Of Power, Psikososial dan Makrososial Sebagai Penyebab KDRT

Pada kasus nomor 1, 2 dan 5, pelaku melakukan kekerasan terhadap
korban dengan alasan untuk mengubah perilaku korban, sehingga korban mau
mengikuti dan menyesuaikan diri dengan tujuan dan kehendak pelaku. Korban
tidak mampu melawan pelaku dan menuruti kehendak darinya. korban bersikap
seperti ini agar tidak lagi mendapatkan kekerasan. Pelaku juga beralasan untuk
meningkatkan persepsi tentang peran yang dimilikinya dalam keluarga. Pelaku
merasa bahwa dia memiliki kedudukan dalam keluarga sebagai pencari nafkah,
pelaku merasa memberikan hak dan melaksanakan kewajiban pada keluarga.
Pelaku akan memperlakukan korban secara sewenang-wenang demi harga dirinya.

Pada kasus nomor 3, 7, 14 pelaku telah menyalahgunakan kekuasaan yang

dimilikinya, pelaku tidak membiarkan korban yang menyandang disabilitas

intelektual berat untuk beraktivitas di luar rumah. Pelaku membelenggu korban

28 Maria Rita Bartolomei, “Legal Cultures in Transition: The Role of Italian Jurist Women”, dalam
Women in Law and Lawmaking in Nineteenth and Twenti- eth-Century Europe, ed. Eva
Schandevyl (Farnham England: Ashgate, 2014), 253-274.
29 Melissa M. Stiles, M.D., “Witnessing Domestic Violence: The Effect on Children”, American
Family Physician, vol.66, number 11, (2002), 2052-2067.
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sehingga tidak mampu keluar masuk rumah. Pelaku meminta tetangga untuk ikut
terlibat dalam mengawasi korban agar tidak kabur dari rumahnya. Pada kasus ini
pelaku merasa memiliki dominasi atas hubungannya dengan korban, hal ini terjadi
karena ada kekhawatiran atau ketakutan atas aktivitas korban, pada akhirnya
korban tidak mampu mengembangkan kepercayaan dirinya untuk membuat
keputusan sendiri tentang layanan dan bantuan. Pelaku mempertahankan
ketimpangan dan ketidakseimbangan relasi kuasa dengan korban dalam
hubungannya dengan keluarga. Pelaku menganggap korban yang menyandang
disabilitas tidak mampu atau tidak boleh melakukan tugas atau hal-hal yang
mereka inginkan atau harapkan.

Pada kasus nomor 4, 6, 13 dan 17, pelaku yang merupakan pengangguran
maupun berpenghasilan rendah telah mengalami psikososial dan makrososial, ia
melampiaskan dengan melakukan kekerasan terhadap korban. Pada kasus nomor
9, 10 dan 15 pelaku menganggap korban yang berpenghasilan rendah tidak
mampu dalam membuat keputusan dalam hubungan rumah tangganya. Kondisi ini
biasanya membuat pelaku akan meremehkan korbannya. Alasan pelaku seperti ini
termasuk sebagai disrespect. Pada kasus nomor 11 dan 12 faktor biologis menjadi
akar penyebab pelaku telah melakukan kekerasan terhadap korban. Pelaku juga
tidak sadar dan tidak mengetahui pada saat kapan kejiwaannya terganggu.

Pada kasus nomor 13, pelaku dan korban merupakan saudara kandung.
Pelaku melakukan kekerasan dengan alasan cemburu dan iri atas perlakuan orang
tua yang selalu memperhatikan korban yang menyandang disabilitas intelektual

pada waktu dulu. Pelaku yang merasa cemburu dan iri ini melakukan perampasan
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terhadap gaji dan harta waris yang menjadi hak korban. Pelaku melakukannya
untuk memuaskan diri atas ketidakadilan orang tua yang diterimanya pada masa
lampau. Pelaku berusaha untuk membalas ketidakadilan yang diterimanya kepada
korban yang memiliki posisi yang lemah.

Korban KDRT bisa juga berjenis kelamin laki-laki, dengan demikian tidak
jarang termasuk di dalamnya pemukulan, penghinaan maupun pelecehan.
Meskipun demikian, kebanyakan dari seorang suami korban KDRT ini yang
cenderung menyepelekan, mengabaikan dan mengesampingkannya, tetapi
andaikata dia menanganinya pun, maka seorang suami akan menyeleksi kasus
dengan cuek yakni seorang laki-laki maupun suami memiliki banyak alasan atas
keengganannya untuk melaporkan kekerasan yang dialaminya, sehingga mereka
dapat bertahan dalam situasi yang tidak menyenangkan ini. Seorang laki-laki
maupun suami memegang beberapa mitos yang umumnya muncul dalam keluarga
(seperti laki-laki tidak boleh menangis atau cengeng karena dia merupakan
pemimpin rumah tangga), mitos ini mampu mengikatnya dalam rumah tangga,
sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk mudah beralih dari posisi ini.
Pada akhirnya, perempuan juga memiliki sifat kasar dan keras sama halnya
dengan laki-laki, bahwa KDRT bukanlah tentang gender atau patriarki semata.

Para peneliti perlu memperluas perspektif dalam menangani kasus
KDRTdengan menjauhkan diri dari pandangan bahwa KDRT biasanya merupakan
masalah gender yang melibatkan pelaku laki-laki dan korban perempuan, begitu

juga terhadap pandangan bahwa KDRT biasanya melibatkan pasangan yang saling
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melakukan tindakan agresi.®® Peneliti juga melihat bahwa, seorang —apapun jenis
kelaminnya- yang tidak menyandang disabilitas harus menguasai berbagai sisi
kehidupan dan mampu membantu penyandang disabilitas, sehingga ada relasi
kekuasaan yang timpang, di mana penyandang disabilitas menjadi bagian dari
pihak yang tersubordinasi dan lemah. Penyandang disabilitas intelektual yang
mengalami KDRT ini pada dasarnya merupakan salah satu problem dari budaya di
lingkungan sosialnya. Pelaku dan korban biasanya kurang menyadari tentang
hubungan kekuasaan mereka yang tidak seimbang antara pria dan wanita dalam
masyarakat. Ketimpangan ini begitu tertanam dalam identitas diri dalam
masyarakat, akibatnya masyarakat cenderung akan mempertimbangkan secara
alamiah seperti apa hubungan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan yang
benar secara sosial? Dampak budaya pada perilaku manusia dan masyarakat
seperti ini seringkali diremehkan, padahal hal ini hanya akan menjadikannya lebih
kuat, selalu berulang dan mengakar di masyarakat.

Pada kasus nomor 1 menunjukkan bahwa pelaku pernah melakukan
kekerasan kepada istri dan bibinya. Pelaku melakukan kekerasan terhadap korban
bukan karena alasan seksisme, di mana seseorang yang berjenis kelamin tertentu
lebih dibanding yang lainnya. Richard B. Felson menjelaskan tentang kekerasan
yang dialami oleh perempuan harus mengandalkan teori kekerasan dan kejahatan,
bukan melalui teori seksisme. Biasanya, laki-laki yang melakukan kekerasan dan
kejahatan terhadap istri juga akan melakukan kekerasan dan kejahatan terhadap

orang lain. Mereka yang memiliki latar belakang dan sikap yang jahat terhadap

%0 Suzanne K. Steinmetz, “The Battered Husband Syndrome”, 499-509.
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perempuan ini sama dengan penjahat lainnya. Mereka ini termasuk sebagai pelaku
kejahatan yang mementingkan diri sendiri, oleh karenanya kekerasan dan
kejahatan yang mereka lakukan bukan termasuk sebagai tindakan seksis. Ketika
pelaku menyerang wanita, mereka melakukannya di dalam rumah yang mana
orang lain tidak mengetahuinya.!

Pernikahan yang dilakukan oleh penyandang disabilitas intelektual melalui
mak comblang, dicarikan oleh kedua orangtuanya dan mereka yang
melangsungkan pernikahannya tidak dihadapan pejabat KUA itu rentan
mengalami KDRT. Hal ini ditunjukkan pada kasus KDRT yang telah dipaparkan
datanya pada Bab Ill. Korban tidak kuasa untuk melaporkan ke institusi Negara
karena ketiadaan akta otentik yang mereka miliki, selain itu mereka juga tidak

memiliki akses untuk mendapatkan keadilan yang disediakan oleh Negara.

Sikap dan Tindakan Korban Dalam Menghadapi KDRT

Ketika seorang korban penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten
Ponorogo mengalami kekerasan dari pelaku, maka korban akan melakukan
beberapa tindakan perlawanan dan menyatakan sikapnya. Pada penelitian ini, ada
beberapa korban (kasus nomor 4, 5, 6, 8, 14, 15 dan 17) bersikap menerima dan
pasrah atas kekerasan yang dialaminya, namun beberapa korban lainnya ((kasus
nomor 1, 2, 3,7, 9, 10, 11, 12, 13, 16 dan 18) telah melakukan tindakan-tindakan
dalam menghadapi kekerasan yaitu: minggat; menggunjing; teriak-teriak minta
tolong kepada tetangga; meminta perlindungan kepada orang lain; melepaskan diri

dari belenggu; berselingkuh; menghunuskan pisau; memulangkan pelaku dari

31 Richard B.Felson, “Is violence against women about women or about violence?”’Contexts 5.2,
(2006), 21-25.
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rumah orang tua korban; memisahkan rumah tangga antara pelaku dan korban;
mengamuk; melibatkan orang lain untuk menyelesaikan kekerasan yang
dialaminya; menolak ajakan hubungan seksual dari pelaku; melambat-lambatkan
perintah; enggan untuk memasakkan makanan untuk pelaku di rumahnya; mencari
informasi tentang kondisi mental dari pelaku; mencuri uang pelaku; dan terakhir
nyatru atau memutuskan hubungan silaturahmi antara korban dan pelaku.

1. Perlawanan Secara Terbuka dan Terselubung

Pada bagian ini, para korban telah melakukan beberapa perlawanan sebagai
strategi untuk melindungi hak-haknya. Bagaimana para korban berupaya secara
aktif untuk membendung maupun meredam kontrol dan kekerasan dari pelaku
(terutama laki-laki) melalui serangkaian tindakan. Korban berupaya
mempertahanan diri, mencoba membalas dendam, menantang kendali keuangan
dari pelaku.®?

Tindakan korban ini termasuk sebagai bentuk perlawanan dengan
menggunakan kekuatan dalam dirinya sendiri atau internal. Dalam penelitian ini
tergambar bagaimana korban telah berupaya untuk melakukan perlawanan
terhadap pelaku secara terbuka atau terang-terangan. Pada kasus nomor 1 dan 10
(korban minggat dari rumah pelaku), nomor 3 (korban berusaha melepaskan diri
dari belenggu), dan nomor 7 (korban berselingkuh). Dalam penelitian ini
tergambar bagaimana korban telah berupaya untuk melakukan perlawanan
terhadap pelaku secara terbuka atau terang-terangan. Pada kasus nomor 4 dan 12

(korban berteriak-teriak minta tolong kepada tetangga untuk meminta

%2 Margaret Abraham, Speaking the Unspeakable: Marital Violence among South Asian
Immigrantsin the United States, 138.
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perlindungan) dan nomor 1 dan 11 (korban melibatkan orang lain untuk
menyelesaikan kekerasan yang dialaminya).

Seorang perempuan -yang mengalami kekerasan dari pasangannya- masih
mampu mempertahankan hubungan rumah tangganya dan memilih tetap berada
pada zona aman.®® Korban yang berada pada zona aman ini tetap melakukan
perlawanan terselubung demi terhindar dari kekerasan yang lebih lanjut.
Meskipun demikian, korban yang melakukan perlawanan terselubung ini masih
dapat mengalami kekerasan dari pelaku.

Seorang korban KDRT akan mampu mempelajari tindakan perlawanannya
selama dia masih menjalani hubungannya bersama pelaku. Karena seiring dengan
berjalannya waktu, seorang korban akan mengetahui apa yang disukai dan tidak
disukai oleh pelaku. Korban sering menggunakan ukuran perasaan suka dan tidak
suka yang ada pada pelaku untuk membedakan apa yang akan membuatnya
mengalami kekerasan.®* Dalam penelitian ini tergambar perlawanan terselubung
dari korban yang dapat dilihat pada kasus nomor 2 (menolak ajakan hubungan
seksual dari pelaku), nomor 17 (menggunjing), nomor 1, 2 dan 5 (melambat-
lambatkan perintah), dan nomor 6 (korban enggan untuk memasakkan makanan
untuk pelaku di rumahnya). Temuan-temuan ini menunjukkan bagaimana
keputusan seorang korban untuk melawan secara terselubung terhadap korban

dilihat dari sejarah hubungannya selama ini bersama pelaku.

33 Evan Stark,Coercive control: The entrapment of women in personal life(New York: Oxford
University Press, 2007), 216

3 Valli Rajah, “Resistance as edgework in violent intimate relationships of drug-involved
women”, British Journal of Criminology, 47, (2007), 196-213.
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Beberapa korban menunjukkan tindakan konfrontatif daripada kompromi
terhadap pelaku. Pada kasus nomor 9 korban (korban mengamuk dan
menghunuskan pisau terhadap pelaku), nomor 12 (korban mencuri uang pelaku),
dan nomor 13 (korban memutuskan hubungan silaturahmi antara korban dan
pelaku). Korban melakukan tindakan perlawanan ini kemungkinan sebagai bentuk
respons terhadap kontrol dan kekerasan dari pelaku. Korban mungkin meyakini
bahwa inilah tindakan yang bisa dilakukannya.

KDRT yang masih terjadi hingga saat ini, tidak berarti menunjukkan bahwa
korban bersikap pasif dalam menghadapi kekerasan. Setiap KDRT biasanya
melibatkan penolakan dari korban, karena yang melekat dalam konsep kekerasan
adalah gagasan bahwa kekerasan itu sesuatu yang tidak diinginkan, tidak memilih,
tidak meminta, dan tidak menginginkannya. Oleh karenanya, perasaan “tidak” ini,
meskipun tidak diucapkan merupakan inti dari perlawanan.

Korban dapat melakukan perlawanan secara fisik, seperti berteriak,
menendang, atau melarikan diri. Tetapi korban juga dapat melawan secara
kognitif (seperti ketika wanita berpikir tentang alternatif dan menyusun strategi
untuk tetap aman) atau emosional (ketika wanita melindungi beberapa bagian inti
dari diri mereka sendiri bahkan jika mereka memilih untuk menunduk pada
serangan untuk melindungi diri dari cedera lain). Dalam beberapa hal, tidak peduli
betapa tidak kasatnya hal itu bagi pengamat, korban tetap akan menolak untuk
terlibat dalam kekerasan. Akibatnya, adalah suatu kesalahan untuk
mengkarakterisasi perempuan yang menjadi korban kekerasan sebagai lemah atau

pasif. Mereka secara aktif menentang kekerasan, menggunakan sumber daya dan
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strategi yang mereka miliki untuk menghindarinya, menguranginya ketika itu
terjadi, bahkan mampu melarikan diri dari pelaku ketika mereka bisa. Semua
tindakan-tindakan ini bukan menunjukkan kepasifan, tetapi kekuatan dan
keberanian.®

Masyarakat memiliki banyak mitos dan kesalahpahaman mengenai
keberadaan perempuan yang menyandang disabilitas. Mitos-mitos ini menjadi
salah satu alasan mengapa perempuan yang menyandang disabilitas memiliki
pengalaman yang berbeda ketika mengalami KDRT. Mitos-mitos tersebut dapat
terdiri atas: pertama, perempuan yang menyandang disabilitas tidak mungkin
mendapatkan kekerasan, sebab dia itu dipandang terlalu lemah dan tidak bisa
menyerang orang lain, terutama saat orang lain menyerang balik dia tidak
mungkin bisa melawannya. Kedua, dia itu termasuk aseksual dan dianggap tidak
bisa berumah tangga dan karenanya tidak bisa menjadi korban KDRT. Ketiga,
adapun jika dia mengalami KDRT, pelaku berhak untuk mendapatkan
kelonggaran waktu untuk menjelaskan perbuatannya, biasanya pelaku memiliki
alasan perbuatannya ini untuk melampiaskan kekesalannya sesekali terhadap
korban pada saat-saat tertentu. Keempat, dia dianggap layaknya anak kecil
sehingga tidak bisa dipercaya. Jika seorang perempuan menyandang disabilitas ini
berada pada salah satu mitos tersebut, maka dia cenderung tidak akan melarikan

diri dari KDRT. Lebih lanjut, dia mungkin tetap mempercayai pelaku karena dia

% Jocelyn A. Hollander, “Challenging Despair Teaching about Women’s Resistance to Violence”,
Violence Against Women, Vol. 11, No. 6, (June, 2005), 776-791.
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beranggapan bahwa pelaku ini yang mampu menjadi pengayomnya dan dia sulit
menemukan pasangan baru jika memilih untuk bercerai.®

Kasus KDRT ini meskipun tidak dilaporkan namun selalu terlihat dan
terasa oleh lingkungan sosial di sekitar para korban (teman, keluarga, tetangga,
relawan maupun tenaga kesehatan). Problemnya adalah lingkungan sosial di
sekitar korban juga tidak mengetahui peraturan perundang-undangan yang
berhubungan dengan KDRT ini. Selain itu, mereka juga cenderung mendiamkan
kasus ini, atau maksimal membantu korban semampunya.

Pelaku tidak hanya menyembunyikan dan melegitimasi kekerasan terhadap
korban, bahkan mereka menstigmatisasi dan menyalahkan korban yang
melaporkan kekerasan. Bahkan ketika korban memutuskan untuk meninggalkan
pasangannya Yyang kejam, kurangnya peluang perawatan kesehatan yang
memadai, serta kebijakan penahanan dan pusat dukungan, adalah cara untuk
menjaga mereka dalam posisi diskriminatif dan subordinat.’

Pada kasus nomor 1, 2, 5 dan 10 menunjukkan bahwa korban KDRT
masih melanjutkan hubungan pernikahannya dengan pelaku. Mereka mengaku
masih saling mencintai. Korban KDRT terutama perempuan yang menyandang
disabilitas intelektual mengalami kesulitan untuk mengenali bentuk-bentuk
KDRT, sehingga tetap merasa harus melanjutkan rumah tangganya salah satunya

karena takut kehilangan pasangannya.®® Korban membutuhkan perasaan untuk

3% Doug Jones, “Domestic Violence against Women withDisabilities: A Feminist Legal Theory
Analysis”, Florida A & M University Law Review, Vol. 2, No. 1, (2007), 207-233.

37 Abeda Sultana, “Patriarchy and Women’s Subordination: A Theoretical Analysis”, The Arts
Faculty Journal, vol. 4, number 6, (July 2010-June 2011), 1-18.

38 Michelle McCarthy, “Sexual Violence against Women with Learning Disabilities”,Feminism
and Psychology,Vol. 8 no. 4, (1998), 544-551.
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dicintai dan mencintai.®® Terlebih pada kasus nomor 1 yang merupakan janda,
korban merasa ketakutan akan mengalami kegagalan pernikahan untuk kedua
kalinya, sehingga ia memilih untuk tetap mempertahankan rumah tangganya.
Korban menderita devaluasi, dia ingin mendapatkan status sosial dan kebutuhan
untuk memiliki pasangan. Dia akan memilih tetap dengan pasangannya saat ini
meskipun mengalami berbagai macam kekerasan selama masa hidupnya. Pilihan
seperti ini menjadikannya mentolerir setiap kekerasan yang dialaminya dan
perilaku kekerasan pelaku karena takut kesepian.

Penyandang disabilitas intelektual seringkali mendapatkan perlakuan
negatif dengan tidak menghargai keberadaannya di masyarakat. Penyandang
disabilitas intelektual akan kesulitan untuk mendapatkan harkat martabat, tumbuh
kembang fisik dan psikis, keterampilan, kesehatan, dan kesejahteraannya.
Perlakuan ini akan mengakibatkan mereka menderita devaluasi (perasaan bahwa
dirinya telah gagal dalam suatu urusan penting) yang kemudian terinternalisasi
dalam kehidupannya. Mereka merasa pantas untuk menerima kekerasan dari
pasangannya. Mereka menganggap pilihannya terbatas untuk menemukan
pasangan yang dicintai dan mencintainya sehingga mereka kesulitan untuk
melakukan pernikahan dengan pasangan lain jika mereka harus berpisah dengan

pasangannya.*!

3 Marilyn M. Stromsness, “Sexually Abused Women with Mental Retardation”, Women &
Therapy, Vol. 14 no. 3-4, (1993), 139-152

40 Dena Hassouneh-Phillips dan Elizabeth McNeff, “I Thought | Was Less Worthy: Low
Sexualand Body Esteem and Increased Vulnerability to Intimate Partner Abuse in Women with
Physical Disabilities”, Sexuality and Disability, Vol. 23 number 4, (2005), 227—240.

4 David Race, Leadership and Change in Human Services: Selected Readingsfrom Wolf
Wolfensberger (London: Routledge, 2003), 142.
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2. Strategi Perlawanan Informal

Ketika korban berusaha mengakses bantuan formal dan/ atau informal,
maka hal ini termasuk juga sebagai bentuk perlawanan dengan menggunakan
kekuatan dari luar atau eksternal. Korban berusaha mencari bantuan informal
melalui teman dan keluarga, dan mencari bantuan formal melalui badan-badan
sosial yang dibentuk oleh negara. Korban melakukannya karena penolakannya
terhadap kekerasan yang diterimanya. Korban memilih keluarga maupun teman-
temannya sebagai tempatnya untuk mencari bantuan informal, tindakan ini
menunjukkan bahwa korban dapat mengekspresikan ketidaksetujuannya terhadap
perilaku pelaku tersebut.*?

Ketika keluarga dan teman-temannya telah melakukan intervensi dengan
mengatasnamakan korban, hal ini dapat dimaknai bahwa korban memiliki pilihan-
pilihan untuk menyelesaikan masalahnya di luar rumah tangganya. Meskipun
demikian, sebenarnya pelaku juga dapat menggunakan keluarga dan teman-
temannya untuk mengendalikan korban lebih lanjut, sehingga pelaku dapat
membatasi korban untuk mendapatkan bantuan dari luar. Oleh karena itu, ketika
korban melibatkan keluarga, tetangga dan teman-temannya, maka seharusnya
mereka dapat memulai untuk meminta pertanggungjawaban pelaku atas KDRT
yang dilakukannya.*® Hal ini ditunjukkan pada kasus nomor 1 (melibatkan kakak
kandung), kasus nomor 2 (meluapkan keluh kesahnya kepada orang lain), kasus
nomor 4 (berteriak meminta tolong kepada tetangga), kasus nomor 11 (mencari

informasi tentang kondisi mental dari pelaku), kasus nomor 15 (korban

42 |bid., 133.
43 Brittany E. Hayes,“Women’s Resistance Strategies in Abusive Relationships: An Alternative
Framework”, SAGE Open, July-September 2013, 1-10.
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melibatkan orang lain untuk membantu persoalan yang dihadapinya dengan cara
bercerita kepada tetangga dan saudaranya), kasus nomor 17 (menggunjing dan
berkeluh kesah kepada orang lain).

Tindakan melibatkan orang lain seperti ini dapat disebut sebagai tindakan
untuk mempermalukan pelaku. Tindakan ini mungkin dipandang lebih efektif
daripada memenjarakan pelaku, karena dengan mempermalukan pelaku yang
memiliki orang-orang yang penting bagi pelaku akan membuatnya lebih
bertanggung jawab. Bahwa ketika keluarga dan teman-temannya mengetahui
KDRT yang menimpa korban, maka tindakan mereka ini dapat menantang mental
pelaku. Hal ini berbeda apabila dilakukan penahanan sementara bagi pelaku,
selama masa penahanan pelaku tidak akan mendapatkan ancaman dari keluarga
dan teman-temannya yang akan membuat risin kehidupannya.**

Ketika korban berupaya untuk menceritakan kembali kisah kekerasan yang
dialaminya, beberapa aspek kehidupan korban penting untuk dijadikan sebagai
bahan pertimbangan, karena jika seorang korban yang memiliki jenis kelamin,
agama, etnis, ras dan/ atau orientasi seksual yang berbeda maka dapat
memengaruhi strategi perlawanan yang tersedia baginya. Seorang korban yang
sedang melakukan strategi untuk melawan pelaku ini dikategorikan berhasil atau
tidak tergantung dari sisi korban, apakah korban meninggalkan pelaku atau masih
melanjutkan hubungannya baik sebagai pasangan suami istri maupun hubungan

kekerabatan.*®

4 John Braithwaite,Crime,shame and reintegration (NewYork: Cambridge University Press,
1989), 54.

4 Natalie J. Sokoloff, “Expanding the intersectional paradigm to better understand domestic
violence in immigrant communities”,Critical Criminology, 16,(2008), 229-255.
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Perempuan -dalam penelitian ini mayoritas menjadi korban KDRT-
melakukan beberapa tindakan perlawanan secara terselebung menunjukkan bahwa
mereka tidak pasif dalam menerima kekerasan dari laki-laki (mayoritas
merupakan pelaku) pelaku. Korban berupaya untuk melawan tindakan pelaku
tergantung pada tingkat kontrol dan kekuasaan dari pelaku, karakteristik individu
korban dan posisi keduanya dalam struktur sosial. Sebenarnya korban dapat
menggunakan strategi yang jitu yaitu dengan memukul balik atau membalas
dengan tindakan kasar. Pemukulan balik atau membalas dengan tindakan kasar
lain termasuk sebagai bentuk dari perlawanan terbuka. Namun, tindakan ini bisa
membahayakan bagi korban, karena secara fisik pelaku lebih kuat untuk
mengalahkan perempuan.*®

Ketika laki-laki -pihak dari luar rumah tangga- ini cenderung pasif, enggan
dan tidak mau terlibat secara aktif untuk mencegah orang lain dalam melakukan
tindak kekerasan, maka sikap pasifnya ini akan memungkinkan orang lain
melakukan tindak kekerasan. Pihak luar rumah tangga yang bersikap pasif dan
seringkali  permisif -baik langsung maupun tidak- terhadap berbagai bentuk
kekerasan ini dikategorikan sebagai silent majority, mereka mengetahui kekerasan
tetapi tidak mampu melakukan tindakan apapun untuk mencegahnya maupun ikut
menyelesaikan KDRT.#” Hal ini kemungkinan disebabkan oleh kekhawatirannya

terhadap anggapan mencampuri dan mengganggu urusan internal keluarga.

4 Margaret Abraham, “Fighting back: Abused South Asian women’s strategies of resistance.
dalamDomestic violence at the margins: Readings on race, class,gender and culture, Eds. Natalie
J. Sokoloff dan Christina Pratt (New Brunswick, New Jersey and London: Rutgers University,
2005), 253-271.

47 Christopher T. Allen, “Engaging Men in Violence Prevention: Empirically Examining
Theoretical Barriers and Catalysts”, (Disertasi -- Clinical-Community Psychology College of Arts
& Sciences, University of South Carolina, USA, 2010), 67.
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Apalagi dalam banyak kasus KDRT, pelaku memiliki status sosial yang kuat dan
tinggi.

Seorang peneliti hukum pada lapangan empiris harus melihat pada sistem
hukum yang ada, yaitu struktur hukum (institusi atau penegak hukum), substansi
hukum (aturan-aturan dan norma-norma hukum) dan budaya hukum (ide-ide,
sikap-sikap, harapan, kepercayaan dan pandangan tentang hukum). Dalam
perspektif sosiologi hukum, tiga perangkat tersebut dapat akan mendukung
berjalannya sistem hukum pada suatu negara.*®

Apabila dilihat secara realitas sosial, maka keberadaan sistem hukum yang
terdapat dalam masyarakat akan mengalami perubahan-perubahan sebagai akibat
pengaruh, apa yang disebut dengan modernisasi atau globalisasi baik itu secara
evolusi maupun revolusi.*® Soerjono Soekanto, mengatakan ketiga komponen ini
merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan
karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum
yang diharapkan.®® Oleh karena itu, keberadaan kajian holistik yang menempatkan
budaya hukum menjadi bagian dari komponen-komponen hukum sehingga akan
diketahui apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak.

Korban KDRT dapat menggunakan berbagai macam cara dan strategi
dalam menyelesaikan kasus yang dihadapinya, tetapi mereka membutuhkan
faktor-faktor yang menentukan keberhasilan mereka untuk mendapatkan keadilan,

yakni budaya hukum dan subbudaya hukum atau kepentingan. Budaya hukum

48 Lawrence M. Friedman, The Legal System: a Social Science Perspective, 15.

49 gaifullah, Refleksi Sosiologi Hukum (Bandung: Refika Aditama, 2007), 26.

%0 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum (Jakarta: Rajawali,
1983), 5.
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memiliki definisi nilai-nilai dan perilaku hukum yang ada pada sebuah

masyarakat, budaya hukum merupakan kekuatan sosial yang bekerja secara

konstan (terus menerus dan tidak pernah berubah), kekuatan ini tidak secara
langsung bekerja dalam suatu sistem hukum.

Budaya hukum dapat memiliki acuan pada bagian dari budaya secara
umum, secara prinsip ia dapat berwujud sebuah kebiasaan, cara berpikir,
pendapat, dan cara bertindak yang dapat menentukan kekuatan sosial dalam
sub budaya hukum yang merupakan faktor yang sangat relevan untuk dibicarakan
dalam masalah penyelesaian kasus, sub budaya hukum ini berisi untung rugi atau
kepentingan apa yang ingin didapatkan oleh pihak-pihak yang berperkara.>?

Michael P. Johnson menyebutkan tiga tipologi pelaku KDRT yang dapat
dibedakan antara satu dengan lainnya berdasarkan konteks kekuasaan dan kontrol
yang pelaku miliki. Tiga tipologi®® pelaku KDRT tersebut adalah:

a. Intimate terrorism, yaitu kekerasan yang terjadi akibat adanya sikap dari salah
satu pasangan untuk selalu memegang kendali atas semua urusan rumah tangga
(mendominasi) lalu mengontrol penuh terhadap pasangannya dan orang yang
ada dalam rumah tangga, seperti yang dilakukan oleh pelaku yang bernama
MSD, TRAN, MDN, PRN.

b. Violent resistance, yaitu kekerasan yang digunakan sebagai respons terhadap
intimate terrorism, seperti yang dilakukan oleh pelaku yang bernama YLH,

AHD GMN, dan LMR.

51 Lawrence M. Friedman, The Legal System: a Social Science Perspective, 16.
52 |bid., 17.
53 Michael P. Johnson, “Domestic Violence: It's Not about Gender: Or Is It?”, 1126-1130.
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c. Situational couple violence, yaitu kekerasan yang terjadi di luar pola umum
yaitu kekuasaan dan kontrol, kekerasan ini terjadi akibat adanya eskalasi
konflik atau serangkaian konflik tertentu, seperti yang dilakukan oleh pelaku
yang bernama JMR, SM, MSN GDT, LM, LSM, AHD GMN, KDM, TNM,
TRN, MST, KRT.

Pada dasarnya, pelaku KDRT melakukan kekerasan berdasarkan dari
sering tidaknya pelaku melakukan kekerasan, upaya pelaku untuk melakukan
balas dendam terhadap korban maupun adanya situasi-situasi tertentusehingga
dapat melahirkan sebuah kekerasan. Kekerasan yang dialami oleh anggota dalam
sebuah rumah tangga dalam tipe intimate terrorism ini dapat dimaknai bahwa
kekerasan ini terjadi karena seringnya korban membuat kesalahan-kesalahan
sepele dan korban tidak mentaati perintah pelaku. Hubungan yang tidak seimbang
antara korban dan pelaku -seperti dominasi- mengakibatkan konflik yang pada
ujungnya dapat melahirkan KDRT. Korban akan merasa mengalami teror maupun
ancaman pada hubungan rumah tangganya. Pada situasi ini, korban dapat
mengalami ketidaknyamanan akibat adanya kendali dari pelaku yang merasa lebih
dominan daripada korban. Korban dapat mengalami ketidakberdayaan,
ketidakpercayaan diri yang berujung pada ketergantungan terhadap pelaku secara
berlebihan.

Kekerasan yang dialami oleh anggota dalam sebuah rumah tangga dalam
tipe violent resistance ini dapat dimaknai bahwa pelaku yang pada awalnya
merupakan korban KDRT merasa perlu untuk melakukan balas dendam dan

perlawanan. Pelaku melakukan kekerasan ini memiliki tujuan agar korban yang
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pada awalnya merupakan pelaku tidak lagi berbuat semena-mena dan melakukan
kontrol yang berlebihan. Kekerasan yang dialami oleh anggota dalam sebuah
rumah tangga dalam tipe situational couple violence ini dapat dimaknai bahwa
pelaku melakukan kekerasan karena situasi tertentu dan tidak ditujukan untuk
menyelesaikan  sebuah  konflik, seperti kekesalan terhadap korban,
kecemburuanterhadap korban, merebut harta korban.

Sedangkan korban kejahatan yang menyandang disabilitas intelektual di
Kabupaten Ponorogo ini memiliki beberapa tipologi yang diidentifikasikan
berdasarkan pada kondisi dan statusnya yakni:

a. Provocativevictims, adalah para korban yang memiliki perilaku yang dapat
menyebabkan pelaku melakukan kejahatan terhadapnya, sehingga para korban
ini berbagi tanggung jawab bersama pelaku atas kejahatan yang terjadi.
Dimungkinkan korban awalnya adalah pelaku dan begitu juga sebaliknya.
Dalam hal ini ditunjukkan pada korban yang bernama BWN, BYT.

b. Biologicallyvictims, adalah para korban yang memiliki karakteristik fisik yang
jelas-jelas rentan terhadap terjadinya kejahatan, seperti penyandang disabilitas
intelektual.

c. Sociallyweak victims, adalah para korban yang memiliki kedudukan sosial yang
lemah. Dalam hal ini ditunjukkan pada semua korban KDRT yang
menyandang disabilitas intelektual yang sekaligus memiliki kedudukan sosial

yang lemah.
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C. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Penyandang
Disabilitas Intelektual di Kabupaten Ponorogo dalam Perspektif Antropologi
Hukum Islam

Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa semua korban KDRT memilih
untuk tidak melaporkan kasusnya ke aparat Kepolisian, sebagian dari mereka
tidak mengetahui kalau perbuatan pelaku ini merupakan tindak kekerasan yang
bisa dilaporkan. Beberapa korban ada yang memilih melaporkan kekerasan yang
dialaminya kepada Ketua Rukun Tetangga, Kepala Desa. Selain itu beberapa
korban memilih untuk mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak berikut ini:
mendapatkan perlindungan dari orang tua; mendapatkan perlindungan dari
saudara; mendapatkan perlindungan dari tetangga; mendapatkan perlindungan dari
teman; mendapatkan perlindungan dari paguyuban dan lembaga swadaya
masyarakat, seperti balai latihan kerja rumah harapan, rumah kasih sayang dan
forum sidowayah bangkit; mendapatkan upaya mediasi pertengkaran antara
korban dan pelaku; mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari dinas kesehatan;
mendapatkan bantuan suntik alat kontransepsi dari bidan desa; berpisah rumah
tanpa ada perceraian; dan terakhir menyelesaikan urusan rumah tangganya dengan
bercerai di Pengadilan Agama.

Peneliti menilai bahwa permasalahan utama yang terdapat dalam
penelitian ini adalah bagaimana budaya hukum pada masyarakat yang anggotanya
ada yang menyandang disabilitas intelektual, peneliti mengkhususkan pada kasus
KDRT saja? Apakah budaya hukum ini menyebabkan korban KDRT membentuk

budaya hukum dan subbudaya (kepentingan) hukumnya sendiri? Pada akhirnya
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mereka ini akan menggunakan institusi apa untuk menyelesaikan kasus yang
dialaminya.

Para antropolog mencoba untuk memandang hukum sebagai suatu acuan
normatif yang luas, terus hidup dan berkembang secara dinamis. Hukum tidak
hanya milik negara semata, masyarakat juga memiliki hak untuk memilih hukum
di luar negara yang sesuai dengan kondisinya, ditambah dengan segala proses dan
aktor yang terlibat di dalamnya. Hukum adalah proposisi yang mengandung
konsep normatif (yang memuat perintah-perintah dan larangan-larangan) dan
konsep kognitif. Sebagai contoh, dalam konsepsi normatif, tindakan korupsi,
perdagangan orang, pelanggaran hak asasi manusia dilarang oleh semua sistem
hukum, baik negara, agama, adat maupun kebiasaan. Namun kognisi tentang apa
yang disebut korupsi, perdagangan orang, pelanggaran hak asasi manusia bisa
sangat berbeda di antara berbagai sistem tersebut. Bagi orang Madura atau Bugis
yang merasa terlanggar harga dirinya, perbuatan “carok” atau pembelaan diri
karena “siri”, barangkali tidak akan dimaknai sebagai perbuatan terlarang.>*

1. Pilihan Korban Terhadap Penyelesaian KDRT

Penelitian ini mengidentifikasi pilihan korban untuk menyelesaikan kasus
KDRT vyang dialaminya dengan menggunakan hukum negara (peraturan
perundang-undangan), hukum adat, hukum Agama (Islam) atau hukum hibrida
(hybrid law). Peneliti menilai bahwa apabila hukum hanya dihubungkan dengan
hukum negara semata maka hukum akan terasa dipaksakan untuk diterapkan pada

kasus-kasus tertentu.

5 Sulistyowati Irianto, “Pluralisme Hukum dalam Prespektif Global”, dalamHukum Yang
Bergerak, ed. Sulistyowati Irianto, 38.
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Lapangan sosial akan terus dan selalu memunculkan dan memproduksi
aturan-aturannya sendiri, aturan ini dapat dibentuk melalui kebiasaan-kebiasaan
tertentu yang kemudian pada tahap berikutnya akan diterima dan ditaati oleh
masyarakat, namun pada saat yang sama lapangan sosial juga akan menerima
aturan-aturan formal dari Negara atau kekuatan sosial lainnya. Di sinilah
kemudian muncul dengan apa yang disebut dengan pluralisme hukum. Di sisi lain,
seringkali masyarakat menganggap bahwa aturan dari kebiasaan ini lebih
mengayomi maka akan menjadikannya lebih kuat dan lebih digunakan daripada
aturan yang dibuat oleh Negara. Masyarakat menganggap aturan kebiasaan lebih
dahulu ada daripada aturan dari Negara. Negara tidak perlu repot-repot mengurusi
persoalan yang sudah bisa diselesaikan oleh masyarakat.

Antropologi -sebagai ilmu sosial- memiliki pendekatan komparatif yang
menekankan perbedaan perilaku manusia dan budayanya dalam menjelaskan
tentang keragaman, perbedaan perilaku, gagasan, dan standar moral. Antropologi
melihat hukum sebagai sesuatu yang diperebutkan, mengalami hibridaisasi dan
selalu bersifat dinamis, hal ini karena antropologi sebagai masalah budaya yang
menampilkan interaksi antara wacana (aturan hukum), praktik dan pemikiran
simbolis, kepercayaan dan nilai-nilai.>®

Komisi Nasional Perempuan menulis laporan tentang jumlah korban
KDRT pada tahun 2017 sebanyak 9.609 kasus, dengan rincian: 3.982 kasus

kekerasan fisik, 2.979 kasus kekerasan seksual, 1.404 kasus kekerasan psikis dan

% Maria Rita Bartolomei, “Domestic Violence and Human Rights. An Anthropological
View”, ex &quo, No. 31, (2015), 91-104
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1.244 Kkasus kekerasan ekonomi.>® Jumlah kasus ini merupakan data laporan yang
masuk pada tahun 2017. Sedangkan kasus KDRT yang tidak dilaporkan, peneliti
menilai bahwa kasus yang tidak dilaporkan bisa jadi lebih besar kasus yang
dilaporkan. Meskipun, perkiraan tentang seberapa banyak KDRTtidak dilaporkan
sangat bervariasi, masalah ini diyakini sangat besar. Para korban dicegah untuk
melaporkan kekerasan dialami karena ada faktor-faktor seperti ketergantungan
ekonomi, sikap menyalahkan korban, kelemahan, menghancurkan persatuan
keluarga, takut akan paparan publik, privasi dan rasa malu, kurangnya
kepercayaan pada sistem hukum dan kepolisian, dan bahkan takut akan
pembalasan.®’

Peneliti merasakan bahwa secara aktual, Undang-undang yang ada di
Indonesia memiliki ketidakmampuan untuk melakukan intervensi hukum atas
kasus KDRT bagi penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo.
Peneliti menggunakan perspektif antropologi hukum Islam untuk mencoba
memahami alasan budaya hukum di mana undang-undang yang ada tidak berlaku
efektif.

Para antropolog hukum di Indonesia tidak meragukan keberadaan Undang-
Undang Nomor 23 tahun 2004 sebagai langkah maju dan penting,®® namun
mereka menyoroti perlunya perubahan yang harus dilakukan pada tingkat sosial-
budaya yang lebih dalam, yang secara struktural relevan dengan hubungan gender.

Mereka memberikan rekomendasi bahwa KDRT ini memang benar terjadi dan

% Tim Penulis, “Tergerusnya Ruang Aman Perempuan Dalam Pusaran Politik Populisme: Catatan
Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 20177, 1.

5 Maria Rita Bartolomei,“Domestic Violence andHuman Rights”, 91-104

%8 Sulistyowati Irianto (ed.), Perempuan Dan Hukum: Menuju Hukum Yang Berperspektif
Kesetaraan Dan Keadilan, 318.
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harus ada langkah penting dengan melakukan intervensi terhadap para pihak dan
akhirnya akan meminimalisir kasus KDRT, terutama terhadap kelompok rentan
yang salah satunya adalah penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten
Ponorogo.

Penelitian ini mencoba memahami lebih lanjut tentang keengganan para
korban untuk melaporkan KDRT yang mereka alami kepada Kepala Desa,
Kepolisian maupun Dinas Sosial. Terdapat faktor-faktor penting yang menjadi
alasan korban tidak melaporkan kasusnya, yakni adanya ketergantungan ekonomi,
khawatir menjadi omongan publik, sikap menyalahkan korban, kekhawatiran
adanya upaya untuk menghancurkan persatuan keluarga inti, privasi, khawatir
pelaku akan membalas dengan lebih parah, rasa malu, dan kurangnya kepercayaan
pada kepolisian.

Selain itu penelitian ini juga menggambarkan pada kurangnya kesadaran
hukum pada semua korban di mana mereka diliputi ketidaktahuan tentang hukum
positif dari Negara yang dapat melindungi hak-hak mereka. Korban yang
menyandang disabilitas intelektual ini sama sekali tidak mengetahui jika mereka
diperbolehkan oleh UU no. 23 tahun 2004 untuk melaporkan KDRT yang
dialaminya kepada Kepolisian. Yang tidak kalah penting adalah ketidakjelasan
bentuk hukuman yang layak bagi pelaku KDRT dan bentuk kompensasi kepada
para korban. Hal ini akan dinilai mampu berkontribusi dalam menciptakan dan
melanggengkan sikap diam di lingkungan sosialnya.

Pelaku dan korban yang memilih tetap mempertahankan keutuhan rumah

tangga karena takut kehilangan pasangannya maka dia akan menghindari untuk
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berpayah-payah melaporkan kepada pihak yang bertugas pada institusi Negara
sebagaimana yang diamanatkan oleh UU PKDRT. Korban harus mendatangi
rumah sakit untuk membuat visum sebagai bukti ada atau tidaknya kekerasan.
Belum lagi nanti, korban harus berhadapan dengan pertanyaan-pertanyaan aparat
Kepolisian maupun jaksa dan hakim jika membuat delik aduan pidana. Korban
yang memilih aman dengan tidak melaporkan kepada Kepolisian, kalau sudah
tidak tahan dengan kekerasan yang dialaminya akan memilih membawa
persoalannya ke Peradilan Agama dalam bentuk gugatan cerai. Hal ini tergambar
pada kasus nomor 8, 9, 11, dan 16.

Para pihak yang ingin menyelesaikan perkara KDRT melalui pengadilan
Negara akan menimbang untung rugi atau kepentingan apa yang ingin dia
dapatkan. Bagi mereka yang mempunyai jenis hubungan yang beragam
(multiplex) seperti antara korban dan pelaku KDRT yang memiliki hubungan
sosial sebagai tetangga sekaligus keluarga, maka para pihak akan cenderung
menyelesaikan perkaranya melalui negosiasi dan mediasi, hal ini disebabkan oleh
kekhawatiran dan ketakutan akan munculnya bahaya atau ancaman terhadap
hubungan sosial diantara para pihak.*® Hal ini tergambar pada kasus nomor 1, 2, 5,
dan 6.

Masyarakat Jawa -lokasi penelitian ini di Kabupaten Ponorogo yang
bersuku Jawa- yang bertempat tinggal di pedesaan memiliki budaya hukum dalam
menyelesaikan perselisihan yaitu pertama, orang Jawa memiliki kecenderungan

untuk bersikap hati-hati dalam menjalin hubungan pribadi, memberikan perhatian

% Tapi Omas Thromi, “Beberapa Catatan mengenai Metode Kasus Sengketa yang Digunakan
dalam Antropologi Hukum”, dalam Antropologi Hukum, Sebuah Bunga Rampai, ed. Tapi Omas
Ihromi, 194-213.
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kepada orang lain, berbasa-basi secara diplomatis, mampu menahan diri, dan
memberi hormat kepada kedudukan sosial. Orang Jawa berusaha sekeras mungkin
untuk menghindari perselisinan antar pribadi, namun jika perselisinan harus
terjadi, mereka cenderung akan menutupi perselisinan melalui cara-cara yang
halus demi menjaga hubungan sosialnya.

Mereka menunggu untuk mendapatkan penyelesaian yang paling tidak
merugikan dan tidak mempermalukan. Mereka memiliki karakteristik
penyelesaian perselisihan yang dianjurkan oleh nilai-nilai tersebut, di mana
karakteristik ini lebih memperhatikan prosedur daripada substansinya. Aturan dan
pertimbangan hukum tentang keadilan sudah barang tentu tidak diabaikan. Kedua-
duanya lebih menggambarkan parameter yang lebih kurang menetapkan batas-
batas keadilan sebelah luar. Ada syarat-syarat minimum untuk dapat
dipertahankannya keutuhan tertib masyarakat. Akan tetapi dalam batas-batas itu
sejumlah besar kelonggaran ada untuk perundingan dan terbuka untuk
menyelenggarakan konsiliasi (kekeluargaan) dan mediasi.®® Hal yang cenderung
ditekankan bukanlah penerapan aturan-aturan tertentu, tetapi penyirnaan atau
pelenyapan persengketaan yang mungkin menimbulkan ketegangan atau
gangguan sosial.

Mereka yang bicara tentang aturan-aturan seolah-olah aturan-aturan itu
adalah mutlak, cenderung dianggap sebagai perusak ketenangan masyarakat,
pembuat keributan yang keras kepala, orang goblok yang anti sosial atau malahan

lebih buruk lagi. Apabila mereka tidak bisa menyelesaikan perselisihan, mereka

80 Rachmadi Usman, Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan, 240.
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meminta bantuan konsiliator seperti teman akrab, tetangga, tetua desa yang
dikenal maupun lurah. Konsiliator harus berbuat lebih daripada hanya meredakan
gejolak kemarahan dan membawa pihak yang berselisih untuk terus mengadakan
perundingan. Konsiliator harus berusaha untuk menemukan fakta yang menjadi
titik persoalan, sementara ia memperkecil makna perselisihan dan memperbesar
ati hubungan-hubungan pribadi. Pihak yang berselisih cenderung patuh dan taat
terhadap konsiliator daripada terhadap aturan-aturan yang ada.5*

Masyarakat Jawa lebih cenderung memberikan penekanan penyelesaian
kasus melalui cara-cara kekeluargaan dan kompromistis, hal ini dibuktikan dari
penelitian ini bahwa dari 18 kasus yang ada yang melaporkan dan berperkara di
Pengadilan Agama sebanyak 3 kasus saja. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan
oleh masyarakat pada suku Batak di Sumatera Utara misalnya, menurut para
hakim, advokat, pejabat pemerintah, suku Batak cenderung lebih menyukai
berperkara di Pengadilan. Memang harus dibuktikan kebenaran dari data tersebut,
karena data kuantitatif yang mendukung pendapat tersebut hanya sedikit.®? Negara
telah memberikan perlindungan hukum secara legal substance melalui UU Nomor
30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan
Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan. Hal ini menunjukkan bahwa Negara berusaha
hadir untuk melindungi warga Negara melalui legal substance-nya.

Pada salinan putusan PA Ponorogo yaitu No. 0019/Pdt.G/2015/PA.PO dan

No. 0605/Pdt.G/2004/PA.PO. Pihak keluarga sudah berusaha melakukan mediasi,

61 Daniel S. Lev, Hukum dan Politik di Indonesia, 158-160.
62 |bid., 156-157.
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namun tidak berhasil. Begitu juga Majelis Hakim yang telah berusaha
mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan
mengurungkan niatnya untuk bercerai, namun tidak berhasil. Pihak pemohon
maupun penggugat tidak dapat menghasilkan kesepakatan karena mereka tidak
mau lagi untuk meneruskan rumah tangga dan telah membulatkan niatnya untuk
bercerai. Pada penelitian ini Pengadilan Agama Ponorogo telah memutuskan
perkaranya pada tahun 2004 dan 2015 sebelum diterbitkannya Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan. Namun Majelis Hakim dan pihak keluarga dari pemohon
dan penggugat telah berusaha untuk memediasi antara pemohon dan termohon
maupun penggugat dan tergugat untuk menghasilkan kesepakatan.

Pada penelitian ini, para pihak semuanya berdomisili di pedesaan, di mana
pada masyarakat pedesaan memiliki pola-pola penyelesaian kasus yang berbeda,
pertama, apabila sengketa ini berkaitan dengan para pihak yang berasal dari
kelompok etnik yang sama, maka mereka akan menyelesaikan dengan
menggunakan pranata hukum adat melalui musyawarah keluarga atau lembaga
peradilan desa yang dipimpin oleh pemimpin komunitas atau pemimpin informal
yang lain. Namun di lain pihak, dapat diamati apabila berkaitan dengan urusan
uang atau sumber daya yang besar atau hal yang menyimbolkan prestis, maka
akan di bawa ke Pengadilan Negara. Kedua, apabila sengketa ini berkaitan dengan
para pihak yang berasal dari kelompok etnik yang berbeda dan disertai dengan
rasa permusuhan, maka mereka akan menyelesaikannya melalui mediator yang

berasal dari pegawai pemerintah lokal seperti anggota polisi atau anggota militer
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lokal. Namun apabila kelompok-kelompok tersebut berhasil bertenggang rasa,
maka mekanisme antar kelompok dapat dimunculkan.®®

Perkara KDRT dapat diselesaikan melalui mediasi, di mana mediasi ini
sangat cocok digunakan di Indonesia, para pihak merasa bahwa utuhnya sebuah
keluarga ini dianggap sebagai sebuah prioritas utama dalam budaya masyarakat
Indonesia yang harus terus dijaga meskipun menggadaikan keharmonisan.
Mediasi seringkali digunakan dalam penyelesaian perkara KDRT dikarenakan
alasan win-win solution; kasus KDRT memang masalah internal yang tidak boleh
diketahui oleh publik; cepat dan sederhana; mendengarkan pengalamana korban;
pelaku (pada umumnya suami) sebagai kepala rumah tangga tentunya akan diberi
kesempatan untuk instropeksi diri demi menghindari hukuman penjara, tujuannya
agar suami mampu menjaga masa depan keluarga, utamanya masa depan anak.%*

Apabila menggunakan perspektif antropologi hukum, maka seorang
korban KDRT yang bertindak sebagai subyek hukum dapat memiliki lebih dari
satu sistem hukum. Hal ini akan menjadikan para pihak (korban dan pelaku
beserta keluarga, tetangga, relawan dan lain-lain) yang terlibat dalam proses
penyelesaian kasusnya berusaha memilih dan menggunakan institusi hukum
tertentu secara rasional demi memenuhi segala kepentingannya. Pada kasus-kasus
di atas dapat tergambarkan bahwa para pihak telah menggunakan hukum Negara
maupun hukum hibrida.

Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa korban KDRT yang

memilih institusi negara baru akan membawa kasusnya ke Pengadilan Agama

83 Sulistyowati Irianto, Perempuan Diantara Berbagai Pilihan Hukum, 46-48.
8 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT, 74.
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ketika dia merasa kepentingannya terpenuhi. Hal ini sebagai langkah terakhir
untuk menghentikan kekerasan yang dialaminya (kasus nomor 8, 9, 11 dan 16).
KorbanKDRT yang lain tidak memilih institusi negara, adat maupun agama,
mereka memilih institusi hukum hibrida disebabkan oleh ketidaktahuan mereka
pada institusi negara, selain itu mereka juga tidak mau repot-repot dalam
persidangan pada institusi negara. Jika para korban ini memiliki ikatan suami istri
maupun hubungan kekerabatan mereka memandang ada unsur cinta dalam
hubungan tersebut dan memilih tetap tinggal dalam satu rumah (kasus nomor 1, 2,
3, 5, 6, 10, 12 dan 14). Sedangkan korban KDRT berikutnya ini meskipun
memiliki ikatan suami istri maupun hubungan kekerabatan mereka memandang
tidak ada lagi unsur cinta dalam hubungan tersebut dan memilih berpisah rumah
(kasus nomor 4, 7, 13, 15, 17 dan 18)

Peneliti menilai bahwa pilihan hukum para korban KDRT ini sebagai
subyek yang memiliki pilihan untuk memilih satu dari beberapa sistem hukum
ternyata tidak menunjukkan sifat dikotomisnya (sistem hukum negara pada satu
sisi dan sistem hukum lainnya pada sisi yang lain). Namun dapat dilihat cara
institusi-institusi hukum itu bergerak dan berjalan dalam suatu kontinum
berdasarkan pada konteks tertentu (kapan seorang korban berada di suatu ujung
kontinum tersebut dan kapan ia berada pada ujung lainnya).®® Hal ini berarti
korban kemungkinan berinistatif untuk menghadapi sidang pada institusi negara
karena ia merasa mampu, korban lainnya tidak mampu mengakses hukum negara,

dan korban lainnya merasa bahwa hukum hibrida lebih bisa memenuhi

8 Sulistyowati Irianto, “Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan
Konsekuensi Metodologisnya”, Hukum dan Pembangunan, Nomor 4 Tahun XXXIII (Oktober-
Desember, 2003), 485-502.
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kepentingannya. Pilihan-pilihan hukum seperti ini menunjukkan bahwa korban
merasa sebagai subyek lebih dari satu sistem hukum.

2. Semi-automonous Social Field: Rumah-Rumah Komunitas Bagi
Penyandang Disabilitas Intelektual di Kabupaten Ponorogo

Sebenarnya para konsultan hukum baik yang profesional mapun amatir,
mereka memiliki kemampuan untuk melakukan penyelesaian-penyelesaian yang
kreatif dan dinamis dari kasus ke kasus. Mereka diramalkan mampu menggeser
dan mengungguli peran para legislator dan para hakim yangberkhidmat dalam
sistem hukum nasional suatu negeri tertentu (yang karena itu acapkaliterbukti
kurang dapat membebaskan diri dari kepentingan politik para pejabat yang duduk
dalam jajaran eksekutif). Proses-proses yang terjadi barangkali saja bersejajar
benar dengan apa yang pernah diobservasi oleh antropolog Sally Falk Moore,
sekalipun antropolog wanita ini tak hendak merujuk ke kasus-kasus yang
transnasional, melainkan yang subnasional.

Dalam setiap situasi yang bisa terbebas atau terbebaskan dari sembarang
kontrol kekuasaan hukum nasional yang berlanjut-lanjut, selalu dapat muncul di
situ terjadinya suatu self-regulating mechanism yang otonom, yang sungguh
fungsional juga sifatnya, dan tak sekali-kali terbukti hanya akan menimbulkan
peristiwa anarki, yang pada gilirannya hanya akan mengundang kekacaubalauan
belaka.®® Ketua Rumah Harapan di Desa Karangpatihan, Ketua Forum Sidowayah
Bangkit di Desa Sidoharjo dan Ketua Rumah Kasih Sayang di Desa Krebet

sebagai aktor telah menujukkan kehadirannya sebagai penyelesai kasus KDRT di

% Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah, 162.
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desa masing-masing, meskipun mereka bekerja dan menjalankan self-regulating
mechanism secara amatir tanpa ada bekal pengetahuan hukum sama sekali apabila
dilihat dari riwayat pendidikannya. Rumah Harapan, Forum Sidowayah Bangkit
dan Rumah Kasih Sayang inilah yang oleh Sally Falk Moore disebut sebagai
Semi-automonous Social Field.

Para aktor pada rumah-rumah komunitas ini telah membuat, melestarikan
dan menegakkan aturan tertergantung dari suasana hubungan antar individu pada
bidang sosialnya. Mereka memiliki kapasitas untuk membuat peraturan dan
sekaligus sebagai sarana dalam mendorong atau memaksa individu untuk pada
taat aturan.®” Meskipun aturan ini pada dasarnya dapat dinegosiasikan,
dimanipulasi, bahkan dapat diubah melalui hubungan kekuasaan, namun para
aktor yang mengetahui kasus KDRT yang dialami oleh korban penyandang
disabilitas intelektual ini memilih untuk tidak melakukan proses hukum, baik
melalui hukum negara, hukum agama maupun hukum adat. Mereka memilih
untuk membuat aturan sendiri demi menjaga hubungan antara subjek dan bidang
sosial yang telah terjalin lama ini karena perasaanadanya kesamaan dalam
identitas, tempat, dan koeksistensi. Faktor kodependensi yang dimiliki oleh para
penyandang disabilitas intelektual ini juga memberi pengaruh terhadap ewuh
pakewuh dengan aktor. Inilah yang mungkin menjadikan aktor ini masih
dipercaya oleh masyarakat untuk mengurusi penyandang disabilitas intelektual.

Semi-automonous Social Field dapat diamati pada komunitas yang ada di

Rumah Harapan di Desa Karangpatihan, Forum Sidowayah Bangkit di Desa

67 Sally Falk Moore, Law As Process, 55.
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Sidoharjo dan Rumah Kasih Sayang di Desa Krebet. Masing-masing lembaga ini
memiliki aturan yang berlaku bagi penyandang disabilitas intelektual, keberlakuan
aturan ini baik saat mereka berada di dalam lembaga maupun di luar. Semi-
Automonous Social Field pada masing-masing lembaga ini dapat memiliki
kapasitas untuk menciptakan aturan (rule-making) dan cara-cara membujuk serta
memaksa pemenuhan secara simultan.®®

Kemampuan dan peran aktor atau pimpinan Rumah Harapan di Desa
Karangpatihan, Forum Sidowayah Bangkit di Desa Sidoharjo dan Rumah Kasih
Sayang di Desa Krebet ini akan ditaati jika mereka bisa mencukupi kebutuhan dan
kepentingan ekonomi penyandang disabilitas intelektual, artinya aturan bisa
berlaku secara efektif atau tidak tergantung dari tercukupi atau tidak kebutuhan
dan kepentingan ekonominya. Sebaliknya mereka akan menentang aktor jika tidak
bisa mencukupi kebutuhannya, lalu akan mencari aktor lain yang dirasa lebih
mampu dalam mencukupi kebutuhan dan kepentingannya.

Kasus-kasus di atas dapat menggambarkan bahwa para aktor yang berada
pada komunitas di Rumah Harapan, Forum Sidowayah Bangkit dan Rumah Kasih
Sayang mampu bertindak sebagai penghasil dan penegak aturan yang bersifat
hybrid, mereka berupaya untuk memisahkan diri terhadap hukum yang dibuat oleh
Negara, agama maupun adat. Mereka enggan menggunakan hukum-hukum
tersebut karena kasihan kepada penyandang disabilitas intelektual baik sebagai
korban maupun pelaku. Rasa kasihan ini yang mendorong para aktor untuk

terlibat secara persuasif dalam menyelesaikan KDRT dengan cara menciptakan

8 Sally Falk Moore, “Law and Social Change: The Semi-Autonomous social Field”, 719-746.
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aturan-aturan atau hukum yang berlaku dalam lingkungannya sendiri dan
mendorong bahkan memaksa warganya untuk mentaati aturan tersebut. Namun
harus disadari bahwa aturan yang diciptakan tersebut rentan terhadap aturan-
aturan dan kekuatan dari luar yang lebih besar dan mengelilinginya.®® Terkadang,
norma-norma yang muncul dari komunitas ini akanmenciptakan suatu kewajiban
yang mengikat kuat bagi anggotanya dan bahkan cenderung menolak hukum
negara.’®

Pada sisi lain, aktor Negara, agama maupun adat tidak hadir dalam kasus
tersebut karena ketiadaan laporan yang masuk kepadanya. Aktor Negara, agama
maupun adat hukum ini terbiasa dalam mengandalkan pada laporan dari korban,
sementara korban dan aktor pada komunitas berargumen bahwa Negara, agama
maupun adat akan memberatkan pada proses hukum yang akan dijalaninya.
Kualitas yang dimiliki oleh para aktor mampu memaksa individu di lapangan
untuk mematuhi aturan. Aturan yang dibuat oleh para aktor ini mampu bertahan
lama dan cenderung lebih kuat daripada hukum Negara, hukum agama maupun
hukum adat.

Kasus ini juga menggambarkan adanya kekuatan kompleks yang
menyelimuti komunitas, di mana hubungan antar individu dapat terikat secara
bersamaan melalui kepentingan atas suatu properti, ikatan tradisi, kedekatan
hubungan dengan tetangga, dan terkadang muncul hubungan kasih sayang

maupun kemesraan.”* Para aktor kunci yang tergabung dalam rumah-rumah

89 Ibid.

0 pPaul Schiff Berman, Global Legal Pluralism: A Jurisprudence of Law Beyond Borders (New
York: Cambridge University Press, 2012), 43

"1 Sally Falk Moore, Law As Process, 74.
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komunitas ini telah memproduksi aturan sendiri seolah-olah dia bertindak
layaknya anggota legislatif.”?

Saat ini, para aktor yang berada pada rumah-rumah komunitas tersebut
termasuk sebagai masyarakat yangberkembang dengan cepat, lalu mereka akan
menemukan otonominya untuk membuat, mengembangkan dan sekaligus
mempraktikkan aturan-aturannya sendiri dalam rangka membebaskan diri dari
jangkauan hukum nasional. Rumah-rumah komunitas ini bisa disebut dengan the
autonomous self regulating mechanism.” Penelitian ini dapat menggambarkan
bahwa semi-autonomous social field ini dapat dilihat sebagai cara untuk
mendeskripsikan pluralisme hukum yang keberadaannya bersifat tetap dan
digunakan oleh masyarakat.”*

Hubungan makro-mikro atau negara-individu pada temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang anggotanya ada
yang menyandang disabilitas intelektual dan yang mengalami KDRT ini sebagai
suatu semi-autonomous social field. Bentuk perlindungan hukum yang sesuai
dengan korban KDRT ini adalah mereka tetap dalam hubungan suami istri
maupun hubungan kekerabatan dengan cara tidak melakukan perceraian maupun
pisah rumah.

Korban KDRT pada kasus nomor 3 dan 4 telah mendapatkan perlindungan
hukum dari institusi Negara dan institusi hibrida. Pilihan ini menunjukkan bahwa
korban telah menggabungkan atau mengkombinasikan institusi untuk melindungi

dirinya.Secara antropologi, seseorang akan memilih satu atau kombinasi aturan

2 |bid., 63.
73 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah, 170.
4 Sally Engle Merry, “Legal pluralism”, 869-896.
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hukum yang ada dengan tujuan untuk memperoleh kepentingan yang paling
menguntungkan tanpa memperdulikan “bagaimana dan mengapa” dia harus
memilih aturan hukum tersebut.”® Praktik seperti ini disebut oleh Keebet Von
Benda-Beckmann sebagai forum shopping, artinya pihak yang berselisih memiliki
pilihan diantara institusi hukum yang berbeda, pihak ini mendasarkan pilihannya
pada sesuatu yang mereka harapkan hasil dari perselisihan itu, meskipun harapan
itu terlinat samar-samar atau tidak bahkan melebihi ekspektasi. "

Pada sisi lain seorang korban KDRT memiliki cara untuk menyelesaikan
keluhan-keluhan dan perasaan tidak diberlakukan secara adil yang dialami, cara
itu bisa melalui lumping it, avoidance, coercion,negotiation, mediation,
arbitration, dan adjudication.”” Penelitian ini menunjukkan bahwa para korban
juga menggunakan cara-cara ini dalam menyelesaikan kasusnya. Mereka
menggunakan cara-cara tersebut secara bergantian dan berubah-ubah, bahkan
memerlukan waktu bertahun-tahun. Awalnya mereka menghindar atau mengelak
avoidance sebagai korban KDRT, bahwa hubungan antara korban dan pelaku
biasa-biasa saja. Namun saat ditanya lebih lanjut, mereka mengaku bahwa dia
merupakan korban KDRT. Cara meneyelesaikannya adalah tergantung suasana
hubungan rumah tangganya, saat hubungan mereka terasa adem ayem mereka
menggunakan lumping it, tetapi saat hubungan mereka cenderung memanas maka
mereka bisa menggunakan mediasi dengan bantuan pihak ketiga (keluarga, teman,

tetangga, relawan sosial, maupun tenaga kesehatan).

75 Ido Shahar, “Forum shopping Between Civil and Sharia Courts”, 147.
6 Keebet Von Benda-Beckmann, “Forum Shopping and Shopping Forums”, 117.
" Laura Nader, The Life of the Law Anthropological Projects, 23.
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Korban KDRT yang menyandang disabilitas intelektual di Kabupaten
Ponorogo menyelesaikan perkaranya melalui institusi hukum hibrida maupun
institusi hukum Negara telah menimbang untung rugi atau kepentingan apa yang
ingin dia dapatkan. Pada kasus nomor 9, korban menyelesaikan perkaranya
melalui institusi hukum Negara, padahal antara korban dan pelaku KDRT
memiliki jenis hubungan yang beragam (multiplex), mereka memiliki hubungan
sosial sebagai tetangga sekaligus ibu pelaku sebagai pembantu rumah tangga pada
keluarga korban, dari beberapa kasus yang lain kebiasaan hubungan multiplex ini
akan cenderung menyelesaikan perkaranya melalui negosiasi dan mediasi, namun
mereka memilih institusi hukum Negara, hal ini disebabkan oleh tidak adanya
perasaan khawatir dan takut akan munculnya bahaya atau ancaman terhadap
hubungan sosial diantara para pihak.

Pada kasus nomor 1, 3, 5, 6, 10, 12, 14, 15 antara korban dan pelaku
memiliki hubungan simplex sebagai suami-istri, orangtua-anak, maupun kakak-
adik ternyata memilih menyelesaikan perkaranya melalui mediasi pada institusi
hukum hibrida. Padahal biasanya, mereka yang memiliki hubungan simplex ini
menyelesaikan melalui institusi hukum Negara. Mereka khawatir akan munculnya
bahaya atau ancaman terhadap hubungan sosial diantara para pihak.

Pada kasus nomor 2, 4, 7, 13, 17 dan 18 antara korban dan pelaku
memiliki hubungan multiplex sebagai tetangga sekaligus suami-istri, kerabat
maupun teman kerja, maka para pihak akan cenderung menyelesaikan perkaranya
melalui negosiasi dan mediasi, hal ini disebabkan oleh kekhawatiran dan

ketakutan akan munculnya bahaya atau ancaman terhadap hubungan sosial
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diantara para pihak. Pada kasus nomor 8, 11, dan 16 antara korban dan pelaku
memiliki hubungan simplex suami istri, maka para pihak menyelesaikan
perkaranya melalui institusi hukum Negara. Hal ini disebabkan oleh ketiadaan
bahaya atau ancaman terhadap hubungan sosial diantara para pihak.

Pada saat ini, masyarakat di pedesaan yang berasal dari kelompok etnik
yang sama, mulai meninggalkan institusi hukum adat melalui musyawarah
keluarga atau lembaga peradilan desa yang dipimpin oleh pemimpin komunitas
atau pemimpin informal yang lain. Hal ini terlihat pada kasus nomor 8, 9, 11 dan
16 di mana para pihak yang berperkara pada kasus KDRT sudah mampu
mengakses institusi hukum Negara dengan tujuan agar permasalahannya segera
selesai. Meskipun awalnya mereka menyelesaikan kasus dengan lebih
mengutamakan perdamaian terlebih dahulu dengan musyarawah keluarga, apabila
upaya ini gagal, maka mereka akan mengajukannya ke institusi hukum Negara.

Peneliti perlu menegaskan kembali bahwa ketika semi-autonomous social
field telah menciptakan aturan-aturan dan mampu berkompetisi dengan aturan-
aturan dari Negara untuk merebut hati para korban KDRT dalam memilih institusi
hukum mana yang diinginkannya, maka ketika korban yang memilih satu atau
kombinasi institusi hukum untuk melindungi dirinya atau yang disebut sebagai
forum shopping, seperti yang terlihat pada 18 kasus di atas bahwa 14 korban lebih
memilih institusi hukum hibrida dan sisanya memilih institusi negara. Hal ini
menunjukkan bahwa semi-autonomous social field dan aturan dari Negara berebut

pengaruh terhadap korban KDRT.
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Sebenarnya korban memiliki beberapa pilihan institusi hukum yang lebih
mudah diakses bagi korban KDRT yang menyandang disabilitas intelektual di
Kabupaten Ponorogo yakni para tokoh agama -baik yang bertindak sebagai
substansi hukum maupun struktur hukum- yang berfokus pada kesejahteraan
spiritual. Masyarakat Ponorogo gemar mengadakan upacara keagamaan, sehingga
menempatkan agama dalam kedudukan yang sangat penting bagi kehidupan di
masyarakat Kabupaten Ponorogo. Upacara keagamaan yang biasanya diisi dengan
ceramah keagamaan merupakan momen penting sebagai jalan alternatif untuk
membantu pencegahan maupun penyelesaian KDRT.

Sayangnya, para tokoh Agama ini baik melalui wawancara maupun
penelusuran dokumentasi tidak menunjukkan adanya sikap untuk membantu
mencegah maupun menyelesaikan. Mereka beralasan tidak ada laporan KDRT
dengan korban yang menyandang disabilitas intelektual yang masuk melalui
organisasi keagamaan. Peneliti juga tidak menemukan pembahasan tentang yang
penyandang disabilitas intelektual melalui Lembaga Bahtsul Masail, Majelis
Tarjih dan Komisi Fatwa. Hal ini menggambarkan bahwa pihak-pihak yang
memiliki kasus KDRT dengan korban penyandang disabilitas intelektual di
Kabupaten Ponorogo tidak memilih institusi hukum Islam sebagai wadah untuk
menyelesaikan kasusnya.

Syariat Islam memiliki watak sentralistik bagi umat manusia pada
umumnya dan umat Islam pada khususnya, hal ini mirip dengan watak
sentralistiknya hukum Negara yang diproduksi oleh legislatif dan disahkan oleh

eksekutif. Syariat Islam yang berwatak sentralistik ini ditunjukkan pada produk-
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produk fikih (substansi hukum) yang harus merujuk pada al-Qur’an dan Hadis,
artinya produk-produk fikih tidak ada yang boleh bertentangan dengan keduanya.
Menariknya, produk-produk fikih ini berwatak pluralistik, karena itu muncul
adanya perbedaan pendapat di antara para ulama fikih, belum lagi jika institusi-
institusi fikih (struktur hukum) ini menyelesaikan perkara berlandaskan atau tidak
berlandaskan pada dalil-dalil syariat Islam.

Syariat Islam yang berwatak sentralistik ini melarang keras praktik KDRT
ini, apapun jenis kelamin, agama, etnis, ras dan/ atau orientasi seksual yang
berbeda. Beberapa ayat al-Qur’an menunjukkan bahwa Allah telah memberikan
pengajaran kepada umatagar melakukan kebaikan kepada sesama makhluk.

ala Ze Dy o3 Lad 3aa e S Bhiaas Caghaa U5
Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang
diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Mahakaya, Maha Penyantun.”® (QS. al-

Bagarah (2): 263)

uclﬁdb;u.e\ Yc_dsl‘.k.\lc\.ksa_\ﬁ}b?@c_d‘m\w Jl.us
di!\u\‘u\\‘_gsds uAJc\JBJAY\‘_geAJJL»J?QJ \}e@_\c
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Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut
terhadap mereka.Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah
mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.Karena itu maafkanlah mereka dan
mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka
dalam urusan itu.Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka
bertawakallah  kepada Allah.Sungguh, Allah mencintai orang Yyang
bertawakal.”(QS. Ali ‘Imran (3): 159)

'.\ \\
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8 al-Qur’an, 2: 263. Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, 44.
9 al-Qur’an, 3: 159. Ibid., 71
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Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia
dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapak. Jika salah seorang di antara
keduanya atau kedua-duanya sampai berusia lanjut dalam pemeliharaanmu, maka
sekali-kali janganlah engkau mengatakan kepada keduanya perkataan “ah” dan
janganlah engkau membentak keduanya, dan ucapkanlah kepada keduanya
perkataan yang baik.8° (QS. al-Isra’ (17): 23)

Secara jelas bahwa praktik KDRT tidak sesuai dengan ajaran Islam,
siapapun pelakunya, bagaimanapun bentuknya. Islam menghendaki agar setiap
umatnya mendapatkan kasih sayang dari siapapun, terutama dari orang yang
dikasihinya dalam rumah tangganya. Praktik KDRT ini membahayakan
kedudukan masing-masing pihak dalam rumah tangga. Korban yang mengalami
kekerasan akan runtuh mental psikologisnya. Jika KDRT ini dibiarkan maka tidak
hanya korban saja yang akan menderita, tetapi dapat mampu keluar dari lingkup
rumah tangga dan pada tahap berikutnya akan mewarnai kehidupan sosial
masyarakat.8*

Kasus KDRT ini membutuhkan penyelesaian, Islam juga mengajarkan
kepada para pihak agar meminta bantuan orang lain untuk menyelesaikan apabila
merasa tidak mampu untuk menyelesaikannya sendiri. Islam mengizinkan
keterlibatan dan campur tangan dari pihak ketiga (tryadic) sebagai penengah
penyelesaian kasus. Kasus yang terjadi dalam rumah tangga bukan sesuatu yang
tabu untuk dibincangkan di luar lingkup rumah tangga. Pihak Kketiga ini bisa
berupa keluarga, teman, tetangga, relawan dan lain-lain, mereka bisa diminta

untuk mengupayakan penyelesaian pertikaian antara kedua belah pihak, hal inilah

yang dianjurkan dalam agama.

80 al-Qur’an, 17: 23.1bid., 284.
81 Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996),
17.
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Dan jika kamu khawatir terjadi persengketaan antara keduanya, maka

Kirimlah seorang juru damai dari keluarga laki-laki dan seorang juru damai dari

keluarga perempuan. Jika keduanya (juru damai itu) bermaksud mengadakan

perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sungguh, Allah
Mabhateliti, Maha Mengenal.®? (QS. al-Nisa’ (4): 35)

Jika pada masa pra Islam, masyarakat menyelesaikan konflik dengan
melibatkan pihak ketiga sebagai penengah maupun pengadil yang secara informal
mempraktikkan mediasi, konsiliasi dan perdamaian yang dilakukan oleh para
tokoh, pemimpin dan penguasa suku.®® Mereka berusaha melakukan mediasi
untuk menghindari permusuhan yang dapat mengakibatkan terjadi kekerasan.
Keberadaan mediasi pra Islam ini kemudian berlanjut pada masa kemunculan
Islam, sehingga praktik yang dilakukan oleh relawan-relawan Rumah Komunitas
yang menaungi penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo
memberi gambaran bahwa mereka telah melakukan mediasi demi kemashlahatan
dan keadilan penyandang disabilitas intelektual.

Pada penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas intelektual
yang berhasil dalam dimediasi oleh relawan-relawan Rumah Komunitas sebanyak
14 kasus (kasus nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, 14, 15, 17 dan 18) dapat
menunjukkan bahwa perkara KDRT dapat diselesaikan melalui mediasi. Para
pihak merasa bahwa keutuhan keluarga merupakan sebuah prioritas dalam budaya

masyarakat Indonesia yang terus dijaga meskipun dengan menggadaikan

keharmonisan. Mereka mengutamakan perdamaian melalui musyawarah secara

8 al-Qur’an, 4: 35. Departemen Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahnya, 84.
8 Aseel Al-Ramahi, “Sulk: A Crucial Part of Islamic Arbitration”, 1-23.
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mufakat, penyelesaian KDRT secara cepat, murah dan sederhana dibandingkan
dengan penyelesaian perkara melalui Pengadilan, korban akan diberi kesempatan
untuk didengar cerita penderitaan yang dialaminya dan mencurahkan perasaan
hati yang biasanya tidak/kurang diperhatikan dalam proses di pengadilan dan
pelaku mendapat kesempatan untuk instropeksi dan memperbaiki diri agar
terhindar dari hukuman penjara demi melindungi masa depan keluarga, terutama
anak.®*

Mereka berhasil merukunkan kembali antara korban dan pelaku KDRT,
mereka mampu mendorong keduanya untuk bersepakat, kembali menyatu dan
berdamai. Namun sebaliknya jika upaya mediasi ini tidak berhasil untuk berdamai
dan menyatukan kedua belah pihak maka perceraian dianggap sebagai pilihan
terakhir dalam menyelesaikan konflik yang terjadi,® sebagaimana yang
ditunjukkan pada kasus nomor 8, 9, 11 dan 16.

Relawan-relawan Rumah Komunitas telah berhasil menjadi mediator yang
baik karena telah melihat akar konflik dan solusi atas terjadinya konflik, mereka
ini setiap minggu selalu berkumpul bersama untuk membuat kerajinan, berkeluh
kesah sehingga antara relawan dan penyandang disabilitas telah menemukan
kecocokan chemistry dalam hubungan antar individu. Mereka berusaha
menyelesaikan konflik untuk menghindari konsekuensi yang lebih serius dari
proses perceraian dan pertikaian antar keluarga.

Relawan-relawan Rumah Komunitas telah berhasil menjadi mediator yang

berhasil karena faktor di-“tua”-kan dalam masyarakat. Suliyono yang pernah

8 Fatahillah A. Syukur, Mediasi Perkara KDRT (Kekerasan dalam Rumah Tangga) Teori dan
Praktek di Pengadilan Indonesia, 74.
8 Mohamed M. Keshavjee, Sharia and Alternative Dispute Resolution, 14.
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menjadi Kamituwo dan Samuji yang saat ini menjabat sebagai pamong Desa telah
mendapatkan kepercayaan masyarakat dalam menangani konflik terutama pada
kasus KDRT. Mereka adalah orang yang peduli dengan konflik dan tidak
memiliki kepentingan apapun selain mendamaikan.®

Penelitian ini dapat dihubungkan dengan kaidah dalam wushil figh yaitu
tatabu’ al-rukhas yaitu orang awam yang berusaha untuk mengambil pendapat
madhhab yang paling mudah dalam setiap permasalahan hukum yang
dihadapinya,®” atau mengambil setiap pendapat madhhab yang paling mudah dan
ringan pada suatu permasalahan hukum.®® Rukhsah ini bukan termasuk dalam
kajian al-‘azimah wa al-rukhsah, namun ia merupakan cara yang dipilih oleh
mukallaf untuk mengambil pendapat madhhab mana yang ringan dan mudah
sesuai dengan kepentingannya.

Tatabu’ al-rukhas ini memiliki dua hukum, pertama, ulama Hanafiyyah,
Syafi’iyyah dan Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan tatabu’ al-rukhas tanpa
ada syarat untuk men-zarj7h.2° Kedua, ulama Malikiyyah dan Hanabilah melarang
tatabu’ al-rukhas dan harus men-tarjth salah satu dari dua pendapat madhhab.*
Peneliti menghubungkan upaya korban dalam memilih institusi hukum yang tepat
dalam penyelesaian kasus KDRT untuk memenuhi kepentingan yang

diinginkannya. Jika mengikuti sistem hukum-nya friedman, maka peneliti merasa

8 Ratno Lukito, “Religious ADR”, 325-346.

87 Ibrahim bin Muhammad bin Bakr, lbn Nujaym, al-Baar al-Rad’iq Sharh Kanz al-Daga ‘ig, Jilid
VI, (Bayrit: Dar al-Ma‘rifah, t.th.), 290.

8 Muhammad bin Bahadar bin ‘Abdullah, al-Zarkashi, al-Bakr al-Muhit fi Usiil al-Figh, Jilid 1V,
(Bayrit: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.th.), 602.

8 |bn Nujaym, al-Bahr al-Ra’ig, Jilid V1, 290. al-Zarkashi, al-Bahr al-Muhiy, Jilid 1V, 591-596.
% Muhammad bin Ahmad ‘Alish, Shark Manh al-Jalil, Jilid |, (t.t.: Dar Sadir, t.th.), 58-60.
Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyiib, Ibn al-Qayyim, I'lam al-Muwagqqi’in ‘an Rabb al- ‘Alamin,
Jilid 1V, (Bayrit: Dar al-Jayl, 1973), 222.
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perlu memperluas definisi tatabu’ al-rukhas ini tidak hanya terbatas pada
pendapat madhhab (substansi hukum) saja, namun pada institusi hukum (struktur
hukum) sebagai pihak yang memiliki wewenang untuk mengatur berjalannya
sebuah substansi hukum.

Secara antropologis, peneliti cenderung untuk menyetujui pendapat yang
membolehkan tatabu’ al-rukhas, karena ia harus dilihat sebagai cara korban
KDRT untuk memilih institusi hukum mana yang sesuai dengan kepentingannya.
Institusi hukum yang paling mudah dijangkau oleh korban dan paling ringan
biayanya tanpa harus mengunggulkan salah satu institusi hukum tertentu.
Keberadaan fatabu’ al-rukhas ini akan menjadikan ushul fikih lebih berkembang
pada masa mendatang ketika ia bersentuhan dengan disiplin teori-teori yang ada

dalam antropologi hukum.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari paparan dan analisis data pada bab-bab sebelumnya, maka hasil
penelitian disertasi ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. KDRT terhadap penyandang disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo
disebabkan oleh budaya patriarki dan disabilitas intelektual yang disandang
oleh korban sebagai penyebab utama. Penyebab lainnya yaitu makrososial,
psikososial, cemburu atas perlakuan orang tua yang selalu memperhatikan
korban, adanya usaha untuk mengubah perilaku korban dan menyalahgunakan
kekuasaan. KDRT tersebut tidak disebabkan oleh seksisme.

2. Strategi perlawanan yang dilakukan oleh korban KDRT yang menyandang
disabilitas intelektual di Kabupaten Ponorogo untuk melindungi hak-haknya
yaitu perlawanan secara terbuka maupun terselubung; personal, informal dan
formal; dan melalui perlawanan internal maupun eksternal.

3. Bentuk perlindungan hukum terhadap penyandang disabilitas intelektual
sebagai korban KDRT di Kabupaten Ponorogo perspektif antropologi hukum
Islam adalah mediasi, nasihat, pemenuhan kebutuhan hidup, perlindungan
sementara, tetap dalam ikatan pernikahan, pemeriksaan kesehatan dan putusan

cerai.
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Implikasi Teoritik

Mengacu kembali pada tujuan penelitian ini, maka peneliti telah memilih
beberapa teori untuk dapat menjelaskan perlindungan hukum pada kasus KDRT
yang dialami oleh korban yang menyandang disabilitas intelektual di Kabupaten
Ponorogo, yakni teori “semi-autonomous social field” dan “Teori Penyelesaian
Perkara” dari Laura Nader.

Peneliti memilih dan menggunakan teori-teori ini, dengan maksud untuk
lebih memahami dan kemudian dapat menjelaskan kasus KDRT dengan korban
yang menyandang disabilitas intelektual. Di mana para pihak ketiga yang terlibat
pada kasus ini tidak begitu saja muncul dengan tiba-tiba. Mereka telah lama
berada diantara para pelaku dan korban, sehingga mereka dapat mempengaruhi
pilihan korban untuk memilih aturan hukum apa yang sekiranya mampu
memenuhi kepentingan-kepentingannya, sehingga para korban tidak salah dalam
melangkah yang pada akhirnya malah akan berakibat buruk pada fisik dan
psikisnya nanti.

Pada saat para korban yang aktif mencari keadilan, maka para pihak baik
dari formal maupun informal juga aktif untuk mengayomi dan melindunginya.
Hubungan makro-mikro atau negara-individu pada temuan penelitian ini
menunjukkan bahwa masyarakat di Kabupaten Ponorogo yang anggotanya ada
yang menyandang disabilitas intelektual dan yang mengalami KDRT ini sebagai
suatu semi-autonomous social field yang memiliki aturan-aturan sendiri (hukum
hibrida) namun rentan terhadap pengaruh dari hukum negara, hukum adat dan

hukum agama. Bentuk perlindungan hukum yang sesuai dengan korban KDRT ini
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adalah mereka tetap dalam hubungan suami istri maupun hubungan kekerabatan
dengan cara tidak melakukan perceraian maupun pisah rumah.

Lembaga legislatif bersama eksekutif memproduksi hukum Negara yang
memiliki daya cengkeram yang kuat dan cenderung bersifat memonopoli dan
menghegemoni hukum non Negara, terutama hukum hibrida. Artinya, jika ada
Voluntary Corporate Associations atau Asosiasi Sukarela yang dikelola sendiri
oleh masyarakat yang memproduksi regulasi sendiri yang akan didistribusikan
dan dikonsumsi bagi kepentingan anggota asosiasinya sendiri, maka hukum yang
diproduksinya ini sangat rentan untuk dipengaruhi dan digusur oleh hukum
Negara.

Institusi hukum hibrida telah membuktikan diri sebagai sarana
penyelesaian kasus KDRT bagi korban yang menyandang disabilitas intelektual di
Kabupaten Ponorogo, yang pada akhirnya secara efektif mampu memberikan
perlindungan hukum terhadap korban. Institusi hukum hibrida juga terbukti untuk
memiliki kemampuan dalam menyediakan akses yang lebih terjangkau dan lebih
fleksibel serta memiliki legitimasi yang kuat dalam proses untuk menyelesaikan
kasus KDRT daripada institusi hukum lainnya.

Terakhir, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semi-autonomous social
field telah berperan dengan baik dan signifikan, di mana pemimpin komunitas
telah menciptakan aturan-aturan yang berlaku untuk komunitasnya sekaligus
menegakkan aturan itu untuk mewujudkan ketertiban, keteraturan dan sarana
dalam menyelesaikan perkara. Semi-autonomous social field ini memiliki makna

bahwa pemimpin komunitas telah berusaha menciptakan aturan-aturan untuk



268

mengatur kepentingan dan keinginan komunitasnya sendiri. Pemimpin komunitas
tergerak oleh kesadaran dan empatinya dalam menciptakan aturan-aturan itu
setelah melihat situasi dan kondisi komunitasnya, yang pada tahap selanjutnya

mengesampingkan aturan-aturan dari Negara.

Keterbatasan Studi

Peneliti belum dapat secara maksimal untuk menggali data pengalaman,
perasaan, pemahaman, pandangan, dan harapan terhadap korban maupun pelaku
yang menyandang disabilitas intelektual. Karena kasus KDRT ini memang
berurusan dengan sisi yang sangat privat pada sebuah keluarga. Pada awalnya
korban mengira peneliti sebagai pegawai dinas tertentu yang ingin mengambil
data untuk memberi bantuan dana. Mereka juga mengira peneliti sebagai
penyumbang dana bantuan layaknya orang lain yang biasa mendatanginya.
Kemudian, Peneliti mengenalkan diri bahwa peneliti ingin menelusuri banyak
informasi mengenai KDRT. Awalnya mereka menolak untuk menjawab
pertanyaan-pertanyaan. Menurut relawan yang mendampingi peneliti, mereka
belum mengenal peneliti. Setelah kami saling mengenal, relawan ada yang
mendampingi dan ada yang meninggalkan peneliti. Lama-kelamaan mereka mau
memberi informasi. Meskipun demikian ada juga yang menolak untuk memberi
informasi.

Keterbatasan peneliti yang paling utama adalah korban maupun pelaku
yang menyandang disabilitas intelektual ini mengaku lupa maupun kesulitan
untuk berbicara, mengingat maupun menjelaskan pengalaman, perasaan,

pemahaman, pandangan, dan harapan. Namun demikian peneliti merasa terbantu
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dengan kehadiran relawan-relawan dari Rumah Harapan di Desa Karangpatihan,
Forum Sidowayah Bangkit di Desa Sidoharjo dan Rumah Kasih Sayang di Desa
Krebet. Mereka membantu peneliti untuk berkomunikasi dengan korban dan
pelaku, karena pada dasarnya mereka adalah pihak yang intens membantu

kehidupan dan penghidupan mereka sehari-hari.

Rekomendasi

Peneliti merasa perlu merumuskan beberapa masukan sebagai bentuk
tindak lanjut atas penelitian ini. Peneliti merasa berkepentingan untuk
menuangkan sedikit gagasan untuk menunjang keberhasilan tujuan penelitian.

Peneliti mengemukakan saran dan masukan sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Ponorogo dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Ponorogo harus menyusun Peraturan Daerah yang mengatur tentang
penyandang disabilitas intelektual yang mampu mencerminkan nilai-nilai
kearifan lokal.

2. Intitusi hukum Negara yang berada di Kabupaten Ponorogo hendaknya tidak
mengabaikan keberadaan rumah-rumah komunitas yang telah berjuang untuk
menciptakan aturan-aturan untuk komunitasnya. Institusi hukum Negara
hendaknya tidak mengintervensi penegakan hukum di komunitas-komunitas
ini, karena keberadaan mereka ini lebih dahulu eksis daripada aturan-aturan
dari Negara. Namun demikian, peneliti mengharap kepada intitusi hukum
Negara tetap berusaha mengenalkan aturan-aturan hukumnya kepada rumah-

rumah komunitas ini. Barangkali mereka tertarik untuk menggunakan aturan-
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aturan dari Negara ketika mereka tidak lagi sanggup untuk menegakkan aturan
yang telah dibuatnya.

. Cara yang paling tepat dalam mengenalkan aturan-aturan dari Negara kepada
penyandang disabilitas intelektual adalah melalui pemberian bantuan lalu
menyelinginya dengan pengenalan aturan-aturan dari Negara secara non
formal. Hal ini akan membawa dampak psikologis bagi mereka, mereka akan
merasa bahwa Negara telah hadir di sisinya.

. Organisasi Keagamaan semestinya sering duduk bersama para relawan, ahli
hukum, akademisi, sosiolog, antropolog serta elemen masyarakat lain untuk
menentukan solusi yang efektif dan efisien untuk mencegah, mengurangi
bahkan mampu menghapus KDRT. Peneliti memiliki harapan besar dari hasil
penelitian ini bahwa hukum itu tidak hanya ada pada Negara, adat maupun
agama, masyarakatpun juga memiliki aturan yang lebih eksis dan nyaman
untuk anggotanya.

. Peneliti berharap bahwa dengan temuan-temuan penelitian ini dapat memiliki
nilai manfaat bagi masyarakat secara luas yakni menempatkan penyandang
disabilitas intelektual sebagai seseorang yang memiliki martabat dan harga diri
yang utuh tidak lagi mendapatkan diskriminasi dalam segala bidang. Sehingga
Islam yang bercorak salih li kulli zaman wa makan tidak hanya sebagai
semboyan yang melangit, tetapi memang terwujud nyata dan dapat dirasakan

manfaatnya oleh seluruh umat manusia.
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